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KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, Reviu Standar
Operasional Prosedur Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung
Republik Indonesia dapat diselesaikan dengan baik. Reviu Standar Operasional
Prosedur ini merupakan hasil monitoring, evaluasi dan penyempurnaan dari Standar
Operasional Prosedur Tahun Anggaran sebelumnya yang diselaraskan dengan
perkembangan dan perubahan mekanisme cara kerja yang disebabkan adanya
perubahan pada peraturan, kebijakan, digitalisasi, dan/atau penyederhanaan proses
kerja.

Standar Operasional Prosedur memberikan gambaran mengenai kegiatan atau
rangkaian kegiatan yang dibakukan dan dilaksanakan sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku dalam jangka wakiu tertentu. Melalui Reviu
Standar Operasional Prosedur ini, diharapkan setiap aparatur pada masing-masing
unit kerja dapat memahami dan melaksanakan Standar Operasional Prosedur ini
dengan penuh tanggung jawab, yang pada akhirnya dapat mewujudkan tata kelola
pemerintahan yang baik, efektif, efisien dan akuntabel.

Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya disampaikan kepada masing-
masing unit kerja dan setiap pihak yang berkontribusi dalam penyusunan Reviu
Standar Operasional Prosedur ini. Semoga Reviu Standar Operasional Prosedur ini
dapat bermanfaat dan menjadi pedoman dalam menjalankan dan menyelesaikan
tugas pada Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum dengan lebih baik dan

profesional.
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BAB |
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Standar Operasional Prosedur (SOP) Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum
Mahkamah Agung Republik Indonesia adalah prosedur tertulis yang menjelaskan secara
rinci tugas dan fungsi masing-masing unit kerja pada Direktorat Jenderal Badan
Peradilan Umum. Tugas dan fungsi masing-masing unit kerja tersebut sesuai dengan
ketentuan yang tercantum dalam Bab Il Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor:
MA/SEK/Q7/SK/111/2006 tentang Organisasi dan Tata Cara Kerja Sekretariat Mahkamah
Agung Republik Indonesia. Prosedur tertulis tersebut kemudian dibakukan dan menjadi
pedoman dan/atau acuan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi setiap unit kerja untuk
mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, efektif, efisian dan dapat
dipertanggungjawabkan.

Standar Operasional Prosedur tidak bersifat permanen, mengingat adanya
kemungkinan perubahan dalam peraturan, kebijakan dan dinamika sosial yang
memengaruhi cara kerja. Selain itu, perkembangan teknologi termasuk mekanisme
digitalisasi dan otomatisasi membawa perubahan signifikan dalam proses pelayanan dan
sistem kerja. Oleh karena itu, penting bagi setiap Standar Operasional Prosedur untuk
dipantau dan dievaluasi secara berkala guna memastikan prosedur yang ada tetap
relevan dan adaptif terhadap perkembangan yang terjadi. Pemantauan atau monitoring
dan evaluasi terhadap Standar Operasional Prosedur pada Direktorat Jenderal Badan
Peradilan Umum merupakan implementasi dari Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung
Nomor 01 Tahun 2012 tentang Pedoman Monitoring dan Evaluasi terhadap Standar
Operasional Prosedur di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang
berada di bawahnya.

Proses monitoring dan Evaluasi Standar Operasional Prosedur Direktorat
Jenderal Badan Peradilan Umum dilaksanakan setahun sekali. Melalui mekanisme
monitoring dan evaluasi yang sistematis, diharapkan dapat dihasilkan Reviu Standar
Operasional Prosedur yang bukan hanya menjadi menjadi panduan, tetapi juga sebagai
acuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi kerja serta memastikan transparansi
dan akuntabilitas dalam pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing unit kerja di tahun

berikutnya.



B. Maksud dan Tujuan

1. Maksud
Maksud dilakukan Reviu Standar Operasional Prosedur adalah untuk
mengevaluasi dan menyempurnakan Standar Operasional Prosedur tahun
anggaran sebelumnya dengan disesuaikan dengan peraturan dan/atau
kebijakan yang berlaku dan perubahan yang terjadi baik pada masyarakat
maupun pada sistem kerja yang berkaitan dengan prosedur tersebut.
2. Tujuan
Tujuan dilakukan Reviu Standar Operasional Prosedur adalah:
a. Untuk mengetahui sejauh mana para aparatur dapat memahami dan
melaksanakan Standar Operasional Prosedur dengan baik;
b. Untuk mengetahui hambatan-hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan
Standar Operasional Prosedur pada tahun anggaran sebelumnya;
c. Untuk melakukan perbaikan dan penyempurnaan terhadap Standar

Operasional Prosedur.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Reviu Standar Operasional Prosedur meliputi berbagai prosedur
tata kerja yang digunakan sebagai acuan bagi seluruh aparatur pada Direktorat Jenderal

Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

D. Manfaat

Reviu Standar Operasional Prosedur ini diharapkan dapat memberikan manfaat
sebagai berikut:

1. Standardisasi cara yang harus dilakukan dalam menyelesaikan pekerjaan dan
mengurangi kesalahan atau kelalaian;

2. Menjamin proses yang telah ditetapkan dan dijadwalkan dapat berlangsung
sebagaimana mestinya;

3. Meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi dan akuntabilitas dalam
pelaksanaan tugas dan tanggung jawab masing-masing aparatur dan organisasi
secara keseluruhan;

4. Menghindari terjadinya variasi proses pelaksanaan kegiatan dan tumpang tindihnya

pelaksanaan tugas dan fungsi;



5. Memberikan informasi mengenai kualifikasi kompetensi yang harus dikuasai aparatur
dalam melaksanakan tugas;

6. Memudahkan mengidentifikasi apabila terjadi kesalahan procedural dan memberikan
cara konkrit untuk perbaikan kinerja dan membantu mengevaluasi kinerja yang telah
dilakukan;

7. Memudahkan penelusuran terjadinya penyimpangan dan memudahkan langkah
perbaikan;

8. Sebagai instrumen yang dapat melindungi aparatur dari kemungkinan tuntutan

hukum karena tuduhan melakukan penyimpangan.

E. Sistematika

Sistematika penyusunan Reviu Standar Operasional Prosedur (SOP) ini terdiri dari
empat bab, yaitu:

Bab | Pendahuluan berisi tentang latar belakang, maksud dan tujuan, ruang lingkup,
manfaat dan sistematika penyusunan;

Bab I Pembahasan Reviu Standar Operasional Prosedur yang menjelaskan tentang
penyederhanaan atau penggabungan beberapa SOP dan penambahan SOP
serta SOP layanan dan SOP inovasi yang ada di Direktorat Jenderal Badan
Peradilan Umum;

Bab Ill Standar Operasional Prosedur pada Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum
yang diklasifikasikan pada masing-masing unit Eselon I, SOP Layanan dan SOP
Inovasi;

Bab IV Penutup



BAB I
PEMBAHASAN

A. Reviu Standar Operasional Prosedur

Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum melaksanakan tinjauan terhadap
Standar Operasional Prosedur setiap tahunnya. Pada tahun anggaran 2024, Reviu
Standar Operasional Prosedur dilakukan berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal
Badan Peradilan Umum Nomor 655/DJU/SK.OT1.6/IV/2024 tertanggal 26 April 2024.
Pada tahun anggaran 2024, sebanyak 119 SOP direviu dalam bentuk penggabungan,
penambahan dan juga penghapusan SOP, yang kemudian menghasilkan 156 SOP.
Berikut ini diuraikan SOP yang mengalami penyederhanaan dan penggabungan, dan
SOP yang baru berlaku di Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum:

1. Penyederhanaan dengan penggabungan SOP

Dalam proses penyederhanaan ini dilakukan penggabungan SOP yang prosesnya

sama, yaitu:
_ Perubahan SOP
No Jenis SOP —
SOP Semula SOP Menjadi
€) @) ® @)
1 |Pengelola Keuangan [SOP Penyusunan Laporan SOP Penginputan,
Triwulan Monitoring dan Evaluasi PP
39 (Bappenas)
2 |Standar Layanan SOP Kenaikan Pangkat Hakim |SOP Kenaikan Pangkat
Gol IV/c Ke Atas (Non KPO) dan |Hakim Peradilan Umum
SOP Kenaikan Pangkat Hakim
Gol.lll/d s.d IV/b (struktural)
3 |Standar Layanan SOP Surat Keputusan Kenaikan |SOP Penetapan Surat
Pangkat Hakim Gol IV/b Ke Keputusan Kenaikan
Bawah (KPO) Pangkat Hakim
4 |Standar Layanan SOP Pelaksanaan Fit and SOP Pelaksanaan Fit and
Proper Test untuk calon Proper Test untuk Calon
Pimpinan Pengadilan Tinggi dan |Pimpinan Pengadilan Tinggi
Pengadilan Negeri Kelas IA dan Pengadilan Negeri
Khusus /1A
5 |Standar Layanan SOP Usulan Kenaikan Pangkat |SOP Usulan Kenaikan
Panitera dan Jurusita ke BKN Pangkat Tenaga Teknis
Kepaniteraan ke BKN
6 [Standar Layanan SOP Website SOP Publikasi Data dan
Informasi Website




No

Jenis SOP

Perubahan SOP

SOP Semula

SOP Menjadi

)

@)

3

4)

Standar Layanan

SOP Menjawab Buku Tamu

SOP Pengelolaan Buku
Tamu di Website dan
Komentar Media Sosial

Standar Layanan

SOP Surat Izin Belajar Panitera

dan Jurusita

SOP Surat Tugas Belajar
Tenaga Teknis

Administrasi Lainnya

SOP Pengunggahan di Web
Badilum

SOP Pengunggahan Data
Pegawai di Web Badilum

10

Standar Layanan

SOP Pengunggahan TPM
Hakim Di Web Badilum

Dihapus dan ditambahkan ke
dalam SOP Promosi dan
Mutasi

11

Standar Layanan

SOP Pengunggahan TPM
Panitera Di Web Badilum

Dihapus dan ditambahkan ke
dalam SOP Promosi dan
Mutasi

12

Standar Layanan

SOP Pembuatan Surat
Pengantar Daftar Penerimaan
Satya Lencana Pegawai Ditjen
Badilum

SOP Pengajuan Usul Daftar
Penerima Satya Lencana
Karya Satya Pegawai

14

Standar Layanan

SOP Menjawab buku Tamu

SOP Menjawab Buku Tamu
di website

15

Standar Layanan

SOP Penilaian Mandiri
Pelaksanaan Reformasi
Birokrasi (PMPRB)

SOP Penilaian Mandiri
Pelaksanaan ZI

16

Standar Layanan

SOP Penyiapan dan
Pengaturan Tata Ruang
Rapat -- SOP Baru

17

Standar Layanan

SOP Pengadaan Barang dan

Jasa dengan Metode Tender

Dihapus

18

Standar Layanan

SOP Pinjam Pakai Barang
Inventaris Berupa
Kendaraan Dinas -- SOP
Baru

19

Standar Layanan

SOP Penggandaan

SOP Penggandaan dan
Pencetakan Blanko /
Formulir / Kop Surat dan
Keperluan Kantor Lainnya

20

Standar Layanan

SOP Pengolahan PNBP

Dihapus

21

Administrasi Lainnya

SOP Pengajuan SPM LS
Kontraktual, SOP Pengajuan
SPM LS Bendahara, dan SOP

Dihapus dan digabung ke
dalam SOP Pengajuan SPM
LS Belanja Barang




Perubahan SOP

No Jenis SOP
SOP Semula SOP Menjadi
@ @ @) @)
Pengajuan SPM LS Non
Kontraktual
22 |Administrasi Lainnya |SOP Remunerasi dan Dihapus dan digabung

23

Administrasi Lainnya

Pertanggungjawabannya

SOP Layanan Bimbingan Teknis
Administrasi Perkara Untuk
Kepaniteraan

kedalam SOP Pengajuan
SPM LS Belanja Pegawai

Diubah menjadi SOP
Bimbingan Administrasi dan
Monitoring Perkara di
Tempat Kerja

24

Administrasi Lainnya

SOP Penilaian Sertifikasi Mutu
Pengadilan Unggul

Diubah menjadi SOP
Asesmen Sertifikasi Mutu
Pengadilan Unggul Dan
Tangguh (Ampuh)

25

Administrasi Lainnya

SOP Penyusunan Materi
Penilaian Sertifikasi Mutu
Pengadilan Unggul(Checklist)

Diubah menjadi SOP
Penyusunan Dan
Pembaruan Lembar
Asesmen Sertifikasi Mutu
Pengadilan Unggul Dan
Tangguh (Checkilist)

26

Administrasi Lainnya

SOP Sarana Kerja
Register/Sarana Kerja Cetakan
Lainnya

SOP Alokasi Sarana Kerja
Cetakan Lainnya

27

Administrasi Lainnya

SOP Rekapitulasi Data Sarana
Kerja Di Pengadilan Pada
Pelaporan Elektronik

SOP Rekapitulasi Data
Zitting Plaats Di Pengadilan
Pada Pelaporan Elektronik
(Tahunan)

28

Administrasi Lainnya

SOP Sarana Kerja Pengadilan

SOP Rekapitulasi Data
Sarana Kerja Di Pengadilan
Pada Pelaporan Elektronik
(Triwulan)

29

Administrasi Lainnya

SOP Informasi dan Pengaduan

SOP Rekapitulasi Data
Pengaduan Pada Pelaporan
Elektronik

30

Administrasi Lainnya

SOP Rekapitulasi Data
Permohonan Informasi Pada
Pengadilan

2. SOP Baru

a. SOP baru pada unit eselon Il Sekretariat, yaitu:

Bagian Keuangan

e SOP Penginputan, Monitoring dan Evaluasi PP 39 (Bappenas)




e SOP Penyusunan Rencana Strategis (Renstra)

e SOP Penyusunan Rencana Kerja (Renja)

e SOP Penyusunan Rencana Jangka (Renja)

e SOP Penyusunan Standar Biaya Keluaran Khusus (SBK)

Bagian Kepegawaian

e SOP Ujian Dinas dan penyesuaian ljazah
e SOP Baperjakat

e SOP Pemantauan Laporan LHKPN

e SOP Asessmen Pegawai

e SOP Pencantuman Gelar

e SOP Pelantikan Pejabat/Pegawai

Bagian Organisasi dan Tatalaksana

e SOP Pelaporan Capaian Kinerja

e SOP Pengumpulan Data dan Informasi Pelaporan

e SOP Penyusunan PKT

e SOP Penyusunan Reviu SOP (Tahap I)

e SOP Penyusunan Reviu SOP (Tahap II)

e SOP Penyusunan Reviu Manajemen Risiko (Tahap 1)
e SOP Penyusunan Reviu Manajemen Risiko (Tahap II)
e SOP Monitoring dan Evaluasi Jaringan Internet

e SOP Pengelolaan dan Penataan Galeri

e SOP Pengelolaan Perpustakaan

Bagian Umum
e SOP Pinjam Pakai Barang Inventaris Berupa Kendaraan Dinas

e SOP Penyiapan dan Pengaturan Tata Ruang Rapat
e SOP Layanan Pendistribusian Surat Masuk kepada Unit Eselon Il
e SOP Layanan Pendistribusian Surat Masuk (Dirjen)

SOP baru pada unit eselon Il Direktorat Pembinaan Tenaga Teknis

e SOP Layanan Lainnya (SOP Pencantuman Gelar)
e SOP Administrasi Lainnya (SOP lzin Perjalanan Pribadi Ke Luar Negeri, dan
SOP Tindak Lanjut Laporan Pengaduan Terhadap Hakim)

SOP Layanan

Dengan berkembangnya layanan yang diberikan dalam menjalankan tugas dan
fungsi, dibuat beberapa SOP Layanan, untuk standardisasi dalam proses
pemberian layanan, yaitu:



e SOP Layanan Pendistribusian Surat Masuk kepada Unit Eselon Il

SOP Layanan Pendistribusian Surat Masuk (Dirjen)

SOP Layanan Surat Masuk

SOP Penyiapan dan Pengaturan Tata Ruang Rapat

SOP Pinjam Pakai Barang Inventaris Berupa Kendaraan Dinas

SOP Layanan Pendistribusian Perlengkapan Kantor (ATK)

SOP Layanan Pendistribusian Perlengkapan Persidangan

SOP Penggandaan dan Pencetakan Blanko / Formulir / Kop Surat dan
Keperluan Kantor Lainnya

SOP Layanan Pendistribusian Barang Inventaris

SOP Layanan Peminjaman Barang Inventaris / BMN

SOP Pengelolaan Buku Tamu di Website dan Komentar Media Sosial
SOP Kenaikan Pangkat Hakim Peradilan Umum

SOP Penetapan Surat Keputusan Kenaikan Pangkat Hakim

SOP Pelaksanaan Fit and Proper Test untuk Calon Pimpinan Pengadilan
Tinggi dan Pengadilan Negeri

SOP Usulan Kenaikan Pangkat Tenaga Teknis Kepaniteraan ke BKN
SOP Surat Tugas Belajar Tenaga Teknis

SOP Publikasi Data dan Informasi Website

SOP Penilaian Zona Integritas

SOP Pengajuan Usul Daftar Penerima Satya Lencana Karya Satya Pegawai
SOP Layanan Bimbingan Teknis Peradilan Umum Bagi Hakim, Panitera
dan Jurusita Pengadilan Negeri

SOP Layanan Informasi Data Perkara dan Wilayah Hukum

SOP Pelayanan Usulan Pembentukan Pengadilan

SOP Pelayanan Usulan Peningkatan Kelas Pengadilan



B.

©CoNOoOGOh~wWDNE

28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.

Daftar Standar Operasional Prosedur Direktorat Jenderal Badan Peradilan
Umum Tahun 2024

UNIT SEKRETARIAT

SOP Rekonsiliasi Satuan Kerja Ditjen Badilum

SOP Penyusunan LK Satuan Kerja Ditjen Badilum

SOP Rekonsiliasi Laporan Keuangan Unit Eselon | Ditjen Badilum
SOP Penyusunan Laporan Keuangan Unit Eselon | Ditjen Badilum
SOP Penginputan, Monitoring Dan Evaluasi PP 39 (Bappenas)
SOP Pengajuan SPM LS Belanja Pegawai

SOP Pengajuan SPM Belanja Barang

SOP Pengajuan Uang Persediaan/Tambahan Uang Persediaan
SOP Laporan Pertanggungjawaban

SOP Perhitungan dan Pembayaran Biaya Mutasi Hakim/Panitera
SOP Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Ditjen Badilum
SOP Penyusunan Rencana Kerja (Renja)

SOP Penyusunan Rencana Anggaran

SOP Penyusunan Rencana Kerja (2) (Renja)

SOP Penyusunan RKA-KL Pagu Anggaran

SOP Penyusunan RKA-KL Pagu Indikatif

SOP Penyusunan RKA-KL Pagu Alokasi Anggaran

SOP Revisi RKA-KL DIPA

SOP Penyusunan Standar Biaya Keluaran Khusus (SBK)

SOP Pembuatan Kartu Pegawai, Kartu Istri dan Kartu Suami Ditjen Badilum
SOP Ujian Dinas dan Penyesuaian ljazah

SOP Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan

SOP Pemantauan Laporan LHKPN

SOP Asesmen Pegawali

SOP Pencantuman Gelar

SOP Pelantikan Pejabat/Pegawai

SOP Pengajuan Izin dan Tugas Belajar dan Tugas Belajar Mandiri di
Lingkungan Ditjen Badilum

SOP Pembuatan E-SKP

SOP Pengajuan Kenaikan Gaji Berkala pada Ditjen Badilum

SOP Pengajuan Usul Mutasi dan Promosi pada Ditjen Badilum
SOP Pengajuan Usul Kenaikan Pangkat pada Ditjen Badilum
SOP Pengajuan Satya Lencana Karya Satya Pegawai pada Ditjen Badilum
SOP Persetujuan Cuti di lingkungan Ditjen Badilum

SOP Pengajuan Usul Pemberhentian dan Pensiun pada Ditjen Badilum
SOP Pelaporan Capaian Kinerja

SOP Pengumpulan Data dan Informasi Pelaporan

SOP Penyusunan Laporan Pelaksanaan Kegiatan

SOP Penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU)

SOP Penyusunan Laporan Kinerja

SOP Penyusunan PKT

SOP Pengelolaan dan Penataan Galeri

SOP Monitoring dan Evaluasi Jaringan Internet



43.
44,
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.

60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
7.

78.
79.

80.

81.

SOP Pengelolaan Perpustakaan

SOP Publikasi Data dan Informasi Website

SOP Perubahan Informasi Di Web

SOP Pengelolaan Buku Tamu Di Website dan Tanggapan Media Sosial
SOP Pengelolaan Media Sosial

SOP Tampilan Di Muka Web

SOP Penilaian Zona Integritas

SOP Penyusunan Reviu SOP (Tahap 1)

SOP Penyusunan Reviu SOP (Tahap 1)

SOP Penyusunan Reviu Manajemen Risiko (Tahap I)

SOP Penyusunan Reviu Manajemen Risiko (Tahap II)

SOP Majalah Dandapala

SOP Layanan Surat Masuk

SOP Pengiriman Surat Keluar

SOP Penomoran Surat Keluar

SOP Pengolahan Arsip

SOP Penggandaan dan Pencetakan Blanko / Formulir / Kop Surat dan
Keperluan Kantor Lainnya

SOP Penataan Tata Laksana Persuratan

SOP Penyiapan dan Pengaturan Tata Ruang Rapat

SOP Penunjukan Penghuni Rumah Dinas

SOP Penggunaan Barang Inventaris Berupa Kendaraan Dinas
SOP Pinjam Pakai Barang Inventaris Berupa Kendaraan Dinas
SOP Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional Kantor
SOP Layanan Pemeliharaan Barang Inventaris Kantor

SOP Daftar Barang Ruangan

SOP Penghapusan Barang Milik Negara

SOP Analisa Kebutuhan Perlengkapan

SOP Layanan Pendistribusian Perlengkapan Kantor (ATK)
SOP Layanan Pendistribusian Perlengkapan Persidangan
SOP Layanan Pendistribusian Barang Inventaris

SOP Rekonsiliasi Data Barang Milik Negara (BMN dan Keuangan)
SOP Layanan Peminjaman Barang Inventaris/BMN

SOP Opname Fisik Barang Persediaan

SOP Pendistribusian Surat Masuk Dirjen

SOP Pendistribusian Surat Masuk Kepada Unit Eselon I

UNIT DIREKTORAT PEMBINAAN TENAGA TEKNIS

SOP Penerimaan dan Pengolahan Data Bezetting Tenaga Teknis

SOP Pembaharuan Data Tenaga Teknis Dari Bezetting Ke Dalam Aplikasi
SIKEP

SOP Rekonsiliasi dan Verifikasi Data Tenaga Teknis di Lingkungan Badan
Peradilan Umum

SOP Penerbitan Surat Edaran Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum
Tentang Kepatuhan Dalam Pengisian Data Tenaga Teknis Pada Aplikasi Sikep
Di Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri Di Seluruh Indonesia
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82.

83.

84.

85.

86.
87.
88.
89.
90.

91.
92.
93.

94.
95.
96.
97.

98.
99.

100.
101.
102.
103.
104.

105.
106.
107.

108.

109.

110.
111.
112.
113.
114.
115.

SOP Pembaharuan Data Hakim Karir, Calon Hakim dan Kepaniteraan Hasil
Rapat Tim Promosi dan Mutasi / Tpm Ke Dalam Aplikasi Sikep

SOP Pembaharuan Data Hakim Tinggi dan Hakim Adhoc Hasil Rapat Pimpinan
/ Rapim Ke Dalam Aplikasi Sikep

SOP Pembaharuan Data Tenaga Teknis Peradilan Umum Yang Memasuki
Masa Pensiun / Purnabakti Serta Meninggal Dunia Ke Dalam Aplikasi SIKEP
SOP Penerimaan dan Pengolahan Data Bezetting Absensi Pengadilan Tinggi
dan Pengadilan Negeri

SOP Pengelolaan Arsip Inakitif

SOP Arsip dan Dokumentasi

SOP Pembuatan Laporan Tahunan Tenaga Teknis Peradilan Umum

SOP Usulan Kenaikan Pangkat Tenaga Teknis Kepaniteraan Ke BKN

SOP Penetapan Surat Keputusan Kenaikan Pangkat Tenaga Teknis
Kepaniteraan Ke BKN

SOP Izin Perjalanan Pribadi Luar Negeri (PPLN) — Panitera dan Jurusita

SOP Proses Surat Persetujuan Pengangkatan Jurusita Pengganti

SOP Surat Keputusan Hukuman Disiplin Ringan, Sedang Dan Berat Bagi
Tenaga Teknis Kepaniteraan

SOP Usul Pensiun Tenaga Teknis Kepaniteraan Golongan IV/C Ke Atas

SOP Evaluasi Dan Rasionalisasi Tenaga Teknis Peradilan Umum

SOP Kegiatan Pengembangan Bagi Tenaga Teknis Secara Daring (Online)
(Hakim Dan Panitera)

SOP Pengembangan Dan Peningkatan Mutu Tenaga Teknis Peradilan (Hakim,
Panitera, Panitera Muda, Panitera Pengganti, Jurusita, Jurusita Pengganti)
SOP Surat Keluar

SOP Surat Masuk

SOP Surat Tugas Belajar Tenaga Teknis

SOP Kenaikan Pangkat Hakim Peradilan Umum

SOP Penetapan Surat Keputusan Kenaikan Pangkat Hakim

SOP Tindak Lanjut Laporan Pengaduan Terhadap Hakim

SOP Penerbitan SK Hukuman Disiplin Bagi Hakim Atas Rekomendasi Bawas
MA R.I

SOP Pencantuman Gelar

SOP lIzin Perjalanan Pribadi Luar Negeri (PPLN) - Hakim

SOP Pelaksanaan Fit And Proper Test Untuk Calon Pimpinan Pengadilan
Tinggi Dan Negeri

SOP Promosi Dan Mutasi Hakim

UNIT DIREKTORAT PEMBINAAN ADMINISTRASI UMUM

SOP Layanan Bimbingan Teknis Peradilan Umum Bagi Hakim, Panitera dan
Jurusita Pengadilan Negeri

SOP Layanan Informasi Data Perkara dan Wilayah Hukum

SOP Monitoring dan Evaluasi Administrasi Pengadilan

SOP Evaluasi Implementasi Bimbingan Teknis.

SOP Bimbingan Administrasi dan Monitoring Perkara di Tempat Kerja

SOP Penyerahan Penghargaan Pengadilan Unggul

SOP Penyiapan Silabus Dan Materi Bimbingan Teknis
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116.

117.
118.
1109.
120.
121.

122.
123.
124.
125.
126.
127.
128.
129.
130.
131.
132.
133.

134.
135.
136.
137.
138.
139.
140.
141.
142.

143.

144,
145.
146.
147.
148.
149.
150.
151.
152.
153.
154.
155.

156.

SOP Bimbingan Teknis SIPP dan Aplikasi Untuk Internal Badilum/Unit
Eselon | Lain Yang Membutuhkan

SOP Monitoring Dan Evaluasi Pelaksanaan Eksekusi Perbulan

SOP Monitoring Dan Evaluasi Penyelesaian Perkara Lebih Dari 5 Bulan
SOP Monitoring Dan Evaluasi Administrasi Perkara

SOP Asesmen Sertifikasi Mutu Pengadilan Unggul Dan Tangguh (AMPUH)
SOP Penyusunan Dan Pembaruan Lembar Asesmen Sertifikasi Mutu
Pengadilan Unggul Dan Tangguh (Checklist)

SOP Pengolahan Data Statistik Perkara Bulanan

SOP Evaluasi Keuangan Perkara

SOP Penyusunan Data Laporan Pelaksanaan Kegiatan Direktorat Papu
SOP Penilaian dan Penghargaan Piagam EIS

SOP Penghapusan/Perubahan Data SIPP

SOP Pemenuhan Permintaan Data Perkara

SOP Monev SPPT-TI

SOP Rapat Koordinasi Satgas SIPP dan SPPT-TI

SOP Pengelolaan Infografis Perkara

SOP Penyedian Data Dokumentasi Pengadilan

SOP Pengelolaan Data Dokumentasi Wilayah Hukum

SOP Pengelolaan Dokumentasi Pembentukan dan Peningkatan Kelas
Pengadilan

SOP Pengelolaan Dokumentasi Produk Hukum Direktorat PAPU

SOP Surat Masuk

SOP Surat Keluar

SOP Surat Masuk Lentera

SOP Alokasi Sarana Kerja Cetakan Lainnya

SOP Alokasi Sarana Kerja Pengadilan Non Cetak

SOP Pelayanan Usulan Pembentukan Pengadilan

SOP Pelayanan Usulan Peningkatan Kelas Pengadilan

SOP Rekapitulasi Data Zitting Plaatz di Pengadilan Pada Pelaporan Elektronik
(Tahunan)

SOP Rekapitulasi Data Sarana Kerja di Pengadilan Pada Pelaporan Elektronik
(Triwulan)

SOP Pengelolaan Layanan Posbankum

SOP Evaluasi Sidang Keliling

SOP Evaluasi E-Register

SOP Penyusunan Kebijakan Administrasi Perkara

SOP Rekapitulasi Data Pengaduan Pada Pelaporan Elektronik

SOP Rekapitulasi Data Permohonan Informasi Pada Pengadilan

SOP Pengolahan Data Survei Pengguna Layanan Pengadilan

SOP Pembuatan E-Profile

SOP Survei Kepuasan Masyarakat

SOP Survei Anti Korupsi

SOP Pengawasan Eksekusi Secara Elektronik

SOP Rekapitulasi Data Mediasi, Delegasi Diversi, Restorative Justice pada
Pelaporan Elektronik

SOP Permohonan E- Register

12
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G MAHKAMAH AGUNG RI
Direktorat Jenderal
Badan Peradilan Umum
Jin. Jenderal Ahmad Yani Kav. 58
Bypass Cempaka Putih Timur

SK Penetapan SOP

655/DJU/SK.OT1.6/1V/2024

Nomor SOP

001

Tanggal Pembuatan

20 Januari 2015

Tanggal Revisi

30 Agustus 2024

Tanggal Efektif

23 Desember 2024

Disahkan oleh

Direktur Jenderal Badan
—DPeradilan Umum

mbang Myanto

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
REKONSILIASI SATUAN KERJA DITJEN BADILUM

Dasar Hukum:

KualifikasiPelaksana:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang

Perbendaharaan Negara

3. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan

4. Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2018 tentang Tata
Cara Pelaksanaan Anggaran

5. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor
213 Tahun 2013 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan
Keuangan Pemerintah Pusat

6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 232/PMK.05/2022
tentang tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian
Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga dan
ketentuan mengenai kebijakan akuntansi Pemerintah
Pusat.

7. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor
PER-42/PB/2014 tentang Pedoman Penyusunan Laporan
Keuangan Kementerian Negara/Lembaga

8. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor
1330/SEK/SK/XII/2021 mengenai Pedoman Akuntansi
dan Pelaporan Keuangan Mahkamah Agung RI dan
Badan Peradilan yang Berada Dibawahnya;

1. Bisa mengoperasikan komputer
2. Mengerti tentang Peraturan Keuangan
3. Bisa mengoperasikan Aplikasi Keuangan

Keterkaitan:

Peralatan/Perlengkapan:

1. SOP Rekonsiliasi Satuan Kerja Ditjen Badilum
2. SOP Penyusunan Laporan Keuangan Ditjen Badilum

1. Dokumen Keuangan
2. Komputer/Laptop

3. Jaringan Internet
4

. Aplikasi SAKTI dan MonSAKTI

Peringatan:

Pencatatan dan pendataan:

Jika SOP tidak dilaksanakan, maka Unit Eselon | Direktorat
Jenderal Badan Peradilan Umum akan mendapatkan sanksi
akibat tidak tertib peraturan perundang-undangan yang
berlaku.

1. Soft copy disimpan dalam Cloud
2. Hard copy disimpan dalam Arsip

Pelaksana Mutu Baku
No HIEOHES Ses Kabag | Kasubbag | Operator | Bagian | Persyaratan/ Waktu | Output
Renkeu | Akuntansi GLP Terkait |Perlengkapan P
Mendisposisi untuk hPAeir;I?sana
1 Rekonsiliasi bulanan antara C} an Rekon- 5 Disposisi
* | data SAKTI Badilum dengan siliasi menit | Memo
data SPAN KPPN
Bulanan
Mendisposisi dan menunjuk |_J Memo
5 Kasubbag Akuntansi Disposisi 5 Penunjuk
" | sebagai Koordinator v Memo menit | an Kasub
Rekonsiliasi Bulanan Bag
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Melakukan Rekonsiliasi
Bulanan dan =

3 3 Penunjuk- . -
menginstruksikan agar - 5 Disposisi
Operator GLP memeriksa Kasubbag menit | Memo
dokumen keuangan dan Akuntansi
jurnal pada aplikasi SAKTI
Memeriksa Dokumen
Keuangan (DIPA, Revisi Memo ; Dokumen
DIPA, SPM/SP2D, SSBP, Disposisi dan
SSPB) dan Jurnal pada v Memo ; Jurnal
Aplikasi SAKTI setiap bulan Dokumen 5jam | pada
dan berkoordinasi dengan Keuangan; aplikasi
Operator Persediaan dan Jurnal SAKTI
Aset untuk rekonsiliasi Keuangan diperiksa
internal

Temuan
Memantau rekonsiliasi pada v _?_(gllépa
aplikasi MonSAKTI untuk Aolikasi 30 Rupiah
melihat apakah terdapat M%ns AKTI | menit TDpK ’
TDK Rupiah, TDK COA dan COA dan
TDK Detail TDK
Detail

Jika terdapat selisih
Rekonsiliasi, Operator GLP Tindak
berkoordinasi dengan .

. . Tidak Lanjut
penanggung jawab terkait. TDK
Jika tidak terdapat selisih Aplikasi 14 ada
operator SAKTI/Petugas MonSAKTI hari 2 likasi
Rekonsiliasi mengunduh M%n-
Surat Hasil Rekonsiliasi SAKTI
(SHR) dan melakukan Ya
pencetakan
Melaporkan dan l
menyerahkan bukti tidak 10 SHR
ada perbedaan hasil SHR menit diserah-
rekonsiliasi data SAKTI dan kan
SPAN
Menyampaikan SHR
beserta Ringkasan SHR dan 10 thé(inlran
(Overview) Rekonsiliasi Overview menit | Rekon
Bulanan Rekon

Bulanan
Menerima dan v Laporan rasolel
mengevaluasi hasil el LY 2]
Rekonsiliasi Bulanan (:) Reo riEt | Rk
Bulanan Bulanan
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MAHKAMAH AGUNG RI
Direktorat Jenderal
Badan Peradilan Umum
Jin. Jenderal Ahmad Yani Kav. 58
Bypass Cempaka Putih Timur

SK Penetapan SOP

655/DJU/SK.OT1.6/1V/2024

Nomor SOP

002

Tanggal Pembuatan

20 Januari 2015

Tanggal Revisi

30 Agustus 2024

Tanggal Efektif

23 Desember 2024

Disahkan oleh

Direktur Jenderal Badan

eradilan Umum

Bam bang Myanto

STANDAR OPERASIONAL

PENYUSUNAN LK SATUAN

PROSEDUR (SOP)

KERJA DITJEN BADILUM

Dasar Hukum:

KualifikasiPelaksana:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 1. Menguasai tentang Pedoman Penyusunan Laporan
Negara Keuangan
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 2. Dapat mengoperasikan aplikasi MOnSAKTI
Perbendaharaan Negara 3. Dapat menganalisa jika ada kesalahan
3. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan
4. Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2018 tentang Tata
Cara Pelaksanaan Anggaran
5. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor
213 Tahun 2013 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan
Keuangan Pemerintah Pusat
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 232/PMK.05/2022
tentang tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian
Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga dan
ketentuan mengenai kebijakan akuntansi Pemerintah
Pusat.
7. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-
42/PB/2014 tentang Pedoman Penyusunan Laporan
Keuangan Kementerian Negara/Lembaga
8. Peraturan  Sekretaris Mahkamah  Agung Nomor
1330/SEK/SK/XI1/2021 mengenai Pedoman Akuntansi dan
Pelaporan Keuangan Mahkamah Agung RI dan Badan
Peradilan yang Berada Dibawahnya;
Keterkaitan: Peralatan/Perlengkapan:
1. SOP Penyusunan Laporan Keuangan Satuan Kerja Ditjen 1. Dokumen Keuangan
Badilum. 2. Berita Acara Rekonsiliasi
2. SOP Rekonsiliasi Satuan Kerja Ditjen Badilum 3. Komputer/Laptop
4. Jaringan Internet.
5. Aplikasi MOonSAKTI
Peringatan: Pencatatan dan pendataan:
Jika SOP tidak dilaksanakan, maka pelaksanaan kegiatan yang 1. CalLK di berikan kepada Kuasa Pengguna Anggaran
dimaksud dalam SOP ini tidak berjalan dengan efektif. 2. CalLK diberikan kepada Kuasa Pengguna Barang
3. Soft copy disimpan dalam Cloud
4. Hard copy disimpan dalam Arsip
Pelaksana Mutu Baku
No. Aktivitas
. Kabag | Kasubbag | Penyusun | Persyaratan/
SETBENE Renkeu | Akuntansi LK Kelengkapan bl Qligale
Membuat memorandum
terkait pelaksanaan ( ,
kegiatan Penyusunan
Laporan Keuangan (LK) . 30 . -
L Tingkat Satker Ditjen et e menit BiEfEE
Badilum untuk periode v
semester |, Triwulan Il dan I:J
Tahunan.
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Pelaksana Mutu Baku
N Rleise K . Kabag | Kasubbag | Penyusun | Persyaratan/ Kt
SEREHETS Renkeu | Akuntansi LK Kelengkapan W it
Memberikan arahan terkait
Penyusunan LK Tingkat 30
2. Satker Ditjen Badilum Agenda kerja n Disposisi
_ menit
untuk periode semester |,
Triwulan 1l dan Tahunan
Menyiapkan konsep LK
dan meminta Penyusun LK
untuk mengumpulkan dan
mempersiapkan data ] . | Konsep

£ dukung penyusunan LK » AGSTEE ST Sl Surat
Satuan Kerja Ditjen
Badilum periode semester
|, Triwulan Il dan Tahunan
Menghimpun data dukung
terkait LRA, Neraca, LO, Y
LPE dan Catatan atas Data
Laporan Keuangan (CaLK) Dukung
dan selanjutnya dilaporkan . | LK,

. kembali kepada Kasubbag NansEp SLE 1 T Konsep LK
Akuntansi dan selanjutnya terkumpul
membuat konsep Laporan
Keuangan Satuan Kerja
Ditjen Badilum

Jaringan
5 Memeriksa konsep dan internet, 7 Hari LK Tingkat
’ menyusun LK Satuan Kerja Aplikasi Satker
Ditjen Badilum MonSAKTI
Jaringan LK Tingkat
. internet, . | Satker
6. I\D/Iiizjrétrall?giraill_lfmSatuan Kerja I Aplikasi 7 Hari su dah
MonSAKTI ditelaah
Surat Hasil
Rekonsiliasi LK Tingkat
7 Menandatangani LK ( ¢ Satker dan 3 Hari Satker telah
* | Satuan Kerja BA Hasil ditanda-
Rekonsiliasi tangani
Unit Eselon |
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MAHKAMAH AGUNG RI
Direktorat Jenderal
Badan Peradilan Umum
JIn. Jenderal Ahmad Yani Kav. 58
Bypass Cempaka Putih Timur

SK Penetapan SOP

655/DJU/SK.OT1.6/1V/2024

Nomor SOP

003

Tanggal Pembuatan

20 Januari 2015

Tanggal Revisi

30 Agustus 2024

Tanggal Efektif

23 Desember 2024

Disahkan oleh

Direktur Jenderal Badan

STANDAR OPERASIONAL

PROSEDUR (SOP)

REKONSILIASI LAPORAN KEUANGAN UNIT ESELON | DITJEN BADILUM

Dasar Hukum:

KualifikasiPelaksana:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara

3. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan

4. Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2018 tentang Tata
Cara Pelaksanaan Anggaran

5. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor
213 Tahun 2013 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan
Keuangan Pemerintah Pusat

6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 232/PMK.05/2022
tentang tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian
Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga dan
ketentuan mengenai kebijakan akuntansi Pemerintah
Pusat.

7. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor
PER-42/PB/2014 tentang Pedoman Penyusunan Laporan
Keuangan Kementerian Negara/Lembaga

8. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor
1330/SEK/SK/XII/2021 mengenai Pedoman Akuntansi
dan Pelaporan Keuangan Mahkamah Agung RI dan
Badan Peradilan yang Berada Dibawahnya;

1. Bisa mengoperasikan Komputer dan Aplikasinya
2. Mengerti tentang keuangan/CaLK
3. Bisa menelaah jika ada kesalahan dan

memperbaikinya

Keterkaitan:

Peralatan/Perlengkapan:

1. SOP Rekonsiliasi Laporan Keuangan Unit Eselon |
Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum

2. SOP Penyusunan Laporan Keuangan Tingkat Eselon |
Ditjen Badilum

Dokumen Keuangan

Komputer/Laptop
Jaringan Internet
Aplikasi MonSAKTI.

OB QI

Berita Acara Rekonsiliasi

Peringatan:

Pencatatan dan pendataan:

Jika SOP tidak dilaksanakan, maka akan berpengaruh
terhadap kualitas Laporan Keuangan Unit Eselon | Ditjen
Badilum.

1. Arsip Digital disimpan dalam Cloud
2. Hard copy disimpan dalam Arsip

18




Pelaksana Mutu Baku
- AKuvitas Sekretaris Kabag | Kasubbag | Penyusun | Satuan | Persyaratan/ Waktu Output
Renkeu | Akuntansi LK kerja Kelengkapan
Memberikan arahan
untuk melaksanakan ( )
kegiatan rekonsiliasi
Keuangan Unit 30
1. Eselon I Ditjen Agenda kerja menit Disposisi
Badilum untuk
periode semester I,
Triwulan 11l dan
Tahunan
Menugaskan
Kasubbag Akuntansi N 30
2. untuk melaksanakan 1 Agenda kerja .. | Disposisi
; oo menit
kegiatan rekonsiliasi
keuangan
Menugaskan
Penyusun LK untuk
menyampaikan surat
pemberitahuan rekon
DIPA 005.03 kepada > . . | Konsep
3 satuan kerja di bawah AgErdzlena | 4 s Surat
Unit Eselon | Ditjen
Badilum periode
Semester |, Triwulan
IIl dan Tahunan
Menyampaikan surat
permintaan data
dukung ke Satker Egrz'::ia
4 dalam penyusunan LK > Konsep 1 Hari KoFr)wiI
’ Unit Eselon | Ditjen Surat DIPA
Badilum periode
. 005.03
semester |, Triwulan
Ill dan Tahunan.
Satuan Kerjia  di
bawah Unit Eselon | Terlaksa
Ditjen Badilum Jaringan nva Rekon
5 melakukan proses internet, 14 d?/Satker
’ rekonsiliasi DIPA Aplikasi Hari Ditien
005.03 periode MonSAKTI 1€
. Badilum
Semester |, Triwulan
lll dan Tahunan Tidak]
Melakukan Telaah
pemantauan . Jaringan data
Rekonsiliasi melalui internet 14 sementara
6. Aplikasi MonSAKTI Aolik ! Hari untuk Unit
dan mengkofirmasi piikasi an | Eselon |
- MonSAKTI o
satker yang masih Ditjen
bermasalah Badilum
4_—‘
BA Hasil
Memeriksa Hasil csi:nRBialt—ll(géil Sﬁli(ton
7. R.ekonsilias..i di Rekonsiliasi 3 Hari Eselon |
Tingkat Unit Eselon | v Unit Eselon | telah
diperiksa
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Pelaksana Mutu Baku
- AKuvitas Sekretaris Kabag | Kasubbag | Penyusun | Satuan | Persyaratan/ Waktu Outout
Renkeu | Akuntansi LK kerja Kelengkapan P
D BA Hasil
Menelaah Hasil BA Hasil Sﬁﬁon
8. Rekonsiliasi di Rekonsiliasi 2 Hari Eselon |
Tingkat Unit Eselon | Unit Eselon |
< telah
ditelaah
. Hasil
Menerima Hasil Ggi}:élgglon | 1 Rekon
9. Rekonsiliasi di D < Ditien .| Tingkat
Tingkat Unit Eselon | e Hari | unit
Badilum
Eselon
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MAHKAMAH AGUNG RI
Direktorat Jenderal
Badan Peradilan Umum
Jin. Jenderal Ahmad Yani Kav. 58
Bypass Cempaka Putih Timur

SK Penetapan SOP 655/DJU/SK.OT1.6/IV/2024

Nomor SOP 004

Tanggal Pembuatan 20 Januari 2015

Tanggal Revisi 30 Agustus 2024

Tanggal Efektif 23 Desember 2024

Direktur Jenderal Badan

%~Rgradilan Umum

Disahkan oleh

3ambang Myanto

STANDAR OPERASIONAL

PROSEDUR (SOP)

PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN UNIT ESELON I DITJEN BADILUM

Dasar Hukum:

KualifikasiPelaksana:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 1. Menguasai Laporan Keuangan
Keuangan Negara 2. Bisa mengoperasikan aplikasi
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 3. Dapat menganalisa jika ada kesalahan pada Laporan
Perbendaharaan Negara Keuangan
3. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan
4. Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2018 tentang Tata
Cara Pelaksanaan Anggaran
5. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor
213 Tahun 2013 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan
Keuangan Pemerintah Pusat
6. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2012
tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan
Pengelolaannya pada Mahkamah Agung Rl dan Badan
Peradilan yang berada dibawahnya;
7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor
171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan
Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat, sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor
233/PMK.05/2011;
8. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor
PER-42/PB/2014 tentang Pedoman Penyusunan Laporan
Keuangan Kementerian Negara/Lembaga;
9. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor
1330/SEK/SK/XI1/2021 mengenai Pedoman Akuntansi
dan Pelaporan Keuangan Mahkamah Agung RI dan
Badan Peradilan yang Berada Dibawahnya;
Keterkaitan: Peralatan/Perlengkapan:
1. SOP Penyusunan Laporan Keuangan Unit Eselon 1. Komputer/Laptop
Direktorat Jenderal badan Peradilan Umum 2. Jaringan Internet
2. SOP Rekonsiliasi Laporan Keuangan Tingkat Eselon | 3. Laporan Keuangan dari seluruh Koordinator
Ditjen Badilum Wilayah Unit Eselon I.
Peringatan: Pencatatan dan pendataan:

Jika SOP tidak dilaksanakan, maka Unit Eselon | Direktorat
Jenderal Badan Peradilan Umum akan mendapatkan sanksi
akibat tidak tertib peraturan perundang-undangan yang
berlaku.

Hard copy disimpan dalam Arsip
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Pelaksana Mutu Baku
e Aktivitas Dirien Ses Kabag | Kasubbag | Penyusun | Persyaratan/ Waktu Outout
! Renkeu | Akuntansi LK Perlengkapan P
Memberikan arahan
untuk penyusunan LK
Unit Eselon | Ditjen ( } Agenda 30 ] Aet
L Badilum periode Kerja menit DiEpEs
Semester |, Triwulan
I1l, dan Tahunan.
Memberikan petunjuk
untuk melaksanakan
penyusunan LK Unit v
2. | Eselon | Ditjen Qg:e_gda 1 Jam | Disposisi
Badilum periode J
Semester |, Triwulan
I1l, dan Tahunan.
Mempersiapkan v
konsep LK Unit Eselon R
3. ! D|_tjen B2 1 I—J Disposisi LK | 1 Hari | Konsep LK
periode Semester |,
Triwulan 1lI, dan
Tahunan.
Meminta Penyusun LK
untuk menyampaikan LK Unit
surat permintaan data LK dari Eselon |
S I St . seluruh Triwulan
4. | dalam penyusunan LK ] Koordinator 2 Hari dan
Unit Eselon | Ditjen Wilavah Semester/
Badilum periode y Tahunan
semester |. Triwulan 111
dan Tahunan.
Menghimpun data Bahan
dukung terkait LRQ' LK dari Penyusuna
Neraca, LO, LPE dan A 4 i
1 =Y seluruh .| n LK Unit
S| Catatan atas Laporan |::| Koordinator | > M3 | Eselon |
Keuangan (QaLK) dari Wilayah Ditjen
seluruh korwil DIPA 03 Badilum
ADK Unit
Mengetik konsep LK v giﬂﬂn I
6 Unit Eselon | dan Baldilum LK | 3 Hari Catatan
* | melampirkan data dari selu'ruh atas LK
sy Koordinator
Wilayah
Menyusun LK Unit LK Unit
Eselon | dan . - . | Eselon |
7| melampirkan data Tl h = SHar | pitien
dukung. Badilum
LK Unit
: 60 Eselon |
8. | Menelaah LK Tidak >\ < va LK Menit | Ditjen
Badilum
LK Unit
9. | Memeriksa LK Ya LK Mi(r)ﬂt Eist?ei?\n I
Badilum
LK Unit
10. | Menandatangani LK D Ya LK M:Z?\it Eﬁﬁlﬂn !
Badilum
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MAHKAMAH AGUNG RI
Direktorat Jenderal
Badan Peradilan Umum
JIn. Jenderal Ahmad Yani Kav. 58
Bypass Cempaka Putih Timur

SK Penetapan SOP 655/DJU/SK.OT1.6/IV/2024

Nomor SOP 005
Tanggal Pembuatan 11 Februari 2021
Tanggal Revisi 30 Agustus 2024

Tanggal Efektif 23 Desember 2024

Disahkan oleh Direktur Jenderal Badan

ﬁ1bang Myanto

STANDAR OPERASIONAL

PROSEDUR (SOP)

PENGINPUTAN, MONITORING DAN EVALUASI PP 39 (BAPPENAS)

Dasar Hukum:

KualifikasiPelaksana:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara

3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang
Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan
Rencana Pembangunan

4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 238/PMK.05/2011
tentang Pedoman Umum Sistem Akuntansi
Pemerintahan

5. PMK Nomor 210/PMK.05/2013 tentang Pedoman
Rekonsiliasi Dalam Rangka Penyusunan Laporan
Keuangan Lingkup Bendahara Umum Negara Dan
Kementerian Negara/Lembaga

6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015
tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian
Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga

7. Peraturan Sekma No.003 Tahun 2012 tentang pedoman
pengelolaan akutansi dan pelaporan keuangan
Mahkamah Agung serta Badan Peradilan yang berada
dibawahnya;

1. D3 Akuntansi
2. S1 Akuntansi
3. S1 Manajemen
4. S1 Komputer

Keterkaitan:

Peralatan/Perlengkapan:

1. SOP Rekonsiliasi Satuan Kerja Ditjen Badilum
2. SOP Penyusunan Laporan Keuangan Ditjen Badilum

1. Peralatan Komputer & Jaringan Internet

2. RKAKL/DIPA

3. SPM, SP2D, SSBP, SSPB dan dokumen
Pendukung lainnya

Peringatan:

Pencatatan dan pendataan:

Jika SOP tidak dilaksanakan, maka Unit Eselon | Direktorat
Jenderal Badan Peradilan Umum akan mendapatkan sanksi
akibat tidak tertib peraturan perundang-undangan yang

berlaku.

1. Soft copy disimpan dalam Cloud
2. Hard copy disimpan dalam Arsip
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Pelaksana Mutu Baku
No lenise G Kabag | Kasubbag Persyaratan/ Waktu Outout
Renkeu | Akuntansi Kelengkapan P
Memberikan arahan untuk
melakukan Monitoring dan ( ) 10 Disposisi
L Evaluasi Aplikasi e-Monev ST menit | Memorandum
Bappenas
Memerintahkan untuk v
> melakukan monitoring dan ] Xelriﬂgg?rlzl?;rzgv 10 Koordinasi Bagian
* | evaluasi Aplikasi e-Monev Bg enas Menit | antar unit terkait
Bappenas P
Melakukan penginputan serta Koordinasi Bagian
monitoring dan evaluasi y antar unit terkait,
3 terhadap ketepatan [:I Disposisi dan 5 Hari Laporan
" | penginputan dan capaian Data Dukung Triwulanan Monev
kinerja satker dan Laporan Bapenas PP39
Monitoring dan Evaluasi
4 Mereview Laporan Monitoring Surat Undangan 60 Terselesaikan nya
" | dan Evaluasi | Rapat Menit | undangan rapat
5 | Menandatangani Laporan DQ— Dokumen/Data | ; |, . gglr(lﬁ::;%ulnya
* | Monitoring dan Evaluasi Dukung pendukung
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MAHKAMAH AGUNG RI
Direktorat Jenderal
Badan Peradilan Umum

Bypass Cempaka Putih Timur

JIn. Jenderal Ahmad Yani Kav. 58

SK Penetapan SOP

655/DJU/SK.OT1.6/1V/2024

Nomor SOP

006

Tanggal Pembuatan

20 Januari 2015

Tanggal Revisi

30 Agustus 2024

Tanggal Efektif

23 Desember 2024

Disahkan oleh

Direktur Jenderal Badan
Peradilan Umum

STANDAR OPERASIONAL

PROSEDUR (SOP)

PENGAJUAN SPM LS BELANJA PEGAWAI

Dasar Hukum:

KualifikasiPelaksana:

1.

2.

3.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003
Keuangan Negara
Undang-Undang Nomor
Perbendaharaan Negara
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan Tanggung Jawab Keuangan
Negara;

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 9 Tahun 2022
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan
Kesekretariatan Peradilan;

Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung Rl Nomor 2
Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan dan
Pertanggungjawaban Belanja Negara di lingkungan
Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di
Bawahnya;

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2021
tentang Pelaksanaan Sistem SAKTI.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023
tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran,
Serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan

Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per
3/PB/2014 tentang Petunjuk Teknis Penatausahaan,
Pembukuan, dan Pertanggungjawaban Bendahara pada
Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara serta Verifikasi Laporan
Pertanggungjawaban Bendahara;

tentang

1 Tahun 2004 tentang

1. S1 Ekonomi
2. S1 limu Komputer
3. D3 limu Komputer

Keterkaitan:

Peralatan/Perlengkapan:

1. Perangkat Komputer dan Alat Tulis Kantor
2. SK, Absensi, Aplikasi GPP, SPTIM dan koneksi

internet

Peringatan:

Pencatatan dan pendataan:

Jika SOP tidak dilaksanakan, maka seluruh kegiatan kantor
tidak dapat dilaksanakan atau tidak dapat berjalan.

1. Komputer
2. Flashdisk
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Pelaksana Mutu Baku
No Aktivitas Persyaratan/ "
PPABP BP SPK | PPK | PPSM | KPPN Kelengkapan Waktu Output
Menerima informasi data
pegawai dan perubahan Rekap
1. | data pegawai melalui @ SK, Absensi 1 Hari | rincian
aplikasi  Gaji  Modul Gaji
Satker
Memilih data pegawai 4 Hasil
dan memproses < cetak
2 perhitungan gaji, Rekap rincian 30 rincian
" | perhitungan kekurangan Gaji Menit | Gaji
gaji dan perhitungan gaji dan
susulan secara sistem SPTJM
Menguji kebenaran Hasil
3 potongan pajak dan Hasil  cetak 30 cetak
" | menandatangani daftar ‘P<> rincian Gaji Menit | rincian
gaji secara elektronik Gaji
Menguji kebenaran daftar
gaji dan men_e_mdatanganl Daftar Rincian d_aft_ar
4. | daftar gaji secara Gaiji 1 Jam | rincian
elektronik pada aplikasi Gaji
Gaji Modul Satker \>
[ -
5. | Membuat SPP LS Gaiji v CD;g}}ar RiNCian 1 1 hari | spp
|
6. Me__mvalidasi SPP _daftar SPP 1hari | SPM
gaji secara elektronik >\ <
Memvalidasi data daftar Nomor
7. | gaji pada aplikasi Gaiji > SPM 1 hari SP2D
Modul KPPN
Menerbitkan SP2D
8. | melalui aplikasi d) Nomor SP2D 1 hari ggrzngr
OMSPAN
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MAHKAMAH AGUNG RI
Direktorat Jenderal
Badan Peradilan Umum
JIn. Jenderal Ahmad Yani Kav. 58
Bypass Cempaka Putih Timur

SK Penetapan SOP 655/DJU/SK.OT1.6/IV/2024

Nomor SOP 007

Tanggal Pembuatan 20 Januari 2015

Tanggal Revisi 30 Agustus 2024

Tanggal Efektif 23 Desember 2024
Disahkan oleh Direktur Jenderal Badan

_Peradilan Umum

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

PENGAJUAN SPM B

ELANJA BARANG

Dasar Hukum:

KualifikasiPelaksana:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 1.S1 Ekonomi
Keuangan Negara
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 2.S1 llmu KompUter
Perbendaharaan Negara 3.D3 limu Komputer
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan Tanggung jawab Keuangan
Negara;
4. Peraturan Mahkamah Agung No. 10 Tahun 2012 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Mahkamah Agung
5. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 2
Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan dan
Pertanggungjawaban Belanja Negara di lingkungan
Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di
Bawahnya;
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2021
tentang Pelaksanaan Sistem SAKTI.
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023
tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran,
Serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
8. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per
3/PB/2014 tentang Petunjuk Teknis Penatausahaan,
Pembukuaan, dan Pertanggungjawaban Bendahara pada
Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara serta Verifikasi Laporan
Pertanggungjawaban Bendahara;
Keterkaitan: Peralatan/Perlengkapan:
- 1. Perangkat Komputer;
2. Alat Tulis Kantor;
3. SSP, SPP, SPM;
4. Koneksi Internet.
Peringatan: Pencatatan dan pendataan:

Jika SOP tidak dilaksanakan, maka seluruh kegiatan kantor
tidak dapat dilaksanakan atau tidak dapat berjalan.

1. Komputer
2. Flash drive
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Pelaksana

Mutu Baku
No Aktivitas
Persyaratan/
Rekanan | SPK | PPK | BP | PPSPM | KPPN Kelengkapan Waktu Output
Dokumen
Mengajukan  berkas NETIELS Pengajuan
ermintaan il S Pembayaran
1. | P | ( )< Pemeriksaan, | 1 hari ay
pembayaran belanja Faktur Paiak Belanja
barang I Barang
(PPBB)
Meneliti dokumen Bl Dokumen
2. | permintaan 1 hari | PPBB telah
PPBB PR
pembayaran diteliti
Menguji  kebenaran Dokumen
3 potongan pajak dan Dokumen 3iam | PPBB telah
" | penandatanganan PPBB J dieriksa
pajak p
-
Membuat SPP LS Dokumen 7
& Barang <\ PPBB Lt | S
Memverifikasi dan
meneliti kelengkapan
5. | dokumen SPP LS > < SPP 3jam | SPP
beserta dokumen
pendukungnya
Memverifikasi SPM
G | =R e > SPM 1hari | SP2D
pendukung dan
menerbitkan SP2D
7. Menerima i) SP2D 2 hari P_em_bayaran
pembayaran diterima
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SK Penetapan SOP 655/DJU/SK.OT1.6/IV/2024

MAHKAMAH AGUNG RI

Direktorat Jenderal

Badan Peradilan Umum

JIn. Jenderal Ahmad Yani Kav. 58
Bypass Cempaka Putih Timur

Nomor SOP 008

Tanggal Pembuatan 20 Januari 2015

Tanggal Revisi 30 Agustus 2024

Tanggal Efektif 23 Desember 2024
Disahkan oleh Direktur Jenderal Badan

STANDAR OPERASIONAL

PROSEDUR (SOP)

PENGAJUAN UANG PERSEDIAAN/TAMBAHAN UANG PERSEDIAAN

Dasar Hukum:

KualifikasiPelaksana:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara

3. Peraturan Mahkamah Agung No. 10 Tahun 2012 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Mahkamah Agung

4. Peraturan Menteri Keuangan  178/PMK.05/2018
mengubah sebagian Peraturan Menteri Keuangan nomor
190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam
Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara

5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2021
tentang Pelaksanaan Sistem SAKTI

6. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per
47/PB/2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan
Penatausahaan dan penyusunan Laporan Pertanggung-
jawaban Bendahara Kementerian Negara/Lembaga/
Kantor/Satuan Kerja;

1. S1 Ekonomi
2. S1 llmu Komputer
3. D3 limu Komputer

Keterkaitan:

Peralatan/Perlengkapan:

SOP Laporan Pertanggungjawaban.

Perangkat Komputer;

Alat Tulis Kantor;

Surat permohonan persetujuan UP, SPM UP;
Aplikasi SILABI;

Koneksi Internet.

OILE LNV

Peringatan:

Pencatatan dan pendataan:

Jika SOP tidak dilaksanakan, maka seluruh kegiatan kantor
tidak dapat dilaksanakan atau tidak dapat berjalan.

1. Komputer
2. Flash drive
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Pelaksana Mutu Baku
A AEE BP | PPK |PPSPM | KPA | KPPN | SPK | Persyaratan/ | . outout
Kelengkapan P
Membuat rincian Surat
. Daftar
pembiayaan atau | ( Permohonan
1| Usulan UP/TUP pada | “—3— 'L‘JeFE’/‘#L‘er‘,a” 1dam | spy upy
aplikasi SAKTI TUP
Mengunduh dan
2. | memvalidasi SP SP UP/TUP 1Jam | SP UP/TUP
UP/TUP
Mengirimkan surat
permohonan ke SP UP/TUP
3 | UPITUP ke KPPN |L__| SEURAEIE R IE ) gy
melalui aplikasi SAKTI | 4
Memvalidasi surat Y
4 permohonan dan SP UP/TUP 2 Hari Surat
" | mengirimkan surat persetujuan
persetujuan UP/TUP
5 Mengunduh dokumen Surat 10 Surat
" | persetujuan KPPN | T persetujuan Menit | persetujuan
Membuat spp | |
UP/TUP dari menu Surat
6. | RUH Pembayaran et 2Jam | SPP
Catat/Ubah SPP dan 1P I
mencetak SPP
Memvalidasi SPP
7. | UP/TUP dan ADK SPP SPP 1 hari | SPP
OTP
Memvalidasi SPM dan /\ 10
8. | upload dokumen SPP Menit SPM
pendukung
Melakukan validasi
9. | SPM dan menerbitkan SPM 1 Hari | SP2D
SP2D
Menerima UP/TUP
10. | dalam rekening SP2D 1 Hari | UP/TUP
Bendahara
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MAHKAMAH AGUNG RI
Direktorat Jenderal
Badan Peradilan Umum
Jin. Jenderal Ahmad Yani Kav. 58
Bypass Cempaka Putih Timur

SK Penetapan SOP 655/DJU/SK.OT1.6/IV/2024

Nomor SOP 009
Tanggal Pembuatan 20 Januari 2015
Tanggal Revisi 30 Agustus 2024

Tanggal Efektif 23 Desember 2024

Direktur Jenderal Badan
eradilan Umum

Disahkan oleh

STANDAR OPERASIONAL

PROSEDUR (SOP)

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN

Dasar Hukum:

KualifikasiPelaksana:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 1. S1 Ekonomi
Keuangan Negara 2. S1 llimu Komputer
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 3. D3 limu Komputer
Perbendaharaan Negara
3. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2012
tentang Organisasi dan Tata Kerja Mahkamah Agung
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 178/PMK.05/2018
mengubah sebagian PMK Nomor 190/PMK.05/2012
tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2021
tentang Pelaksanaan Sistem SAKTI
6. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per
47/PB/2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan
Penatausahaan dan penyusunan Laporan
Pertanggungjawaban Bendahara Kementerian
Negara/Lembaga/Kantor/Satuan Kerja;
Keterkaitan: Peralatan/Perlengkapan:

SOP Pengajuan Uang Persediaan/Tambahan Uang 1. Perangkat Komputer;
Persediaan. 2. Alat Tulis Kantor;
3. Surat permohonan persetujuan UP, SPM UP;
4. Aplikasi SILABI;
5. Koneksi Internet.
Peringatan: Pencatatan dan pendataan:
Jika SOP tidak dilaksanakan, maka seluruh kegiatan kantor 1. Komputer
tidak dapat dilaksanakan atau tidak dapat berjalan. 2. Flash drive
Pelaksana Mutu Baku
No Aktivitas
Persyaratan/
BP KPA KPPN Kelengkapan Waktu Output
. Rekening koran,
Melakukan penginputan data Data kas
L kas pada aplikasi SAKTI ( ¢ paullas 1 Jam bendahara
— SAKTI
Melakukan verifikasi data kas Data kas .
% pada aplikasi SAKTI =\> bendahara Ll LNt L
Mencetak konsep LPJ untuk '
3. dilakukan validasi oleh KPA P Konsep LPJ 1Jam | Konsep LPJ
melalui SAKTI "
4. Melakukan validasi LPJ Konsep LPJ 1 Hari | Konsep LPJ
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Pelaksana Mutu Baku
No Aktivitas
Persyaratan/
BP KPA KPPN Kelengkapan Waktu Output
Mengupload LPJ dan rekening ; Konsep LPJ, LPJ yang
2 koran Rekening Koran LRG| SR
E validasi KPPN
LPJ yang
6. Melakukan konfirmasi LPJ lalF\)/\;IY;ans(‘? Eﬁ’lgm 1 Hari | sudahdi
validasi KPPN
. ) . ' LPJ yang sudah LPJ yang
7. | Menenma 'Izggf“mas' HRUCE d} di validasi 2 Jam | sudah
garsip KPPN diarsipkan
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SK Penetapan SOP 655/DJU/SK.OT1.6/IV/2024

MAHKAMAH AGUNG RI

Direktorat Jenderal

Badan Peradilan Umum

Jin. Jenderal Ahmad Yani Kav. 58
Bypass Cempaka Putih Timur

Nomor SOP 010

Tanggal Pembuatan 20 Januari 2015

Tanggal Revisi 30 Agustus 2024

Tanggal Efektif 23 Desember 2024
Disahkan oleh Direktur Jenderal Badan

FP\eradiIan Umum

nbang Myanto

STANDAR OPERASIONAL

PROSEDUR (SOP)

PERHITUNGAN DAN PEMBAYARAN BIAYA MUTASI HAKIM DAN PANITERA

Dasar Hukum:

KualifikasiPelaksana:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara;

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara;

3. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2012
tentang Organisasi dan Tata Kerja Mahkamah Agung;

1. Peraturan Menteri Keuangan 178/PMK.05/2018
mengubah sebagian PMK nomor 190/PMK.05/2012
tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

2. Peraturan Menteri Keuangan 171/PMK.05/2021 tentang
pelaksanaan sistem SAKTI;

3. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per
47/PB/2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penata-
usahaan dan penyusunan Laporan Pertanggungjawaban
Bendahara Kementerian Negara/Lembaga/ Kantor/Satuan
Kerja;

1. S1 Ekonomi
2. S1 llmu Komputer
3. D3 limu Komputer

Keterkaitan:

Peralatan/Perlengkapan:

- 1. Perangkat Komputer;
2. Alat Tulis Kantor;
3. Surat permohonan persetujuan UP, SPM UP;
4. Aplikasi SILABI;
5. Koneksi Internet
Peringatan: Pencatatan dan pendataan:
Jika SOP tidak dilaksanakan, maka biaya mutasi Hakim dan 1. Komputer
Panitera pada lingkungan Peradilan Umum tidak dapat 2. Flash drive
dibayarkan.
Pelaksana Mutu Baku
No Aktivitas
Persyaratan/
Staf | Kasubbag | PPK | KPA | BP | KPPN Kelengkapan Waktu Output
Menerima SK pindah L
tenaga teknis dari Dit. Kuitansi
1. | Tenaga Teknis dan SK, DRH 5 hari | biaya
melakukan pehitungan pindah
biaya pindah
Kuitansi
Melakukan koreksi > < Kuitansi biaya
2. | perhitungan biaya . . 5 hari | pindah
pindah B pITEEl yang telah
dikoreksi
<> uitErE Kuitansi
3 Memvalidasi perhitung- biaya pindah 3 Hari b!a;(gah
" | an biaya pindah yang telah pinda
dikoreksi s e
divalidasi
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Pelaksana Mutu Baku
Rleise Persyaratan/
Staf | Kasubbag | PPK | KPA | BP | KPPN Kelengkapan Waktu Output
L_) < Kuitansi Kuitansi
Memverifikasi ulang biava pindah biaya
perhitungan biaya yap 1 Hari | pindah
. yang telah
pindah A yang telah
divalidasi NP
diverifikasi
Membuat daftar |
nominatif perhitungan Kuitansi
biaya pindah untuk . biaya pindah g
diajukan ke KPPN | yang telah B AEN S
melalui mekanisme LS \ / diverifikasi
hingga terbit SP2D
Memverifikasi LS dan j / .
menerbitkan SP2D \> = L el
Melakukan Kuitansi, . .
pembayaran biaya v nomor RUIEIE
pindah melalui aplikasi ( ) rekening SIREw ﬁﬁ)na? erjdah
CMS berdasarkan LS penerima Y
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Direktorat Jenderal
Badan Peradilan Umum
Jin. Jenderal Ahmad Yani Kav. 58
Bypass Cempaka Putih Timur

SK Penetapan SOP 655/DJU/SK.OT1.6/IV/2024

Nomor SOP 011
Tanggal Pembuatan 29 Agustus 2024
Tanggal Revisi 30 Agustus 2024

Tanggal Efektif 23 Desember 2024

Direktur Jenderal Badan
P\eradilan Umum

Disahkan oleh

STANDAR OPERASIONAL

PROSEDUR (SOP)

PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) DITJEN BADILUM

Dasar Hukum:

KualifikasiPelaksana:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 1. Pendidikan minimal Strata 1
Keuangan Negara 2. Memiliki kemampuan operasional komputer
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 3. Memiliki kemampuan analisa data, penyusunan
Perencanaan Pembangunan Nasional; rencana dan program
3. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang
Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran
Kementrian/Lembaga;
4. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik
Indonesia Nomor MA/SEK/07/SK/11/2006 tentang
Organisasi dan tata kerja Sekretariat Mahkamah Agung
Republik Indonesia;
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023
tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran,
serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
6. Petunjuk teknis Penyusunan Rencana Kerja dan
Anggaran (RKA K/L) di lingkungan Mahkamah Agung;
Keterkaitan: Peralatan/Perlengkapan:
1. SOP Penyusunan RKAKL Pagu Indikatif 1. Komputer/Laptop
2. SOP Penyusunan RKAKL Pagu Anggaran 2. Jaringan Internet
3. SOP Penyusunan RKAKL Pagu Alokasi Anggaran 3. Aplikasi Krisna Bappenas
4. SOP Penyusunan Renja 4. Renstra Mahkamah Agung
5. SOP Revisi RKAKL DIPA
6. SOP Penyusunan Renstra
Peringatan: Pencatatan dan pendataan:
Jika SOP tidak dilaksanakan, maka penyusunan Rencana 1. Komputer
Strategis tidak akan menghasilkan kinerja program atau 2. Flash drive
kegiatan yang baik.
Pelaksana Mutu Baku
No Aktivitas Tim
Dirjen Ses ; : nbl?egu Penyusun Eglrsr){glzgt;;rﬁ Waktu Output
Renstra
Memberikan tugas dan
arahan terkait Penyusunan C} . . 10 Disposisi
1. . Disposisi surat .
Rencana Strategis Ditjen menit | surat
Badilum. v
Membentuk Tim Pepyusun Draft SK Tim SK Tim
Renstra dan memerintahkan P Penvusun
2. Kabag Renkeu untuk enyusun 3 hari Y
berkordinasi dengan Tim Rencaqa Rencaqa
Strategis Strategis

Penyusun
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Pelaksana Mutu Baku
No Aktivitas Tim
Dirjen Ses I;( abag Penyusun Persyaratan/ Waktu Output
enkeu R Kelengkapan
enstra
Melaksanakan penelaahan
Draft Renstra (Rancangan
awal, perumusan tujuan,
sasaran strategis,
penyelarasan program dan Undangan
; . . Notulen
3 kegiatan, penajaman Rapat 8 jam Rapat
terhadap indikator dan target Koordinasi
kinerja program dan
kegiatan) dengan
berkoordinasi dengan Tim
Penyusun
v Draft
4, Menyusun Draft Renstra > Draft Renstra 8 jam | Renstra
disusun
Draft Renstra Draft
5. Memverifikasi Draft Renstra \4 yang telah 8 jam Renstra
disusun diverifikasi
I
Menandatangani Rencana Draft Renstra
e Strategis Ditjen Badilum. ygng_t_e Iah_ DB NS
diverifikasi
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MAHKAMAH AGUNG RI
Direktorat Jenderal
Badan Peradilan Umum
Jin. Jenderal Ahmad Yani Kav. 58
Bypass Cempaka Putih Timur

SK Penetapan SOP 655/DJU/SK.OT1.6/IV/2024

Nomor SOP 012
Tanggal Pembuatan 29 Agustus 2024
Tanggal Revisi 30 Agustus 2024

Tanggal Efektif 23 Desember 2024

Direktur Jenderal Badan
eradilan Umum

Disahkan oleh

STANDAR OPERASIONAL
PENYUSUNAN RENCANA KERJA

PROSEDUR (SOP)
(RENJA) DITJEN BADILUM

Dasar Hukum:

KualifikasiPelaksana:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 1. Memiliki kewenangan dalam membuat dan
Keuangan Negara; menyusun RKA-KL Ditjen Badilum;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 2. Memiliki kemampuan untuk menyusun anggaran
Perencanaan Pembangunan Nasional; Ditjen Badilum untuk periode 1 tahun anggaran.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang
Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran
Kementrian/Lembaga;
4. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik
Indonesia Nomor MA/SEK/07/SK/11/2006 tentang
Organisasi dan tata kerja Sekretariat Mahkamah Agung
Republik Indonesia;
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 02 Tahun 2019
Tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan rencana
kerja dan Anggaran Kementerian Negara Lembaga dan
engesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran
6. Petunjuk teknis Penyusunan Rencana Kerja dan
Anggaran (RKA K/L) di lingkungan Mahkamah Agung;
Keterkaitan: Peralatan/Perlengkapan:
1. SOP Penyusunan RKAKL Pagu Indikatif 1. Komputer/Laptop
2. SOP Penyusunan RKAKL Pagu Anggaran 2. Jaringan Internet
3. SOP Penyusunan RKAKL Pagu Alokasi Anggaran 3. Aplikasi Krisna Bappenas
4. SOP Penyusunan Renja 4. Aplikasi SBK, SAKTI
5. SOP Revisi RKAKL DIPA 5. RKA-KL Tahun berjalan;
6. SOP Penyusunan Renstra 6. Usulan Pengajuan Rencana Anggaran Unit Eselon Il
7. TOR dan RAB Unit Eselon II.
Peringatan: Pencatatan dan pendataan:
Jika SOP tidak dilaksanakan, maka penyusunan rencana 1. Komputer
anggaran tidak akan menghasilkan kinerja program atau 2. Flash drive
kegiatan yang baik.
Pelaksana Mutu Baku
e HAnES Unit Persyaratan/
Ses | Kabag |Kasubag Staf Eselon Il | Keleng kapan Waktu Output
Mendisposisi untuk usulan . . 5 Disposisi
L Rencana Kerja (Renja) C|> D menit | surat
1
TOR dan
Draft TOR dan RAB Unit
> Menyusun Usulan Anggaran RAB Unit 1 hari Eselon Il
" | beserta TOR dan RAB Eselon Il dan dan
@ Satker Daerah Satker
Daerah
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Pelaksana Mutu Baku
N AKUVitas Unit Persyaratan/
Ses | Kabag |Kasubag Staf Eselon Il | Keleng kapan Waktu Output
Draft
usulan
Menghimpun dan menelaah U Draft usulan anggaran
data usulan rencana kerja Renja, TOR TOR dan
3. | beserta TOR dan RAB dari dan RAB Unit | 5 hari RAB Unit
unit-unit kerja eselon Il dan l Eselon Il dan Eselon Il
Satker Daerah Satker Daerah dan
Satker
Daerah
Draft
] Draft usulan VELIED
Mengoreksi, menelaah dan - anggaran
memperbaiki data usulan TC?S dan ’R AB TOR dan
4. | rencana kerja beserta TOR ,\-/> Unit Eselon Il 1 hari | RAB Unit
dan RAB dari unit-unit kerja i St Eselon II
eselon Il dan Satker Daerah Daerah dan
Satker
Daerah
Draft
Mengevaluasi, menelaah Draft Renia Renja,TO
dan memperbaiki data TOR dan jR;AB R dan
5 usulan rencana kerja Unit Eselon Il 5 hari RAB Unit
" | beserta TOR dan RAB dari dan Satker Eselon Il
unit-unit kerja eselon Il dan ‘ Daerah dan
Satker Daerah Satker
Daerah
Menginput usulan Renja v Draft
6. | Ditjen Badilum ke dalam Draft Renja 3 hari Renja
aplikasi KRISNA diinput
Draft
. . Renja
7. e memb‘?“ > < Draft Renja 2 jam dikoreksi
paraf pada konsep Renja '\ dan
diparaf
Draft
. . Renja
8. LEgETEE o) m_emberl Draft Renja 2 Jam | dikoreksi
paraf konsep Renja dan
¢— diparaf
. Renja
9. LB GE . . Draft Renja LD ditanda
menandatangani Renja menit tangani
¢ Dokumen
1 | e Sl ggﬁyamg'?'en 1 jam g%rgﬁ
Renja ke Aplikasi Krisna D B ad{IumI d J B;Jdilum
diupload
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Direktorat Jenderal
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SK Penetapan SOP 655/DJU/SK.OT1.6/IV/2024

Nomor SOP 013

Tanggal Pembuatan 20 Januari 2015

Tanggal Revisi 30 Agustus 2024

Tanggal Efektif 23 Desember 2024
Disahkan oleh Direktur Jenderal Badan

eradilan Umum

' ,ai%bang yanto

STANDAR OPERASIONAL
PENYUSUNAN RENCA

PROSEDUR (SOP)
NA ANGGARAN

Dasar Hukum:

KualifikasiPelaksana:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 1. Memiliki kewenangan dalam membuat dan
Keuangan Negara menyusun RKA-KL Ditjen Badilum;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 2. Memiliki kemampuan untuk menyusun anggaran
Perencanaan Pembangunan Nasional; Ditjen Badilum untuk periode 1 tahun anggaran.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang
Penyusunan Ren;cana  Kerja dan  Anggaran
Kementrian/Lembaga;
4. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik
Indonesia Nomor MA/SEK/07/SK/11/2006 tentang
Organisasi dan tata kerja Sekretariat Mahkamah Agung
Republik Indonesia;
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 02 Tahun 2019
Tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan rencana
kerja dan Anggaran Kementerian Negara Lembaga dan
engesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran
6. Petunjuk teknis Penyusunan Rencana Kerja dan
Anggaran (RKA K/L) di lingkungan Mahkamah Agung;
7. Surat dari Sekretaris Mahkamah Agung mengenai
Permintaan Penyusunan RKA-KL;
Keterkaitan: Peralatan/Perlengkapan:
1. SOP Penyusunan RKAKL Pagu Indikatif 1. Komputer/Laptop
2. SOP Penyusunan RKAKL Pagu Anggaran 2. Jaringan Internet
3. SOP Penyusunan RKAKL Pagu Alokasi Anggaran 3. Aplikasi Krisna Bappenas
4. SOP Penyusunan Renja 4. Aplikasi SBK, SAKTI
5. SOP Revisi RKAKL DIPA 5. RKA-KL Tahun berjalan;
6. SOP Penyusunan Renstra 6. Usulan Pengajuan Rencana Anggaran Unit Eselon Il
7. TOR dan RAB Unit Eselon II.
Peringatan: Pencatatan dan pendataan:
Jika SOP tidak dilaksanakan, maka penyusunan rencana 1. Komputer
anggaran tidak akan menghasilkan kinerja program atau 2. Flash drive
kegiatan yang baik.
Pelaksana Mutu Baku
No Aktivitas Unit
Ses | Kabag Kasubag| Staf |Eselon | BUA PETEEELEL Waktu Output
" Kelengkapan
Mendisposisi untuk
1 penyusunan rencana ( ) Disposisi 5 Disposisi
* | anggaran berdasarkan surat menit | surat
Renja
v
Menyusun usulan Draft TOR TOR dan
2. | anggaran beserta TOR dan RAB 1 hari | RAB Unit
dan RAB \4 Unit Eselon Il Eselon Il
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Pelaksana Mutu Baku
N AKUVitas unit Persyaratan/
Ses | Kabag Kasubag| Staf |Eselon | BUA Keler):gkapan Waktu Output
Il
Menghimpun dan Draft
menelaah data awal ;)r:aﬁ:rzl:]lan usulan
3 usulan anggaran beserta Toglg dan’ 5 hari | 2h99aran
" | TOR dan RAB dari setiap RAB Unit TOR dan
Unit Eselon Il dan Satker ’_q Eselon Il RAB Unit
Daerah Eselon Il
Mengoreksi, menelaah Draft usulan Draft
dan memperbaiki data angoaran usulan
4 awal usulan anggaran Tog}g dan’ 1 hari | @n9garan
’ beserta TOR dan RAB 'S RAB Unit TOR dan
dari setiap Unit Eselon I Eselon Il RAB Unit
dan Satker Daerah Eselon Il
Mengevaluasi, menelaah Draft usulan Draft
dan memperbaiki data <> anggaran usulan
awal usulan anggaran ! . | anggaran
2 beserta TOR dan RAB -FI;,CA)E 8?1?[ & e TOR dan
dari setiap Unit Eselon I Eselon Il RAB Unit
dan Satker Daerah Eselon Il
Menginput konsep awal (?czigmen ggigmen
RKA-KL Ditjen RKA-KL RKA-KL
Badilumkedalam aplikasi L . L
6. aplikasi SAKTI matrik penda | 3 hari | matrik
mencetak matr,ik naan dan pendanaan
pendanaan dan ADK A EEMm ~D1¢
sementara sementara
Draft Draft
Mengoreksi dan memberi : g%:mﬁn g%:_r}réﬁn
paraf konsep awal RKA- L . L
[ KL, matrik pendanaan ?aa;:]'k p(;e:r?a 2 ;)nea;;[(ra:gnaan
dan ADK Ditjen Badilum ADK dan ADK
sementara sementara
Draft Draft
Mengoreksi dan memberi g%g}zﬁn gilf&{rp(ﬁn
g, | [ETET DEmEER anE] Ry — matrik pénda 30 | matrik
: KL, matrik pendanaan naan dan menit pendanaan
dan ADK Ditjen Badilum ADK dan ADK
sementara sementara
Menyetujui dan Dokumen Dokumen
menandatangani kqnsep rigﬁrilf;én da 15 z’;’:}‘“fl"
2| e L, el naan dan menit | pendanaan
p(_er_ldanaan dan ADK ADK dan ADK
DI jEn [EEeHi sementara sementara
Menggandakan dan Dokumen Dokumen
mengirimkan dokumen RKA-KL, RKA-KL,
10 RKA-KL, Matrik matrik penda 1 iam matrik
" | Pendanaan dan ADK naan dan J pendanaan
Pagu Indikatif Ditjen ADK dan ADK
Badilum sementara sementara
Menggabungkan RKA- Dokumen Dokumen
KL, Matrik Pendanaan v | RKA-KL, RKA-KL,
dan ADK konsep awal matrik penda .| matrik
L RKA-KL dari seluruh Q naan dan AL i pendanaan
eselon | Mahkamah ADK dan ADK
Agung sementara sementara
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SK Penetapan SOP 655/DJU/SK.OT1.6/IV/2024

Nomor SOP 014
Tanggal Pembuatan 20 Januari 2015
Tanggal Revisi 30 Agustus 2024

Tanggal Efektif 23 Desember 2024

Direktur Jenderal Badan
eradilan Umum

Disahkan oleh

STANDAR OPERASION

AL

PROSEDUR (SOP)

PENYUSUNAN RENCANA KERJA (RENJA)

Dasar Hukum:

Kualifikasi Pelaksana:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 1. Memiliki kewenangan dalam membuat dan menyusun
Keuangan Negara; RKA-KL Ditjen Badilum
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 2. Memiliki kemampuan untuk menyusun anggaran
Perencanaan Pembangunan Nasional; Ditjen Badilum untuk periode 1 tahun anggaran.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang
Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran
Kementrian/Lembaga;
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 02 2019 Tentang
Petunjuk penyusunan dan penelaahan rencana kerja
dan Anggaran Kementerian Negara Lembaga dan
pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran
5. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik
Indonesia No. MA/SEK/07/SK/III/2006 tentang
Organisasi dan tata kerja Sekretariat Mahkamah Agung
Republik Indonesia;
6. Petunjuk teknis Penyusunan Rencana Kerja dan
Anggaran (RKA K/L) di lingkungan Mahkamah Agung;
Keterkaitan: Peralatan/Perlengkapan:
1. SOP Penyusunan RKAKL Pagu Indikatif 1. Komputer/Laptop
2. SOP Penyusunan RKAKL Pagu Anggaran 2. Jaringan Internet
3. SOP Penyusunan RKAKL Pagu Alokasi Anggaran 3. Aplikasi Krisna Bappenas
4. SOP Penyusunan Renja 4. Aplikasi SBK, SAKTI
5. SOP Revisi RKAKL DIPA 5. RKA-KL Tahun berjalan;
6. SOP Penyusunan Renstra 6. Usulan Pengajuan Rencana Anggaran Unit Eselon Il
7. TOR dan RAB Unit Eselon II.
Peringatan: Pencatatan dan pendataan:
Jika SOP tidak dilaksanakan, maka penyusunan rencana 1. Komputer
anggaran tidak akan menghasilkan kinerja program atau 2. Flash drive
kegiatan yang baik.
Pelaksana Mutu Baku
e HAnES Kasub unit Persyaratan/
Ses | Kabag e Staf Esclellon BUA Kelengkapan Waktu Output
Mendisposisi untuk
1. gﬁgé;ﬁ;g%g:ggg:?kzn D Disposisi surat mgnit Disposisi surat
rencana kerja
Menyusun usulan Draft TOR dan
2. | anggaran beserta TOR D RAB Unit 1 hari Lﬁilt?g;rl]oiAllB
dan RAB Eselon Il
Menghimpun dan |
AENEREL BRI S h Draft usulan Draft usulan
3 Esulan anggaéan anggaran, TOR hari | @nggaran
o |[19E2EE VOIREEI (RS danRAB Unit | > | TOR dan RAB
20 U UL T Eselon Il Unit Eselon II
eselon Il dan Satker D U
Daerah
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Pelaksana Mutu Baku
No Aktivitas Unit
Kasub
Ses | Kabag Staf |Eselon | BUA Persyaratan/ Waktu Output
bag I Kelengkapan
Mengoreksi, menelaah Q
SN RN CETE Draft usulan Draft usulan
awal usulan anggaran T anggaran, TOR anggaran
& EZfie&t:i‘tLom'?fe?.”aRAB danRABUnit | 1" | TOR dan RAB
) < Eselon Il Unit Eselon Il
eselon Il dan Satker .
Daerah Tidak
Mengevaluasi, Ya
menelaah dan
memperbaiki data awal Draft usulan Draft usulan
5 usulan anggaran anggaran, TOR = e anggaran
" | beserta TOR dan RAB dan RAB Unit TOR dan RAB
dari unit-unit kerja Eselon Il Unit Eselon Il
eselon Il dan Satker
Daerah
Menginput konsep Draft dokumen
awal RKA-KL Ditjen Drait dokumen RKA-KL,
, F] RKA-KL, matrik .
Badilum ke dalam L .| matrik
6. o e T pendanaan 3 hari
aplikasi aplikasi SAKTI, pendanaan
; dan ADK
mencetak matrik Tidak sementara e
pendanaan dan ADK sementara
Mengoreksi dan Draft dokumen DI C ST
. . RKA-KL,
memberi paraf konsep RKA-KL, matrik .
X . matrik penda
7. | awal RKA-KL, matrik pendanaan 2 jam
naan dan
pendanaan dan ADK dan ADK
- ; ADK
Ditjen Badilum sementara
sementara
Mengoreksi dan Tidak Draft dokumen g?;\t_gikumen
memberi paraf konsep RKA-KL, matrik L
X 30 matrik
8. | awal RKA-KL, matrik pendanaan .
menit | pendanaan
pendanaan dan ADK < dan ADK
Ditjen Badilum b sementara CEN (DI
sementara
Menyetujui dan Dokumen RKA- g&ﬁ{?fn
menandatangani KL, matrik 15 matrik ’
9. | konsep awal RKA-KL, Ya pendanaan menit endanaan
matrik pendanaan dan < dan ADK P
ADK Ditjen Badilum sementara CEN (DI
sementara
Menggandakan dan
mengirimkan Dokumen RKA- g&kAu_rrrgfn
dokumen RKA-KL, KL, matrik matrik ’
10. | Matrik Pendanaan pendanaan 1jam
dan ADK Pagu | dan ADK PETLEMEED
e dan ADK
Indikatif Ditjen sementara
Badilum sementara
Menggabungkan ) Dokumen
RKA-KL, Matrik DO IHE R RKA-KL,
Pendanaan dan ADK v AL L .| matrik
11. pendanaan 1 hari
konsep awal RKA-KL pendanaan
: dan ADK
dari seluruh eselon | sementara dan ADK
Mahkamah Agung sementara
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Badan Peradilan Umum
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Nomor SOP 015

Tanggal Pembuatan 20 Januari 2015

Tanggal Revisi 30 Agustus 2024

Tanggal Efektif 23 Desember 2024
Disahkan oleh Direktur Jenderal Badan

eradilan Umum

STANDAR OPERASIONAL

PROSEDUR (SOP)

PENYUSUNAN RKA-KL PAGU ANGGARAN

Dasar Hukum:

Kualifikasi Pelaksana:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang
Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran
Kementrian/Lembaga;

4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 02 2019 Tentang
Petunjuk penyusunan dan penelaahan rencana kerja
dan Anggaran Kementerian Negara Lembaga dan
pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran

5. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik
Indonesia Nomor MA/SEK/Q7/SK/III/2006 tentang
Organisasi dan tata kerja Sekretariat Mahkamah Agung
Republik Indonesia;

6. Petunjuk teknis Penyusunan Rencana Kerja dan
Anggaran (RKA K/L) di lingkungan Mahkamah Agung.

1. Memiliki kewenangan dalam menyusun RKA-KL
Ditjen Badilum

2. Memiliki kemampuan untuk menyusun anggaran
Ditjen Badilumuntuk periode 1 tahun anggaran

3. Memahami dan menguasai penggunaan Aplikasi
Krisna (Bappenas)

4. Memahami dan menguasai penggunaan Aplikasi
SAKTI

5. Memahami dan menguasai penggunaan Aplikasi
SATU-DJA

Keterkaitan: Peralatan/Perlengkapan:
1. SOP Penyusunan RKAKL Pagu Indikatif 1. Komputer/Laptop
2. SOP Penyusunan RKAKL Pagu Anggaran 2. Jaringan Internet
3. SOP Penyusunan RKAKL Pagu Alokasi Anggaran 3. Alat Tulis Kantor
4. SOP Penyusunan Renja 4. Aplikasi Krisna Bappenas
5. SOP Revisi RKAKL DIPA 5. Aplikasi SBK, SAKTI
6. SOP Penyusunan Renstra 6. Aplikasi Satu DJA,;
7.

Usulan Pengajuan Rencana Anggaran Unit Eselon Il
TOR dan RAB Unit Eselon .

Peringatan: Pencatatan dan pendataan:
Apabila tidak dilaksanakan sesuai SOP, maka Penyusunan 1. Komputer
RKA-KL Pagu Anggaran tidak akan berjalan dengan baik 2. Flash drive
Pelaksana Mutu Baku
No. Aktivitas :
Unit Kasub Persyaratan/
Ses | Kabag Terkait Staf bag BUA Kelengkapan Waktu Output

Menerima pagu
Anggaran sebagai
bahan penyusunan
rancangan kebijakan D
penganggaran dan

1. kegiatan, memberi
disposisi
melaksanakan rapat
Penyusunan RKA-KL

sesuai pagu U

Anggaran

Disposisi Disposisi

Menit
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Pelaksana Mutu Baku
No. Aktivitas :
Unit Kasub Persyaratan/
Ses | Kabag Terkait Staf bag BUA Kelengkapan Waktu Output
Menerima disposisi
dan melaksanakan U
rapat koordinasi
Penyusunan RKA-KL
Pagu Anggaran Disposisi dan Notulen
2. Penentuan Pronas, Surat 2 T Rapat,
Prioritas KL, Output Undangan Draft
Generik bersama Rapat RKA-KL
seluruh pejabat unit I:I
kerja Eselon Il dan ‘
bagian keuangan.
Membentuk tim ¢
Penyusunan RKA-KL
Pagu Anggaran
3 Penentuan Pronas, Ij Notulen Draft
’ Prioritas KL, Output Rapat, Draft 1 Jam RKA-KL
Generik terdiri dari RKA-KL
bag.keuangan dan
unit kerja Eselon |l
Menyempurnakan
dan menajamkan
TOR dan RAB
4. | kemudian v Draft TOR dan 1 Hari TOR
menyerahkannya I:I RAB dan RAB
kepada Staf
Kasubbag Renprog.
Menerima,
menghimpun dan
menelaah TOR dan
RAB Unit Eselon Il
yang sudah Draft Draft
disempurnakan, dokumen dokumen
Menginput konsep [‘j RKA-KL, TOR RKA-KL,
dokumen RKA-KL dan RAB, matrik
5. | pagu Anggaran matrik 1 Hari pendanaan
kedalam apl Krisna pendanaan dan ADK
dan apl SAKTI, dan ADK RKA-KL
menginput rencana RKA-KL Pagu Pagu
penarikan anggaran, Anggaran Anggaran
mencetak matrik
pendanaan dan ADK
RKA-KL Ditjen
Badilum
Menerima, menelaah \ Draft dDriﬂ
dan memberi paraf ' dokumen R?@L\mllﬁn
konsep rancangan > RKA-KL, matrik ’
6 RKA-KL, rencana Tidak matrik pendanaan
* | penarikan anggaran, pendanaan 2 Jam dan ADK
matrik pendanaan dan ADK RKA-KL
dan ADK Ditjen RKA-KL Pagu Pagu
Badilum Anggaran Anggaran
Menerima dan Draft Draft
menelaah serta dokumen dokumen
memberi paraf Ly < RKA-KL, RKA-KL,
konsep rancangan . matrik
7 RKA-KL, rencana aui pendanaan
: N pendanaan 1 Jam
penarikan anggaran, Ya dan ADK dan ADK
matrik pendanaan RKA-KL Paau RKA-KL
dan ADK Ditjen n Angoaran 9 Pagu
Badilum [ ] 99 Anggaran
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Pelaksana Mutu Baku
No. Aktivitas :
Unit Kasub Persyaratan/
Ses | Kabag Terkait Staf bag BUA Kelengkapan Waktu Output
Menerima dan
Dokumen
menelaah serta [ ] Draft RKA-KL
memberikan dokumen i ’
persetujuan terkait RKA_-KL, pendanaan
8 konsep rancangan matrik 1 Jam | dan ADK
’ RKA-KL, rencana pendanaan RKA-KL
penarikan anggaran, dan ADK Pagu
matrik pendanaan RKA-KL Pagu Anggaran
dan ADK Ditjen Anggaran i ’
; posisi
Badilum
Menerima disposisi
dari S.eSdltJEn.I? an Disposisi, Dokumen
At Dokumen RKA-KL,
R s ) RKA-KL, matrik
enprog untu matrik 15 pendanaan
9. meng_g_andakan dan Ya pendanaan | dan ADK
mengirim dokumen = dan ADK Menit RKA-KL
o Mtk e | T
A ran
Ditjen Badilum ke AR ngga
BUA.
Memerintahkan Staf
untuk segera Dokumen
Dokumen
melakukan R&A-KL, RKA_-;(L,
Penggandaan dan i matri
10. | Pengiriman dokumen pendanaan 15 _ pendanaan
RKA-KL, Matrik dan ADK Menit | dan ADK
Pendanaan dan ADK B RKA-KL Pagu RKA-KL
Ditjen Badilum ke Anggaran Pagu
BUA. Anggaran
Melaksanakan Dokumen
penggandaan dan g&ﬁl\“}?f n RKA_-KL,
Pengiriman dokumen matrik ! matrik
11. | RKA-KL, Matrik pendanaan
Pendanaan dan ADK gzgd:[gian 1L JENT dan ADK
Ditjen Badilum ke JL RKA-KL Pagu IIzKA-KL
e Anggaran agu
Anggaran
Terkirim
nya
Menerima dokumen g%ﬁfr}?f n dokumen
12 55:5;(#52?1&1523 ADK auik . Egﬁnf .
Pagu Anggaran Ditjen an ggﬂd:gian D kel pendanaan
Badilum. RKA-KL Pagu dR?(l'?\KDLK
Anggaran Pagu
Anggaran
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MAHKAMAH AGUNG RI
Direktorat Jenderal
Badan Peradilan Umum
Jin. Jenderal Ahmad Yani Kav. 58
Bypass Cempaka Putih Timur

SK Penetapan SOP 655/DJU/SK.OT1.6/IV/2024

Nomor SOP 016
Tanggal Pembuatan 20 Januari 2015
Tanggal Revisi 30 Agustus 2024

Tanggal Efektif 23 Desember 2024

Direktur Jenderal Badan
—P\eradilan Umum

Disahkan oleh

ainbang Myanto

STANDAR OPERASIONAL
PENYUSUNAN RKA-KL

PROSEDUR (SOP)
PAGU INDIKATIF

Dasar Hukum:

KualifikasiPelaksana:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 1. Memiliki kewenangan dalam menyusun RKA-KL
Keuangan Negara; Ditjen Badilum
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 2. Memiliki kemampuan untuk menyusun anggaran
Perencanaan Pembangunan Nasional; Ditjen Badilum untuk periode 1 tahun anggaran
3. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang 3. Memahami dan menguasai penggunaan Aplikasi
Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Krisna (Bappenas)
Kementrian/Lembaga; 4. Memahami dan menguasai penggunaan Aplikasi
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 02 Tahun 2019 SAKTI
Tentang Petunjuk penyusunan dan penelaahan 5. Memahami dan menguasai penggunaan Aplikasi
rencana kerja dan Anggaran Kementerian Negara SATU-DJA
Lembaga dan pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan
Anggaran
5. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik
Indonesia Nomor MA/SEK/Q7/SK/I1I/2006 tentang
Organisasi dan tata kerja Sekretariat Mahkamah Agung
Republik Indonesia;
6. Petunjuk teknis Penyusunan Rencana Kerja dan
Anggaran (RKA K/L) di lingkungan Mahkamah Agung;
Keterkaitan: Peralatan/Perlengkapan:
1. SOP Penyusunan RKAKL Pagu Indikatif 1. Komputer/Laptop
2. SOP Penyusunan RKAKL Pagu Anggaran 2. Jaringan Internet
3. SOP Penyusunan RKAKL Pagu Alokasi Anggaran 3. Alat Tulis Kantor
4. SOP Penyusunan Renja 4. Aplikasi Krisna Bappenas
5. SOP Revisi RKAKL DIPA 5. Aplikasi SBK, SAKTI
6. SOP Penyusunan Renstra 6. Aplikasi Satu DJA
7. Usulan Pengajuan Rencana Anggaran Unit Eselon Il
TOR dan RAB Unit Eselon II.
Peringatan: Pencatatan dan pendataan:
Jika SOP tidak dilaksanakan, maka Penyusunan RKA-KL 1. Komputer
Pagu indikatif tidak akan berjalan dengan baik. 2. Flash drive
Pelaksana Mutu Baku
No. Aktivitas :
Kasub Unit Persyaratan/
Ses | Kabag bag Terkait Staf | BUA Kelengkapan Waktu Output
Menerima pagu
indikatif sebagai
bahan penyusunan
rancangan
kebijakan
1 penganggaran dan ( ) Disposisi 5 Disposisi
: kegiatan, memberi Surat Menit | Surat
disposisi untuk
melakukan
Penyusunan RKA- v
KL sesuai pagu
indikatif. —
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Pelaksana Mutu Baku
No. Aktivitas :
Ses | Kabag Kgaslgb T(laJrrI](gi t Staf | BUA Eslfgglzgf;é Waktu Output
Menerima disposisi L]
dan memberikan
disposisi serta
petunjuk menyusun
2. E;;‘J'ﬂaﬁ(ﬁ#a' Disposisi 30 Disposisi
i Surat Menit | Surat
usulan kegiatan
dan anggaran dari E
unit-unit kerja
Eselon Il.
Menerima disposisi
dan petunjuk
penyusunan
menyusun RKA-KL
sesuai pagu
3. | indikatif, Disposisi 2 Hari Disposisi
mengumpulkan v Surat Surat
usulan kegiatan
dan anggaran dari D
unit-unit kerja
Eselon II.
Membuat usulan Draft
kegiatan/ Draft usulan usulan
rancangan rencana anggaran,
. kerja anggaran v TOR dan 2 Hari $régg%ra:,
beserta TOR dan D RAB RAB a
RAB.
Menerima,
menghimpun dan
menelaah usulan Draft usulan Draft
5 kegiatan/ anggaran usulan
' rancangan rencana v TOR d an, 2 Hari | anggaran,
kerja anggaran Tidak D RAB TOR dan
beserta TOR dan E RAB
RAB
Menerima,
menelaah dan
menyempurnakan
TOR dan RAB Unit Draft Draft
EZ?;?(ZEén dokumen dokumen
6. | kualifikasi ke dalam Ya RKA-KL, RKA-KL,
Pronas, program matrik penda | 2 Jam | matrik
) s e
S el tara sementara
membuat konsep
RKA-KL pagu
indikatif,
Melaksanakan Draft Draft
PELEIABUIEL Al dokumen dokumen
RKA-KL ke dalam RKA-KL RKA-KL
7 i) e G A7) v matrik ’ matrik ,
: SAKTI, mencetak endanaan 2 Jam endanaan
matrik pendanaan E gan ADK gan ADK
Qan (DL Rl sementara sementara
indikatif.
Menerima dan DIz DI
menelaah serta Tidak dokumen dokumen
. 1 RKA-KL, RKA-KL,
8. L] paraf draft matrik matrik
RKA-KL, matrik 1 Jam
pendanaan pendanaan
PATEETEEN CED dan ADK dan ADK
ADK. [ ] sementara sementara
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Pelaksana Mutu Baku
No. Aktivitas :
Kasub Unit Persyaratan/
Ses | Kabag bag Terkait Staf | BUA Kelengkapan Waktu Output
L]
Menerima dan q Ya é)rin‘t dDriﬁ
menelaah serta oxumen oxumen
memberi paraf draft R R
9. paral dra matrik 1 Jam | matrik
RKA-KL, matrik
endanaan dan pendanaan pendanaan
P >/ e dan ADK dan ADK
ADK
sementara sementara
Menerima dan T Draft Dyt
dokumen
menelaah serta dokumen
. RKA-KL,
memberikan RKA-KL, .
. . . matrik
10. | persetujuan terkait < Ya matrik 1 Jam
pendanaan
draft RKA-KL, pendanaan
i dan ADK
matrik pendanaan dan ADK sementara
dan ADK. sementara » -
disposisi
Menerima disposisi
dan melaksanakan Draft
Rapat Koordinasi dokumen Draft
Penyusunan RKA- RKA-KL, dokumen
KL Pagu Indikatif matrik RKA-KL
11. Pe_ne_ntuan Pronas, Ya pendanaan 3 Jam | matrik
Prioritas K/L dan dan ADK
i pendanaan
Output Generik sementara,
bersama seluruh disposisi EEMm ~D1¢
X . . L ’ sementara
pejabat unit kerja undangan
Eselon Il dan rapat
bagian keuangan.
Membentuk tim
Penyusun RKA-KL Draft Draft
Pagu Indikatif dokumen dokumen
Penentuan Pronas, RKA-KL, RKA-KL,
12. | Prioritas K/L dan matrik 1 Jam | matrik
E))utput Gen:arikh ‘L‘ gend:[gian gendﬁgian
ersama seluru an an
pejabat unit kerja sementara sementara
Eselon II.
Menyempurnakan
13. | dan menajamkan S;ﬁﬂR;%R 1 Hari ;25 eEm
TOR dan RAB
Menerima,
menghimpun dan
menelaah TOR dan
RAB Unit Eselon Il TOR dan Draft
yang sudah RAB Draft dokumen
disempurnakan, dokumen RKA-KL
menginput konsep RKA-KL, ] Sk
14. . 1 Hari | matrik
dokumen RKA-KL matrik
S pendanaan
pagu indikatif ke v pendanaan dan ADK
dalam Apl Krisna dan  ADK sementara
dan Apl SAKTI, L sementara
mencetak matrik
pendanaan dan
ADK Pagu Indikatif.
Menerima i \ Draft Draft
d Tidak
menelaah dan > <> < dokumen dokumen
memberi paraf RKA-KL, RKA-KL,
15. | konsep dokumen matrik 2 Jam | matrik
RKA-KL, matrik pendanaan pendanaan
pendanaan dan dan ADK dan ADK
ADK Pagu Indikatif L L sementara sementara
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Pelaksana Mutu Baku
No. Aktivitas -
Kasub Unit Persyaratan/
Ses | Kabag bag Terkait Staf | BUA Kelengkapan Waktu Output
Menerima dan Draft Draft
menelaah serta [ DYa dokumen dokumen
memberi paraf T RKA-KL, RKA-KL,

16. | konsep dokumen matrik 1 Jam | matrik
RKA-KL, matrik o~ - pendanaan pendanaan
pendanaan dan i dan ADK dan ADK
ADK Pagu Indikatif. sementara sementara
Menerima,
menelaah serta Drait Dokumen

- dokumen RKA-KL,
memberikan .

. . RKA-KL, matrik
persetujuan terkait > )

17. konsen dokumen < Ya matrik 1 Jam | pendanaan
RKA-}?L matrik pendanaan dan ADK
pendanéan dan EEI D1 RUSNL

S sementara Pagu
ADK Pagu Indikatif. Indikatif
Menerima disposisi
dan
menginstruksikan
Dokumen Dokumen
Er?ti“kbbag Renprog va RKA-KL, RKA-KL,
18 I ETEEEELEN B mearfggnaan L mearl;[(r:ilgnaan
" | mengirimkan Yy P Menit | P
dokumen RKA-KL ] dan ADK dan ADK
. ’ RKA-KL Pagu RKA-KL
Matrik Pendanaan, o
o Indikatif Pagu
Pagu Indikatif dan Indikatif
ADK Ditjen Badilum
ke BUA.
Memerintahkan Dokumen
untuk melakukan Dokumen
RKA-KL,
Penggandaan dan RKA-KL, i
Pengiriman v matrik
19. | dokumen RKA-KL, pendanaan 15. EENTETEED
: Menit | dan ADK
Matrik Pendanaan, dan ADK RKA-KL
Pagu Indikatif dan RKA-KL Pagu Paqu
ADK Ditjen Badilum Indikatif - d?katif
ke BUA.
Melaksanakan Dokumen Dokumen
penggandaan dan RKA-KL RKA-KL,
Pengiriman matrik ’ matrik

20. doku_men RKA-KL, pendanaan 1 Jam pendanaan
Matrik Pendanaan, v dan ADK dan ADK
Pagu Indikatif dan ] RKA-KL Paqu RKA-KL
ADK Ditjen Badilum Indikatif 9 Pagu
ke BUA. Indikatif

Terkirim

Dokumen B)gil(umen
Menerima dokumen RKA-KL, RKA-KL
RKA-KL, Matrik matrik matrik !

21. | Pendanaan, Pagu pendanaan 1 Hari endanaan

Indikatif dan ADK dan ADK P
o h dan ADK
Ditjen Badilum. RKA-KL Pagu
Indikatif RKA-KL
Pagu
Indikatif
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MAHKAMAH AGUNG RI
Direktorat Jenderal
Badan Peradilan Umum
Jin. Jenderal Ahmad Yani Kav. 58
Bypass Cempaka Putih Timur

SK Penetapan SOP 655/DJU/SK.OT1.6/IV/2024

Nomor SOP 017
Tanggal Pembuatan 20 Januari 2015
Tanggal Revisi 30 Agustus 2024

Tanggal Efektif 23 Desember 2024

Direktur Jenderal Badan
eradilan Umum

Disahkan oleh

# / W\———
| ,grﬁbang yanto

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

PENYUSUNAN RKA/KL PA

GU ALOKASI ANGGARAN

Dasar Hukum:

KualifikasiPelaksana:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 1. Memiliki kewenangan dalam menyusun RKA-KL
Keuangan Negara; Ditjen Badilum
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 2. Memiliki kemampuan untuk menyusun anggaran
Perencanaan Pembangunan Nasional; Ditjen Badilum untuk periode 1 tahun anggaran
3. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang 3. Memahami dan menguasai penggunaan Aplikasi
Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Krisna (Bappenas)
Kementrian/Lembaga; 4. Memahami dan menguasai penggunaan Aplikasi
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 02 Tahun 2019 SAKTI
Tentang Petunjuk penyusunan dan penelaahan 5. Memahami dan menguasai penggunaan Aplikasi
rencana kerja dan Anggaran Kementerian Negara SATU-DJA
Lembaga dan pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan
Anggaran
5. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik
Indonesia Nomor MA/SEK/Q7/SK/I1I/2006 tentang
Organisasi dan tata kerja Sekretariat Mahkamah Agung
Republik Indonesia;
6. Petunjuk teknis Penyusunan Rencana Kerja dan
Anggaran (RKA K/L) di lingkungan Mahkamah Agung;
Keterkaitan: Peralatan/Perlengkapan:
1. SOP Penyusunan RKAKL Pagu Indikatif 1. Komputer/Laptop
2. SOP Penyusunan RKAKL Pagu Anggaran 2. Jaringan Internet
3. SOP Penyusunan RKAKL Pagu Alokasi Anggaran 3. Alat Tulis Kantor
4. SOP Penyusunan Renja 4. Aplikasi Krisna Bappenas
5. SOP Revisi RKAKL DIPA 5. Aplikasi SBK, SAKTI
6. SOP Penyusunan Renstra 6. Aplikasi Satu DJA
7. Usulan Pengajuan Rencana Anggaran Unit Eselon Il
TOR dan RAB Unit Eselon II.
Peringatan: Pencatatan dan pendataan:
Jika SOP tidak dilaksanakan, maka Penyusunan RKA-KL 1. Komputer
Pagu Alokasi Anggaran tidak akan berjalan dengan baik. 2. Flash drive
Pelaksana Mutu Baku
No Aktivitas :
Unit Kasub Persyaratan/
Ses |Kabag Terkait Staf bag BUA Kelengkapan Waktu Output
Menerima pagu Alokasi
Anggaran sebagai
bahan penyusunan
rancangan kebijakan
1. Eenganggaran dgn - Disposisi 5 Menit | Disposisi
egiatan, mendisposisi
untuk melaksanakan
rapat Penyusunan
RKA-KL sesuai pagu
Alokasi Anggaran U
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Pelaksana Mutu Baku
No Aktivitas -
Ses |Kabag Tgrrl](gi ¢ Staf Kg;gb BUA Eslfgglzgf;é Waktu Output
Menerima disposisi dan
melaksanakan rapat U
Eﬂ?wfs;gj%giggf n g)isposisi Notulen
2. An ran Penentuan e S 3 Jam REfE,
ggaran Fene Undangan Draft RKA-
Pronas, Prioritas KL, Rapat KL
Output Generik dengan \ 4
pejabat unit Eselon Il []
dan bag. keuangan.
Membentuk tim
Penyusunan RKA-KL
Pagu Alokasi Anggaran
3 Penentuan Pronas, gg;u;ffnmaﬂ 1 Jam Draft RKA-
: Prioritas KL, Output v RKA-kL KL
Generik yang terdiri
dari bagian keuangan Elz
dan unit kerja Eselon II. L
Menyempurnakan dan v Draft TOR TOR dan
4. gAegaJamkan TOR dan D dan RAB 1 Hari RAB
Menerima,
menghimpun dan
menelaah TOR dan
RAB Unit Eselon Il Draft Draft
yang sudah dokumen dokumen
disempurnakan, RKA-KL, RKA-KL,
menginput konsep TOR dan matrik
dokumen RKA-KL pagu RAB, matrik . pendanaan
& Alokasi Anggaran E pendanaan 1 7€ dan ADK
kedalam apl Krisna dan dan ADK RKA-KL
apl SAKTI, menginput RKA-KL Pagu
rencana penarikan Pagu Alokasi Alokasi
anggaran, mencetak Anggaran Anggaran
matrik pendanaan dan
ADK RKA-KL Ditjen
Badilum.
Draft DI
Menerima, menelaah v dokumen g?&”&ﬁn
dan memberi paraf RKA-KL, matri-k '
konsep rancangan > matrik endanaan
6. RKA-KL, rencana Tidak Ya pendanaan 2 Jam gan ADK
penarikan anggaran, dan ADK RKA-KL
matrik pendanaan dan RKA-KL Pagu
ADK Ditjen Badilum. Pagu Alokasi Alokasi
Anggaran Anggaran
Draft
Menerima dan THEELR géift men dokumen
menelaah serta "<> RK:-KL RKA-KL,
memberi paraf konsep matrik ’ matrik
7 rancangan RKA-KL, pendanaan 1 Jam pendanaan
" | rencana penarikan dan ADK dan ADK
anggaran, matrik RKA-KL RKA-KL
pendanaan dan ADK Pagu Alokasi Pagu
Ditjen Badilum ] [ ] A Alokasi
Anggaran
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Pelaksana Mutu Baku
No Aktivitas :
Unit Kasub Persyaratan/
Ses |Kabag Terkait Staf bag BUA Kelengkapan Waktu Output
Menerima dan
menelaah serta D U Draft DI
. RKA-KL,
memberikan dokumen i
persetujuan terkait RKA-KL, endanaan
konsep rancangan Ya matrik P
dan ADK
8. RKA-KL, rencana pendanaan 1 Jam
) RKA-KL
penarikan anggaran, dan ADK Paqu
matrik pendanaan dan <>¢ RKA-KL AIogI]<asi
ADK Ditjen Badilum Pagu Alokasi A
. nggaran,
untuk digandakan dan Anggaran Disposisi
dikirimkan ke BUA. P
Disposisi, Dokumen
Menerima disposisi dan Dokumen RKA-KL,
menginstruksikan untuk RKA-KL, matrik
menggandakan dan matrik 15 pendanaan
9. mengirim dokumen pendanaan Menit dan ADK
RKA-KL, Matrik 4 dan ADK RKA-KL
Pendanaan dan ADK RKA-KL Pagu
Ditjen Badilum ke BUA. Pagu Alokasi Alokasi
Anggaran Anggaran
Dokumen DiglmE
Memerintahkan RKA-KL,
RKA-KL, )
melakukan - matrik
Penggandaan dan L1 endanaan
99¢ pendanaan 15 P
10. | Pengiriman dokumen 8 dan ADK
. dan ADK Menit
RKA-KL, Matrik RKA-KL
RKA-KL
Pendanaan dan ADK D Padu Alokasi Pagu
Ditjen Badilum ke BUA. Ang aran Alokasi
99 Anggaran
Dokumen
Dokumen RKA-KL
Melaksanakan RKA-KL, matrik ’
penggandaan dan matrik endanaan
11 Pengiriman dokumen pendanaan 1 Jam (F:i)an ADK
" | RKA-KL, Matrik dan ADK RKA-KL
Pendanaan dan ADK E RKA-KL Paqu
Ditien Badilum ke BUA. Pagu Alokasi 9
Anqoaran Alokasi
99 Anggaran
Terkirim
Dokumen nya
. RKA-KL dokumen
Menerima dokumen matrik ! RKA-KL,
RKA-KL, Matrik endanaan matrik
12. | Pendanaan dan ADK gan ADK 1 Hari pendanaan
Pagu Alokasi Anggaran D RKA-KL dan ADK
Ditjen Badilum . Pagu Alokasi sgg:;KL
Anggaran Alokasi
Anggaran
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MAHKAMAH AGUNG RI
Direktorat Jenderal
Badan Peradilan Umum
JIn. Jenderal Ahmad Yani Kav. 58
Bypass Cempaka Putih Timur

SK Penetapan SOP

655/DJU/SK.OT1.6/1V/2024

Nomor SOP 018
Tanggal Pembuatan 20 Januari 2015
Tanggal Revisi 30 Agustus 2024

Tanggal Efektif

23 Desember 2024

Disahkan oleh

Direktur Jenderal Badan

STANDAR OPERASIONAL

PROSEDUR (SOP)

REVISI RKA-KL DIPA
Dasar Hukum: KualifikasiPelaksana:
1. Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 1. Memiliki kewenangan dalam menyusun usulan
Negara; revisi/ pergeseran anggaran Ditjen Badilum .
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 2. Memiliki kemampuan untuk menyusun usulan
Perencanaan Pembangunan Nasional; revisi/ pergeseran anggaran Ditjen Badilum .
3. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang 3. Memiliki kewenangan dalam menyusun RKA-KL
Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Ditjen Badilum
Kementrian/Lembaga; 4. Memiliki kemampuan untuk menyusun anggaran
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun Ditjen Badilum untuk periode 1 tahun anggaran
2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran 5. Memahami dan menguasai penggunaan Aplikasi
Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah Krisna (Bappenas)
dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004; 6. Memahami dan menguasai penggunaan Aplikasi
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 206/Peraturan Menteri SAKTI
Keuangan Nomor 02/2018 tentang Tata Cara Revisi 7. Memahami dan menguasai penggunaan Aplikasi
Anggaran. SATU-DJA
6. Surat Edaran Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 096-
1/SEK/KU.01/4/2014;
7. Petunjuk teknis Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran
(RKA K/L) di lingkungan Mahkamah Agung.
Keterkaitan: Peralatan/Perlengkapan:

1. SOP Penyusunan Rencana Anggaran 1. Komputer/Laptop

2. SOP Penyusunan RKAKL Pagu Indikatif 2. Jaringan Internet

3. SOP Penyusunan RKAKL Pagu Anggaran 3. Alat Tulis Kantor

4. SOP Penyusunan RKAKL Pagu Alokasi Anggaran 4. Aplikasi Krisna Bappenas

5. SOP Penyusunan Renja 5. Aplikasi SAKTI

6. SOP Penyusunanan Renstra 6. DIPA, RKA, TOR dan RAB
Peringatan: Pencatatan dan pendataan:

Apabila tidak dilaksanakan sesuai SOP, maka revisi RKA-KL 1. Komputer

tidak akan berjalan dengan baik. 2. Flash drive
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Pelaksana Mutu Baku
No. Aktivitas :
Unit . Kasub Persyaratan/
Terkait | Sesdit | Kabag bag Staf Kelengkapan Waktu output
Unit Kerja Eselon Il RKA-KL/ TOR & RAB
1| (Unit Terkait) I () DIPA Tahun | 2Hari | kegiatan yang
Me_ngajukan usu Berjalan direvisi
revisi anggaran.
Menerima usul
revisi anggaran dari TOR & RAB
Unit Kerja Eselon Il V_| kegiatan
2 (Unit Ter_kalt) dan yang direvisi, 15_ Disposisi Surat
memberikan A Disposisi sl
disposisi untuk Surat
melakukan
pengkajian. A
Menerima disposisi
dan melakukan Tidak Ya . . Konsep
3. engkajian serta DIEpEaE 30. Berkas Usul
pengka Surat Menit S
menyiapkan konsep o Revisi
berkas usul revisi.
Menerima konsep Konse
berkas usul revisi, Tidpk L 4 Konsep BerkaspUsul
4 | menelaah dan Berkas Usul | 1Jam | Revisi,
meny|ap_kan Revisi Referensi
referensi konsep Konsep Reuvisi
revisi.
Menerima konsep KonsepBerkas
berkas usul revisi Usul Revisi
dan menyusun Referensi ,
referensi korgep Konsep Konsep Revisi,
revisi. Kemudian Berkas Usul Data Aplikasi
melakukan Revisi, 3 3am | RKAKL, DIPA
Konse KL hasil revisi,
SAKTI, mencetak [] Revisip Draft
dan menggandakan Pergeseran/
DIPA dan ADK Pergbahan
RKA-KL usulan Anggaran
revisi.
Konsep
Tidak Berkas Usul Konsep
Revisi, Berkas Usul
) Referensi Revisi,
Menerima dan Konsep Referensi
menelaah konsgp Revisi, Data Konsep Revisi,
berkas u_sul revisi, Aplikasi Data Aplikasi
g, | referensi konsep RKA-KL, 1Jam | RKA-KL, DIPA
revisi, data revisi > DIPA dan dan ADK RKA-
anggaran (lepA ADK RKA- KL hasil revisi,
dan ABDK) anf KL hasil Draft
memoberi parat. revisi, Draft Pergeseran/
Pergeseran/ Perubahan
Perubahan Anggaran
D g Anggaran
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Pelaksana Mutu Baku
No. Aktivitas :
Unit . Kasub Persyaratan/
Terkait | Sesdit | Kabag bag Staf Kelengkapan Waktu output
Konse|
Menerima dan C’ Ij BerkaspUsuI Konsep
menelaah konsep Revisi, Berkas Usul
berkas usul revisi, Referensi Revisi,
referensi konsep_ Konsep Referensi
revisi, data revisi Ya Revisi, Data Konsep Revisi,
anggaran (DIPA Sl Aplikasi Data Aplikasi
7. | CENAOLG YR RKA-KL, 1Jam | RKA-KL, DIPA

’ diteruskan dari 3 DIPA dan dan ADK RKA-
Kasubbag Renprog, ADK RKA- KL hasil revisi,
kemudian memberi KL hasil Draft
paraf dan revisi, Draft Pergeseran/Pe
menyerahkannya Pergeseran/ rubahan
kepada Sesditjen Perubahan Anggaran
selaku KPA. Anggaran

) Konsep
Menerima dan Berkas Usul
menelaah konsep Revisi,
berkas usul revisi, Referensi
referensi konsep <> Konsep Berkas Usul
revisi, data revisi Revisi, Data Revisi. Berkas
anggaran (DIPA Aplikasi 30 Pe ' n/Pe

8 dan ADK), memt_)e_rl RKA-KL, _ eggﬁsera

* | paraf dan disposisi DIPA dan Menit | rubahan

menyampaikan Anggaran,

yampaikan ADK RKA- Di i

dokumen revisi KL hasil ISposist

anggaran kepada revisi, Draft

Kementerian Pergeseran/

Keuangan (DJPB/ Perubahan

DJA / DIT. PA). Anggaran

Menerima disposisi

dan _ _ Berkas Usul

menglnstrukakan Revisi, Berkas Usul

untuk segera N Berkas Revisi, Berkas
9 menyampalkgr_l I:l Pergeseran/ M15 it Pergeseran/

: dokumen revisi Perubahan eni P el
anggaran _kepada Anggaran, Anggaran
Kementerian Disposisi
Keuangan (DJPB/ v
DJA / DIT. PA). [ I
Memerintahkan Berkas Usul Eg(ll?;s ggx(as
IATgPeEt) Revisi, Pergeseran/
dokumen revisi Berkas 15 Pergbahan

10. | anggaran kepada Pergeseran/ Menit Angaaran
ﬁememena(rIIDJPB/ Perubahan Su?agt '
euangan \
DJA / DIT. PA). Y| Anggaran Pengantar
[J Berkas Usul Berkas Usul
Melaksanakan Revisi, Revisi. Berkas
pengupload-an elen Pergeseran/
dokumen revisi Pergeseran/ 9
11. | anggaran kepada 4 Jam | Perubahan
QlefanEm [EE v Perubahan e —
Kementerian Q Anggaran, A ggt ,
Keuangan (DJPB/ Surat ura t
DJA / DIT. PA). Pengantar Pengantar

55




Pelaksana Mutu Baku
No. Aktivitas :
Unit . Kasub Persyaratan/

Terkait Sesdit Kabag bag Staf Kelengkapan Waktu output
Kementerian Q U
Sﬁﬁgf’?g&mpw Berkas Usul Tersampai
M L d).k men Revisi, kannya Berkas
resins(iegrggga(r)arl: € Berkas Usul Revisi,

. Pergeseran/ . | Berkas

L lr(negr]nut;jtla?irllan < Perubahan Al Pergeseran/

" Anggaran, Perubahan
persetujuan atau Surat Anggaran,
el Lo Pengantar kepada DJPB
mengetahui revisi
anggaran.

Berkas Usul Terarsipkanny
Menggandle(lkan/ Revisi, a Berkas Usul
13 (rjn(—f(ngarsm an Berkas 20 Revisi, Berkas
’ 2 umrer:] rgi\:_lsn Pergeseran/ Menit | Pergeseran/
ga?j?lin? 1€ D Perubahan Perubahan
) Anggaran Anggaran
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MAHKAMAH AGUNG RI
Direktorat Jenderal
Badan Peradilan Umum
JIn. Jenderal Ahmad Yani Kav. 58
Bypass Cempaka Putih Timur

SK Penetapan SOP 655/DJU/SK.OT1.6/IV/2024

Nomor SOP 019
Tanggal Pembuatan 20 Januari 2015
Tanggal Revisi 30 Agustus 2024

Tanggal Efektif 23 Desember 2024

Direktur Jenderal Badan

Disahkan oleh

STANDAR OPERASIONAL

PROSEDUR (SOP)

PENYUSUNAN STANDAR BIAYA KELUARAN KHUSUS (SBK)

Dasar Hukum:

KualifikasiPelaksana:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 1. Pendidikan minimal Strata 1
Negara; 2. Memiliki kemampuan operasional komputer
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang  Sistem 3. Memiliki kemampuan analisa data, penyusunan
Perencanaan Pembangunan Nasional; rencana dan program
3. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang
Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran
Kementrian/Lembaga;
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113 Tahun 2023
tentang Standar Biaya Keluaran (SBK) Tahun Anggaran
2024
5. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik
Indonesia  Nomor  MA/SEK/07/SK/III/2006  tentang
Organisasi dan tata kerja Sekretariat Mahkamah Agung
Republik Indonesia;
6. Petunjuk teknis Penyusunan Rencana Kerja danAnggaran
(RKA K/L) di lingkungan Mahkamah Agung;
7. Surat Sekretaris Mahkamah Agung tentang Permintaan
Penyusunan RKA-KL.
Keterkaitan: Peralatan/Perlengkapan:

1. SOP Penyusunan Rencana Anggaran

Komputer/Laptop

1.
2. SOP Penyusunan RKAKL Pagu Indikatif 2. Jaringan Internet
3. SOP Penyusunan RKAKL Pagu Anggaran 3. Alat Tulis Kantor
4. SOP Penyusunan Renja 4. Aplikasi Krisna Bappenas
5. SOP Revisi RKAKL Dipa 5. Aplikasi SAKTI
6. SOP Penyusunanan Renstra 6. Aplikasi DJA

7. TOR dan RAB
Peringatan: Pencatatan dan pendataan:
Apabila tidak dilaksanakan sesuai SOP, Penyusunan RKA- 1. Komputer
KL Pagu Alokasi Anggaran tidak akan berjalan dengan baik. 2. Flashdisk
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Pelaksana Mutu Baku
N e Unit Staf Kasub Persyaratan/
Ses | Kabag Terkait bag BUA Kelengkapan Waktu output
Menerima
Disposisi  terkait
1. penyusunan. Q Disposisi 5 Menit | Disposisi
standar biaya
keluaran  khusus
(SBK)
Menerima v Disposisi Notulen
disposisi dan l_—_l dan Surat Rapat,
2. melaksanakan Undanaan 3 Jam Draft Tim
rapat koordinasi Rapatg Penyusun
Penyusunan SBK SBK
Membentuk  tim v Notulen
Penyusunan SBK ] St B
3 yang terdiri dari Tin'? ’ 1 Jam Surat
’ bagian Penyusun Tugas
perencanaan dan SBK
keuangan
Menerima, A 4
menghimpun dan Draft
4, menelaah usulan glrga;t Uil 30 Hari | Usulan
SBK dari tim SBK
penyusun SBK v
Membuat TOR
5. dan RAB usulan I———| ggﬁﬂR;%R 2 Hari ;\;25 eEm
SBK
Menginput usulan A 4 Draft
6. SBK kedalam géa;t veLlEs 1 Hari Usulan
Aplikasi SBK SBK
Menerima, L
menelaah dan \
7. | memberi paraf Tidak -~ géa;t usulan 2 Jam lIJDsrﬁIf;n
konsep rancangan o SBK
SBK Badilum
Menerima dan
8 menetl)aa_h serte; Ve Draft usulan Draft
. memberi para SBK 1 Jam usulan
konsep rancangan SBK
SBK
Menerima dan
menelaah  serta
memberikan
persetujuan terkait Draft
9. | konsep rancangan C)<_ géaét weler 1 Jam usulan
SBK, Kemudian SBK
mendisposisi
untuk diupload
pada aplikasi SBK
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MAHKAMAH AGUNG RI
Direktorat Jenderal
Badan Peradilan Umum

SK Penetapan SOP

655/DJU/SK.OT1.6/IV/2024

Nomor SOP

020

Tanggal Pembuatan

20 Januari 2015

Tanggal Revisi

30 Agustus 2024

Tanggal Efektif

23 Desember 2024

Disahkan oleh

Direktur Jenderal Badan

JIn. Jenderal Ahmad Yani Kav. 58
Bypass Cempaka Putih Timur

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PEMBUATAN KARTU PEGAWAI,
KARTU ISTRI DAN KARTU SUAMI DITJEN BADILUM

Dasar Hukum:

KualifikasiPelaksana:

1.

2.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur
Sipil Negara;

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang
Perubahan atas peraturan Pemerintah Nomor. 10 Tahun
1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi PNS;
Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang
Perubahan atas Peraturan Pemerintah nhomor 11 tahun
2017 tentang manajemen Pegawai Negeri Sipil;

Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian
Negara Nomor 08 /SE/1983 tentang Petunjuk
Pelaksanaan Permintaan, Penetapan, Penggunaan kartu
istri/kartu suami PNS;

Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian
Negara Nomor 13 tahun 2024 tentang Kartu Istri / Kartu
Suami Aparatur Sipil Negara Virtual

1. DIl Semua Jurusan
2. S1 Semua Jurusan

Keterkaitan:

Peralatan/Perlengkapan:

1. Komputer
2. Printer
3. ATK

Peringatan:

Pencatatan dan pendataan:

Jika SOP tidak dilaksanakan maka Pembuatan Kartu
Pegawai, Kartu Isteri dan kartu Suami di lingkungan Ditjen
Badilum tidak akan dibuat.

1. Arsip Data
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Pelaksana Mutu Baku
No Kegiatan o
Staf bag Kabag | Sesdit | Persyaratan/ Perlengkapar Waktu Output
1. Surat/ Berkas
ET T Diterimanya
. . 2. Lembar Disposisi y
Menerima Formulir 3. EC SK CPNS surat
) eemenen i FC SKPNS 10 | bemoteren
- | pem . 5. FC SK Kenaikan menit
Karis/Karsu dari . persyaratan
P— Pangkat Terakhir A A
Peg 6. FC SK Konversi NIP il
7. FC Surat Nikah
8. Pas Foto 4 Lembar
1. Komputer
2. FC SK CPNS
Membuat konsep £ (20 Ciojoly S.K IS Konsep surat
A4 4. FC SK Kenaikan
surat pengantar . 20 pengantar
& embuatan I::I PRGN TEELn menit embuatan
ﬁaris/Karsu £- [FE 5% e I Earis/Karsu
6. FC Surat Nikah
7. Pas Foto 4 Lembar
8. ATK
. 1. Komputer Diketiknya
gﬁg?ete":, kgrr:;?p 2. Printer 20 surat
3. peng 3. Konsep surat .. | pengantar
pembuatan b menit b
Karis/Karsu pengantar pembuatan pembuatan
A Karis/Karsu Karis/Karsu
Mengoreksi dan v Dikoreksi dan
memberi paraf pada Konsep surat Konsep surat
konsep surat . P 30 pengantar
4. engantar Tidak pengantar pembuatan menit embuatan
gemgbuatan s Earis/Karsu
karis/karsu Ya sudah diparaf
Mengoreksi dan Dikoreksi dan
memberi paraf pada l Konsep surat Konsep surat
5 konsep surat pengantar pembuatan 30 pengantar
* | pengantar Karis/Karsu yang menit | pembuatan
pembuatan sudah diparaf Karis/Karsu
Karis/Karsu sudah diparaf
Memeriksa dan . Ditandatangan
menandatangani Konsep surat inva Surat
6 konsep surat v pengantar pembuatan 15 gn antar
* | pengantar Karis/Karsu yang menit pemgbuatan
pembuatan sudah diparaf Earis IKarsu
Karis/Karsu
Menerima surat Sl
Surat pengantar pengantar
pengantar "
7 embuatan pembuatan Karis/Karsu 10 pembuatan
’ ﬁaris/Karsu yang sudah menit | Karis/Karsu
ditandatangani yang sudah
ditandatangan
Meminta nomor gLI?;iPnya
surat dan mengirim Surat pengantar
g | Surat pengantar I:l * pembuatan Karis/Karsu | 30 p:nmgt?un;?arn
* | yang sudah yang sudah menit | P€M
: . - Karis/Karsu
ditandatangani ke ditandatangan
BKN yang sudah
ditandatangan
o . 10 Kartu Suami
Memonitoring Usul A 4 Kartu Suami dan Kartu . .
el Karis Karsu di BKN (G Istri kh e?j”a B0 [ Ui

60




MAHKAMAH AGUNG RI
Direktorat Jenderal
Badan Peradilan Umum
JIn. Jenderal Ahmad Yani Kav. 58
Bypass Cempaka Putih Timur

SK Penetapan SOP 655/DJU/SK.OT1.6/IV/2024

Nomor SOP 021

Tanggal Pembuatan 20 Januari 2015

Tanggal Revisi 30 Agustus 2024

Tanggal Efektif 23 Desember 2024
Disahkan oleh Direktur Jenderal Badan

STANDAR OPERASIONAL

PROSEDUR (SOP)

UJIAN DINAS DAN PENYESUAIAN IJAZAH

Dasar Hukum:

Kualifikasi Pelaksana:

1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2023 tentang Aparatur Sipil
Negara;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang
Manajemen Pegawai Negeri Sipil;

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun
2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor
99 tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri
Sipil;

1. DIl Semua Jurusan
2.S1 Semua Jurusan

Keterkaitan:

Peralatan/Perlengkapan:

1. SOP Usul Kenaikan Pangkat

1. Komputer

2. Printer

3. ATK

4. Internet

5. Aplikasi SIKEP

Peringatan:

Pencatatan dan pendataan:

Jika SOP tidak dilaksanakan, maka tidak berjalannya proses
administrasi.

Dicatat dalam arsip kepegawaian

Pelaksana Mutu Baku
No Kegiatan Staf Kasubbag | Kabag ’E SRl Waktu Output
erlengkapan
Mengecek daftar
pegawai yang akan
1 mengikuti Ujian C) Daftar Nama 120 Data nama pegawai
* | Dinas/Penyesuaian Pegawai UD/PI menit | UD/PI
ljazah pada Aplikasi
SIKEP
Memberitahukan
kepada pegawai yang y

akan mengikuti UD/PI
untuk melengkapi

Tersampaikannya surat/

Surat / berkas 60 Dokumen Kelengkapan

2. dokumen persyaratan memorandum menit AEREER DR Gl
- - A Terlengkapinya Dokumen
Ujian Dinas/ UD/PI
Penyesuaian ljazah
pada Aplikasi SIKEP
Memeriksa
kelengkapan dokumen / Surat/ dokumen 60 Diperksa Dokumen
3. | peserta Ujian Dinas/ Tidak kelengkapan menit Kelengkapan Peserta
Penyesuaian ljazah peserta UD/PI UD/PI
pada Aplikasi Sikep
Memverifikasi |
kelengkapan dokumen E Dokumen
4 peserta terdaftar Ujian va kelenakapan 30 Diverifikasi kelengkapan
* | Dinas/Penyesuaian 4 gkap menit | dokumen

ljazah pada Aplikasi
SIKEP

peserta UD/PI
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Pelaksana Mutu Baku
No Kegiatan Persyaratan/
Staf Kasubbag | Kabag Perlengkapan Waktu Output
Menunggu surat
persetujuan dokumen SR FesE e
dari Biro Kepegawaian . . 120 y
5. Hasil Verifikasi # Dokumen dan Surat
dan surat pelaksanaan menit Pelaksanaan UD/PI
Ujian Dinas/Penyesuaian
ljazah
Mempersiapkan sarana
dan prasarana .
6. | pelaksanaan Ujan | | o |k
Dinas/ Penyesuaian I::I
ljazah
Membuat laporan
pelaksanaan kegiatan v Draft Laporan
" . 60 Laporan Pelaksanaan
7. | Ujian Dinas/ Pelaksanaan menit | Kegiatan UP dan Pl

Penyesuaian ljazah
ljazah

Kegiatan UD/PI
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MAHKAMAH AGUNG RI
Direktorat Jenderal
Badan Peradilan Umum

SK Penetapan SOP

655/DJU/SK.OT1.6/1V/2024

Nomor SOP

022

Tanggal Pembuatan

20 Januari 2015

Tanggal Revisi

30 Agustus 2024

Tanggal Efektif

23 Desember 2024

Disahkan oleh

Direktur Jenderal Badan

Jin. Jenderal Ahmad Yani Kav. 58
Bypass Cempaka Putih Timur

eradilan Umum
/‘f_%

STANDAR OPERASIONAL

BAPERJ

PROSEDUR (SOP)

AKAT

Dasar Hukum:

KualifikasiPelaksana:

1.

2.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur
Sipil Negara;

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang
Manajemen Pegawai Negeri Sipil;

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12
Tahun 2002 tentang Perubahan atas PP No. 99 tahun
2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil;
Permenpan RB RI Nomor 35 Tahun 2012 tentang
Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur
Administrasi Pemerintahan

Persekma RI Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pedoman
Penyusunan Standar Operasional di Lingkungan
Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di
Bawahnya.

1. DIll Semua Jurusan
2. S1 Semua Jurusan

Keterkaitan:

Peralatan/Perlengkapan:

1.

SOP Usul Promosi dan Mutasi Pegawai

1. Komputer
2. Printer
3. ATK

Peringatan:

Pencatatan dan pendataan:

Jika SOP tidak dilaksanakan, maka tidak berjalannya proses
administrasi.

Dicatat dalam Arsip Data kepegawaian

No

Pelaksana

Mutu Baku

Kegiatan Kasub
Staf bag Kabag

Persyaratan/

Perlengkapan bR

Output

Mengecek daftar
pegawai yang akan
mengikuti Ujian
Dinas/
Penyesuaian ljazah
pada Aplikasi
SIKEP

()

120
menit

Daftar Nama
Pegawai UD/PI

Data nama pegawai
UD/PI

Memberitahukan
kepada pegawai
yang akan
mengikuti UD/PI
untuk melengkapi
dokumen
persyaratan Ujian
Dinas/ Penyesuaian
ljazah pada Aplikasi
SIKEP

Tersampaikannya surat/
Dokumen Kelengkapan
Peserta UD/PI dan
Terlengkapinya Dokumen
UD/PI

60
menit

Surat / berkas
memorandum

Memeriksa
kelengkapan
dokumen peserta
Ujian
Dinas/Penyesuaian

Tidak

Surat/ dokumen
kelengkapan
peserta UD/PI

Diperksa Dokumen
Kelengkapan Peserta
UD/PI

60
menit

([
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No

Kegiatan

Pelaksana

Mutu Baku

Staf

Kasub
bag

Kabag

Persyaratan/
Perlengkapan

Waktu

Output

ljazah pada Aplikasi
Sikep

Memverifikasi
kelengkapan
dokumen peserta
terdaftar Ujian
Dinas/Penyesuaian
ljazah pada Aplikasi
SIKEP

Dokumen
kelengkapan
peserta UD/PI

30
menit

Diverifikasi kelengkapan
dokumen

Menunggu surat
persetujuan
dokumen dari Biro
Kepegawaian dan
surat pelaksanaan
Ujian
Dinas/Penyesuaian
ljazah

Hasil Verifikasi

120
menit

Surat Persetujuan
Dokumen dan Surat
Pelaksanaan UD/PI

Mempersiapkan
sarana dan
prasarana
pelaksanaan Ujian
Dinas/ Penyesuaian
ljazah

Sarana dan
Prasarana

60
menit

Tersedianya Sarana dan
Prasarana

Membuat laporan
pelaksanaan
kegiatan Ujian
Dinas/Penyesuaian
ljazah ljazah

Draft Laporan
Pelaksanaan
Kegiatan UD/PI

60
menit

Laporan Pelaksanaan
Kegiatan UP dan PI
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MAHKAMAH AGUNG RI
Direktorat Jenderal
Badan Peradilan Umum
JIn. Jenderal Ahmad Yani Kav. 58
Bypass Cempaka Putih Timur

SK Penetapan SOP 655/DJU/SK.OT1.6/IV/2024

Nomor SOP 023

Tanggal Pembuatan 20 Januari 2015

Tanggal Revisi

30 Agustus 2024

23 Desember 2024

Tanggal Efektif

Direktur Jenderal Badan

Disahkan oleh

STANDAR OPERASIONAL

PROSEDUR (SOP)

PEMANTAUAN LAPORAN LHKPN

Dasar Hukum:

KualifikasiPelaksana:

1.

Undang-undang Nomor 28 tahun 1999 tentang
Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari
Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;

Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Keputusan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik
Indonesia Nomor KEP.07/KPK/02/2005 tentang Tata Cara
Pendaftaran, Pemeriksaan dan Pengumuman Laporan
Harta Kekayaan Penyelenggara Negara.

1. DIl Semua Jurusan
2. S1 Semua Jurusan

Keterkaitan:

Peralatan/Perlengkapan:

1.

SOP Usul Promosi dan Mutasi Pegawai

1. Komputer
2.  Printer
3. ATK

Peringatan:

Pencatatan dan pendataan:

Jika SOP tidak dilaksanakan, maka tidak tertibnya administrasi
pelaporan LHKPN

1. Dicatat dalam Arsip Data kepegawaian
2. Data pegawai pada Aplikasi SIKEP

Pelaksana Mutu Baku
No. Kegiatan Kasub Persyaratan/
Staf bag Perlengkapan Waktu Output
1. Komputer
. || - %0 |oafarNaa pofaa
’ ) Meni Wajib Lapor LHKPN
LHKPN enit
3. ATK
Membuat memorandum
kepada masing-masing 1. Komputer
Pejabat yang wajib lapor . .. | Dibuatnya
2. LHKPN untuk 2. Printer 60 Menit Memorandum
melaporkan LHKPN 3. ATK
tepat waktu
Melakukan pemantauan 1. Komputer 120 terpantaunya
3. |pelaporan LHKPN oleh < o Menit pengisian data
wajib lapor LHKPN 2. Aplikasi e-LHKPN LHKPN
1. Komputer
Mencetak hasil laporan 2. Aplikasi e-LHKPN Dicetaknya
4. |[LHKPN 100% pada i 60 Menit |Rekapitulasi Hasil
aplikasi e-LHKPN 3. Printer Laporan LHKPN
4. ATK
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MAHKAMAH AGUNG RI
Direktorat Jenderal
Badan Peradilan Umum
Jin. Jenderal Ahmad Yani Kav. 58
Bypass Cempaka Putih Timur

SK Penetapan SOP

655/DJU/SK.OT1.6/1V/2024

Nomor SOP

024

Tanggal Pembuatan

20 Januari 2015

Tanggal Revisi

30 Agustus 2024

Tanggal Efektif

23 Desember 2024

Disahkan oleh

Direktur Jenderal Badan

/;%radllan Umum

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

ASSESMEN

PEGAWAI

Dasar Hukum:

KualifikasiPelaksana:

1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2023 tentang Aparatur

Sipil Negara;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang

Manajemen Pegawai Negeri Sipil;

1. DIl Semua Jurusan
2. S1 Semua Jurusan

Keterkaitan:

Peralatan/Perlengkapan:

1. SOP Usul Promosi dan Mutasi Pegawai

1. Komputer
2.  Printer
3. ATK

Peringatan:

Pencatatan dan pendataan:

Jika SOP tidak dilaksanakan, maka tidak terlaksananya
proses Assesmen Pegawai

1. Dicatat dalam Arsip Data kepegawaian

Pelaksana Mutu Baku
No. Kegiatan
Staf e Kabag SRS Waktu Output
bag Perlengkapan
Mendata dan Membuat 60 Bff?;? Sg?nglbuat
1. dafte}r p_egawai yang akan @ Data Kepegawaian Menit | Pegawai yang akan
menjadi peserta Asesmen B eeeen
1. Surat usulan
Membuat surat y 2 Egﬁkisgzaggﬂzsresggpta Dibuatnya surat
pengusulan pelaksanaan I:j ' P P 120 |usulan pelaksanaan
2. asesmen - -
asesmen kepada Kepala 3 Kombuter Menit |dan Lampiran daftar
Biro Kepegawaian 4' Printgr peserta asesmen
5. ATK
Mengirim surat \4 1. Surat usulan
pengusulan pelaksanaan pelaksanaan asesmen 60 A
£ asesmen kepada Kepala 2. Lampiran daftar peserta | Menit DI SLE
Biro Kepegawaian asesmen
Berkoordinasi dengan Biro 1. Suratusulan Terkoordinasinva
4 Kepegawaian perihal s pelaksanaan asesmen 60 Pelaksanaan y
* | persiapan pelaksanaan 2. Lampiran daftar peserta | Menit Kediatan
asesmen asesmen 9
1. Draf Surat Tugas
. \ 4 iti .
5 Pembentukan panitia I:j 2 Egrr:tliter 120 |Dibuatnya Surat
" | pelaksanaan asesmen 3' Pri ntg ; Menit | Tugas Panitia
4. ATK
1. Konsep Surat
6 Membuat Surat Undangan |:,‘7 2 Egg]anu%gp HESEAE 120 |Dibuatnya Surat
* |untuk peserta asemen 3' Printgr Menit |Undangan Peserta
4. ATK
Disiapkannya
7 Mempersiapkan kegiatan L Draf konsep kegiatan 1 Hari kegiatan
* | pelaksanaan asesmen pelaksanaan asesmen pelaksanaan
asesmen
8 Pelaksanaan kegiatan (j Daftar hadir peserta 3 Hari Dilaksanakannya
© |asesmen asesmen kegiatan asesmen
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MAHKAMAH AGUNG RI
Direktorat Jenderal
Badan Peradilan Umum
JIn. Jenderal Ahmad Yani Kav. 58
Bypass Cempaka Putih Timur

SK Penetapan SOP 655/DJU/SK.OT1.6/IV/2024

Nomor SOP 025
Tanggal Pembuatan 20 Januari 2015
Tanggal Revisi 30 Agustus 2024

Tanggal Efektif 23 Desember 2024

Direktur Jenderal Badan

Disahkan oleh

STANDAR OPERASIONAL

PROSEDUR (SOP)

PENCANTUMAN GELAR

Dasar Hukum:

KualifikasiPelaksana:

1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2023 tentang Aparatur 1. DIl Semua Jurusan
Sipil Negara; 2. S1 Semua Jurusan
2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang
Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
3. Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor DIl 26
—30/V 154 — 7 /22 tentang Pencantuman Gelar Pegawai
Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan di Bawahnya.
Keterkaitan: Peralatan/Perlengkapan:
1. SOP Usul Kenaikan Pangkat Pegawai 1. Komputer
2.  Printer
3. ATK
Peringatan: Pencatatan dan pendataan:

Jika SOP tidak dilaksanakan, maka tidak terlaksananya

proses Pencantuman Gelar Pegawai

1. Dicatat dalam Arsip Data kepegawaian

Pelaksana Mutu Baku
No. Kegiatan
Persyaratan/
Staff Subbag Perlengkapan Waktu Output
. 1. Surat Usulan 10 |Diterima Surat Usulan dan
1. Meenngr']rpu?nlfnu'agar ( ) ) o | Dokumen Kelengkapan
P 9 2. Lembar disposisi menit | Usul Pencantuman Gelar
e Diperiksanya Dokumen
> kelengkapan —» Dokumen Kelengkapan 20 KeFI)en ka gn Usul
* |dokumen usulan Usul Pencantuman Gelar | menit gkap
Pencantuman Gekar
pencantuman gelar
_ 1. Dokumen
Menginput dan Kelengkapan
mensubmit dokumen Pencantuman Gelar Diinput dan Diuploadnya
3 kelengkapan usul 20 |Dokumen Kelengkapan
" | pencantuman gelar 2. Komputer menit | Pencantuman Gelar
melalui aplikasi si Scanner diupload
ASN
4. Aplikasi si ASN
Menunggu konfirmasi
dari BKN terkait 4 Dokumen Kelengkapan . .
4. |persetujuan dokumen ( ) Pencantuman Gelar yang Buzlan Eg:\sce;trl#?uamn;‘eérgisagsul
usulan pencatuman sudah diupload
gelar
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MAHKAMAH AGUNG RI
Direktorat Jenderal
Badan Peradilan Umum
Jin. Jenderal Ahmad Yani Kav. 58
Bypass Cempaka Putih Timur

SK Penetapan SOP

655/DJU/SK.OT1.6/1V/2024

Nomor SOP

026

Tanggal Pembuatan

20 Januari 2015

Tanggal Revisi

30 Agustus 2024

Tanggal Efektif

23 Desember 2024

Disahkan oleh

Direktur Jenderal Badan

STANDAR OPERASIONAL

PROSEDUR (SOP)

PELANTIKAN PEJABAT/ PEGAWAI

Dasar Hukum:

KualifikasiPelaksana:

1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2023 tentang Aparatur
Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang
Manajemen Pegawai Negeri Sipil.

1. DIl Semua Jurusan
2. S1 Semua Jurusan

Keterkaitan:

Peralatan/Perlengkapan:

1. SOP Usul Promosi dan Mutasi Pegawai

1. Komputer
2.  Printer
3. ATK

Peringatan:

Pencatatan dan pendataan:

Jika SOP tidak dilaksanakan, maka tidak terlaksananya

proses Pelantikan Pejabat/ Pegawai

1. Dicatat dalam Arsip Data kepegawaian

Pelaksana Mutu Baku
No. Kegiatan Kasub Unit Persyaratan/
— bag szbeg Terkait Perlengkapan HEkL Ol
Mengonsep dan
membuat surat 1. Komputer ]
1. undangan untuk pejabat 2. Printer 120. DUDUEImE Sz
- . Menit |Surat Undangan
yang diundang, saksi 3. ATK
dan rohaniawan
Mengoreksi surat Y
> undangan untuk pejabat Konsep Surat 60 |Dikoreksinya Surat
’ yang diundang, saksi Undangan Menit |Undangan
dan rohaniawan Lﬁ
Menandatangani surat v
undangan untuk pejabat 30 |Ditandatangani

£ yang diundang, saksi ST L ST Menit |Surat Undangan
dan rohaniawan
Menyampaikan surat

4 undangan kepada 1. Surat Undangan 30 |Disampaikannya

’ pejabat yang diundang, | 2. Tanda Terima Menit |Surat Undangan
saksi dan rohaniawan
LARmIEVEL [EnEED SEm Dibuatnya susunan
membuat susunan ¢ ’
] 1. Komputer acara pelantikan,
acara pelantikan, . .
. . 2. Printer 120 |Berita Acara,

5 METEE e 3. ATK Menit |Naskah Pelantikan
Acara, Naskah ) dan Pakta ’
Pelantikan, dan Pakta :

: Integritas
Integritas
Melakukan koordinasi Terkoordinasinya
dengan Bagian Umum Surat Permohonan 30 Sarana dan

6. terkait sarana dan > Peminjaman Alat Menit Prasarana untuk
prasarana untuk dan Ruangan pelaksanaan
pelaksanaan pelantikan pelantikan

1. Susunan acara
pelantikan
Melakganakan 2. Daftar Hadir
pelantikan/ . .
Pelantikan 60 |Dilaksanakannya
7. Penandatanganan ; . :
. 3. Berita Acara, Menit |pelantikan
Berita Acara/
Pemberian Sambutan C) Naskah
Pelantikan
4. Pakta Integritas




MAHKAMAH AGUNG RI
Direktorat Jenderal
Badan Peradilan Umum

Jin. Jenderal Ahmad Yani Kav. 58
Bypass Cempaka Putih Timur

SK Penetapan SOP

655/DJU/SK.OT1.6/1V/2024

Nomor SOP

027

Tanggal Pembuatan

20 Januari 2015

Tanggal Revisi

30 Agustus 2024

Tanggal Efektif

23 Desember 2024

Disahkan oleh

Direktur Jenderal Badan

—P\eradilan Umum

S~

| _é;r’f;ibang yanto

STANDAR OPERASIONAL

PROSEDUR (SOP)

PENGAJUAN TUGAS BELAJAR DAN TUGAS BELAJAR MANDIRI DI LINGKUNGAN DITJEN BADILUM

Dasar Hukum:

KualifikasiPelaksana:

1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2023 tentang Aparatur 1.
Sipil Negara;
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17
Tahun 2020 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;

Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 1961 tentang
Pemberian Tugas Belajar;
Surat Edaran Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 28 Tahun 2021
tentang Pengembangan kompetensi bagi Pegawai Negeri
Sipil Melalui Jalur Pendidikan.

2.

3.

4.

DIl Semua Jurusan
2. S1 Semua Jurusan

Keterkaitan:

Peralatan/Perlengkapan:

1. SOP Usul Kenaikan Pangkat Pegawai

1. Komputer
2.  Printer
3. ATK

Peringatan:

Pencatatan dan pendataan:

Jika SOP tidak dilaksanakan, maka tidak tertibnya administrasi

tugas belajar dan tugas belajar mandiri pegawai

1. Dicatat dalam Arsip Data kepegawaian
2. Surat Keterangan dari Perguruan Tinggi

Pelaksana Mutu Baku
No Kegiatan Kasub . Persyaratan/
Staf bag Kabag | Sekretaris Perlengkapan waktu Output
Menerima surat Surat Keterangan -
1. | keterangan Kuliah dari Q dari Perguruan M?E?Iit g:}igtm ki?i);?w
pemohon ] Tinggi
Membuat konsep surat Y % gﬁnmtgtjter 15 Dibuatnya
2. | tugas belajar dan tugas 3' Surat Menit Konsep surat
belajar biaya mandiri ) . izin belajar
Keterangan Kuliah
1. surat
l keterangan Diketiknya
Mengetik konsep surat kuliah 30 konsep surat
3. | tugas belajar dan tugas 2. konsep surat Menit tugas belajar
belajar mandiri tugas belajar dan tugas
dan tugas belajar mandiri
belajar mandiri
Mengkoreksi dan & ?(ué?e}ran an Dikoreksi dan
4 memparaf konsep Kuliah 9 30 diparafnya
* | Surat tugas belajar dan HH Menit | konsep surat
tugas belajar mandiri Ya = HETEE S}urat I1zin Belajar
izin belajar
Mengoreksi dan 1. Surat . .
Menanda tangani b4 Keterangan 15 cl?iltz?\rc?!a(tsa:r?aanni
5. konsep tugas belajar kuliah Menit | konse Su?at
dan tugas belajar Tidak 2. Konsep surat izin berl)a'ar
mandiri izin belajar I
Menyerahkan Surat Diserahkannya
6 tugas belajar dan tugas ( }‘_ Surat izin belaiar 60 Surat izin
’ belajar mandiri Kepada I Menit | belajar kepada
pemohon pemohon
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SK Penetapan SOP

655/DJU/SK.OT1.6/1V/2024

MAHKAMAH AGUNG RI

Direktorat Jenderal

Nomor SOP 028
Tanggal Pembuatan 20 Januari 2015
Tanggal Revisi 30 Agustus 2024

Badan Peradilan Umum

Tanggal Efektif

23 Desember 2024

Jin. Jenderal Ahmad Yani Kav. 58

Bypass Cempaka Putih Timur

Direktur Jenderal Badan
—%radilan Umum

Disahkan oleh

b aﬂﬁbang yanto

STANDAR OPERASIONAL
PEMBUATAN

PROSEDUR (SOP)
E-SKP

Dasar Hukum:

KualifikasiPelaksana:

1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2023 tentang Aparatur
Sipil Negara;

2. Peraturan Pemerintah No. 30 Tahun 2019 tentang tentang
Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil.

1. DIl Semua Jurusan
2. S1 Semua Jurusan

Keterkaitan:

Peralatan/Perlengkapan:

1. Bezzeting Pegawai

1. Komputer

2. Printer

3. ATK

4.  Aplikasi E-Kinerja

Peringatan: Pencatatan dan pendataan:
Jika SOP tidak dilaksanakan, maka tidak tertibnya 1. Dicatat dalam Arsip Data kepegawaian
administrasi
Pelaksana Mutu Baku
NO Kegiatan Pejabat Pkl Bagian Persyaratan /
ez Penilai T:%?itl);t Kepegawaian| Perlengkapan Waktu O
1. Komputer
Menginput data 2. Internet 30 .
L | sKkp di Aplikasi C ) 3. Aplikasi E- Menit |P'nPutnya SKP
Kinerja
1. Komputer . .
> Mengkoreksi dan 2. Internet 30 (Ii?ilrlfi?;.%ks; ﬂﬁgi
Menilai SKP 3. Aplikasi E- Menit SKP e);aksana
Kinerja P
Merekomendasi 1. Komputer . .
3 SKP yang nilainya Tidak X 2. Internet 20 rl?rlnre;?nwaﬁnstjsglka
telah memenuhi 3. Aplikasi E- Menit Y
I pelaksana
persyaratan va Kinerja
Menandatangani L. Komputer Ditandatangani
Y 2. Internet 10 L
4 SKP yang telah Moo . |nilai SKP
direkomendasikan & A.p“kgS' E- Menit pelaksana
Kinerja
Menandatangani L. Komputer Ditandatangani
< 2. Internet 5 L
5 SKP yang telah 3 Aplikasi E- Menit nilai SKP
direkomendasikan - AplIKe pelaksana
Kinerja
1. Komputer . .
6 Menandatangani 2. Internet 5 rl?illznsdsltjanganl
SKP L 3. Aplikasi E- Menit elaksana
Kinerja p
Menyerahkan dan 1. Komputer .
7 mengarsipkan SKP 2. Internet 5 c?ilasre;riarllgnsia;
yang sudah ‘< ) 3. Aplikasi E- Menit elakgana
ditandatangani ” Kinerja p
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MAHKAMAH AGUNG RI
Direktorat Jenderal
Badan Peradilan Umum

Jin. Jenderal Ahmad Yani Kav. 58
Bypass Cempaka Putih Timur

SK Penetapan SOP

655/DJU/SK.OT1.6/1V/2024

Nomor SOP

029

Tanggal Pembuatan

20 Januari 2015

Tanggal Revisi

30 Agustus 2024

Tanggal Efektif

23 Desember 2024

Disahkan oleh

Direktur Jenderal Badan

STANDAR OPERASIONAL

PROSEDUR (SOP)

KENAIKAN GAJI BERKALA PADA DITJEN BADILUM

Dasar Hukum:

KualifikasiPelaksana:

1.
Sipil Negara;
2.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17

Tahun 2020 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;

3.

Negeri Sipil;

Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2024 tentang
Perubahan Kesembilan Belas atas Peraturan Pemerintah
Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai

1. DIll semua jurusan
2. S1 semua jurusan

Keterkaitan:

Peralatan/Perlengkapan:

1. SOP Usul Kenaikan Pangkat Pegawai

1. Komputer/Laptop
2. Jaringan Internet
3. Alat Tulis Kantor

Peringatan:

Pencatatan dan pendataan:

Jika SOP tidak dilaksanakan, maka pegawai pada Ditjen

Badilum tidak dapat menerima Kenaikan Gaji Berkala.

1. Data Kenaikan Gaji Be

rkala 2 (dua) tahun terakhir;

2. SK Kenaikan Pangkat Terakhir.

Pelaksana Mutu Baku
No Aktivitas
Kasub Persyaratan/
Staf bag Kabag | Ses Perlengkapan Waktu Output
Mendata pejabat SK CPNS, SK 8
fungsional/ struktural dan KGB 2 tahun 60 NEIUE SR I
1. ; . .| akan naik pangkal
pegawai yang telah terakhir, SK menit telah didata
memenuhi persyaratan. Pangkat Terakhir
Memeriksa kelengkapan SIX(CIENIS, I 15 Dokumen KGB telah
2. KGB terakhir, .
persyaratan KGB blanko KGB menit | lengkap
|
. 30 Konsep SK sudah
3. | Mengetik konsep SK | Dokumen KGB menit | diketik
4. | Mengoreksi konsep SK \—”< Konsep SK mleiit Konsep SK diparaf
Menelaah surat SK N < > SK yang sudah 60 8
S memberikan paraf diketik menit EMEED S CIErE
Memvalidasi dan Surat yang sudah 10 SK. yang SILGELL
& Menandatangani SK diparaf menit el
ditandatangani
7 Memberi nomor dan l:*:l SK yang sudah 60 ﬁ(l)(n:glragac::benkan
* | menggandakan SK ditandatangani menit .
digandakan
Diupload
Mengupload, y A )
o, | mendsighan dan | Skegsun | 120, | ddsubustan do
mengarsipkan SK KGB P Y
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SK Penetapan SOP 655/DJU/SK.OT1.6/IV/2024

MAHKAMAH AGUNG RI

Direktorat Jenderal

Badan Peradilan Umum

Nomor SOP 030

Tanggal Pembuatan 20 Januari 2015
Tanggal Revisi 30 Agustus 2024
Tanggal Efektif 23 Desember 2024

Jin. Jenderal Ahmad Yani Kav. 58
Bypass Cempaka Putih Timur

Disahkan oleh

Direktur Jenderal Badan

Peradilan Umum

STANDAR OPERASIONAL

PROSEDUR (SOP)

PENGAJUAN USUL MUTASI DAN PROMOSI PADA DITJEN BADILUM

Dasar Hukum:

KualifikasiPelaksana:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur
Sipil Negara;

2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17
Tahun 2020 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;

1. DIll semua jurusan
2. S1 semua jurusan

Keterkaitan:

Peralatan/Perlengkapan:

SOP Bezzetting Pegawai

1. Komputer/Laptop
2. Alat Tulis Kantor

Peringatan:

Pencatatan dan pendataan:

Jika SOP tidak dilaksanakan, maka Penyusunan Daftar
Promosi di lingkungan Ditjen Badilum tidak akan diadakan
sehingga mengakibatkan pembatalan promosi jabatan.

1. Daftar Urut Kepangkatan
2. Bezzetting Pegawai

3. Daftar Penilaian Prestasi Pegawai

Pelaksana Mutu Baku
No Aktivitas
Staf Kg:;b Kabag | Ses Dirjen Eg:lsgrfg?;%rgn Waktu Output
Mendata Jabatan yang 30
1. kosong D Data Jabatan g Data Jabatan
|
Mengoreksi data dan L Dikoreksi dan
membuat konsep daftar 30 dibuat Konsep
Z usulan promosi dan EI DI JEEEN menit | daftar usulan
mutasi promosi
|
) 1 diketik draft
3. N:irr?:;:k dgiﬂriwasslflan £ Data usulan mzecr)ﬂ t daftar usulan
P promosi
4 Mengoreksi draft usulan \_I_—‘ﬁ Tidak Draft daftar 15 gg(f? g?tsgu?;iﬂ
" | promosi dan mutasi |:| usulan promosi | menit promosi
Mengoreksi dan 8 ]
5 memberikan paraf daftar va Tidak Draft daftar 20 c?ilkgrr;!( er:f? n
" | usulan promosi dan > usulan promosi | menit dapftar rOmosi
mutasi P
Mengoreksi dan Draft daftar
memparaf draft usulan -~ usulan promosi
promosi Eselon Ill, Konsep daftar 20 yang sudah
6. | mengoreksi dan Ya P . .. | diparaf (es. Ill)
menandatangani usulan promosi | menit d_an .
konsep daftar usulan ditandatangani
promosi Eselon IV U (es. IV)
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Pelaksana Mutu Baku
Aktivitas
Staf HaEU Kabag | Ses Dirjen FEIEYEEIEL Waktu Output
bag Perlengkapan
Ya
DIt EELET Ditandatangani
Menandatangani draft usulan promosi 10 Daftar usulgn
7. | daftar usulan promosi yang sudah di menit B ——
Eselon I paraf (Eselon p
i) (Eselon Il1)
Daftar usulan
Melaksanakan disposisi promosi yang
8. | Dirjen untuk membentuk sudah m?:e%it (I;’iilag:g?aan
Tim Baperjakat tandatangan P
(Esalon Il1)
. - Disiapkan Draft
Menyiapkan konse l DUk surat
yiap P_ pembentukan 30
9. | surat pembentukan Tim —I e - | pembentukan
i panitia menit o
Baperjakat 3 panitia
baperjakat -
baperjakat
Diperiksa dan
. Draft surat diparafnya
o | M pembertukan | 15 | sur
: panitia menit | pembentukan
Baperjakat - o
baperjakat panitia
baperjakat
Konsep surat Konsep surat
pembentukan pembentukan
11 Memparaf konsep surat panitia 10 panitia
Tim Baperjakat baperjakat menit | baperjakat
yang sudah di yang sudah
periksa diparaf
Konsep surat
menandatangan baniia | 15 | Diperiksadan
12 gar p - .. | ditandatangani
konsep surat Tim baperjakat menit Konsep surat
Baperjakat yang sudah di P
paraf
Memeriksa dan Nama-nama
menentukan nama- Sl panitia
] pembentukan 30 :
13 | nama surat Tim e .. | baperjakat dan
; panitia menit
Baperjakat menentukan baperiakat waktu rapat
waktu baperjakat Pel] baperjakat
Melaksanakan rapat Rapat 45 DIl EERE
14 Baperjakat baperjakat menit rapat
Pef] per) baperjakat




MAHKAMAH AGUNG RI
Direktorat Jenderal
Badan Peradilan Umum
Jin. Jenderal Ahmad Yani Kav. 58
Bypass Cempaka Putih Timur

SK Penetapan SOP

655/DJU/SK.OT1.6/1V/2024

Nomor SOP

031

Tanggal Pembuatan

20 Januari 2015

Tanggal Revisi

30 Agustus 2024

Tanggal Efektif

23 Desember 2024

Disahkan oleh

Direktur Jenderal Badan
eradilan Umum

ambang Myanto

STANDAR OPERASIONAL
PENGAJUAN USUL KENAIKAN PA

PROSEDUR (SOP)

NGKAT PADA DITJEN BADILUM

Dasar Hukum:

KualifikasiPelaksana:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur 1. DIl semua jurusan
Sipil Negara; 2. S1 semua jurusan

2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17
Tahun 2020 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;

Keterkaitan: Peralatan/Perlengkapan:

SOP Bezzetting Pegawai

1. Komputer/Laptop
2. Jaringan Internet
3. Aplikasi si-ASN
4. Aplikasi SIKEP

Peringatan:

Pencatatan dan pendataan:

Jika SOP tidak dilaksanakan, maka akan mengakibatkan

pegawai tidak mendapatkan kenaikan pangkat

1. Daftar Urut Kepangkatan
2. SK Kenaikan Pangkat Terakhir

Pelaksana Mutu Baku
Aktivitas
e Staf “zEly Dirjen CENEENEEL Waktu Output
bag Perlengkapan
C) Didata dan
Mendata pegawai yang telah 60 Diperiksanya
1. memenuhi persyaratan KP di Aplikasi Sikep . | kelengkapan usul
L menit -
Aplikasi Sikep KP pegawai
l_" 60 | Diteri dat
f f . iterimanya data
2. Menerima data pegawai KP |_—| Data pegawali menit | pegawai
3 Mengupdate data pegawai di Aplikasi 60 Diupadatenya
: aplikasi si-ASN si-ASN menit | data pegawai
Mengajukan usul permohonan v Tomrefl 5 A
B e Aplikasi si- 30 Diajukannya usul
4. KP di Aplikasi si-ASN i ASN menit | KP
5 | Menginput data dukung KP ] Aplikasi si- 30 | Diinput data
’ diaplikasi si-ASN ASN menit | dukung KP
Mengecek status usulan dan — oo Diceknya status
Aplikasi si- 15
6. mengecek Pertek KP |__| ASN menit llgjulan dan pertek
S Dicetak dan
. Aplikasi si- 15 L
\ 4
7. Memberikan penomoran SK KP |——| ASN menit diberikannya
[ nomor SK
Menandatangani SK KP secara 10 Ditandatangi SK
e elektronik [ DUEI S menit | KP pegawai
Mencetak SK KP di aplikasi si- Aplikasi si- 20 Dicetak dan
9. ASN dan menginput SK KP di ASN, Aplikasi Menit Diinputnya SK KP
aplikasi SIKEP (:) SIKEP pegawai
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MAHKAMAH AGUNG RI
Direktorat Jenderal
Badan Peradilan Umum
Jin. Jenderal Ahmad Yani Kav. 58
Bypass Cempaka Putih Timur

SK Penetapan SOP

655/DJU/SK.OT1.6/1V/2024

Nomor SOP

032

Tanggal Pembuatan

20 Januari 2015

Tanggal Revisi

30 Agustus 2024

Tanggal Efektif

23 Desember 2024

Disahkan oleh

Direktur Jenderal Badan
FRQradiIan Umum

| S
bang Myanto

STANDAR OPERASIONAL

SATYA LANCANA KARYA SATYA P

PROSEDUR (SOP)

EGAWAI PADA DITJEN BADILUM

Dasar Hukum:

KualifikasiPelaksana:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar 1. DIl semua jurusan
Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan; 2. S1 semua jurusan
2. Undang-undang Nomor 20 tahun 2023 tentang Aparatur
Sipil Negara;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1994 tentang
Tanda Kehormatan Karya Satya;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2010 tentang
Dewan Gelar Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009
tentang Gelar Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang
Penilaian Kinerja PNS;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang
Disiplin PNS;
Keterkaitan: Peralatan/Perlengkapan:

SOP Surat Keluar

1. Komputer/Laptop
2. Jaringan Internet

Peringatan:

Pencatatan dan pendataan:

Jika SOP tidak dilaksanakan, maka Pegawai Ditjen Badilum
tidak akan menerima Penghargaan Satyalancana Karya Satya
pada tahun yang sesuai dengan masa bekerjanya.

Lencana Pegawai

1. Data Pegawai pada Aplikasi SIKEP
2. Surat Pengantar Permohonan Penghargaan Satya

Pelaksana Mutu Baku
No Kegiatan
’ Staf KSSUb Kabag Ses PENEENEEL Waktu Output
ag Perlengkapan
Mendata pegawai yang Data Pegawai;
akan diusulkan Surat
berdasarkan ketentuan peryataan tidak 120 Didatanya pegawai
1. | yang berlaku untuk sedang menit | Yand memenuhi
Windu, X, Dwi Windu, menjalankan persyaratan
XX, XXX hukuman
disiplin
TSR ) Data pegawai Konsep surat
kelengkapan berkas usul v pegawal P su
pada Aplikasi Sikep dan D yang telah 30 pengantar usulan
% membuat konsep surat DT menit G PEMEE
pengantar persyaratan penghargaan Satya
] Aplikasi SIKEP lancana
Mencetak Surat -
Pernyataan Tanggung D N 20 Dicetaknya SPTJM
3. | Jawab Mutlak dan Surat Aplikasi SIKEP menit dan Surat
Pengantar pengantar
s en ~ P Dikoreksinya
4. | Surat Pernyat va¥ daft o | ClEt S
’ yataan Tidak a atar menit | pengantar dan
Tanggung Jawab Mutlak U penerima SPTIM
dan Surat pengantar penghargaan

75




Pelaksana Mutu Baku
No Kegiatan
Kasub Persyaratan/
Staf bag Kabag Perlengkapan Waktu Output
Satya Lencana
; SPTIM
Mengkoreksi dan Q
memberi paraf pada Draft surat Dikoreksi dan
5 Surat Pernyataan S - 30 diparaf draft surat
" | Tanggung Jawab Mutlak | gPTgJM ’ menit | pengantar daftar
dan Surat pengantar dan SPTJM
A
Mengkoreksi dan Dikoreksi dan
menandatangani Surat _ Draft surat. 10 ditandatangani draft
6. Pernyataan Tanggung Tidak pengantar; .
Jawab Mutlak SPTIM menit | surat pengantar
daftar dan SPTJM
Memberikan nomor pada < Draft surat ey
- 10 Diberikannya
7. Surat pengantar dan pengantar; ]
SPTIM SPTIM menit | penomoran surat
Mengarsipkan dan Aplikasi Diarsipkan dan
8 mengupload SPTIM A 4 SIKEP, Surat 10 diuploadnya SPTIJM
" | serta Surat pengantar ke ( ) pengantar menit | dan surat pengantar
dalam Aplikasi SIKEP SPTIM
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MAHKAMAH AGUNG RI
Direktorat Jenderal
Badan Peradilan Umum

Jin. Jenderal Ahmad Yani Kav. 58

Bypass Cempaka Putih Timur

SK Penetapan SOP

655/DJU/SK.OT1.6/1V/2024

Nomor SOP 033
Tanggal Pembuatan 20 Januari 2015
Tanggal Revisi 30 Agustus 2024

Tanggal Efektif

23 Desember 2024

Disahkan oleh

Direktur Jenderal Badan
/,F%radilan Umum

arnbang Myanto

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PERSETUJUAN CUTI DI LINGKUNGAN DITJEN BADILUM

Dasar Hukum:

KualifikasiPelaksana:

1.

Undang — undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang
Aparatur Sipil Negara;

1. DIl semua jurusan
2. S1 semua jurusan

2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17
Tahun 2020 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
3. Peraturan BKN Nomor 24 Tahun 2017 tentang Tata Cara
Pemberian Cuti.
Keterkaitan: Peralatan/Perlengkapan:

1. Bezzeting Pegawai

1. Komputer
2. Printer
3. ATK

Peringatan:

Pencatatan dan pendataan:

Jika SOP tidak dilaksanakan, maka tidak tertibnya administrasi

pengajuan cuti pegawai

1. Arsip Data Cuti pegawai

Pelaksana Mutu Baku
No Kegiatan
g Staf e Kabag Sek Dirjen T waktu Output
bag Perlengkapan
Diterimany
Menerima surat . . 10 a Surat
1. : Formulir Cuti . X
permohonan cuti Menit | formulir
Cuti
Memeriksa v Diperiksa
Formulir Cuti dan di
pegawai dan . : 10 parafnya
2. . Formulir Cuti :
memberi paraf Menit | Surat
surat permohona
permohonan cuti n cuti
Merekap Formulir | y .
. Direkapnya
Cuti da_llam . I:j . . 20 Surat ijin
3. | Rekapitulasi Data Formulir Cuti Menit | Cuti
Cuti Pegawai emohon
pemohon b
4. | Permohonan cuti Surat ijin Cuti M2e?1it guu(;;;r/]ang
dan mengajukan dikoreksi
ke atasan
Mengkoreksi dan v Surat ijin Cuti 0 gld:ﬂ glr?
5. | memberi paraf Ya yang sudah Menit suda)r: 9
surat ijin cuti dikoreksi diparaf
Mengkoreksi dan <'> gﬂ{fﬂ glr?
memberi paraf Surat ijin Culti 10 | sy da}r/1 9
6. | surat ijin cuti Tidak yang sudah Menit | dikoreksi
Eselon Il ke Atas diparaf Surat ijin
serta :
mengkoreksi dan Gl =g




Pelaksana Mutu Baku
No Kegiatan Kasub . Persyaratan/

Staf bag Kabag Sek Dirjen Perlengkapan waktu Output
menandatangani sudah
surat ijin cuti ditanda
Eselon IV ke tangani
bawah ]

A
Mengkoreksi Surat ijin
Dan v Surat ijin Cuti 10 Cuti yang
7. | menandatangani Tidak yang sudah Menit sudah
surat cuti Eselon diparaf ditanda
lll ke atas tangan
Menerima dan
menyampaikan
surat ijin cuti yang < 5 Surat ijin
£ sudah E SULEH PR Menit | Culti
ditandatangani
Menerima
dan meneruskan Surat ijin Culti 5 Surat in
9. | surat ijin cuti yang s yang sudah Menit | Cuti J
sudah ditandatangani
ditandatangani
Surat ijin
. cuti yang
Surat ijin Cuti X
Pencatatan pada — 10 dicattat
= buku kendali cuti S SUEE oS Menit | dalam
nomor buku
kendali cuti
HEMETETED Diserahkan
surat ijin cuti v dan
kepada yang 1. Surat ijin Cuti o
11. | bersangkutan dan ( ) 2. Buku kendali 10. AR
) . . Menit | nya berkas
mengarsipkan cuti pegawai cuti
berkas cuti edawa
pegawai Peg
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MAHKAMAH AGUNG RI
Direktorat Jenderal
Badan Peradilan Umum
Jin. Jenderal Ahmad Yani Kav. 58
Bypass Cempaka Putih Timur

SK Penetapan SOP 655/DJU/SK.OT1.6/IV/2024

Nomor SOP 034
Tanggal Pembuatan 20 Januari 2015
Tanggal Revisi 30 Agustus 2024

Tanggal Efektif 23 Desember 2024

Direktur Jenderal Badan
FP\eradiIan Umum

Disahkan oleh

) S~
; a&ﬁbang yanto

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

PENGAJUAN USUL PEMBERHENTIAN DAN PE

NSIUN DI LINGKUNGAN DITJEN BADILUM

Dasar Hukum:

KualifikasiPelaksana:

1. Undang — undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur 1. DIl semua jurusan
Sipil Negara; 2. S1 semua jurusan
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17
Tahun 2020 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
3. Peraturan BKN Nomor 24 Tahun 2017 tentang Tata Cara
Pemberian Cuti.
Keterkaitan: Peralatan/Perlengkapan:
1. Bezzeting Pegawai 1. Komputer
2. Daftar Urut Kepegawaian 2. Printer
3. Kertas
Peringatan: Pencatatan dan pendataan:

Jika SOP tidak dilaksanakan maka Tidak terlaksananya
Administrasi pemberhentian dan pensiun pegawai

1. Arsip Data Pegawai
2. Aplikasi SIKEP

Pelaksana Mutu Baku
No Kegiatan
g Staf szl Kabag Sek CETEENEE Waktu Output
bag Perlengkapan
SK CPNS, SK PNS, SK
Menerima berkas ggggg?;fﬁé?gké rKFéK 60 Diterima berkas
1. | usul pensiun Jab SPMT SPI\}IJ Meni usul pensiun
egawai CLOEETT) P T Sl pegawai
P SPP, Kartu Pegawai,
ljasah Asli
SK CPNS, SK PNS, SK
Melegalisir berkas \ 4 Pangkat Terakhir, SKP 8 At
> persyaratan oleh dan DP3 2 tahun terakhir, 15 E gﬁ(%aéhzlsrﬂlya
" | Kepala Bagian SK Jabatan, SPMT, Menit ensiun bedawa
Kepegawaian SPMJ, SPP, Kartu P Peg
Pegawai, ljasah Asli
Surat pengantar usul
v pensiun, SK CPNS, SK
Membuat konsep PNS, SK Pangkat Draft Surat
3 surat pengantar Terakhir, SKP dan DP3 2 30 engantar usul
" | usul pensiun ke va tahun terakhir, SK Menit pengiun
BKN Jabatan, SPMT, SPMJ, P
SPP, Kartu Pegawai,
ljasah Asli
Surat pengantar usul
pensiun SK CPNS, SK
Mengkoreksi dan PNS, SK Pangkat . .
4 memparaf surat Tidak Terakhir, SKP, DP3 2 15 g:]l;c;rtek::]d;;ftt ar
" | pengantar usul tahun terakhir, SK Menit usul gnsi%n
pensiun Jabatan, SPMT, SPMJ, p
SPP, Kartu Pegawai,
ljasah Asli




Pelaksana Mutu Baku
No Kegiatan Kasub Persyaratan/
Staf bag Kabag Sek Perlengkapan Waktu Output
SK CPNS, SK PNS,SK .
Mengkoreksi dan Pangkat Terakhir, SKP Dé?\a?;?gfussmat
5 memparaf surat Ij dan DP3 2 tahun terakhir, 60 pengiun
" | pengantar usul SK Jabatan, Menit | P
pensiun Ya SPMT,SPMJ,SPP, Kartu
» ] Pegawai, ljasah Asli
¥ | SK CPNS, SK PNS,SK
Menandatangani gg:%s:tazetr:ﬁ:'tesrgihir 60 Ditanda tanganinya
6. | surat pengantar Tidak \ SK Jabatan ! Menit Surat pengantar
usul pensiun SPMT.SPMJ,SPP, Kartu usul pensiun
Pegawai, ljasah Asli
e ) SuraF pengantar usul
: pensiun, SK CPNS, SK
pensiun untuk Gol -
PNS,SK Pangkat Dikirimnya surat
ll/d ke atas ke : f
7 BKN. sedanakan Terakhir, SKP, DP3 2 60 usul pension ke
' i g tahun terakhir, SK Menit | BKN/ Biro

untuk Gol Ill/d ke
bawah ke Biro
Kepegawaian

A

Jabatan, SPMT, SPMJ,
SPP, Kartu Pegawai,
ljasah Asli

kepegawaian MA
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SK Penetapan SOP 655/DJU/SK.OT1.6/IV/2024

Nomor SOP 035
Tanggal Pembuatan 20 Januari 2015
MAHKAMAH AGUNG RI _
Direktorat Jenderal Tanggal Revisi 30 Agustus 2024
Badan Peradilan Umum Tanggal Efektif 23 Desember 2024
JIn. Jenderal Ahmad Yani Kav. 58 Disahkan oleh Direktur Jenderal Badan

Bypass Cempaka Putih Timur F&eradilan Umum

t ,azﬁbang yanto

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PELAPORAN CAPAIAN KINERJA

Dasar Hukum: KualifikasiPelaksana:
1. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 Tentang 1. DIl semua jurusan
Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan 2. S1 semua jurusan

Rencana Pembangunan;

2. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik
Indonesia Nomor MA/SEK/07/SK/111/2006 tentang
Organisasi dan tata kerja Sekretariat Mahkamah Agung
Republik Indonesia;

3. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 002
Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar
Operasional Prosedur di Lingkungan Mahkamah Agung
dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya.

4. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik
Indonesia  Nomor  2049/SEK/SK/XI1/2022  tentang
Pedoman Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja di
Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang
Berada di Bawahnya.

Keterkaitan: Peralatan/Perlengkapan:
1. SOP Pengelola Keuangan 1. Komputer
2. SOP Pertanggungjawaban Keuangan 2. Printer
3. SOP Penyusunan Laporan Kinerja 3. ATK
4. SOP Penyusunan Laporan Pelaksanaan Kegiatan 4. Jaringan Internet
Peringatan: Pencatatan dan pendataan:
Jika SOP tidak dilaksanakan, maka Pelaporan Capaian 1. Buku Ekspedisi
Kinerja tidak akurat 2. Buku Dokumen Kegiatan
Pelaksana Mutu Baku
No Kegiatan Kasub i, Unit | Persyaratan/
Staf bag Kabag | Sek | Dirjen Terkait| Perlengkapan Waktu Output
Membuat konsep SP data Ieg?(lé‘;iga
laporan Capaian Kinerja Q Konsep : Y P
1. . : 1jam | surat
kepada masing — masing surat ermintaan
unit Eselon Il dan PPK ?SP) data
Diketiknya
2. Mengetik konsep SP data E:, SKSr';‘:‘Ep 1jam | konsep SP
data
3 Koreksi Kasubbag konsep Konsep Dikoreksinya
’ SP data surat konsep surat
Mengajukan koreksi . .
4. konsep kepada Kabag. N 1 jam 2
A | surat konsep surat
Ortala
Menyampaikan draf Tidak
5. konsep kepada Sesditjen @ / \ Ya Draf Konsep | 1 jam SDJ?;tk;r_ﬁeg
Badilum untuk di TTD
Proses penerimaan data |
dari masing — masing — e LR
Data nya data
6. eselon Il serta PPK dalam L e
- : \ 4 Realisasi realisasi
bentuk realisasi capaian Ej keaiatan
kinerja 9
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Pelaksana Mutu Baku
No Kegiatan i
J Staf Kg\;;b Kabag | Sek | Dirjen T(Lajrrllgi t 5;12%3@:;211 Waktu Output
. Komputer Terlaksana
7. [P BRI dalar_n SR Jaringan 1jam | nya upload
pelaporan capaian kinerja e i
Membuat undangan Rapat Konsep O
koordinasi dan verifikasi b undangan 30 undangan
8. data hasil capaian kinerja :| Rapat menit | Rapat
SOOI IS TETET koordinasi koordinasi
Jenderal Badilum A
Koreksi undangan Rapat Dikoreksin
koordinasi dan verifikasi undangan
9 data hasil capaian kinerja I: g;g:?gan 30 Rapat
' dilingkungan Direktorat N - menit | koordinasi
Jenderal Badilum Serta 1 kepada
paraf Kasubbag kasubbag
Mengajukan Koreksi v
undangan Rapat Ya Diajukan
koordinasi dan verifikasi Undangan 30 undangan
10. data hasil capaian kinerja \/ Rapat o Rapat
dilingkungan Direktorat Tidak koordinasi koordinasi
Jenderal Badilum Serta kepada Kabag
paraf Kabag
Menyampaikan draf E SETEEEN
undangan Rapat Y uﬁg;ip an
koordinasi dan verifikasi Draf konsep | 30 Rapatg
11. | data hasil capaian kinerja nota dinas menit. | koordinasi
di lingkungan Direktorat kepada
Jenderal Badilum kepada Tidak kepa da
Sesditjen untuk di TTD Serl)«etaris
Disampaikan
. > Undangan
Menyam pa|k_an l_Jndangan > Undangan 30 Rapat
12 5:52; kl?g;c:lgas:jléepada Rapat_ _ menit Koordinasi_
Koordinasi kepada unit-
unit eselon Il
Menyiapkan hasil Hasil
pelaporan capaian kinerja |_—| Laporan Pelaporan
13. | dilingkungan Direktorat — Capaian r3n0enit capaian
Jenderal Badilum hasil Kinerja kinerja dari
rapat koordinasi 4 sistem
Menyiapkan hasil Eggl oran
pelaporan capaian kinerja Laporan ca a?an
14 dilingkungan Direktorat ;,— Cap aian 30 kin%r'a dari
* | Jenderal Badilum hasil Kin%r'a menit sisteljn telah di
rapat koordinasi untuk di J araf oleh
paraf kasubbag Ea subbag
Menyiapkan hasil EZE l oran
pelaporan capaian kinerja Laporan capari)an
dilingkungan Direktorat . 30 g .
= Jenderal Badilum hasil - (égpa!an menit k!nterja tdlarrl1 di
rapat koordinasi untuk di Inerna SIS e][n | eha :
paraf Kabag E:{)?) ac;e
Menyiapkan hasil EZE' oran
pelaporan capaian kinerja Laporan ca ari)an
16 dilingkungan Direktorat Cap aian 30 kinrzer'a dari
* | Jenderal Badilum hasil ( ) K'nper'a menit s'sterjn telah di
rapat koordinasi untuk di iner) TITD :
TTD oleh Sekretaris sekretaris
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MAHKAMAH AGUNG RI
Direktorat Jenderal
Badan Peradilan Umum
Jin. Jenderal Ahmad Yani Kav. 58
Bypass Cempaka Putih Timur

SK Penetapan SOP

655/DJU/SK.OT1.6/1V/2024

Nomor SOP

036

Tanggal Pembuatan

20 Januari 2015

Tanggal Revisi

30 Agustus 2024

Tanggal Efektif

23 Desember 2024

Disahkan oleh

Direktur Jenderal Badan
eradilan Umum

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PENGUMPULAN DATA DAN

INFORMASI PELAPORAN

Dasar Hukum:

KualifikasiPelaksana:

1.

Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik
Indonesia Nomor MAJ/SEK/07/SK/111/2006 tentang
Organisasi dan tata kerja Sekretariat Mahkamah Agung
Republik Indonesia;

Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 002
tahin 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar
Operasional Prosedur di Lingkungan Mahkamah Agung
dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya.

Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor
143/KMA/SK/VIII/2007 tentang Memberlakukan Buku |
pada Bagian Ketiga (Prosedur Penyampaian Laporan
Pelaksanaan Kegiatan).

Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik
Indonesia  Nomor  2049/SEK/SK/XIl/2022  tentang
Pedoman Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja di
Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang
Berada di Bawahnya.

1. DIll semua jurusan
2. S1 semua jurusan

Keterkaitan:

Peralatan/Perlengkapan:

1.
2.
3.

SOP Penyusunan Laporan Pelaksanaan Kegiatan
SOP IKU
SOP Penyusunan Laporan Kinerja

1. Komputer
2. Printer
3. ATK

Per

ingatan:

Pencatatan dan pendataan:

Jika SOP tidak dilaksanakan, maka Penyampaian Laporan

1. Buku Ekspedisi

akan terlambat 2. Buku Dokumen Kegiatan
3. Buku Panduan SAKIP
Pelaksana Mutu Baku
No Kegiatan L i
g Staf ‘e Kabag | Sek | Dirjen I . T Waktu Output
bag Terkait | Perlengkapan
Membuat konsep
nota dinas Sesditjen
permintaan data { ) Membuat nota
1 kepada masing- Konsep Nota 30 dinas
" | masing unit Eselon Il Dinas Menit ermintaan datal
diLingkungan P
Direktorat Jenderal
Badilum
Mengetik konsep nota | .
> dinas permintaan Konsep Nota 30 Ill/cl)?qns%e“ﬁota
* | data kepada masing- Dinas Menit dinas P
masing unit Eselon Il
Koreksi kasubbag Nota Dinas 30 Dikoreksinya
3. | tentang nota dinas Permintaan Menit nota dinas
permintaan data Data permintaan data
v el
. . iajukannya
Mengajukan koreksi — . -
,. | ot dnas . Mo | 0 | oreksinoa
" | laporan dan paraf Data Menit permintaan data
kepada Kabag \ 4
I:j kepada Kabag.
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Pelaksana Mutu Baku
No Kegiatan Kasub o Unit | Persyaratan/
Staf bag Kabag | Sek | Dirjen Terkait | Perlengkapan Waktu Output
Menyampaikan draf Disampaikan
konsep nota dinas nya draf konsep
5. | kepada Sesditjen Ya B(r;:;gz;gp M?a(r)ﬂt nota dinas
Badilum untuk kepada
ditandatangani Sekretaris
Tidak
Disampai
Menyampaikan nota 4 ] kannya nota
6 dinas permintaan [ Eg:%i[r)wltgi 30 | dinas
* | data kepada masing- Data Menit | permintaan data
masing unit Eselon Il kepada unit-unit
eselon Il
Menerima data
7 lr‘;’]‘ggirr?n Sr?ir: (;?asmg- ( ) Data Laporan 30 | Diterimanya
’ 9 Yang Diterima Menit | data laporan

lingkungan Direktorat
Jenderal Badilum
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MAHKAMAH AGUNG RI
Direktorat Jenderal
Badan Peradilan Umum
Jin. Jenderal Ahmad Yani Kav. 58
Bypass Cempaka Putih Timur

SK Penetapan SOP 655/DJU/SK.OT1.6/IV/2024

Nomor SOP 037
Tanggal Pembuatan 20 Januari 2015
Tanggal Revisi 30 Agustus 2024

Tanggal Efektif 23 Desember 2024

Direktur Jenderal Badan
eradilan Umum

Disahkan oleh

| gzrﬁbang yanto

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

PENYUSUNAN LAPORAN

PELAKSANAAN KEGIATAN

Dasar Hukum:

KualifikasiPelaksana:

1.

Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik
Indonesia Nomor MA/SEK/07/SK/III/2006 tentang
Organisasi dan tata kerja Sekretariat Mahkamah Agung
Republik Indonesia;

Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 002
tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar
Operasional Prosedur di Lingkungan Mahkamah Agung
dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya.

Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor
143/KMA/SK/VIII/2007 tentang Memberlakukan Buku |
pada Bagian Ketiga (Prosedur Penyampaian Laporan
Pelaksanaan Kegiatan).

1. DIll semua jurusan
2. S1 semua jurusan

Keterkaitan: Peralatan/Perlengkapan:

1. SOP Penyusunan Laporan Pelaksanaan Kegiatan 1. Komputer

2. SOP IKU 2. Printer

3. SOP Pengumpulan Data dan Informasi Pelaporan 3. ATK

Peringatan: Pencatatan dan pendataan:

Jika SOP tidak dilaksanakan, maka Penyampaian Laporan
Pelaksanaan Kegiatan akan terlambat

1. Buku Ekspedisi
2. Buku Dokumen Kegiatan
3. Buku Panduan SAKIP

Pelaksana Mutu Baku
No Kegiatan i
J Staf Kg;;b Kabag | Sek |Dirjen Tgrrllgit ; ;12%3@:32:1 Waktu Output
Menerima data laporan dari o
1. masing-masing unit Eselon | D 32}1&‘ L[;?;%na M?e(r)lit E\ |tirr|ar:;‘anya e
Badilum 9 P
Mengkompilasi data laporan
menjadi konsep Laporan Data Laporan 30 Dikompilasikan
2. pelaksanaan kegiatan Menjadi Menit data laporan
Direktorat Jenderal Badan I Diterima yang diterima
Peradilan Umum 4
Draft konsep Laporan v
pelaksaan Kegiatan Ditjen Tidak Konsep 30 Membuat
3. badilum dibagikan kepada Laporan Menit Konsep Laporan
masing — masing unit untuk Pelaksanaan Pelaksanaan
dikoreksi Ya
Membuat konsep undangan Konsep
rapat koordinasi, verifikasi Undangan 30 Membuat
4. data dan informasi di Rapat Menit undangan rapat
masing-masing unit Eselon I ,_—_I Kocr))rdinasi koordinasi
Badilum
Mengetik konsep undangan Konsep .
5 rapat koordinasi verifikasi Undangan 30 Medngetlk I
’ data dan informasi di Rapat Menit En G A7) 12
: X . — oordinasi
masing-masing unit Eselon I Koordinasi
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Pelaksana Mutu Baku
No Kegiatan Kasub . Unit Persyaratan/
Staf bag Kabag | Sek |Dirjen Terkait| Perlengkapan Waktu Output
Koreksi kasubbag tentang e LN 30 DU ST
& Undangan Rapat koordinasi RETEN Menit W) g
Koordinasi koordinasi
Diajukannya
Mengajukan koreksi Undangan 30 koreksi
7. Undangan Rapat koordinasi T— Rapat Menit undangan rapat
dan paraf kepada Kabag Koordinasi koordinasi data
kepada Kabag.
. Disampaikannya
Menyampaikan draf konsep Tidak / Draf Konsep draf konsep
8 undangan rapat koordinasi Ya Undangan 30 | undangan rapat
’ kepada Sesditjen Badilum Rapat Menit | koordinasi
untuk ditanda tangani Koordinasi kepada
Sekretaris
,—] Disampaikannya
Menyampaikan undangan Undangan 30 undangan rapat
9. rapat koordinasi kepada Rapat Meni koordinasi
) . X L enit N
masing-masing unit Eselon I Koordinasi kepada unit-unit
eselon Il
Membuat draft konsep |7J_ NETEES ETISIEN TSEE
laporan pelaksanaan i LEIOIE 30 LT
10. kegiatan hasil rapat Pelaksanaan Menit Pelaksanaan
kogr dinasi P Kegiatan Hasil Kegiatan Hasil
Koreksi Koreksi
11 koreksi unit-unit eselon Il Tidak A PR e v | Laneren Feeles
’ disampaikan keSesdit ! Kegiatan Hasil | Menit | naan Kegiatan
P ) Koreksi Hasil Koreksi
melalui Kabag dan diparaf .
a Disampai kanya
gé?;ll((:;:aegango{:tgn ] Draf Konsep Draf Konsep
. . 9 . Laporan 30 | Laporan Pelaksa
42, | GIEERETEn KEgRae SEsal! i Pelaksanaan Menit | naan Kegiatan
Badilum untuk dikoreksi dan Tidak . Kepad 9 prk
diparaf Kegiatan epa a Sesditjen
vYa Badilum
Draf konsep Laporan &l I_ Draf Konsep DIEEELEN B
X " Tidak Konsep Laporan
Pelaksanaan Kegiatan Ditjen Laporan
. h Pelaksa naan
Badilum diserahkan Kepada Pelaksanaan ;
. . 30 | Kegiatan yang
13. | Direktur Jenderal Badan Kegiatan Yang ] ;i 8
. Menit | sudah dikoreksi
Peradilan Umum untuk Sudah dan diparaf
memperoleh persetujuan Dikoreksi Dan untuk gitan da
dengan ditandatangani v Diparaf .
— tanganl
%X ) Disampai kannya
Sesdit menyampaikan Laporan Laporan
Tahunan Ditjen
14 Laporan Pelaksanaan . Pele}ksanaa}r) 30' Laporan Pelaksa
" | Kegiatan Badilum melalui Kegiatan Ditjen | Menit

Kabag ke BUA

Badilum

naan Kegiatan
Badilum
ke BUA
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MAHKAMAH AGUNG RI
Direktorat Jenderal
Badan Peradilan Umum
Jin. Jenderal Ahmad Yani Kav. 58
Bypass Cempaka Putih Timur

SK Penetapan SOP 655/DJU/SK.OT1.6/IV/2024

Nomor SOP 038
Tanggal Pembuatan 20 Januari 2015
Tanggal Revisi 30 Agustus 2024

Tanggal Efektif 23 Desember 2024

Direktur Jenderal Badan
_P\eradilan Umum

Disahkan oleh

| ,grﬁbang yanto

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PENYUSUNAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Dasar Hukum:

KualifikasiPelaksana:

1.

2.

3.

Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2005 tentang
Sekretariat Mahkamah Agung-RI

Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

Peraturan Menteri Negara PAN Nomor:
PER/09/M.PAN/5/2007 tanggal 31 Mei 2007 tentang
Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di
Lingkungan Instansi Pemerintah.

Peraturan Menteri PAN RB Nomor 53 tahun 2014 tentang
Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja Pelaporan Kinerja dan
Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Peraturan Menteri PAN RB Nomor 88 tahun 2021 tentang
Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik
Indonesia No. MA/SEK/07/SK/III/2006 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Sekretariat Mahkamah Agung Republik
Indonesia;

Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 002
tahin 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar
Operasional Prosedur di Lingkungan Mahkamah Agung
dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya;
Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik
Indonesia  Nomor  2049/SEK/SK/XII/2022 tentang
Pedoman Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja di
Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang
Berada di Bawahnya.

1. D3 semua jurusan
2. S1 semua jurusan

Keterkaitan: Peralatan/Perlengkapan:
1. SOP Laporan Pelaksanaan Kegiatan 1. Komputer

2. SOP Penyusunan Laporan Kinerja 2. Printer

3. SOP Renstra 3. ATK

Peringatan:

Pencatatan dan pendataan:

Jika SOP tidak dilaksanakan, maka Penyampaian Indikator
Kinerja Utama (IKU) akan terhambat

Buku Ekspedisi

Buku Dokumen Kegiatan
Buku Pedoman LKjIP
Buku Panduan SAKIP

25 (D ) [=
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http://www.lakip.do.am/peraturan/PP_8_2006_Pelaporan_Keuangan_dan_Kinerja_Instansi_.pdf
http://www.lakip.do.am/peraturan/PP_8_2006_Pelaporan_Keuangan_dan_Kinerja_Instansi_.pdf

Pelaksana Mutu Baku
No Kegiatan ;
Staf Ks;;b Kabag | Sek | Dirjen Tng;i t ggzﬁgg% Waktu Output
Membuat konsep
undangan rapat Konse
koordinasi Penyusunan un danpan 30 Membuat
1. dan Reviu IKU masing- { ) rapat 9 Menit undangan rapat
masing unit Eselon Il di ko%rdinasi koordinasi
Lingkungan Direktorat
Jenderal Badilum
Mengetik konsep i
orcangan gt ¥ S | o |
Z koordina_si EEEIIE rapat Menit | undangan rapat
SETi AN el MEETig- koordinasi koordinasi
masing unit Eselon I
Koreksi kasubbag undangan 30 Dikoreksi nya
3. tentang Undangan Rapat { rapat Menit undangan rapat
koordinasi koordinasi koordinasi
. . Diajukannya
ST LG S OIEE] » | undangan korfeksi g
4, Undangar_\ Rapat g — rapat 30. undangan rapat
koordinasi dan paraf A A Menit Ay
koordinasi koordinasi data
PR Keley kepada Kabag.
Tidak v Disampai
Menyampaikan draf kannya draf
konsep undangan rapat /\ Erzggﬁor;iep 30 konsep
5. koordinasi kepada \/ Y rapat 9 Menit undangan rapat
Sesditjen Badilum untuk 2 kOFC))I’ dinasi koordinasi
ditanda tangani kepada
Sekretaris
Menyampaikan E;,?,mgal
undangan rapat v Undangan Y
2 30 | undangan rapat
6. koordinasi kepada rapat Menit | koordinasi
masing-masing unit koordinasi kepada unit-unit
Eselon Il eselon I
Membuat Draft ,_—| Mengetik
7. Penyusunan dan Reviu — Etreiﬂun an IKU M?e(r)lit konsep Draft
IKU Hasil Rapat y Penyunan IKU
Membuat konsep Nota !
dinas Koreksi Draft IKU
ke masing-masing unit I:j K_onsep Nota_ 30 l\/_lembuat No'ga
8. s dinas Koreksi .. | dinas Koreksi
Eselon Il di Lingkungan Draft IKU Menit Draft IKU
Direktorat Jenderal
Badilum
Mengetik konsep 8
Membuat konsep Nota ] Konsep Nota 30 m%r;%enlﬁ ota
9. dinas Koreksi Draft IKU dinas Koreksi Menit | dinas ﬁoreksi
di masing-masing unit Draft IKU Draft IKU
Eselon Il
Koreksi kasubbag Nota dinas Dikoreksi nya
tentang Membuat konsep > . 30 | Notadinas
L Nota dinas Koreksi Draft E :ngekS' DU Menit | Koreksi Draft
IKU IKU
. . Diajukannya
mg%gg d:ﬁgrll(SOGZEKI\SJI()ta Nota dinas 30 koreksi Nota
11. . 1S€ep ] Koreksi Draft .. | dinas Koreksi
dinas Koreksi Draft IKU yy IKU Menit Draft IKU
dan paraf kepada Kabag kepada Kabag
. Disampai
Menyampaikan draft ik Y_ | Ya
konsep Nota dinas Tidah Draf Nota 30 h%?;ﬁn(g:f
12. | Koreksi Draft IKU kepada dinas Koreksi Menit | Koreksi Draft
Sesditjen Badilum untuk Draft IKU IKU kepada
ditanda tangani Sekretgris
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Pelaksana Mutu Baku
No Kegiatan Kasub - Unit | Persyaratan/
Staf bag Kabag| Sek | Dirjen Terkait |Perlengkapan Waktu Output
Disampai
Menyampaikan Nota Nota dinas kannya Nota
13 dinas Koreksi Draft IKU Koreksi Draft 30 | dinas Koreksi
" | kepada masing-masing orekst brat Menit | Draft IKU
3 IKU . .
unit Eselon Il | kepada unit-unit
eselon Il
Melaksanakan rapat Konsep Dilaksana
pembahasan Indikator e 120 kannya rapat
14. | Kinerja Utama (IKU) B Kineria Utama Menit pembahasan
dihadiri Dirjen dan | (IKU)j Indikator Kinerja
seluruh pejabat terkait Utama (IKU)
Disusunnya
Draf konsep
Menyusun konsep [ ] Konsep indikator Kinerja
15. | (IKU) hasil koreksi dan N1 Eies 1 Jam | Jtama (IKU)
persetujuan dari masing- Klner]a_L_ltama has_ll kor(_ek3|
masing unit eselon Il (IKL‘!) Pl call masing-
Badilum masing unit
eselon Il
Menyampaikan dokumen Draf Diajukannya
Indikator Kinerja Utama Konsep konsep
16 (IKU) yang sudah Indikator 30 | Indikator Kinerjal
* | tersusun kepada Kabag I Kinerja Utama Menit | Utama (IKU)
Ortala untuk dikoreksi (IKU) yang tersusun
dan diparaf ke Kabag Ortalal
Mengajukan konsep Draf Diajukannya
Indikator Kinerja Utama Konsep konsep
(IKU) Ditjen Badilum ) Indikator Kinerjal
= Kepada Sekretaris Ditjen E :?.d'ke.ltobt - Jat Utama (IKU)
Badilum untuk dikoreksi (|I}28;]a el untuk dikoreksi
dan diparaf dan diparaf
Penandatanganan Konsep Dokumen
dokumen Indikator Indikator ; S
18. | Kinerja Utama (IKU) oleh >( ) Kinerja Utama| 1 Jam {?ggiczég)‘e”a
Dirjen dan seluruh (IKU) Ditjen Ditjen Badilum
pejabat eselon Il terkait Badilum
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MAHKAMAH AGUNG RI
Direktorat Jenderal
Badan Peradilan Umum
JIn. Jenderal Ahmad Yani Kav. 58
Bypass Cempaka Putih Timur

SK Penetapan SOP 655/DJU/SK.OT1.6/IV/2024

Nomor SOP 039
Tanggal Pembuatan 20 Januari 2015
Tanggal Revisi 30 Agustus 2024

Tanggal Efektif 23 Desember 2024

Direktur Jenderal Badan
’ >eradilan Umum

Disahkan oleh

| grﬁbang yanto

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

PENYUSUNAN L

APORAN KINERJA

Dasar Hukum:

KualifikasiPelaksana:

1.

2.

3.

Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2005 tentang
Sekretariat Mahkamah Agung-RI

Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

Peraturan Menteri PAN RB Nomor 53 tahun 2014 tentang
Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja Pelaporan Kinerja dan
Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Peraturan Menteri PAN RB Nomor 88 tahun 2021 tentang
Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik
Indonesia No. MA/SEK/07/SK/III/2006 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Sekretariat Mahkamah Agung Republik
Indonesia;

Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 002
tahin 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar
Operasional Prosedur di Lingkungan Mahkamah Agung
dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya;
Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik
Indonesia  Nomor  2049/SEK/SK/XII/2022  tentang
Pedoman Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja di
Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang
Berada di Bawahnya

1. D3 semua jurusan
2. S1 semua jurusan

Keterkaitan: Peralatan/Perlengkapan:
1. SOP Laporan Pelaksanaan Kegiatan 1. Komputer
2. SOP IKU 2. Printer
3.ATK
Peringatan: Pencatatan dan pendataan:

Jika SOP tidak dilaksanakan, maka Penyusunan Laporan
Kinerja akan terhambat

1. Buku Ekspedisi

2.Buku Dokumen Kegiatan
3.Buku Pedoman Laporan Kinerja
4.Buku Panduan SAKIP
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http://www.lakip.do.am/peraturan/PP_8_2006_Pelaporan_Keuangan_dan_Kinerja_Instansi_.pdf
http://www.lakip.do.am/peraturan/PP_8_2006_Pelaporan_Keuangan_dan_Kinerja_Instansi_.pdf

Pelaksana Mutu Baku
No Kegiatan Kasub - Unit | Persyaratan/
Staf bag Kabag Sek Dirjen Terkait | Perlengkapan Waktu Output
Menerima data
1 laporan dari Data laporan 30 | Diterimanya
’ masing-masing unit ( ) yang diterima | Menit| data laporan
Eselon Il Badilum
Mengkompilasi data
laporan menjadi . -
, | onseplaporan Y D ool e
’ kinerja Direktorat I;:I diterjima Menit - diF:erima
Jenderal Badan yang
Peradilan Umum
Draft konsep Y
Laporan Kinerja
=b . Membuat
3 Ditjen badilum Konsep | 30 Konsep
dibagikan kepada : Laporan Kinerja| Menit e
;i ; Tidak Laporan kinerja
masing — masing
unit untuk dikoreksi \&
Membuat konsep
Endadr_lgan_ rapq;_k _
oordinasi, verifikasi < Konsep Membuat
4. data dan informasi undangan rapat M?é(r)1it undangan rapat
di masing-masing koordinasi koordinasi
unit Eselon Il
Badilum
Mengetik konsep
undangan rapat Mengetik
koordinasi verifikasi ,:l NETEES 30 | konsep
5. - ; undangan rapat .
data dan informasi 2 Menit | undangan rapat
; - . koordinasi g
di masing-masing koordinasi
unit Eselon Il
Koreksi kasubbag q Dikoreksinya
6. tentang Undangan 'E undaqgan_ rapat 30. undangan rapat
B koordinasi Menit I
Rapat koordinasi koordinasi
Mecrjlgajukag koreksi . 0 Eé?gf(ﬁ?nnya
ndangan Rapat - undangan rapat
7. koordinasi dan L 2 koordinasi Menit Egg%r;gggi Zjaagtzt
A
paraf kepada Kabag kepada Kabag.
Menyampaikan draf Tida Disampaikanny
konsep undangan a draf konsep
8 rapat koordinasi Draf konsep 30 | undangan rapat
: kepada Sesditjen undangan rapat| Menit | koordinasi
Badilum untuk Ya koordinasi kepada
ditanda tangani Sekretaris
Menyampaikan Disampaikanny
—
undar_lgan_ ik Undangan rapat 30 a undangar! .
9. koordinasi kepada - .. | rapat koordinasi
. ; . koordinasi Menit P
masing-masing unit kepada unit-unit
Eselon Il eselon Il
Membuat draft Konsep Membuat
konsep laporan SiED
o Laporan 30 | konsep Laporan
40 Ezlsai\hs;;;an SnElE Kinerja Hasil Menit | Kinerja Hasil
v i Koreksi
koordinasi el
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Pelaksana Mutu Baku
No Kegiatan Kasub iy Unit | Persyaratan/
Staf bag Kabag Sek Dirjen Terkait | Perlengkapan Waktu Output
Kabag menelaah
Laporan Kinerja .
hasil koreksi unit- Laporan DITERENT 7
11 unit eselon Il Kinerja Hasil SO =i
' 3 . . g Menit | Kinerja Hasil
disampaikan ke Tidak Koreksi eree
Sesdit melalui |
Kabag dan diparaf
Draf konsep _ Ya bi ik
Laporan Kinerja Tidak lgan;p:(al any
disampaikan /'\ Draf konsep a bral ronsep
12 kepada Sesdit Laporan UM kS
’ i \ / Ly Menit | Kinerja kepada
Badilum untuk Kinerja Sesditi
dikoreksi dan Tidak e
diparaf Badilum
Draf konsep
Laporan Kinerja Diserahkan
Ditien Badilum Ya v draf Konsep Draf Konsep
diserahkan Kepada Laporan Laporan
13 Direktur Jenderal Q Kinerja yang 30 | Kinerjayang
" | Badan Peradilan sudah Menit| sudah

Umum untuk
memperoleh
persetujuan dengan
ditandatangani

dikoreksi dan
diparaf

dikoreksi dan
diparaf untuk
ditandatangani
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MAHKAMAH AGUNG RI
Direktorat Jenderal
Badan Peradilan Umum
Jin. Jenderal Ahmad Yani Kav. 58
Bypass Cempaka Putih Timur

SK Penetapan SOP 655/DJU/SK.OT1.6/IV/2024

Nomor SOP 040

Tanggal Pembuatan 20 Januari 2015

Tanggal Revisi 30 Agustus 2024

Tanggal Efektif 23 Desember 2024
Disahkan oleh Direktur Jenderal Badan

eradilan Umum

Cr—

I ,arf';bang yanto

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

PENYUS

UNAN PKT

Dasar Hukum:

KualifikasiPelaksana:

1.

2.

3.

Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2005 tentang
Sekretariat Mahkamah Agung-RI

Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

Peraturan Menteri PAN RB Nomor 53 tahun 2014 tentang
Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja Pelaporan Kinerja dan
Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Peraturan Menteri PAN RB Nomor 88 tahun 2021 tentang
Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 002
tahin 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar
Operasional Prosedur di Lingkungan Mahkamah Agung
dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya;
Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik
Indonesia  Nomor  2049/SEK/SK/XII/2022  tentang
Pedoman Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja di
Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang
Berada di Bawahnya

1. D3 semua jurusan
2. S1 semua jurusan

Keterkaitan: Peralatan/Perlengkapan:
1. SOP Laporan Pelaksanaan Kegiatan 1. Komputer

2. SOP IKU 2. Printer

3. SOP Revisi Anggaran 3. ATK

Peringatan:

Pencatatan dan pendataan:

Jika SOP tidak dilaksanakan, maka Penyusunan Laporan
Kinerja akan terhambat

1. Buku Ekspedisi

2. Buku Dokumen Kegiatan

3. Buku Pedoman Laporan Kinerja
4. Buku Panduan SAKIP

Pelaksana Mutu Baku
No Kegiatan :
Staf Kg:;b Kabag Sek Dirjen Tgrrllgit ,f eer:zﬁgggga Waktu Output
Medmbuat konserl)( dinasi
undangan rapat koordinasi
Penyusunan dan Reviu Eﬂgsaip an 30 Ll\x/lr? drggu:tn
1. PK'I; masi(;ng-mal_:ing unit ( ) Rapat 9 Menit | rapat 9
Eselon Il di Lingkungan — N
Direktorat Jenderal Badan NETEEE] BT
Peradilan Umum
Mengetik konsep Konsep Mengetik
undangan rapat koordinasi konsep
2. | Penyusunan dan Reviu ] ggdg?gan Meé(r)mit undangan
PKT di masing-masing unit Kocr))rdinasi rapat
Eselon Il koordinasi
> Dikoreksi
Koreksi kasubbag tentang 'E Undangan 30 nya
3. | Undangan Rapat v Rapat Menit undangan
koordinasi I:j Koordinasi rapat
koordinasi
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Pelaksana Mutu Baku
No Kegiatan =
Staf Kg;;b Kabag Sek Dirjen Tle:lrl?(l:lit ﬁ;ﬁgﬁggggln Waktu Output
Diajukan
nya
. . koreksi
Mengajukan koreksi Undangan undangan
Undangan Rapat 30
4. L2 Rapat . | rapat
koordinasi dan paraf ] Koordinasi Menit koordinasi
kepada Kabag > A data
Ya kepada
Kabag.
Disampai
kannya
Menyampaikan draf Y draf
konsep undangan rapat . DIEL [NEy konsep
= dak Undangan 30
5. | koordinasi kepada Tida Rapat Menit | undangan
Sesditjen Badilum untuk Kogr it rapat
ditanda tangani koordinasi
kepada
Sekretaris
Disampai
kannya
Menyampaikan undangan s undangan
6 rapat koordinasi kepada g;gg?gan 30 rapat
" | masing-masing unit Eselon At Menit | koordinasi
I Koordinasi kepada
unit-unit
eselon Il
Mengetik
Membuat Draft konsep
7. | Penyusunan dan Reviu — Btreiﬁunan Pkt M3e(r)1it Draft
PKT Hasil Rapat y Penyunan
PKT
Membuat konsep Nota JV
dinas Koreksi Draft PKT ke Membuat
8. | masing-masing unit Eselon gﬁtnsep DI M?e(r)lit Nota
Il di Lingkungan Direktorat Dinas
Jenderal Badilum
Mengetik konsep Membuat Mengetik
9 konsep Nota dinas Koreksi ] Konsep Draft 30 konsep
" | Draft PKT di masing- Pkt Menit | Nota
masing unit Eselon Il Dinas
Dikoreksi
Koreksi kasubbag tentang _ nya
10.| Membuat konsep Nota = gtinnn;:p NEED M?é(r)\it konsep
dinas Koreksi Draft PKT Nota
Dinas
Diajukan
nya
Mengajukan koreksi g1 koreksi
11 Membuat konsep Nota 'Iﬁﬁl Konsep Nota 30 konsep
"| dinas Koreksi Draft PKT Dinas Menit | Nota
dan paraf kepada Kabag Dinas
kepada
Kabag.
Disampai
lil/lenyaml\ﬁ)atika:jr.l drafli » Tidak Ya E?anya
onsep Nota dinas Koreksi
Sesditjen Badilum untuk Dinas
ditandatangani U kepada
Sekretaris
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Pelaksana Mutu Baku
No Kegiatan =
Kasub L Unit Persyaratan/
Staf bag Kabag Sek Dirjen Terkait | Perlengkapan Waktu Output
Disampai
G kannya
Menyampaikan Nota dinas Nota Dinas Nota dinas
13 Koreksi Draft PKT kepada Koreksi Draft 30 Koreksi
| masing-masing unit Eselon Menit | Draft PKT
PKT

Il kepada
unit-unit
eselon Il
Dilaksana
kannya

Melaksanakan rapat K pembaha

pembahasan PKT dihadiri Pon_sep 120 | San

14. | Dirjen dan seluruh pejabat enanjian .| Konsep
terkait Kinerja Menit Perjanjian
Tahunan (Pkt) Kineri
inerja
Tahunan
(PKT))
Disusunny
a konsep
\ 4 Perjanjian
I::I Draf Kinerja
Menyusun konsep Konsep Tahunan
Perjanjian Kinerja Tahunan Perjanjian 1 (PKT)
15. | (PKT) hasil koreksi dan Kinerja hasil
. . : Jam .
persetujuan dari masing- Tahunan koreksi
masing unit eselon Il (PKT) Ditjen dari
Badilum masing-
masing
unit eselon
Il
Diajukann
Ea
Menyampaikan dokumen Konsep enany
Perjanjian Kinerja Tahunan Perjanjian NI
(- S 30 Tahunan
16.| (PKT) yang sudah tersusun Kinerja 8
Menit | (PKT)
kepada Kabag Ortala untuk Tahunan an
dikoreksi dan diparaf (PKT) Ditjen yang
] tersusun
Badilum
ke Kabag
Ortala
Ditanda
tangani
Perjanjian
Mengajukan Perjanjian ,—_I Perjanjian Kinerja
17 Kinerja Tahunan (PKT) L_ Kinerja 1 Tahunan
| masing-masing unit eselon Tahunan (Pkt)l Jam | (PKT)

Il untuk di tandatangani Ditjen Badilum Ditjen
Badilum
oleh
eselon Il

PR Dokumen
. I Kinerja P
Mengajukan Perjanjian Perjanjian
. Tahunan e
Kinerja Tahunan (PKT) (PKT) Ditien 1 Kinerja
18. | yang telah di tanda tangani Badilum 1J'elah Jam Tahunan
masing-masing unit eselon Di Tanda (PKT)

Il kepada Dirjen Badilum - Ditjen

Tangani Oleh -
Badilum
Eselon Il
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SK Penetapan SOP 655/DJU/SK.OT1.6/IV/2024

Nomor SOP 041
Tanggal Pembuatan 20 Januari 2015
MAHKAMAH AGUNG RI _
Direktorat Jenderal Tanggal Revisi 30 Agustus 2024
Badan Peradilan Umum Tanggal Efektif 23 Desember 2024
JIn. Jenderal Ahmad Yani Kav. 58 Disahkan oleh Direktur Jenderal Badan

Bypass Cempaka Putih Timur ) —%radilan Umum

am bang Myanto

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PENGELOLAAN DAN PENATAAN GALERI

Dasar Hukum: KualifikasiPelaksana:

1. Peraturan Pemerintah No.39 Tahun 2006 Tentang Tata 1. D3 semua jurusan
Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana 2. S1 semua jurusan
Pembangunan;

2. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik
Indonesia No. MA/SEK/07/SK/I11/2006 tentang Organisasi
dan tata kerja Sekretariat Mahkamah Agung Republik
Indonesia;

3. Peraturan Presiden Nomor 132 Tahun 2022 Arsitektur
Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Nasional;

4. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2011
Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi
Publik di Pengadilan;

5. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik
Indonesia No. MA/SEK/07/SK/IN1/2006 tentang Organisasi
dan tata kerja Sekretariat Mahkamah Agung Republik
Indonesia;

6. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung Rl Nomor 002
Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar
Operasional Prosedur di Lingkungan Mahkamah Agung
dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya

Keterkaitan: Peralatan/Perlengkapan:
- 1. Komputer
2. Printer
3.ATK
4. Jaringan Internet
Peringatan: Pencatatan dan pendataan:
Jika SOP tidak dilaksanakan, maka akan Galeri Ditjen Badilum 1. Laporan Pengelolaan dan Penataan Galeri
tidak terkelola dengan baik. 2. Buku Dokumen Kegiatan
Pelaksana Mutu Baku
No Kegiatan i
. Staf Gz Kabag Sek Dirjen e PEEEIELEL Waktu Output
bag Terkait Perlengkapan
Staf pengelola
galeri melakukan Laporan Ig:llsgsir&?g{a
1. menyalakan layer C) Pengelolaan 1 Jam ermir?taan
tampilan setiap Galeri g ata
pagi hari
Kepala Sub
Bagian v
Dokumentasi dan Laporan Diketiknya
2. Informa§| Pengelolaan 1 Jam konsgp Sl
memberi arahan ; permintaan
” Galeri
jika ada yang v data
harus
ditindaklanjuti. I: ]
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Pelaksana

N Kea Mutu Baku
(o] egiatan i
g Staf Kgg;'b Kabag Sek Dirjen Tgrigit 5;12%3@:32/” Waktu Output
Menindaklanjuti lj
jika ada usulan Laporan
3. terkait tampilan Pengelolaan 1 Jam
dari Dirjen Galeri
Badilum i
Kepala Sub
Bagian
Dokumentasi dan
Informasi Laporan
4. memberi Pengelolaan 1 Jam
mengusulkan Galeri
pembelian jika
diperlukan
tampilan baru.
Kepala Sub
Bagian v
5. Perlengkapan lﬁaeﬁggllglaan 1 Hr_;\ri
melakukan Eale Kerja
aleri
pengadaan
tampilan galeri.
Kepala Sub
Bagian v
Dokumentasi dan Laporan
6. Informasi Pengelolaan 1 Jam
memeriksa Galeri
kesesuaian
tampilan.
Kepala Sub
Bagian
Dokumentasi dan
Informasi y Laporan
7. memberikan :I Pengelolaan 1 Jam
arahan terkait Galeri
pemasangan
tampilan pada
galeri.
Pengelola galeri
melakukan Laporan Galeri Ditjen
8 pemasangan v Pengelolaan 1 Jam Badilum dapat
tampilan dan ( ) Galeri dlgunakan_
perawatan dengan baik
terhadap galeri.
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MAHKAMAH AGUNG RI
Direktorat Jenderal
Badan Peradilan Umum

Jin. Jenderal Ahmad Yani Kav. 58
Bypass Cempaka Putih Timur

SK Penetapan SOP

655/DJU/SK.OT1.6/1V/2024

Nomor SOP

042

Tanggal Pembuatan

20 Januari 2015

Tanggal Revisi

30 Agustus 2024

Tanggal Efektif

23 Desember 2024

Disahkan oleh

Direktur Jenderal Badan

eradilan Umum

i “ o —
arﬁbang yanto

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
MONITORING DAN EVALUASI JARINGAN INTERNET

Dasar Hukum:

KualifikasiPelaksana:

1. Peraturan Pemerintah No.39 Tahun 2006 Tentang Tata
Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan;

2. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik

Indonesia No. MA/SEK/07/SK/I11/2006 tentang Organisasi

dan tata kerja Sekretariat Mahkamah Agung Republik

Indonesia;

Peraturan Presiden Nomor 132 Tahun 2022 Arsitektur

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Nasional;

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2011

Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi

Publik di Pengadilan;

Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik

Indonesia No. MA/SEK/07/SK/II1/2006 tentang Organisasi

dan tata kerja Sekretariat Mahkamah Agung Republik

Indonesia;

Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 002

Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar

Operasional Prosedur di Lingkungan Mahkamah Agung

dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya

1. D3 Teknologi Informasi, Teknik Komputer, Teknik
Informatika, lImu Komputer dan sejenis;

2. S1 Teknologi Informasi, Teknik Komputer, Teknik
Informatika, lImu Komputer dan sejenis.

Keterkaitan:

Peralatan/Perlengkapan:

1. SOP Publikasi Data dan Informasi Website

1. Komputer

2. Printer

3.ATK

4. Jaringan Internet

Peringatan:

Pencatatan dan pendataan:

Jika SOP tidak dilaksanakan, maka akan terdapat kendala
pada jaringan komputer di Ditjen Badilum.

1. Laporan Pengelolaan Jaringan
2. Buku Dokumen Kegiatan

Pelaksana Mutu Baku
No Kegiatan ;
Staf Kg:;b Kabag Sek Dirjen T(lEJrT(I:lit Egzzﬁgggga Waktu | Output
Staf pengelola
jaringan
melakukan C) Laporan
1. | pengawasan rutin Pengelolaan 1 Jam
terhadap bandwith Jaringan
dan kelancaran
jaringan
v
Pengguna
jaringan I—J Laporan
2. | melaporkan jika Pengelolaan 1 Jam
ada kendala Jaringan
jaringan
Penglola jaringan <> Laporan
3. | memeriksa Pengelolaan 1 Jam
apakah kendala Elj Jaringan
jaringan berasal
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No

Kegiatan

Pelaksana

Mutu Baku

Staf

Kasub
bag

Kabag

Sek

Dirjen

Unit
Terkait

Persyaratan/
Perlengkapan

Waktu

Output

dari komputer
pengguna,
perangkat
jaringan atau
penyedia jasa
internet

Jika kendala
berasal dari
kesulitan
perangkat, maka
dilakukan
perbaikan atau
penggantian
perangkat.

Laporan
Pengelolaan
Jaringan

1 Jam

Kepala Bagian
Umum
mengirimkan surat
jika kendala tidak
diatasi penyedia
jasa internet.

Laporan Pengelolaan
Jaringan

1 Jam

Memeriksa
apakah perlu
dilakukan
pengadaan
perangkat
jaringan

Laporan Pengelolaan
Jaringan

1 Jam

Kepala Sub
Bagian
Dokumentasi dan
Informasi
mengajukan
permohonan
pengadaan
kepada Kepala
Sub Bagian
Perlengkapan.

Laporan Pengelolaan
Jaringan

1 Hari
Kerja

Melakukan
pemasangan
perangkat untuk
memperbaiki
jaringan.

Laporan Pengelolaan
Jaringan

1 Jam

Menyampaikan
hasil kepada
pengguna setelah
perbaikan
dilakukan.

Laporan
Pengelolaan
Jaringan

1 Jam

10.

Jika tidak ada
keluhan pengguna
jaringan maka
pengawasan
jaringan dapat
diakhiri.

Laporan
Pengelolaan
Jaringan

1 Jam

Jaring
an
kompu
ter
dapat
diguna
kan
denga
n baik
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MAHKAMAH AGUNG RI
Direktorat Jenderal
Badan Peradilan Umum
Jin. Jenderal Ahmad Yani Kav. 58
Bypass Cempaka Putih Timur

SK Penetapan SOP

655/DJU/SK.OT1.6/1V/2024

Nomor SOP

043

Tanggal Pembuatan

20 Januari 2015

Tanggal Revisi

30 Agustus 2024

Tanggal Efektif

23 Desember 2024

Disahkan oleh

Direktur Jenderal Badan

_E\eradilan Umum

|
&l ,,dﬁ%bang yanto

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

PENGELOLAAN

PERPUSTAKAAN

Dasar Hukum:

KualifikasiPelaksana:

1.

Peraturan Pemerintah No.39 Tahun 2006 Tentang Tata
Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan;

Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik
Indonesia No. MA/SEK/07/SK/I11/2006 tentang Organisasi
dan tata kerja Sekretariat Mahkamah Agung Republik
Indonesia;

Peraturan Presiden Nomor 132 Tahun 2022 Arsitektur
Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Nasional;
Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2011
Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi
Publik di Pengadilan;

Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik
Indonesia No. MA/SEK/07/SK/II1/2006 tentang Organisasi
dan tata kerja Sekretariat Mahkamah Agung Republik
Indonesia;

Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 002
Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar
Operasional Prosedur di Lingkungan Mahkamah Agung
dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya

1. D3 semua jurusan;
2. S1 semua jurusan.

Keterkaitan: Peralatan/Perlengkapan:
1. SOP Publikasi Data dan Informasi Website 1. Komputer

2. Printer

3. ATK

4. Jaringan Internet

Per

ingatan:

Pencatatan dan pendataan:

Jika SOP tidak dilaksanakan, maka akan Perpustakaan Ditjen
Badilum tidak terkelola dengan baik..

1. Laporan Pengelolaan dan Penataan Perpustakaan
2. Buku Dokumen Kegiatan

Pelaksana Mutu Baku
No Kegiatan ;
Kasub Unit Persyaratan/
S bag Terkait Perlengkapan ks QUaE
Staf pengelola Perpustakaan Laporan Laporan
Dl RV ETEEE ) Q Perr)1 elolaan 1 Hari eﬁ elolaan
1. | buku dan menerima 9 K ; peng K
ermintaan pengguna pada FEfpLSEbEe KETR FEULSELERL
P ik ) Ditjen Badilum Ditjen Badilum
Perpustakaan Ditjen Badilum
Pengguna Perpustakaan v Permohonan
> Ditjen Badilum mengajukan Permohonan 1 Jam eminiaman
* | permohonan peminjaman Peminjaman Buku p I
buku
buku.
Staf pengelola Perpustakaan e Ketersediaan
h - Pengelolaan .
3. | memeriksa ketersediaan = K 10 Menit | buku
buku yang akan dipinjam LB ELCE Perpustakaan
: D Ditjen Badilum :
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Pelaksana Mutu Baku
N NEEJERET Staf Kasub Unit Persyaratan/ Waktu Outout
bag Terkait Perlengkapan P
Jika buku yang dipinjam ada Ij Laporan
di Perpustakaan Dltjen Pengelolaan B
4, Erpus ] 9 10 Menit | Perpustakaan
Badilum, Pengguna akan Perpustakaan 1 Gl
menerima buku. Ditjen Badilum yang dipinjam.
Petugas Perpustakaan Iﬁiﬁore?glaan Ketersediaan
5. | Dltjen Badilum mencatat 9 10 Menit | buku
peminjaman buku SIS R Perpustakaan
’ Ditjen Badilum ’
Jika buku yang dipinjam
tidak ada di Perpustakaan
Dltjen Badilum, ) Ketersediaan
; Pengelolaan .
6. | Perpustakaan Dltjen 10 Menit | buku
Badilum akan P?TF’US‘ak?a” Perpustakaan
. Ditjen Badilum ’
menyampaikan kepada i
pengguna. —I
Kasubbag Dokumentasi dan Laporan Laporan
7 Informasi melakukan Pengelolaan 1 Hari pengelolaan
’ pengawasan pengeloaan Perpustakaan Kerja Perpustakaan

Perpustakaan.

Ditjen Badilum

Ditjen Badilum
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SK Penetapan SOP 655/DJU/SK.OT1.6/IV/2024
Nomor SOP 044
Tanggal Pembuatan 20 Januari 2015
MAHKAMAH AGUNG RI _
Direktorat Jenderal Tanggal Revisi 30 Agustus 2024
Badan Peradilan Umum Tanggal Efektif 23 Desember 2024
J|n. Jendera| Ahmad Yani Kav. 58 Disahkan Oleh Direktur Jenderal Badan
Bypass Cempaka Putih Timur —Reradilan Umum
i~
yaimbang Myanto
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PUBLIKASI DATA DAN INFORMASI WEBSITE
Dasar Hukum: KualifikasiPelaksana:
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang 1. D3 Komputer
Keterbukaan Informasi Publik; 2. S1 Komputer
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang
Pelayanan Publik;
3. Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 jo Undang-undang
Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi
Elektronik;
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 61 Tahun 2010 Tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008
Tentang Keterbukaan Informasi Publik;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2018 Tentang
Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
6. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia
Nomor  2-144/KMA/SK/VIII/2022  tentang  Standar
Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan;
7. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik
Indonesia Nomor  MA/SEK/07/SK/11I/2006 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Mahkamah Agung
Republik Indonesia;
8. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 002
Tahun 2012 Pedoman Penyusunan Standar Operasional
Prosedur di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan
Peradilan Yang berada Di Bawahnya;
9. Pedoman Rancangan dan Prinsip Aksesibilitas Website di
Mahkamah Agung (diterbitkan oleh Biro Hukum dan
Humas MA)
Keterkaitan: Peralatan/Perlengkapan:
1. SOP Publikasi Data dan Informasi Website 1. Komputer
2. Laptop
3. Kamera
4. Jaringan Internet
Peringatan: Pencatatan dan pendataan:
Jika SOP tidak dilaksanakan, maka berita atau informasi yang 1. Dokumen
akan diunggah ke dalam website di lingkungan Ditjen Badilum 2. Laporan
akan terganggu dan informasi akan mengalami keterlambatan 3. Flashdisk
Pelaksana Mutu Baku
No Kegiatan :
Staf nggb Kabag Sek Dirjen Tgrnkgit FE) éﬁzﬁzggga waktu Output
Menerima
Informasi Berupa Laporan
1. DRIz DR ( ) Data 1 Hari | Pengung
Foto Yang Akan G
; ahan
Ditayangkan
Dalam Website
Menelaah
Data/Tulisan Yang I: Laporan
2 DIETE LS Dokumen 1 Hari HaF;iI
* | Memeriksa Y Telaah
Keabsahan Data I:j
Informasi
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Pelaksana Mutu Baku
No Kegiatan :
Kasub L Unit Persyaratan/
Staf bag Kabag Sek Dirjen Terkait Perlengkapan waktu Output
Menyampaikan . Ll
3. ES (o - Laporan 1 Hari DoI_<umen
tasi
Mengadakan
Koordinasi Pada Y
Sumber Informasi Koordinasi
Tentang Isi Sumber Hasil
4. Data/Tulisan Tidak Informasi 1 Hari | Koordina
Mengenai Layak ¢ Tentang Isi Si
Atau Tidaknya Ya Data/ Tulisan
Dimasukkan
Dalam Website
Menerima
Petunjuk Terkait — \?:;a
5. | Dengan < Dokumen 1 Hari Tela%
Tulisan/Data Yang S
Diperiksa Diperiksa
v Informasi
Menggungah Pengung
6. Informasi Yang C) Gahan M?é%it 'Ig?yang
Sudah Diperiksa Informasi Website
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MAHKAMAH AGUNG RI
Direktorat Jenderal
Badan Peradilan Umum
Jin. Jenderal Ahmad Yani Kav. 58
Bypass Cempaka Putih Timur

SK Penetapan SOP 655/DJU/SK.OT1.6/IV/2024

Nomor SOP 045
Tanggal Pembuatan 20 Januari 2015
Tanggal Revisi 30 Agustus 2024

Tanggal Efektif 23 Desember 2024

Direktur Jenderal Badan
HP\eradiIan Umum

Disahkan oleh

i ,,ﬁ‘ﬁbang yanto

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PERUBAHAN INFORMASI DI WEB

Dasar Hukum:

KualifikasiPelaksana:

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun
Keterbukaan Informasi Publik;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun
Pelayanan Publik;

3. Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 jo Undang-undang
Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi
Elektronik;

4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 61 Tahun 2010 Tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008
Tentang Keterbukaan Informasi Publik;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2018 Tentang
Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;

6. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia
Nomor  2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang  Standar
Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan;

7. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik
Indonesia Nomor MA/SEK/Q7/SK/III/2006 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Mahkamah Agung
Republik Indonesia;

8. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 002
Tahun 2012 Pedoman Penyusunan Standar Operasional
Prosedur di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan
Peradilan Yang berada Di Bawahnya;

9. Pedoman Rancangan dan Prinsip Aksesibilitas Website di
Mahkamah Agung (diterbitkan oleh Biro Hukum dan
Humas MA)

2008 Tentang

2009 Tentang

1. D3 Komputer
2. S1 Komputer

Keterkaitan:

Peralatan/Perlengkapan:

1. SOP Publikasi Data dan Informasi Website

1. Komputer

2. Laptop

3. Kamera

4. Jaringan Internet

Peringatan: Pencatatan dan pendataan:
Jika SOP tidak dilaksanakan, maka perubahan berita atau 1. Dokumen
informasi yang akan diunggah ke dalam website di lingkungan 2. Laporan
Diten Badilum akan terganggu dan informasi yang 3. Flashdisk
disampaikan tidak akan akurat.
Pelaksana Mutu Baku
No Kegiatan :
Kasub o Unit Persyaratan/
Staf bag Kabag Sek Dirjen Terkait Perlengkapan waktu Output
Menerima Serta
Mengolah Data
1. Masukan Dokumen 1 Hari | Perubahan
Perubahan Informasi
Informasi U
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Pelaksana Mutu Baku
No Kegiatan -
Kasub o Unit Persyaratan/
Staf bag Kabag Sek Dirjen Terkait Perlengkapan waktu Output
L]
Menyampaikan Data
2. Berita Ya Dokumen 1 Hari | Perubahan
Perubahan ] Informasi
A
Melaporkan
Berita Disertai Laporan
3. Alasan <> Laporan 1 Hari | Berubah
Berubahnya . nya Berita
Berita Tidak
Menginformasi
kan Kepada
Pembuat Berita LETIEn
. | Adanya
4. | Awal Tentang X Dokumen 2 Hari
Perubahan
AL [ Berita
Diadakannya
Perubahan
Menelaah Hasil v Ya |l
5. | Perubahan |__ ] Dokumen 1 Hari | Telaah
A Perubahan
Menyetujui Y
Tentang Persetujua
6. Perubahan Dokumen 1 Hari | n Pihak
Membutuhkan Tidak Terkait
Persetujuan
7 Mengunggah Jaringan 1 Hari Egﬁllun
’ Perubahan Internet gung
Gahan
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MAHKAMAH AGUNG RI
Direktorat Jenderal
Badan Peradilan Umum
Jin. Jenderal Ahmad Yani Kav. 58
Bypass Cempaka Putih Timur

SK Penetapan SOP 655/DJU/SK.OT1.6/IV/2024

Nomor SOP 046

Tanggal Pembuatan 20 Januari 2015

Tanggal Revisi 30 Agustus 2024

Tanggal Efektif 23 Desember 2024

Direktur Jenderal Badan
—Reradilan Umum

Disahkan oleh

arﬁbang Myanto

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PENGELOLAAN BUKU TAMU DI WEBSITE DAN TANGGAPAN MEDIA SOSIAL

Dasar Hukum:

KualifikasiPelaksana:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 Tentang
Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan
Rencana Pembangunan;

2. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik
Indonesia Nomor  MA/SEK/07/SK/111/2006 tentang
Organisasi dan tata kerja Sekretariat Mahkamah Agung
Republik Indonesia;

3. Peraturan Presiden Nomor 132 Tahun 2022 Arsitektur
Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Nasional;

4. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2011
Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi
Publik di Pengadilan;

5. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik
Indonesia Nomor  MA/SEK/07/SK/11I/2006 tentang
Organisasi dan tata kerja Sekretariat Mahkamah Agung
Republik Indonesia;

6. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 002
Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar
Operasional Prosedur di Lingkungan Mahkamah Agung
dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya.

1. D3 Semua Jurusan.
2. S1 Semua Jurusan.

Keterkaitan:

Peralatan/Perlengkapan:

1. SOP Publikasi Data dan Informasi Website

1. Komputer

2. Printer

3. ATK

4. Jaringan Internet

Peringatan:

Pencatatan dan pendataan:

Jika SOP tidak dilaksanakan, maka akan Media sosial Ditjen
Badilum Ditjen Badilum tidak terkelola dengan baik.

1. Laporan Pengelolaan dan Penataan Media Sosial Ditjen
Badilum

2. Buku Dokumen Kegiatan

Pelaksana Mutu Baku
N NEERIEN Staf Kasub Unit Persyaratan/ Waktu Outout
bag Terkait | Perlengkapan P

Staf Pengelola Media Sosial Ditjen

. . Laporan Tanggapan Dan
1 Ezg;tl::ayggirg?\ Dzn g/lnembaca C:) Pengelolaan 1 Jam Komentar Pengguna
’ Pengguna Pada MggiapSosiaI Dan Media Sosial Pada Media Sosial Dan
Website Ditjen Badilum Ditjen Badilum Website Ditjen Badilum
Staf Pengelola Media Sosial :|
. Laporan Tanggapan Dan
o | e A Pengelolaan | .| Komentar Pengguna
: : h Media Sosial Pada Media Sosial Dan
Terhadap Tindak Lanjut Komentar \ 4

Dan Tanggapan.

Ditjen Badilum Website Ditjen Badilum
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Pelaksana Mutu Baku
e NEEIED Staf Kasub Unit Persyaratan/ Waktu Outout
bag Terkait | Perlengkapan P
Menerusk_an Kepada Unit Kerja Laporan Konsep Balasan
Dan Meminta Konsep Balasan Pengelolaan
3. . - : 1Jam | Tanggapan Dan
Jika Komentar Dan Tanggapan Media Sosial L e
Memerlukan Balasan Teknis. Ditjen Badilum gguna.
Kasubbag Dokumentasi Dan v Iﬁiﬁoﬁglaan Konsep Balasan
4. | Informasi Mereviu Konsep I::I Me d?a St 1Jam | Tanggapan Dan
Balasan Dari Unit Kerja. Ditjen Badilum Komentar Pengguna.
Kepala Sub Bagian Perlengkapan
Mengarahkan Staf Pengelola Laporan
Website Dan Media Sosial Untuk v Pengelolaan orsHp e
5. M : ; 1 Jam | Tanggapan Dan
embalas Pertanyaan Dan Media Sosial Komentar Penaauna
Tanggapan Sesuai Balasan Dari Ditjen Badilum gguna.
Unit Kerja.
Staf Pengelola Website Dan Laporan
Media Sosial Ditjen Badilum v Pe?w elolaan Balasan Tanggapan
6. | Membalas Pertanyaan Dan (:) Me d?a Sosial 1Jam | Dan Komentar

Tanggapan Sesuai Dengan
Balasan Dari Unit Kerja Terkait.

Ditjen Badilum

Pengguna.
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MAHKAMAH AGUNG RI
Direktorat Jenderal
Badan Peradilan Umum

SK Penetapan SOP

655/DJU/SK.OT1.6/1V/2024

Nomor SOP

047

Tanggal Pembuatan

20 Januari 2015

Tanggal Revisi

30 Agustus 2024

Tanggal Efektif

23 Desember 2024

Disahkan oleh

Direktur Jenderal Badan

JIn. Jenderal Ahmad Yani Kav. 58
Bypass Cempaka Putih Timur

\eradilan Umum

gl ﬁfﬁbang yanto

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PENGELOLAAN MEDIA SOSIAL

Dasar Hukum:

KualifikasiPelaksana:

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang 1. D3 Semua Jurusan.
Keterbukaan Informasi Publik; 2. S1 Semua Jurusan.
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 61 Tahun 2010 Tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008
Tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik
Indonesia Nomor MA/SEK/07/SK/III/2006 tentang
Organisasi dan tata kerja Sekretariat Mahkamah Agung
Republik Indonesia;
4. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 002
Tahun 2012 Pedoman Penyusunan Standar Operasional
Prosedur di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan
Peradilan Yang berada Di Bawahnya.
Keterkaitan: Peralatan/Perlengkapan:
1. SOP Publikasi Data dan Informasi Website 1. Komputer
2. Laptop
3. Kamera
4. Jaringan Internet
Peringatan: Pencatatan dan pendataan:
Jika SOP tidak dilaksanakan, maka berita atau informasi yang 1. Dokumen
akan diunggah ke dalam website di lingkungan Ditjen Badilum 2. Laporan
akan terganggu dan informasi akan mengalami keterlambatan 3. Flashdisk
Pelaksana Mutu Baku
No Kegiatan ;
Staf ng;b Kabag | Sek | Dirjen Tgrrllgit IE ;Exgﬁgga waktu Output
Menerima
g::ié)-;ulhnsf?)rr]masi (:) LEfpalE
Data 1 Jam | Pengung
el Akan ) Gahan
Ditayangkan Di
Media Sosial
Menelaah
Dat/Tulisan Yang
Diterima Untuk v Laporan
Memeriksa |_|l Dokumen —— Hasil Telaah
Keabsahan Data
Informasi
Menyampaikan ]
Hasil Data/Tulisan
Kepada Kasubbag I v Laporan M?é?\it gg}(?jmentasi
Dokumentasi Dan C’ I:j
Informasi
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Pelaksana Mutu Baku
No Kegiatan -
- n
Staf Kggsb Kabag | Sek | Dirjen Tng(gi ¢ If eer Tzﬁzzfgg a/n waktu Output
Mengadakan Diadakan
Koordinasi Pada [ ] Nya
Sumber Informasi Koordinasi Koordinasi
Tentang Isi Pada Sumber | Eaeim
4, Data/Tulisan Informasi 1 Hari Syl
Mengenai Layak Tentang Isi Informasi
Atau Tidaknya Data/ Tulisan Tentang Isi
Memasukkan Di i
_ Data/Tulisan
Media Sosial
Menerima
Petunjuk Kasubag Data Yang
5. | Terkait Dengan Dokumen 1 Hari | Telah
Tulisan/Data Yang Diperiksa
Diperiksa
v Menayang
:\/I?ngguryg?h Q Pengungga 5 Kan
6. nformasl Yang han Informasi Menit | Informasi Ke
Sudah Diperiksa Website
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MAHKAMAH AGUNG RI
Direktorat Jenderal
Badan Peradilan Umum

SK Penetapan SOP

655/DJU/SK.OT1.6/1V/2024

Nomor SOP

048

Tanggal Pembuatan

20 Januari 2015

Tanggal Revisi

30 Agustus 2024

Tanggal Efektif

23 Desember 2024

Jin. Jenderal Ahmad Yani Kav. 58
Bypass Cempaka Putih Timur

Direktur Jenderal Badan
—geradilan Umum

Disahkan oleh

E ,arﬁ bang Myanto

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

TAMPILAN

DI

MUKA WEB

Dasar Hukum:

KualifikasiPelaksana:

1.

2.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun
Keterbukaan Informasi Publik;
Peraturan Pemerintah Rl Nomor 61 Tahun 2010 Tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008
Tentang Keterbukaan Informasi Publik;

Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik
Indonesia Nomor MA/SEK/07/SK/III/2006 tentang
Organisasi dan tata kerja Sekretariat Mahkamah Agung
Republik Indonesia;

Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung Rl Nomor 002
Tahun 2012 Pedoman Standar Operasional Prosedur di
Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang
berada dibawahnya.

2008 Tentang

1. S1 Hukum
S1 Ekonomi
S1 Komputer

2.
3.
4. S1 Administrasi Negara

Keterkaitan: Peralatan/Perlengkapan:
1. SOP Publikasi Data dan Informasi Website 1. Komputer

2. Laptop

3. Kamera

4. Jaringan Internet

Peringatan: Pencatatan dan pendataan:
Jika SOP tidak dilaksanakan, maka pertanyaan yang ada 1. Dokumen
dalam Website Ditjen Badilum tidak akan terjawab dan akan 2. Laporan
menjadi kendala. 3. Flashdisk
Pelaksana Mutu Baku
No Kegiatan ]
Staf Kg:;b Kabag | Sek | Dirjen Tgrrllgit ; ;12%3@:32:1 waktu output
. Berita
Menerima Dan
1 Menentukan Kelayakan D Dok | e A_I|<an
. Diberitakan Pada okumen 1 Hari Dltampl
Halaman Muka Kan Di
Web
v Berita
Menelaah Kelayakan Yang Akan
2. Diberitakan Pada Dokumen 1 Hari | Ditampil
Halaman Muka Kan Di
Web
Kelayakan
Menetapkan Berita
Layak/Tidaknya . . | Yang
3. Dijadikan Berita Pada ‘/ Berita 1 Han Ditetapkan
Halaman Muka Untuk
Y Diunggah
Meminta Penjelasan Kelayakan
4 /Persetujuan Berita Dokumen/ 1 Hari Berita
: Kepada Pimpinan Persetujuan Yang Akan
Terkait Diunggah
. . Komputer/ Berita
5. M; rrl]??pllkan e ®<‘ Jaringan 1 Hari | Yang
Internet Diunggah
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MAHKAMAH AGUNG RI
Direktorat Jenderal
Badan Peradilan Umum
JIn. Jenderal Ahmad Yani Kav. 58
Bypass Cempaka Putih Timur

SK Penetapan SOP 655/DJU/SK.OT1.6/IV/2024

Nomor SOP 049

Tanggal Pembuatan 20 Januari 2015

Tanggal Revisi 30 Agustus 2024

Tanggal Efektif 23 Desember 2024

Direktur Jenderal Badan

/‘,;_”\eradilan Umum

Disahkan oleh

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PENILAIAN ZONA INTEGRITAS

Dasar Hukum:

KualifikasiPelaksana:

1. Peraturan Presiden RI Nomor 13 Tahun 2005 tentang
Sekretariat Mahkamah Agung

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negera dan
Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang
Pedoman Penyusunan standar Operasional Prosedur
Administrasi Pemerintahan.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negera dan
Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang
Pedoman Standar Pelayanan

Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor
026/KMA/SK/II/2012  tentang Standar  Pelayanan
Peradilan

Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun
2012 tentang Pedoman Monitoring dan Evaluasi Terhadap
Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Mahkamah
Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya
Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun
2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional
Prosedur di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan
Peradilan yang Berada di Bawahnya

2.

1. Pendidikan D3, S1
2. Mengetahui Prosedur Administrasi Peradilan.
3. Memiliki kemampuan pengolahan data

7. Buku Il tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan
Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan
Peradilan
Keterkaitan: Peralatan/Perlengkapan:

1. SOP Kepaniteraan dan
Pengadilan Negeri
2. SOP Sub Direktorat Statistik dan Dokumentasi

3. SOP Sub Direktorat Tata Kelola

pada Pengadilan Tinggi

1. Komputer

2. Printer

3. ATK

4. Jaringan Internet

Peringatan:

Pencatatan dan pendataan:

Apabila tidak dilaksanakan Penilaian Zona Integritas, maka
tidak akan terwujud tertib administrasi peradilan.

1. Laporan Hasil Penilaian Zona Integritas
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Pelaksana Mutu Baku
No Kegiatan s
Monitoring | Kasubdit . . - Persyaratan/
Staf - S Tim | Dir | Dirjen Perlengkapan waktu output
evalusi
Rekap
Menerima Usulan e Komputer Bgtﬁlan
1. Penilaian Zona D Fietak e Printer 5 Hari T -
Integritas e ATK Zona
Integritas
v Jadwal
5 Membuat Jadwal ] : gzrr?tg?ter 1 Hari Penilaian
’ Penilaian ATK Zona
* Integritas
Jadwal
* Buku .. Penilaian
\ 4 Ekspedisi Zona
3. | Melakukan Koordinasi ] e Jadwal 1 Hari | Intearitas
’ Pelaksanaan Penilaian ‘r‘ Penilaian Sudgalh dl
IZC;”"" " distribusi
ntegritas o
Rekap
Memeriksa Data
4 Kelengkapan dan va : ggrr?tg:ﬂer 1 Hari Usulan
’ Melakukan Verifikasi ATK Penilaian
Eviden dengan LKE ZI * Zona
Integritas
Hasil
. v Nilai
Melakukan Penilaian | e Komputer Terhada
5. | Terhadap Usulan Zona e Printer 5 Hari Usulan P
Integritas e ATK Zona
Integritas
o Komputer
e Printer
o ATK ]
6. | Membuat Berita Acara e Internet 1 Hari Egg:g
’ Penilaian e Hasil Nilai S i
Terhadap
Usulan Zona
Integritas
e Komputer
e Printer .
7. | Menghimpun Hasil o A 5 Hari ssﬁkljggillﬂ
Penilaian < * Internet penilaian
e Berita Acara
Penilailan
Surat
Usulan
II\D/Igrr]n kL)Jle,fﬁaSnuIrDaetniIaian * Komputer FEIET
8. g A o Printer 1 Hari | WBK dan
WBK dan WBBM ] ATK WBBM
Satuan Kerja A ¢ .
Kerja
Surat
Usulan
Penilaian
Y Surat Usulan WBK dan
Mengoreksi Surat . wa Penilaian WBK . | WBBM
9. Usulan Tidak T dan WBBM Lkl Satuan
Satuan Kerja Kerja
yang
ij Telah
Dikoreksi
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Pelaksana Mutu Baku
. Kasi
No Kegiatan g :
Staf MOZ‘;?]”ng Kgﬁ#gg't Tim | Dir | Dirjen F?;TZ%ZL?S;; waktu output
evalusi
Surat
Ij Usulan
Penilaian
Surat Usulan WBK dan
10 Memberi Persetujuan Tidal Penilaian WBK 1 Hari WBBM
* | Surat Usulan dan WBBM Satuan
Satuan Kerja Kerja
Yang
Telah
Diparaf
Surat
Usulan
Penilaian
Surat Usulan
_ ,I_J Penilaian WBK wgg'\cﬂian
1, (e o S Satuan Kerja | L Hari | Satuan
Yang Telah NETE)
Diparaf Vg
Telah
Ditanda
tangani
Surat Usulan
Disposisi Surat Usulan ] gaesl\l/?/lggxﬂv =
12. ang Sudah _ Satuan Kerja 1 Hari | Disposisi
Ditandatangani Yang Telah Di
Tandatangani
Surat Usulan
Disposisi Surat Usulan E gaer? I\I/?llggl\\ilv B
13. | Yang Sudah Satuan Kerja 1 Hari | Disposisi
Ditandatangani Yang Telah Di
Tandatangani
e Disposisi
e Surat
Usulan
Mengkoordinasikan I__l‘ ng}'iaézr;
__I'N . . ..
14. Biﬂ?;::rgzré:r;rat WBBM 1 Hari | Disposisi
Elektronik Satyan
Kerja Yang
Telah Di
Tanda
Tangani
e Disposisi
e Surat
Usulan Surat
N Penilaian Sudah
15 msegg:nstsgriurat - ngﬁa" 1 ey || PLITLE
Elektronik Satuan Elilft?g;\?
Kerja Yang
Telah Di X
Tanda
Tangani
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MAHKAMAH AGUNG RI
Direktorat Jenderal
Badan Peradilan Umum
Jin. Jenderal Ahmad Yani Kav. 58
Bypass Cempaka Putih Timur

SK Penetapan SOP

655/DJU/SK.OT1.6/1V/2024

Nomor SOP

050

Tanggal Pembuatan

20 Januari 2015

Tanggal Revisi

30 Agustus 2024

Tanggal Efektif

23 Desember 2024

Disahkan oleh

Direktur Jenderal Badan
—Peradilan Umum

I arﬁ bang Myanto

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PENYUSUNAN REVIU SOP (TAHAP I)

Dasar Hukum:

KualifikasiPelaksana:

1.

Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik
Indonesia No. MA/SEK/07/SK/I11/2006 tentang Organisasi
dan tata kerja Sekretariat Mahkamah Agung Republik
Indonesia;

Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 002
Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar
Operasional Prosedur di Lingkungan Mahkamah Agung
dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya

1. D3 Semua Jurusan
2. S1 Semua Jurusan

Keterkaitan: Peralatan/Perlengkapan:
1. SOP Penyusunan Reviu Standar Operasional Prosedur 1. Komputer

2. Printer

3. ATK

Peringatan: Pencatatan dan pendataan:
Jika SOP tidak dilaksanakan, maka Reviu SOP akan 1. Buku Ekspedisi
terhambat.
Pelaksana Mutu Baku
No Kegiatan q
Kasub Unit Persyaratan/
= bag szbeg Terkait | Perlengkapan HEkL O
Mengumpul Kan Data S0 DEN [ HERmE
1. Kesgluruﬁan Sop ( ) Dokumen SOP | 1Jam | Masing Unit Eselon Il
Terkumpul
Menyusun Bahan Dan LD Dokumen SOP
SOP
Referensi Sebagai .| Dilengkapi Data
z Kelengkapan _D 2 Eg? :rr;/nsi & Pendukung Untuk
Penelaahan SOP Pendukung Penelaahan
Meneelaah Dan Mereviu v . .
3. SOP |::| Dokumen SOP | 14 Hari | Hasil Telaah SOP
Melaporkan Hasil Reviu > . .
4. SOP Kepada Kabag L Dokumen SOP | 1 Hari | Hasil Telaah SOP
Membuat Konsep Surat
Undangan Reviu SOP Konsep Surat Konsep Surat Telah
= Kepada Masing-Masing ,:' Undangan L EIT Disetujui
Unit Es.lI
Melaksanakan Rapat y 1.Notula Rapat Reviu So
6 | Reviu SOP Dengan Ej 2.Dokumen 3 Jam Dilgksanakan P
Masing-Masing Es.lI Sop
Menyampaikan Hasil
Telaah Rapat Reviu SOP
Yang Memerlukan 30 Hasil Telaah Telah
! Tindaklanjut Perbaikan @ O WM EOH Menit | Direviu
Dari Masing-Masing Unit
Es.lI
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MAHKAMAH AGUNG RI
Direktorat Jenderal
Badan Peradilan Umum
Jin. Jenderal Ahmad Yani Kav. 58
Bypass Cempaka Putih Timur

SK Penetapan SOP

655/DJU/SK.OT1.6/1V/2024

Nomor SOP 051

Tanggal Pembuatan 20 Januari 2015

Tanggal Revisi 30 Agustus 2024

Tanggal Efektif 23 Desember 2024

Disahkan oleh

Direktur Jenderal Badan
Jieradilan Umum

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PENYUSUNAN REVIU SOP (TAHAP II)

Dasar Hukum:

KualifikasiPelaksana:

1. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik
Indonesia No. MA/SEK/07/SK/III/2006 tentang Organisasi
dan tata kerja Sekretariat Mahkamah Agung Republik
Indonesia;

2. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 002
Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar
Operasional Prosedur di Lingkungan Mahkamah Agung
dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya

1. D3 Semua Jurusan
2. S1 Semua Jurusan

Keterkaitan:

Peralatan/Perlengkapan:

1. SOP Penelaahan Standar Operasional Prosedur

1. Komputer

2. Printer

3. ATK

4. Jaringan Internet

Peringatan: Pencatatan dan pendataan:
Jika SOP tidak dilaksanakan, maka Reviu SOP terhambat 1. Buku Ekspedisi
2. SOP
Pelaksana Mutu Baku
No Kegiatan ;
Kasub - Unit Persyaratan/
Staf bag Kabag | Sek | Dirjen Terkait | Perlengkapan Waktu Output

Membuat Konsep Konsep

Notdin Permintaan . Notdin

= Hasil Perbaikan Reviu C) SEMEFTINEIET | 1L o Telah

SOP Dibuat
: v Konsep

2. mg&?ﬁt'k DCIEER Konsep Notdin M?é(r)\it Notdin
v Dicetak
. Konsep

3. o] Kasubb_ag. Konsep Notdin | 1 Jam | Notdin
Konsep Nota Dinas ( Terkoreksi
Mengajukan Koreksi Y Konsep

4. Konsep Notdin Kepada Konsep Notdin | 1 Jam | Notdin
Kabag. Ortala Terkoreksi
Menyampaikan .

- v Notdin

5. D NOtd'r.‘ Kepada Konsep Notdin | 2 Jam | Ditanda
Sesditjen Badilum tandani
Untuk Di Tandatangani g
Menyelenggarakan 1. Notula .

6 Rapat Reviu SOP ,_—L 2. Konsep 3 Jam gﬁgll(usasr%i
Beserta Seluruh - Hasil Telaah an
Pejabat SOP
Menyampaikan Hasil
Perbaikan Telaah » Dokumen Hasil

7 Reviu SOP Yang Telah E Reviu SOP 1 Jam Telaah
Dikoreksi Dan Disetujui Terkoreksi Telah
Oleh Masing-Masing v (Es.Il) Direviu
Pejabat Es.lI E j
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Pelaksana Mutu Baku
No Kegiatan -
Staf Kg;;b Kabag | Sek | Dirjen Tgrigit Ff)eeriﬁgﬂggﬁ Waktu Output
Menerima Hasil : Dokumen Dokumen
8 Perbaikan Reviu SOP \ Reviu SOP 14 Reviu SOP
' Dari Masing-Masing Terkoreksi Hari Telah
Unit Eselon 11 I;il (Es.IN) Direviu
Mengoreksi Dokumen
Reviu SOP Yang Tellah v Dokumen Dokumen
9 Diserahkan Masing- Reviu SOP 1 Jam Reviu SOP
’ Masing Bagian Terkoreksi Telah
Sebelum Dikompilasi \> (Es.IN) Direviu
Keseluruhan
Mengkompilasi Hasil
Perbaikan Reviu SOP v gg\ljiltmseonp gg\ljiltmsegp
10. | Per Unit Es.Il Menjadi Ej R e 5Hari | ot ompiia
Konsep Dokumen SOP (Es.ll) i
Ditjen Badilum )
Menyampaikan Draf
Reviu SOP Hasil Y Dokumen
11 Perbaikan Unit Es.lI Reviu SOP 1 Jam gg\ljiltm;gp
| Untuk Dilakukan \( Terkoreksi Terkoreksi
Koreksi Dan Paraf Oleh (Es.IN
Kabag Ortala
Menyampaikan Draf
Reviu SOP Hasil v Dokumen
Perbaikan Unit Es.lI Reviu SOP Dokumen
12. | Untuk Dilakukan Terkoreksi 1Jam | Reviu SOP
Koreksi Dan Paraf Oleh (Es.II) Terkoreksi
Sekretaris Ditjen '
Badilum
Dokumen Dokumen
Penandatanganan > Reviu SOP .| Reviu SOP
= Reviu SOP Oleh Dirjen E Terkoreksi 1L et Ditanda
(Es.IN) tangani
Menyerahkan Hasil Dokumen
Koreksi Reviu SOP < ; Dokumen
L Untuk Dilakukan —" FSQ_equ_SOP K 1L JENT Reviu SOP
Pencetakan Buku 'ap Diceta
Melakukan
15. | Pendistribusian Buku gg\ljiltmseonp 1 Jam gg\ljiltmseonp
SOP
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JIn. Jenderal Ahmad Yani Kav. 58 Bypass

MAHKAMAH AGUNG RI
Direktorat Jenderal
Badan Peradilan Umum

Cempaka Putih Timur

SK Penetapan SOP

655/DJU/SK.OT1.6/1V/2024

Nomor SOP

052

Tanggal Pembuatan

20 Januari 2015

Tanggal Revisi

30 Agustus 2024

Tanggal Efektif

23 Desember 2024

Disahkan oleh

Direktur Jenderal Badan

radilan Umum

e

STANDAR OPERASIONAL

PROSEDUR (SOP)

PENYUSUNAN REVIU MANAJEMEN RISIKO (TAHAP 1)

Dasar Hukum:

KualifikasiPelaksana:

1. Peraturan Pemerintah Nomor

Pengendalian Intern Pemerintah;
2. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor

475/SEK/SK/VII/2019 tentang
Lingkungan Mahkamah Agung

3. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia No.

MA/SEK/07/SK/I11/2006 tentang

Mahkamah Agung Republik Indonesia;
4. Peraturan Kepala Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan

Nomor: PER-688/K/D4/2012
Penilaian Risiko di Lingkungan |

60 Tahun 2008 tentang Sistem

Pedoman Manajemen Risiko di
dan Badan Peradilan di Bawahnya;
Organisasi dan tata kerja Sekretariat

tentang Pedoman Pelaksanaan
nstansi Pemerintah;

1. D3 Semua Jurusan
2. S1 Semua Jurusan

Keterkaitan:

Peralatan/Perlengkapan:

1. SOP Penyusunan Reviu Standar Operasional Prosedur
2. SOP Penyusunan Reviu Manajemen Risiko

1. Komputer
2. Printer
3. ATK

Peringatan: Pencatatan dan pendataan:
Jika SOP tidak dilaksanakan, maka Penelaahan Manajemen Risiko akan 1. Buku Ekspedisi
terhambat
Pelaksana Mutu Baku
No Kegiatan ;
Kasub Unit Persyaratan/
Sl bag aieg Terkait Perlengkapan bR Ollifput
Reviu MR Dari
Mengumpulkan Data Keseluruhan Dokumen Reviu Masing-Masing
L Manajemen Risiko (MR) @ MR - Unit Eselon Il
Terkumpul
1.Dokumen Reviu Dokumen Reviu
Menyusun Bahan Dan Referensi MR . .
3 ] MR Dilengkapi
2. | Sebagai Kelengkapan > 2.Bahan/ 1 Hari
Penelaahan MR — Referensi e [PETEU
Untuk Penelaahan
Pendukung
Meneelaah Dan Mereviu MR Pada Dokumen Reviu
3. | Masing-Masing Unit Es Il Ditjen Ej MR 14 Hari | Hasil Telaah MR
Badilum
4. Melaporkan Hasil Reviu MR Dokumen Reviu 1 Hari Hasil Telaah .
Kepada Kabag Ortala g MR Manajemen Risiko
Membuat Konsep Surat
5. | Undangan Reviu MR Kepada | Surat Undangan 1 Jam MoREED SUE

Masing-Masing Unit Es.lI

Telah Disetujui

Melaksanakan Rapat Reviu MR

1.Notula

Rapat Manajemen

6 Dengan Masing-Masing Es.I| I_—l agokumen Reviu R g:zlliganakan
Menyampaikan Hasil Telaah
Rapat Reviu MR Yang v : n

7 Memerlukan Tindaklanjut ( ) l\D/l(;{kumen Gl 30 Menit ?(gliLTDeilrae?/liqu

Unit Es.II

Perbaikan Dari Masing-Masing
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MAHKAMAH AGUNG RI
Direktorat Jenderal
Badan Peradilan Umum
Jin. Jenderal Ahmad Yani Kav. 58
Bypass Cempaka Putih Timur

SK Penetapan SOP

655/DJU/SK.OT1.6/1V/2024

Nomor SOP

053

Tanggal Pembuatan

20 Januari 2015

Tanggal Revisi

30 Agustus 2024

Tanggal Efektif

23 Desember 2024

Disahkan oleh

Direktur Jenderal Badan
eradilan Umum

arﬁbang yanto

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PENYUSUNAN REVIU MANAJEMEN RISIKO (TAHAP 1)

Dasar Hukum:

KualifikasiPelaksana:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;

Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik
Indonesia Nomor 475/SEK/SK/VI11/2019 tentang Pedoman
Manajemen Risiko di Lingkungan Mahkamah Agung dan
Badan Peradilan di Bawahnya;

Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik
Indonesia No. MA/SEK/07/SK/IN1/2006 tentang Organisasi
dan tata kerja Sekretariat Mahkamah Agung Republik
Indonesia;

Peraturan Kepala Badan Pengawas Keuangan dan
Pembangunan Nomor: PER-688/K/D4/2012 tentang
Pedoman Pelaksanaan Penilaian Risiko di Lingkungan
Instansi Pemerintah

2.

1. D3 Semua Jurusan
2. S1 Semua Jurusan

Keterkaitan:

Peralatan/Perlengkapan:

1. SOP Penyusunan Reviu Standar Operasional Prosedur
2. SOP Penelaahan Manajemen Risiko

1. Komputer

2. Printer

3. ATK

4. Jaringan Internet

Peringatan:

Pencatatan dan pendataan:

Jika SOP tidak dilaksanakan, maka Reviu Manajemen Risiko
terhambat

1. Buku Ekspedisi
2. SOP

Pelaksana Mutu Baku
No Kegiatan :
ta abag e irjen ] aktu utput
st | ¥gai® [ avag | sek [ owen | ponty | Forerea waau [ o
Membuat Konsep Konse
Nota Dinas ( ) Notdinp
1. Permintaan Reviu Konsep Notdin | 1 Jam Telah
Risiko Pada Masing- Dibuat
Masing Unit Es.lI
. Konsep
2. Menget.|k I r' Konsep Notdin 30. Notdin
Nota Dinas Menit Dicetak
. Konsep
Koreksi Kasubbag. . .
3. Konsep Nota Dinas ‘/ Konsep Notdin | 1 Jam "I\'l:rtlfcl)r:eksi
SR X
4. Kepa dg Kabag / Konsep Notdin | 1 Jam | Notdin
Ortala \ I Terkoreksi
Menyampaikan
Konsep Nota Dinas Notdin
5. Kepada Sesditjen Konsep Notdin | 2 Jam | Ditanda
Badilum Untuk Di vy tangani
Tandatangani
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Pelaksana Mutu Baku
No Kegiatan :
Kasub L Unit Persyaratan/
Staf bag Kabag Sek | Dirjen Terkait | Perlengkapan Waktu Output
Menyelenggarakan
Rapat Reviu MR 1. Notula Reviu MR
6 Beserta Seluruh 2. Hasil Telaah | 3 Jam | Dilaksana-
Pejabat Pemilik MR kan
Risiko ]
Menyampaikan Hasil L
Perbaikan Telaah .
X Dokumen Hasil
RSN LR VI 1 2 Reviu MR Telaah MR
7 Dikoreksi Dan ST T 1 Jam Tl
Disetujui Oleh v (Es.ll) Direviu
Masing-Masing E:l :
Pejabat Es.lI
Laporan
Menerima Hasil Dokumen Pengelo
8 Perbaikan Reviu MR Reviu MR 14 laan Risiko
’ Dari Masing-Masing Terkoreksi Hari | Dan Reviu
Unit Eselon Il v (Es.ll) MR Telah
[ Direviu
Mengoreksi Dokumen L
Reviu MR Yang Telah Dokumen LP Risiko
9 Diserahkan Masing- v Reviu MR 1 Jam Dan Reviu
’ Masing Bagian Terkoreksi MR Telah
Sebelum Dikompilasi (Es.IN Direviu
Keseluruhan
Mengkompilasi Hasil LP Risiko
Perbaikan Reviu Per ggbﬁjmﬁg Dan Reviu
10. | Unit Es.ll Menjadi Terkoreksi 5 Hari | MR
Konsep Dokumen MR v (Es.ll) Terkomp
Ditjen Badilum |——| ’ ilasi
|
| S| )
Konsep LP Risiko
Menyusun Lap_or_an Laporan . | Dan Reviu
11 | Pengelolaan Risiko Penaelolaan 5 Hari MR
DI e [EEeH Risilgo Terkoreksi
Menyampaikan I—. |
gggsg%;&;ﬁg;ko —! Laporan LP Risiko
ng Pengelolaan Dan Reviu
12. | Unit Es.Il Untuk Risiko 2 Jam MR
DIELW e (ErEe) Terkoreksi Terkoreksi
Dan Paraf Oleh
Kabag Ortala X
Menyampaikan
Laporan
gggsgl%ll:'g;oggiko A Laporan Pengelo
Uniths 1l Untuk Pengelolaan laan Risiko
13. . : . Risiko 3 Jam | Dan Reviu
Dilakukan Koreksi Terkoreksi MR
D [P O (Es.I) Ditandatan
Sekretaris Ditjen ’ ani
Badilum 9
Laporan
Penandatanganan Laporan Pengelo
14. | Laporan Pengelolaan Pengelolaan 1 Hari | laan Risiko
Risiko Oleh Dirjen Risiko Dan Reviu
i A MR
Mengarsipkan L EZ?\;;?S
Dokumen Reviu MR Laporan 30 laan Risiko
15. | Beserta Laporan Pengelolaan Menit | Dan Reviu
Pengelolaan Risiko Risiko MR Telah
Ditjen Badilum Diarsipkan
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MAHKAMAH AGUNG RI
Direktorat Jenderal
Badan Peradilan Umum
Jin. Jenderal Ahmad Yani Kav. 58
Bypass Cempaka Putih Timur

SK Penetapan SOP 655/DJU/SK.OT1.6/IV/2024

Nomor SOP 054

Tanggal Pembuatan 20 Januari 2015

Tanggal Revisi 30 Agustus 2024

Tanggal Efektif 23 Desember 2024

Direktur Jenderal Badan
eradilan Umum

Disahkan oleh

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

MAJALAH

DANDAPALA

Dasar Hukum:

KualifikasiPelaksana:

1.

2.

3.

Peraturan Presiden RI Nomor 13 Tahun 2005 tentang
Sekretariat Mahkamah Agung
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008
Keterbukaan Informasi Publik;

Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia
Nomor  2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar
Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan

Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan di
Lingkungan Peradilan Umum, Buku Il Edisi Revisi Tahun
2010

Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor
026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan
Peradilan

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negera dan
Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang
Pedoman Penyusunan standar Operasional Prosedur
AdministrasiPemerintahan

Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor
MA/SEK/07/SK/II/2006 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Sekretariat Mahkamah Agung Republik Indonesia.
Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung Republik
Indonesia Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pedoman
Monitoring dan Evaluasi Terhadap Standar Operasional
Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya
Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung Republik

Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pedoman
Penyusunan Standar Operasional Mahkamah Agung dan
Badan Peradilan di Bawahnya

tentang

1. Pendidikan minimal D3.
2. Memiliki Kemampuan pengolahan data
3. Memiliki kemampuan di bidang Jurnalistik

Keterkaitan: Peralatan/Perlengkapan:
1. Merupakan salah satu tugas Direktorat Jenderal Badan 1. Komputer
Peradilan Umum 2. Printer
2. Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri 3. Scanner
4. Naskah

Peringatan:

Pencatatan dan pendataan:

Apabila tidak dilaksanakan sesuai SOP, maka berpengaruh

1. Data permintaan dari pelapor

terhadap penyusunan majalah Dandapala. 2. Data hasil monitoring dan evaluasi
Pelaksana Mutu
. Koor Tim
e NEEEED Redaktur Pelrjﬁng Sek Redaktur Persyaratan/ Waktu Output
Dan 'gw agb Redaksi Majalah Perlengkapan P
dapala J Dandapala
SK Tim
Menyusun SK Tim Penyusun [j Redaktur
1 dan Redaktur Majalah Disposisi 1 Hari | Majalah
Dandapala. Dan
dapala
Menerima naskah / artikel / Naskah / .
> berita / tulisan dari artikel / berita / 1 Hari I\D/I:Lalah
kontributor majalah tulisan dapala
Dandapala kontributor P
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Pelaksana Mutu
. Koor Tim
IO e Redaktur Pegﬁng Sek Redaktur Persyaratan/ Waktu Outout
Dan 'gwagb Redaksi Majalah Perlengkapan P
dapala ! Dandapala
Mengagendakan rapat Tim
Majalah Dandapala dan Ij
seluruh redaktur untuk
membahas isu isu hukum Maialah
3 S [N N ) ELEN Disposisi 5 Hari Da:1
diangkat serta mendapatkan P dapala
masukan dan persetujuan P
mengenai naskah / artikel /
berita / tulisan yang
dipublikasikan
Melaksanakan rapat dengan v ﬁgﬁﬂgﬁ /rapat Majalah
seluruh tim beserta - . .
& kontributor terkait majalah I_—_—l ﬁjrlti'ggrl]/ LR Lt c?:;ala
DRI kontributor
Menelaah dan memilih
naskah / artikel / berita / NEs Gl :
tulisan untuk dilakukan art_lkel / berita / . Majalah
5 koreksi/perbaikan dan Ej ng:iﬁgu tor 5 Har g:nala
dimuat dalam edisi yang Koreksi p
akan datang yang dikoreksi
Melakukan penyesuaian
S - Naskah /
koreksi artikel / berita / - . .
tulisan sebelum dipublikasi di v art_lkel / berita / . Majalah
6 - ) tulisan 1 Hari | Dan
majalah Dandapala sesuai |::| kontributor dapala
dengan kriteria penulisan telah disetujui P
Dandapala.
Memeriksa naskah siap
cetak Majalah Dandapala 2‘%?(';?? t/)erita / Majalah
7 dan memberi paraf < tulisan 1 Hari | Dan
persetujuan untuk dicetak / Kontributor dapala
dan dipublikasi telah diparaf
Menyerahkan naskah untuk ~ |—_| . Majalah
8 dilakukan pencetakan buku L B;ifégﬂz{ﬂah 15 Hari | Dan
dan elektronik P dapala
Melakukan pengiriman dan . Majalah
9 Distribusi Majalah [_j 'l\)/lgﬂghala 15 Hari | Dan
Dandapala p dapala
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MAHKAMAH AGUNG RI
Direktorat Jenderal

Badan Peradilan Umum

Jin. Jenderal Ahmad Yani Kav. 58 Disahkan oleh Direktur Jenderal Badan

Bypass Cempaka Putih Timur

SK Penetapan SOP 655/DJU/SK.OT1.6/IV/2024

Nomor SOP 055

Tanggal Pembuatan 20 Januari 2015
Tanggal Revisi 30 Agustus 2024
Tanggal Efektif 23 Desember 2024

—Reradilan Umum

Bam bang Myanto

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

LAYANAN SURAT MASUK

Dasar Hukum:

KualifikasiPelaksana:

1. Undang-undang Nomor
Administrasi Pemerintahan;

2. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2005 tentang
Sekretariat Mahkamah Agung;

3. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik
Indonesia No0.131/KMA/SK/VII/2023 tentang Pedoman
Tata Naskah Dinas di Lingkungan Mahkamah Agung dan

30 Tahun

2014 tentang 1. DIl Semua Jurusan

Badan Peradilan yang berada dibawahnya;

4. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 002
tahun 2012 Pedoman Penyusunan Standar Operasional
Prosedur di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan

Peradilan Yang Berada Di Bawahnya;

5. Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik
Indonesia No. MA/SEK/07/SK/III/2006 tentang Organisasi
dan tata kerja Sekretariat Mahkamah Agung Republik

Indonesia.

2.S1 Semua Jurusan

Keterkaitan:

Peralatan/Perlengkapan:

1. SOP Surat Keluar
2. SOP Pengelolaan Arsip

1. Komputer/ Laptop
2. Scanner
3. Printer
4. Aplikasi persuratan

Peringatan: Pencatatan dan pendataan:
Jika SOP tidak dilaksanakan, Maka tidak tertibnya 1. Aplikasi persuratan
Administrasi Tata Persuratan. 2. Lembar tanda terima
Pelaksana Mutu Baku
No Kegiatan
Staf Kasubbag | Unit Terkait PENEEEEL Waktu Output
Perlengkapan
1, | Menerima dan memilah Combar | 2menit | dings dan surst
surat/berkas masuk IC) Disposisi pribadi
mgr:v:rl;dhiindzﬂrat Surat/ Berkas; Terarahnya surat
2. 9 - Lembar 5 menit | masuk ke masing-
N - Disposisi masing unit kerja
masing unit kerja P 9 J
Menginput surat masuk v Avlikasi Diinputnya surat
3. ke dalam aplikasi ] Pgrsuratan 5 menit | dalam Aplikasi
persuratan Persuratan
Diantarnya surat
Mengantar berkas/surat % Surat masuk; . ’
“ masuk ke unit kerja T Tanda Terima & el dgn tanda terlma
ditandatangani.
Mengarsipkan tanda P Tanda terima .. | Diarsipkannya
2 terima surat masuk C)‘ berkas/surat Dl tanda terima
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SK Penetapan SOP 655/DJU/SK.OT1.6/IV/2024

Nomor SOP 056
Tanggal Pembuatan 20 Januari 2015
MAHKAMAH AGUNG RI _
Direktorat Jenderal Tanggal Revisi 30 Agustus 2024

Tanggal Efektif 23 Desember 2024

Badan Peradilan Umum

Direktur Jenderal Badan
eradilan Umum

Jin. Jenderal Ahmad Yani Kav. 58 Disahkan oleh

Bypass Cempaka Putih Timur

ar‘n bang Myanto

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PENGIRIMAN SURAT KELUAR

Dasar Hukum: KualifikasiPelaksana:

30 Tahun 2014 1. DIl Semua Jurusan

2.S1 Semua Jurusan

1. Undang-undang Nomor
Administrasi Pemerintahan;

2. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2005 tentang
Sekretariat Mahkamah Agung;

3. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik
Indonesia No0.131/KMA/SK/VII/2023 tentang Pedoman
Tata Naskah Dinas di Lingkungan Mahkamah Agung dan
Badan Peradilan yang berada dibawahnya;

4. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 002
tahun 2012 Pedoman Penyusunan Standar Operasional
Prosedur di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan
Peradilan Yang Berada Di Bawahnya;

5. Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik
Indonesia No. MA/SEK/07/SK/III/2006 tentang Organisasi
dan tata kerja Sekretariat Mahkamah Agung Republik
Indonesia.

tentang

Keterkaitan: Peralatan/Perlengkapan:

1. SOP Penomoran Surat Keluar
2. SOP Pengelolaan Arsip

1. Komputer/ Laptop
2. Printer

3. Aplikasi persuratan
4. Aplikasi MS. Office

Peringatan: Pencatatan dan pendataan:
Jika SOP tidak dilaksanakan, Maka tidak tertibnya 1. Aplikasi persuratan
Administrasi Tata Persuratan. 2. Lembar tanda terima
Pelaksana Mutu Baku
Kegiatan
No . . Persyaratan/
Staf Kasubbag | Unit Terkait Perlengkapan Waktu Output
Menerima surat 3 Diterimanya  Surat
1. | dinas dari masing- C) 1. Surat dinas menit | dinas yang akan di
masing unit kerja I kirim
 E—
Memilah dan ; 5 Terpilahnya  Surat
2. memvalidasi surat I:I 1. Surat dinas . | Surat dinas yang
i menit S
dinas akan di kirim
Menginput surat 1. Surat dinas 5 Terinputnya  surat
dinas yang akan 2. Aplikasi .. | kedalam aplikasi
3. A menit
dikirim Persuratan persuratan
. 1. Surat dinas Tersusunnya surat
4. Menylapkan.s.u.rat l_—_l 2. Lembar Tanda 10. dinas yang akan di
yang akan dikirim . menit | ..
Terima kirim
Mengirim surat 1. Surat dinas L
5. | keluar melalui > I_—_| 2. Lembar Tanda n}(gr?it 3'ela||(l':i"22¥?0r Fs)grsat
Kantor Pos Terima
Mengarsipkan Lembar tanda 5 Diarsiokannva
6. Lembar Tanda ( )< terima surat dinas menit tandarierimg
terima surat keluar
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MAHKAMAH AGUNG RI
Direktorat Jenderal
Badan Peradilan Umum
Jin. Jenderal Ahmad Yani Kav. 58
Bypass Cempaka Putih Timur

SK Penetapan SOP 655/DJU/SK.OT1.6/IV/2024

Nomor SOP 057
Tanggal Pembuatan 20 Januari 2015
Tanggal Revisi 30 Agustus 2024

Tanggal Efektif 23 Desember 2024

Direktur Jenderal Badan
eradilan Umum

Disahkan oleh

& _ai*‘ﬁbang yanto

STANDAR OPERASIONAL

PROSEDUR (SOP)

PENOMORAN SURAT KELUAR

Dasar Hukum:

KualifikasiPelaksana:

1. Undang-undang Nomor 43 tahun 2009 tentang Kearsipan 1. DIl Semua Jurusan
2. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang 2. S1 Semua Jurusan
Administrasi Pemerintahan;
3. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2005 tentang
Sekretariat Mahkamah Agung;
4. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik
Indonesia No0.131/KMA/SK/VII/2023 tentang Pedoman
Tata Naskah Dinas di Lingkungan Mahkamah Agung dan
Badan Peradilan yang berada dibawahnya;
5. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 002
tahun 2012 Pedoman Penyusunan Standar Operasional
Prosedur di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan
Peradilan Yang Berada Di Bawahnya;
6. Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik
Indonesia No. MA/SEK/07/SK/III/2006 tentang Organisasi
dan tata kerja Sekretariat Mahkamah Agung Republik
Indonesia.
Keterkaitan: Peralatan/Perlengkapan:
1. SOP Surat Masuk 1. Komputer/ Laptop
2. SOP Surat Keluar 2. Printer
3. SOP Pengelolaan Arsip 3. Aplikasi persuratan
Peringatan: Pencatatan dan pendataan:
Jika SOP tidak dilaksanakan, Maka tidak tertibnya 1. Aplikasi persuratan
Administrasi Tata Persuratan. 2. Lembar tanda terima
Pelaksana Mutu Baku
e Kegiatan . . Persyaratan/
Staf Kasubbag | Unit Terkait Perlengkapan Waktu Output
Menerima surat yang telah
ditandatangani oleh Diterimanya
pimpinan untuk diberikan Surat dinas; .. | Surat dinas
L nomor sesuai dengan C) Lembar Disposisi S menit yang akan
klasifikasi persuratan diberi nomor
Mahkamah Agung RI
Mengklasifikasi surat yang Sur.at d!nas; . Surat dinas
2. akan diberi penomoran Aplikasi 5 menit | yang akan
i Persuratan diberi nomor
Memberikan nomor dan 4 Surat dinas; 10 FENSITEIEN
o surat dinas di
3. tanggal surat kedalam Aplikasi . D
Aplikasi Persuratan If Persuratan izl erpllEE]
persuratan
Menyampaikan Surat dinas
4. penomoran surat tersebut - Surat dinas 5 menit | yang sudah
kepada unit pemohon g diberi nomor
. " Can Laporan IDiarsipkannya
. engarsipkan laporan .. | laporan
penogmorgn dinasl.3 C__ e pandulde SIS Rl pepnomoran
dinas; Ordner dinas
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SK Penetapan SOP 655/DJU/SK.OT1.6/IV/2024

MAHKAMAH AGUNG RI
Direktorat Jenderal
Badan Peradilan Umum

Jin. Jenderal Ahmad Yani Kav. 58

Bypass Cempaka Putih Timur

Nomor SOP 058
Tanggal Pembuatan 20 Januari 2015
Tanggal Revisi 30 Agustus 2024

Tanggal Efektif

23 Desember 2024

Disahkan oleh

Direktur Jenderal Badan
eradilan Umum

: am bang Myanto

STANDAR OPERASIONAL

PROSEDUR (SOP)

PENGOLAHAN ARSIP

Dasar Hukum:

KualifikasiPelaksana:

1. Undang-undang Nomor 43 tahun 2009 tentang Kearsipan

1. DIl Semua Jurusan
2.S1 Semua Jurusan

2. Surat Keputusan Presiden Nomor 105 Tahun 2004

3.

tentang Pengelolaan Arsip Statis

Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik
Indonesia No0.131/KMA/SK/VII/2023 tentang Pedoman
Tata Naskah Dinas di Lingkungan Mahkamah Agung dan
Badan Peradilan yang berada dibawahnya;

Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 002
tahun 2012 Pedoman Penyusunan Standar Operasional
Prosedur di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan
Peradilan Yang Berada Di Bawahnya;

Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik
Indonesia No. 627/SEK/SK/VII/2023 tentang Klarifikasi
Arsip dan Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip di
Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di
Bawahnya.

Keterkaitan:

Peralatan/Perlengkapan:

1. SOP Surat Keluar
2. SOP Pengelolaan Arsip

1. Panduan dalam pengelolaan buku arsip
2. Aplikasi tata persuratan dinas

Peringatan: Pencatatan dan pendataan:
Jika SOP tidak dilaksanakan, Maka akan kesulitan dalam 1. Dokumen Arsip
melacak pengolahan arsip 2. Ordner
Pelaksana Mutu Baku
No Kegiatan
Staf Kasubbag IS Waktu Output

Perlengkapan

Menerima Arsip Masuk dari

Arsip dari unit pengolah

Pimpiman sesuai disposisi Q_ Arsip Masuk S ke unit arsiparis TU
1. menit
surat
LI
2. Mengklasifikasi Arsip I—J Arsip Masuk mgnit Terklasifikasinya arsip
\ 4
3. Menentukan Indeks Berkas I:I Arsip Masuk m: nit Terindeksnya Berkas
Penataan Arsip dalam box I:I < Arsip Masuk; 30 .
4. . N : .. | Tertatanya arsip
Arsip Box Arsip menit
Penyusunan Kartu Arsip A 4 10
5. untuk mempermudah ( ) Kartu Arsip menit Tersusunnya kartu arsip

pencarian arsip
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MAHKAMAH AGUNG RI
Direktorat Jenderal
Badan Peradilan Umum

Jin. Jenderal Ahmad Yani Kav. 58

Bypass Cempaka Putih Timur

SK Penetapan SOP

655/DJU/SK.OT1.6/1V/2024

Nomor SOP

059

Tanggal Pembuatan

20 Januari 2015

Tanggal Revisi

30 Agustus 2024

Tanggal Efektif

23 Desember 2024

Disahkan oleh

Direktur Jenderal Badan
eradilan Umum

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PENGGANDAAN DAN PENCETAKAN BLANKO/FORMULIR/
KOP SURAT DAN KEPERLUAN KANTOR LAINNYA

Dasar Hukum:

KualifikasiPelaksana:

1.
2.

3.

1. DIl Semua Jurusan
2.S1 Semua Jurusan

Undang-undang Nomor 43 tahun 2009 tentang Kearsipan
Surat Keputusan Presiden Nomor 105 Tahun 2004
tentang Pengelolaan Arsip Statis

Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik
Indonesia No0.131/KMA/SK/VII/2023 tentang Pedoman
Tata Naskah Dinas di Lingkungan Mahkamah Agung dan
Badan Peradilan yang berada dibawahnya;

Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 002
tahun 2012 Pedoman Penyusunan Standar Operasional
Prosedur di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan
Peradilan Yang Berada Di Bawahnya;

Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik
Indonesia No. 627/SEK/SK/VII/2023 tentang Klarifikasi
Arsip dan Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip di
Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di
Bawahnya.

Keterkaitan:

Peralatan/Perlengkapan:

1.

SOP Surat Masuk 1. Mesin fotokopi

2. Alat Tulis Kantor

Peringatan:

Pencatatan dan pendataan:

Jika SOP tidak dijalankan, maka akan terhambat berkas yang
akan digandakan.

1. Berkas yang digandakan

Pelaksana Mutu Baku
No Kegiatan ]
Unit Persyaratan/

Staf Kasubbag Terkait Perlengkapan Waktu Output
Menerima
permohonan C) Berkas yang akan 5 menit | L@poran untuk
penggandaan/ digandakan penggandaan
pencetakan berkas |
Menelaah jumlah _ Berkas yang
kebutuhan untuk Berkas yang akan di 5 menit | akan
penggandaan/ gandakan digandakan
pencetakan berkas | 9

I
Melaksanakan L B.erkas yang akan Berkas yang
proses digandakan; Mesin 120 dah
enggandaan/ Fotokopi; Alat Tulis menit suda
P ’ digandakan
pencetakan berkas Kantor
e (] Berkas sudah selesai Eétﬁ(grgiggﬁ
4. | penggandaan/ > . 10 menit
> digandakan penggandaan

Pencetakan
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MAHKAMAH AGUNG RI
Direktorat Jenderal
Badan Peradilan Umum
Jin. Jenderal Ahmad Yani Kav. 58
Bypass Cempaka Putih Timur

SK Penetapan SOP 655/DJU/SK.OT1.6/IV/2024

Nomor SOP 060
Tanggal Pembuatan 20 Januari 2015
Tanggal Revisi 30 Agustus 2024

Tanggal Efektif 23 Desember 2024

Direktur Jenderal Badan
eradilan Umum

Disahkan oleh

@u‘n bang Myanto

STANDAR OPERASIONAL

PROSEDUR (SOP)

PENATAAN TATALAKSANA PERSURATAN

Dasar Hukum:

KualifikasiPelaksana:

1.

2.

St

7.

Undang-Undang Nomor
Kearsipan;
Undang-Undang Nomor
Administrasi Pemerintahan;
Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 Tentang
Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;

Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik
Indonesia No.131/KMA/SK/VII/2023 Tentang Pedoman
Tata Naskah Dinas di Lingkungan Mahkamah Agung dan
Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya;

Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik
Indonesia No. MA/SEK/07/SK/I11/2006 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Sekretariat Mahkamah Agung Republik
Indonesia;

Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 002
tahin 2012 tentang Pedoman penyusunan Standar
Operasional Prosedur di Lingkungan Mahkamah Agung
dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya.
Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 5 Tahun 2021
Tentang Pedoman Umum Tata Naskah Dinas.

43 Tahun 2009 Tentang

30 Tahun 2014 Tentang

1. DIl Semua Jurusan
2.S1 Semua Jurusan

Keterkaitan:

Peralatan/Perlengkapan:

Pedoman tata naskah dinas

1. Komputer
2.ATK

Peringatan:

Pencatatan dan pendataan:

Jika SOP tidak dilaksanakan, maka Penataan Tatalaksana
Persuratan Dinas tidak akan terwujud.

1. Pedoman Tata Naskah Dinas
2. Buku Penomoran surat dinas untuk eksternal
maupun internal

Pelaksana Mutu Baku
Kegiatan ]
Kasub Unit Persyaratan/
No Sl bag ialing) SES Terkait | Perlengkapan BB Output
Menghimpun bahan masukan
1. | pelaksanaan pada unit Ditjen () SUIEL ¢ | EEEMESTED
3 Permintaan Hari | persuratan
Badilum |
Melengkapi bahan serta data
. 3 Bahan tata
2. | terkait dengan tatalaksana % Data Hari | persuratan
persuratan —
Mempelajari pedoman serta |j 3
3. | konsep administrasi yang Pedoman Hari Pedoman
tersedia
4 | Mengidentifikasi L 3 Identifikasi 3 | Hasil identifikasi
* | permasalahan yang ditemukan i permasalahan | Hari | permasalahan
. . v . . .
5 Menerima hasil temuan Laporan Hasil 1 Menindaklanjuti
" | permasalahan temuan Hari | hasil temuan
]
Mengadakan sosialisasi e . | Sosialisasi
6. ' Sosialisasi 3hari | .
sesuai peraturan yang berlaku diadakan
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MAHKAMAH AGUNG RI
Direktorat Jenderal
Badan Peradilan Umum
Jin. Jenderal Ahmad Yani Kav. 58
Bypass Cempaka Putih Timur

SK Penetapan SOP

655/DJU/SK.OT1.6/1V/2024

Nomor SOP

061

Tanggal Pembuatan

20 Januari 2015

Tanggal Revisi

30 Agustus 2024

Tanggal Efektif

23 Desember 2024

Disahkan oleh

Direktur Jenderal Badan
ﬁ%eradilan Umum

| _,,ar"ﬁbang yanto

STANDAR OPERASIONAL

PROSEDUR (SOP)

PENYIAPAN DAN PENGATURAN TATA RUANG RAPAT

Dasar Hukum:

KualifikasiPelaksana:

1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120/PMK 06/2007
tentang Penata Usahaan Barang Milik Negara

2. Keputusan

Sekretaris

Mahkamah Agung Republik

Indonesia No. MA/SEK/07/SK/III/2006 tentang Organisasi
dan tata kerja Sekretariat Mahkamah Agung Republik
Indonesia

1. DIll Semua Jurusan
2. S1 Semua Jurusan

Keterkaitan:

Peralatan/Perlengkapan:

1. SOP Daftar Inventaris Ruangan

Ruangan
Meja
Kursi

Sound system
TV Monitor

OUOT B IS

komputer/Laptop

Peringatan:

Pencatatan dan pendataan:

Jika SOP tidak dilaksanakan, maka ruang rapat tidak
terselenggara dengan benar.

1. Surat permohonan penggunaan ruangan/peralatan
2. Bahan-bahan yang digunakan untuk rapat

Pelaksana Mutu Baku
No Kegiatan
Staf Kasub Persyaratan/ Waktu Output
bag Perlengkapan

1 Menerima tembusan surat Surat- uLndakr: gan 5 Diterimanya Laporan

undangan rapat BT, CE ok menit | penggunaan ruang rapat
Disposisi
Mendelegasikan Penyiapan * Surat undangan .
2 ruang rapat sesuai rapat; Lembar mle?]it Ezrs:tdlanya RUEEER
permohonan Disposisi P
Il kursi rapat yang I— L Tertatanya kursi, meja,
diperlukan dan menyiapkan 2. Kursi 15
3 .| DLL yang akan
sound sytem serta TV 3. Sound system menit di K
Monitor L | 4. TV monitor 'gunakan
1

Menerima laporan bghwa Pengawasan 60 Terpantaunya ruang

4 ruang rapat sudah siap .. | rapat yang yang akan
. ruang rapat menit |

digunakan digunakan
| g -

Melaporkan kepada atasan ; o Terkoordinasinya ruang

Koordinasi 5 .

5 bahwa ruang rapat sudah denaan atasan menit rapat yang selesai
selesai digunakan 9 digunakan
Memastikan ruang rapat L
telah selesai digunakan dan v Pengawasan 5 ;I’aergfln;?]unggégging

6 mengarahkan dirapikan ruang rapat menit digungkar?
kembali ruang rapat T

v Merapihkan

7 Merapihkan kembali ruang C} ruangan rapat 15 Dirapihkan ruang rapat

rapat yang sudah digunakan yang telah selesai | menit | yang selesai digunakan

digunakan

128




MAHKAMAH AGUNG RI

Direktorat Jenderal

Badan Peradilan Umum
Jin. Jenderal Ahmad Yani Kav. 58
Bypass Cempaka Putih Timur

SK Penetapan SOP 655/DJU/SK.OT1.6/IV/2024

Nomor SOP 062
Tanggal Pembuatan 20 Januari 2015
Tanggal Revisi 30 Agustus 2024

Tanggal Efektif 23 Desember 2024

Direktur Jenderal Badan
Deradilan Umum

Disahkan oleh

) r—_
am bang Myanto

STANDAR OPERASIONAL
PENUNJUKAN PENGHUNI RUMAH DINAS

PROSEDUR (SOP)

Dasar Hukum:

KualifikasiPelaksana:

1.

2.

Undang-undang Nomor
Perbendaharaan Negara;

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang
pengelolaan Barang milik Negara/ Daerah  sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38

tahun 2008;

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 57/PMK.06/2016
Pelaksanaan Sewa Barang Milik

tentang Tata Cara
Negara;

Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik
MA/SEK/07/SK/I11/2006
Organisasi dan tata kerja Sekretariat Mahkamah Agung

Indonesia  Nomor

Republik Indonesia.

1 Tahun

2004

tentang

tentang

1. DIl Semua Jurusan
2.S1 Semua Jurusan

Keterkaitan: Peralatan/Perlengkapan:
- 1. Komputer
2. ATK
Peringatan: Pencatatan dan pendataan:
Jika SOP tidak dilaksanakan, maka Penunjukan Aplikasi Sakti Modul Aset Tetap
Penghunian Rumah Dinas akan terhambat.
Pelaksana Mutu Baku
No Kegiatan ]
Kasub Unit | Persyaratan/
Staf bag Kabag Ses Terkait | Perlengkapan Waktu Output
. Diterimanya
Menerima surat Surat;
Permohonan menempati G Lembar mgnit Fneernme?r?ogsn
rumah dinas |_ Disposisi P
—1 rumah dinas
] Surat; Tersedianya
kMe?Larlggg?;aﬁiﬂgﬁgﬁz?rr:as | Lem ba_r 8 mle(r)ﬂt dgta e
Disposisi dinas
Membuat konsep SK * Surat; 15
Penunjukan Penghunian Lembar . | Konsep SK
: - . menit
Rumah Dinas Disposisi
Mengecek dan memaraf 20 Konsep SK
Konsep SK NESED SIS menit | diparaf
L
] 20 Konsep SK
Memparaf Konsep SK Konsep SK menit | diparaf
. 20 SK
Menandatangani SK > Konsep SK menit | ditandatangani
Menerima SK yang telah P 10 o
ditandatangani |—_—| « SLS menit SIX el
Menerima SK serta kunci SK dan kunci 60 Sgﬁrl'(rgr?:iya 2
rumah dinas rumah dinas menit -
rumah dinas
Mengarsipkan SK ( ) 5 Diarsipkannya
. . SK .
penunjukan rumah dinas menit | SK
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MAHKAMAH AGUNG RI
Direktorat Jenderal
Badan Peradilan Umum
JIn. Jenderal Ahmad Yani Kav. 58
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SK Penetapan SOP 655/DJU/SK.OT1.6/1V/2024

Nomor SOP 063

Tanggal Pembuatan 20 Januari 2015

Tanggal Revisi 30 Agustus 2024

Tanggal Efektif 23 Desember 2024
Disahkan oleh Direktur Jenderal Badan

—Reradilan Umum

STANDAR OPERASIONAL
PENGGUNAAN BARANG INVENTARIS

PROSEDUR (SOP)
BERUPA KENDARAAN DINAS

Dasar Hukum:

KualifikasiPelaksana:

1. Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2008 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara dan  Daerabh;

2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 87/PMK.06/2016
tentang Perubahan Peraturan Menteri Keuangan Nomor
246/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan
Penggunaan barang Milik Negara;

3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.06/2007
tentang Tata Cara
Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan  dan
Pemindahtanganan Barang Milik Negara;

4. Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor
MA/SEK/173a/SK/XI/2005 tentang Pedoman
Penatausahaan Barang Milik Negara di lingkungan
Mahkamah Agung dan Pengadilan di semua lingkungan
Peradilan;

5. Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik
Indonesia No. MA/SEK/07/SK/III/2006 tentang Organisasi
dan tata kerja Sekretariat Mahkamah Agung Republik

1. DIl Semua Jurusan
2.S1 Semua Jurusan

Indonesia.
Keterkaitan: Peralatan/Perlengkapan:
1. Komputer
- 2. ATK
3. Printer
Peringatan: Pencatatan dan pendataan:

Jika SOP tidak dilaksanakan, Maka Penunjukan Penggunaan
barang Inventaris berupa kendaraan dinas akan terhambat.

1. Aplikasi Sakti Modul Aset Tetap
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Pelaksana Mutu Baku
No Kegiatan .
Unit | Persyaratan/
Staf |Kasubbag| Kabag Ses Terkait| Perlengkapan Waktu Output
l;)/leerr:r(]ecr)lrr]r;arl]an 1. Surat/ Permohonan
( ) Berkas 5 Penggunaan
! Egzgg:];;r?ginas 2. Lembar menit | Kendaraan telah
Disposisi terdisposisi
Mengecek v 1. Surat/ Tersedianya
2 ketersediaan dan Berkas 10 Kendaraan
kelayakan kendaraan 2. Lembar menit | Dinas
dinas Disposisi yang layak
Tersedianya
MeenTJE'lfjaktaknonsep SK | v 1. Komputer 15 | konsep SK
3 P I I:I 2. Printer .| penunjukan
penggunaan menit
kendaraan dinas <k AT penggunaan
kendaraan dinas
Mengoreksi dan Konsep SK
memaraf Konsep SK | penunjukan 20 Konsep
4 penunjukan penggunaan .| SK yang telah di
menit
penggunaan kendaraan paraf
kendaraan dinas , dinas
Memaraf Konsep SK Kg:jﬁ% kan =i Konse
5 EEULED Eengg]unaan 2 SK yar?g telah di
penggunaan kendaraan T paraf
kendaraan dinas Ya dinas
3 v
Menarydatangam SK SK Ditanda tangani
6 penunjukan Tidak Penggunaan 20 SK
’ penggunaan h kendaraan menit kendraan dinas
kendaraan dinas dinas
L Diterima  dan
Menerima SK dan 2. Kunci 10 ditanda
7. | yang telah ditanda B 3. STNK menit tanganinya
tangani b Kendaraan SK penggunaan
dinas kendaraan dinas
1. SK Diserahkanya
'\Kﬂsggae;:;“rﬁ;]inas dan 2. Kunci 10 X eEm Km
8. 3. STNK .| serta SKCK
tanda tangan BAST menit ik
Kendaraan Dinas Kendaraan penunjukan
dinas kendaraan dinas
1.Berkas SK o D
. larsi Yy
Mengarsipkan SK penggunaan
9. | penggunaan ( ) kendaraan mgnit E;\gg:\agg:naan
kendaraan dinas dinas BT
2. Ordner
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MAHKAMAH AGUNG RI
Direktorat Jenderal
Badan Peradilan Umum
JIn. Jenderal Ahmad Yani Kav. 58
Bypass Cempaka Putih Timur

SK Penetapan SOP 655/DJU/SK.OT1.6/1V/2024

Nomor SOP 064
Tanggal Pembuatan 20 Januari 2015
Tanggal Revisi 30 Agustus 2024

Tanggal Efektif 23 Desember 2024

Direktur Jenderal Badan

Disahkan oleh

STANDAR OPERASIONAL
PINJAM PAKAI BARANG INVENTARIS

PROSEDUR (SOP)
BERUPA KENDARAAN DINAS

Dasar Hukum:

KualifikasiPelaksana:

1.

2.

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara dan  Daerabh;
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 87/PMK.06/2016
tentang Perubahan Peraturan Menteri Keuangan Nomor
246/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan
Penggunaan barang Milik Negara;

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.06/2007
tentang Tata Cara Penggunaan, Pemanfaatan,
Penghapusan dan Pemindahtanganan Barang Milik
Negara;

Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Rl Nomor
MA/SEK/173a/SK/XI/2005 tentang Pedoman
Penatausahaan BMN di lingkungan Mahkamah Agung dan
Pengadilan di semua lingkungan Peradilan;

Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik
Indonesia No. MA/SEK/Q7/SK/11/2006 tentang Organisasi
dan tata kerja Sekretariat Mahkamah Agung Republik
Indonesia.

1. DIl Semua Jurusan
2.S1 Semua Jurusan

Keterkaitan:

Peralatan/Perlengkapan:

1. Komputer
2. ATK
3. Printer

Peringatan:

Pencatatan dan pendataan:

Jika SOP tidak dilaksanakan, maka Penunjukan Penggunaan
barang Inventaris berupa kendaraan dinas akan terhambat.

Aplikasi Sakti Modul Aset Tetap
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Pelaksana Mutu Baku
No Kegiatan .
Unit Persyaratan/
Staf |Kasubbag| Kabag Ses Terkait | Perlengkapan waktu Output
Menerima 1. Surat/ E::\ESSEQZ:
1 Permohonan pinjam Berkas 5 R .
pakai kendaraan L 2. Lembar menit telah
dinas Disposisi terdisposisi
Mengecek | 1. Surat/ Tersedianya
5 ketersediaan  dan Berkas 10 kendaraan
kelayakan 2. Lembar menit | dinas yang
kendaraan dinas [ Disposisi layak
r_' Tersedianya
Membuat  konsep 1. Komputer konsep berita
3 berita acara pinjam 2 Printer 15 acara pinjam
pakai kendaraan . 3' ATK menit | pakai
dinas |_ : kendaraan
_i dinas
. Surat konsep Konsep berita
4 Eorek& .df”‘“ paliaf pinjam pakai 20 acara pinjam
konzep plnjg_m pakal kendaraan menit | pakai yang
endaraan dinas | dinas telah di paraf
f k iniam Surat konsep Konsep berita
5 parka_ oniepg)lnja Ya pinjam pakai 20 acara pinjam
g?‘ al endaraan kendaraan menit | pakai yang
inas dinas telah di paraf
Menanda tangani / Sgrrr%toh onan Ditanda
berita acara pinjam pert . 20 tangani SK
6 i piny . pinjam  pakai 8
pakai kendaraan Tidak kendaraan menit kgndraan
dinas dinas dinas
1. SK Diterimanya
Menerima berita 2. Kunci 10 berita  acara
7 acara yang telah < 3. STNK menit pinjam pakai
ditanda tangani Kendaraan kendaraan
dinas dinas
Menyerahkan _ 1. SK Diserahkan
Kendaraan  Dinas 5 v Kunci serta
8 dan tanda tangan 3 STNK 10 SKCK
Berita Acara pinjam ’ menit
i Kendaraan Kendaraan
pakai Kendaraan di dinas
Dinas Inas
. 1. Ordner Diarsipkannya
Mengarsmkan surat 5 Serta BAST pinjam
9 berita acara pinjam G acara 5 pakai
gakal kendaraan kendaraan menit kendaraan
Inas dinas dinas
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MAHKAMAH AGUNG RI
Direktorat Jenderal
Badan Peradilan Umum
JIn. Jenderal Ahmad Yani Kav. 58
Bypass Cempaka Putih Timur

SK Penetapan SOP

655/DJU/SK.OT1.6/IV/2024

Nomor SOP

065

Tanggal Pembuatan

20 Januari 2015

Tanggal Revisi

30 Agustus 2024

Tanggal Efektif

23 Desember 2024

Disahkan oleh

Direktur Jenderal Badan

STANDAR OPERASIONAL

PROSEDUR (SOP)

PEMELIHARAAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL KANTOR

Dasar Hukum:

KualifikasiPelaksana:

1.

2.

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara dan Daerah;

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 87/PMK.06/2016
tentang Perubahan Peraturan Menteri Keuangan Nomor
246/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan
Penggunaan barang Milik Negara;

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.06/2007
tentang Tata Cara Penggunaan, Pemanfaatan,
Penghapusan dan Pemindahtanganan Barang Milik
Negara;

Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Rl Nomor
MA/SEK/173a/SK/XI/2005 tentang Pedoman
Penatausahaan Barang Milik Negara di lingkungan
Mahkamah Agung dan Pengadilan di semua lingkungan
Peradilan;

Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik
Indonesia No. MA/SEK/Q7/SK/11/2006 tentang Organisasi
dan tata kerja Sekretariat Mahkamah Agung Republik
Indonesia.

1. DIl Semua Jurusan
2.S1 Semua Jurusan

Keterkaitan:

Peralatan/Perlengkapan:

1. Komputer
2. Printer
3. ATK

4. Aplikasi SAKTI Modul Aset tetap

Peringatan:

Pencatatan dan pendataan:

Jika SOP tidak dilaksanakan, Maka Pemeliharaan Kendaraan
Dinas Operasional akan terhambat

1. Aplikasi Sakti Modul Aset Tetap
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Pelaksana Mutu Baku
No Kegiatan n
Unit Persyaratan/
Staf Kasubbag Terkait Perlengkapan Waktu Output
Menerima Permohonan ; furatt)/ berkas 10 Sitere S
1 Pemeliharaan/ perbaikan - Lembar. et | e arer
Kendaraan Dinas (:) Disposisi
l——i 1. Surat/ berkas
Mendelegasikan ekl | e I[_)(_emba_r_ 30 Teridentifikasinya
2 Pengecekan Kendaraan L ISPOSIS menit kerusakan
Dinas Operasional Kantor 3. Kendaraan Kendaraan Dinas
dinas
1. Kendaraan
Mengecek dan Dinas 8
3 | Melaporkan Hasil Ya 2. Data laporan S ;%rgf:,ﬁnﬁ
p_engecekan kendaraan hasil menit pemeriksaan
dinas operasional pemeriksaan
Menyerahkan kendaraan £ dK_endaraan
4 dinas operasional ke > Inas 470 | Terpeliharanya
Penyedia Jasa untuk di 2. Kunci menit | kendaraan dinas
service 3. STNK
1. Kendaraan
Menerima kendaraan v dinas o
. . ; 10 Diterimanya
5 |dinasyangtelahdi 2. Kunci menit | kendaraan dinas
service dari penyedia jasa 3. STNK
1. Kendaraan
Menyerahkan Kendaraan dlnas_ 10 Dlserahkann_ya
6 | dinas ke pemohon 2. Kunci menit | kendaraan dinas
P 3. STNK operasional
Mengarsipkan Surat Surat/ Berkas gha:;stlpkannya
7 Permohonan C) Pemeliharaan 5 = h
Pemeliharaan Kendaraan Kendaraan menit ermononan
; ) Pemeliharaan
Dinas Dinas

Kendaraan Dinas
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MAHKAMAH AGUNG RI
Direktorat Jenderal
Badan Peradilan Umum
JIn. Jenderal Ahmad Yani Kav. 58
Bypass Cempaka Putih Timur

SK Penetapan SOP 655/DJU/SK.OT1.6/1V/2024

Nomor SOP 066
Tanggal Pembuatan 20 Januari 2015
Tanggal Revisi 30 Agustus 2024

Tanggal Efektif 23 Desember 2024

Direktur Jenderal Badan
_Peradilan Umum

Disahkan oleh

STANDAR OPERASIONAL

LAYANAN PEMELIHARAAN BA

PROSEDUR (SOP)
RANG INVENTARIS KANTOR

Dasar Hukum:

KualifikasiPelaksana:

1.

2.

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara dan  Daerabh;
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 87/PMK.06/2016
tentang Perubahan Peraturan Menteri Keuangan Nomor
246/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan
Penggunaan barang Milik Negara;

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.06/2007
tentang Tata Cara Penggunaan, Pemanfaatan,
Penghapusan dan Pemindahtanganan Barang Milik
Negara;

Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Rl Nomor
MA/SEK/173a/SK/XI/2005 tentang Pedoman
Penatausahaan BMN di lingkungan Mahkamah Agung dan
Pengadilan di semua lingkungan Peradilan;

Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik
Indonesia No. MA/SEK/Q7/SK/111/2006 tentang Organisasi
dan tata kerja Sekretariat Mahkamah Agung Republik
Indonesia.

1. DIl Semua Jurusan
2.S1 Semua Jurusan

Keterkaitan:

Peralatan/Perlengkapan:

1. Komputer

2. Printer

3. ATK

4. Aplikasi SAKTI Modul Aset tetap

Peringatan:

Pencatatan dan pendataan:

Jika SOP tidak dilaksanakan, maka Pemeliharaan Barang
Inventaris kantor akan terhambat.

1. Aplikasi Sakti Modul Aset Tetap
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Pelaksana Mutu Baku
No Kegiatan :
Unit Persyaratan/
Staf Kasubbag Terkait Perlengkapan Waktu Output
Menerima Permohonan 1. Surat/ Berkas .
1 Pemeliharaan Barang C) 2. Lembar mle?ﬂt Egﬁg?ﬁ:g:nsurat
Inventaris Kantor Disposisi
UEER 1. Surat/ Berkas
Mendelegasikan 2. Lembar 10 Terdisposisinya
2 Pengecekan Kerusakan Disposisi e Surat
Barang Inventaris Kantor 3. Barang Permohonan
inventaris
1. Barang
Melakukan Pengecekan dan Inv : Terdatanya
entaris 30 .
3 Melaporkan Kerusakan P > Laporan Hasil menit Barang Inventaris
Barang Inventaris Kantor - Ya - -aporan Has Kantor
Pengecekan
. Laporan hasil Tervalidasinya
Melaporkan Hasi pengecekan S | Pemeliharaan
4 Pengecekan Barang ‘ . q
Inventaris Kantor ke PPK v Barang Inventaris | menit | Barang Inventaris
Kantor Kantor
Menlnc_iak lanjuti Persetujuan Barang Inventaris 20 Terkoordlnasmyg
5. Pemeliharaan dan Perbaikan B .| Barang Inventaris
Barang Inventaris Kantor menit | Kantor
Menyerahkan barang . .
6. inventaris kantor ke penyedia Sl el s 450. _Terpellh_aranya
jasa Kantor menit | inventaris kantor
I
I o
ETETE (T2 (Ve [ Barang Inventaris 10 El\siﬁgﬁgylgntor
7 kantor yang telah diperbaiki/ Kantorg menit | vana telah
service dari penyedia jasa yang telal
diperbaiki
Menyerahkan inventaris DIEETE N
8 kant)c/)r ana telah dinerbaiki Barang inventaris 10 inventaris kantor
ke emghog P kantor menit | yang telah
P diperbaiki
1. Surat
Mengarsipkan Surat Pemeliharaan 5 Diarsipkannya
9. Permohonan Pemeliharaan ( ): inventaris .. | Surat
. menit
Barang Inventaris Kantor Kantor Permohonan
2. Ordner
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MAHKAMAH AGUNG RI
Direktorat Jenderal
Badan Peradilan Umum
Jin. Jenderal Ahmad Yani Kav. 58
Bypass Cempaka Putih Timur

SK Penetapan SOP 655/DJU/SK.OT1.6/1V/2024

Nomor SOP 067
Tanggal Pembuatan 20 Januari 2015
Tanggal Revisi 30 Agustus 2024

Tanggal Efektif 23 Desember 2024

Disahkan oleh Direktur Jenderal Badan

bang Myanto

STANDAR OPERASIONAL
DAFTAR BARANG

PROSEDUR (SOP)
RUANGAN

Dasar Hukum:

KualifikasiPelaksana:

1.

2.

3.

Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan
Negara

Undang-Undang Nomor
Perbendaharaan Negara
Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2020 tentang
perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun
2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah
Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang
perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018
tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016
tentang Penatausahaan Barang Milik Negara

Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik
Indonesia  Nomor  MA/SEK/07/SK/111/2006 tentang
Organisasi dan tata kerja Sekretariat Mahkamah Agung
Republik Indonesia.

1 Tahun 2004 tentang

1. DIl Semua Jurusan
2.S1 Semua Jurusan

Keterkaitan:

Peralatan/Perlengkapan:

SOP Pengadaan Barang/Jasa

1. Komputer

2. Printer

3. Kamera

4. Aplikasi SAKTI Modul Aset tetap

Peringatan:

Pencatatan dan pendataan:

Jika SOP tidak dijalankan, maka akan kesulitan dalam
melacak barang yang ada di ruangan-ruangan.

1. Data Barang yang ada di ruangan
2. Dokumen/ Arsip
3. Aplikasi Sakti Modul Aset Tetap
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Pelaksana Mutu Baku
No Kegiatan
Staf |Kasubbag| Kabag |[Sekretaris ;);:Zﬁgggga waktu Output
Mendata Barang
Inventari? yelal(nfg ela(da di 1.Barang Data Barang
ruangan (cek fisi : 14 Inventaris
! BMN di setiap ( ) 5 X1¥Entar|s/ LU hari | berdasarkan
ruangan) : ruangan
Mengelompok 1. Data Inventaris
kan data inventaris v Barang
> barang berdasarkan ’— 2. Data Ruangan di 7 Draft Daftar
Data Ruangan pada Aplikasi Sakti hari Barang Ruangan
Aplikasi Sakti Modul Modul Aset
Aset Tetap Tetap
Melakukan kroscek 1. Komputer
dan validasi Tidak e Daftar Barang
3 kesesuaian Daftar é 3. Aplikasi Sakii 2 Ruangan yang
Barang Ruangan - AP hari | telah dicek dan
S q Modul Aset TP
pada aplikasi Sakti Y divalidasi
Modul Aset Tetap Tetap
1. Aplikasi Sakti
Modul Aset Dicetaknya Daftar
4 l\BAaerr:alanteli(ugﬁgZL Tetap m?é?wi ¢ Barang Ruangan
2. Laptop/PC
3. Printer
Menanda tangani
Daftar Barang 1. Surat Daftar 30 DBR
2 RUEEEN SRR menit | ditandatangani
(Penanggung Jawab — Ruangan
Ruangan) al
Menandatangani
Daftar Barang 1. Surat Daftar 30 DBR
© RUEEEN SEIE, menit | ditandanganani
(Penanggung Jawab Ruangan
UAKPB)
1. Palu
Memasang/ 2. Paku . Eerfi)asgngnya
7 menempel Daftar D 3. Surat Daftar . aftar Barang
Barang Ruangan Barang hari | Ruangan di setiap
ruangan
Ruangan
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MAHKAMAH AGUNG RI
Direktorat Jenderal
Badan Peradilan Umum
JIn. Jenderal Ahmad Yani Kav. 58
Bypass Cempaka Putih Timur

SK Penetapan SOP 655/DJU/SK.OT1.6/1V/2024

Nomor SOP 068
Tanggal Pembuatan 20 Januari 2015
Tanggal Revisi 30 Agustus 2024

Tanggal Efektif 23 Desember 2024

Direktur Jenderal Badan

Disahkan oleh

STANDAR OPERASIONAL

PROSEDUR (SOP)

PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA

Dasar Hukum:

KualifikasiPelaksana:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 1. DIl Semua Jurusan
Keuangan Negara; 2. S1 Semua Jurusan
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang
perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun
2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016
tentang Penatausahaan Barang Milik Negara
5. Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik
Indonesia Nomor  MA/SEK/Q7/SK/I11/2006  tentang
Organisasi dan tata kerja Sekretariat Mahkamah Agung
Republik Indonesia.
Keterkaitan: Peralatan/Perlengkapan:

SOP Daftar Barang Ruangan

Komputer

Printer

Scanner

Kamera

ATK

Aplikasi Sakti Modul Aset Tetap

oD G O =

Peringatan:

Pencatatan dan pendataan:

Jika SOP tidak dilaksanakan, maka Pelaksanaan
Penghapusan Barang sulit diselenggarakan.

Daftar List Barang
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No

Kegiatan

Mutu Baku

Kasub Unit Persyaratan/
S bag S terkait Perlengkapan BN Suipe
Men_y_usun draft SK

1 Panitia ( ) Komputer 1 Disusunnya draft
Penghapusan BMN ATK hari | SK
Mengecek dan _|]

2 Memparaf draft SK Surat/ Berkas 15 Diceknya dan
Panitia ATK menit | diparafnya SK
Penghapusan BMN =L
Memparaf Draft SK

3 Panitipa I—J Surat/ Berkas 15 | Terparafnya Draft
Penghapusan BMN b menit | SK

. Ditandatangani
I\S/IEnF?;r(]iigai;anganl LJ Surat/ Berkas 20 SK Panitia

4 ATK menit | Penghapusan

Penghapusan BMN

BMN
Mendata dan . -
Menata BMN SK Panitia Terinventarisir

5 kondisi rusak berat Penghapusn 12Q BMN dan .
yang diajukan BMN; Kamera hari | dokumentasi BMN
penghapusan rusak berat

1. BA
Menyusun Pemeriksaan
Dokumen BMN Rusak
keleng_kapan usul Komputer berat
pen_gajluan Printer 2. Draft SK _

6 penjualan BMN ATK 10_ Penghentian
cl?rﬁtaé}? St 2em Data BMN kondisi | hari Penggunaan

. rusak berat BMN kondisi
Penghentian Rusak Berat
Penggunaan BMN 3. Daftar BMN
kondisi Rusak Berat yang akan

— dijual
Mengecek dan Diparafnya
memparaf dokumen Surat dokumen usul

7 kifngtz%anegj:lgn Data BMN kondisi | 1 hari | PEniua@lan BMN
pengajuan pey rusak berat dan SK .

BMN kondisi Rusak Penghentian
Berat Penggunaan BMN
Memparaf dokumen Diparafnya Draft
kelengkapan usul Surat dokymen usul

8 | pengajuan Data BMN kondisi | 1 hari | PEnu@lan BMN
penjualan BMN rusak berat dan SK .
kondisi Rusak Berat Egzggﬁ?\gg:\ BMN
lc\j/leknandatangani I:"—| Ditandatangani

okumen Dokumen Usulan
Ya SK Usul

9 | kelengkapan usul — Pengh:pusan 3 hari | Penjualan dan SK
penjualan BMN Penghentian
kondisi Rusak Berat Pengunaan BMN

tidak
Pengajuan usul / > S | Persetujuan
enjualan BMN UL L penjualan BMN

10 Ee ada Sekretaris PETLELEM E i 2 kondisi rusak
M/E c.g. Kepala biro Igg?;jtisi LS e berat dari
Perlengkapan Sekretaris MA
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Pelaksana Mutu Baku
No Kegiatan q
Staf Kg;;b Kabag| Ses teL:Ir:git F?;TZ%ZL?SQQ Waktu Output
o | e St s
Penjual!’m BMN s Penjualan BMN 1 hari | penjualan BMN
I: dari Sekretaris MA
Membuat dokumen 1. Dokumen Eifﬁnsqlg;nya
12 | pendukung Ii' penjualan BMN | 5 hari
penjualan BMN ] pendukng
Pengajuan usul v |1 Surat usul
penialan |, | Teekea e
13 |secara lelang ke 2. Dokumen hari | Ko disigRusak
KPKNL via pelengkap Berat
www.lelang.go.id lelang
1. Google
Pelaksanaan v Chrome Dikeluarkannya
pelelangan BMN non I:j (Website +-14 data barang pada
14 |eksekusi dan www.lelang.go. hari Sakti Modul Aset
penyetoran ke kas id) Tetap karena
Negara 2. Dokumen penghapusan
pelengkap
15 Penerbitan Risalah 1. Berkas/ 7 hari Risalah Lelang
Lelang oleh KPKNL Dokumen dari KPKNL
Menerima Risalah | Diterimanva
16 Lelang dari KPKNL Ij 1. Surat/ Berkas 1 hari risalah Le?/ang
et ] Digjukannya
17 |penerbitan SK 1. Surat/ Berkas 5 hari Igirnrg?l?i?:r?rle
Penghapusan ke penghapusan
Sekretaris MA
v Ditertibkannya
Penerbitan SK 30 permohonan
L Pengahapusan BMN Lo S EEES hari | Penerbitan SK
penghapusan
. 1. aplikasi  Sakti Terinputnya data
1o |Menginp.t data BMN Modul  Aset | . | dukungdi Aplikasi
Penghapusan BMN Tetap Sakti Modul Aset
ghap 2. Data dukung Tetap
. v Diarsipkannya
LB IEEE L) . 1. Surat/ . | dokumen
20 |seluruh dokumen Dokumen 1 hari Penghapusan
penghapusan BMN BMI\? P
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http://www.lelang.go.id/
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MAHKAMAH AGUNG RI
Direktorat Jenderal
Badan Peradilan Umum
JIn. Jenderal Ahmad Yani Kav. 58
Bypass Cempaka Putih Timur

SK Penetapan SOP 655/DJU/SK.OT1.6/1V/2024

Nomor SOP 069

Tanggal Pembuatan 20 Januari 2015

Tanggal Revisi 30 Agustus 2024

Tanggal Efektif 23 Desember 2024
Disahkan oleh Direktur Jenderal Badan

STANDAR OPERASIONAL

ANALISA KEBUTUHA

PROSEDUR (SOP)
N PERLENGKAPAN

Dasar Hukum:

KualifikasiPelaksana:

1.

2.

3.

Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan
Negara

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara

Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2020 tentang
perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun
2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah
Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang
perubahan atas Perpres Nomor 16 tahun 2018 tentang
Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah

Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik
Indonesia No. MA/SEK/Q7/SK/111/2006 tentang Organisasi
dan tata kerja Sekretariat Mahkamah Agung Republik
Indonesia

1. DIl Semua Jurusan
2.S1 Semua Jurusan

Keterkaitan:

Peralatan/Perlengkapan:

SOP Pengadaan Barang/Jasa

1.
2. Laporan BMN

3.

4. Aplikasi Sakti Modul Aset Tetap

Laporan persediaan

Komputer

Peringatan:

Pencatatan dan pendataan:

Jika SOP tidak dijalankan, Maka kebutuhan pengadaan
perlengkapan tidak dapat terpenuhi

1.
2.

Data Permintaan Kebutuhan Perlengkapan
Data Barang Milik Negara
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Pelaksana Mutu Baku
Kegiatan
No Staf | Kasubbag | Kabag Ff):r:ngggenu/w Waktu Output
Surat
Melaksanakan pengumpulan permintaan Terlaksananya
1 Data Pengeluaran Perlengkapan kebutuhan pengumpulan
dari unit kerja pada Ditjen ( } perlengkapan; 3 hari | data kebutuhan
Badilum Lembar perlengkapan
disposisi
Data pemakaian [T
Menganalisa trend kebutuhan perler?gkapan kebutuhan
2 perlengkapan pada tahun tahun _ perlengkapan
sebelumnya sebelumnya 1 hari Tsae';uerrumnya
Mengolah, menganalisa Data S:rrritintaan .
s:rt: u;lﬁ]h;glz irilear;gkzpr)gg (grfp) y RKAKL ; Data Draft analisa
o tersgdia dan memggndin iang BT E LT 1 hari DEIE K& S
9 perlengkapan Perlengkapan
dengan perlengkapan yang 7y tahun
IrEEI EEE sebelumnya
i Y
Melaksanakan evaluasi atas Tida Draft analisa Terlgksannya
4 analisa
analisa DKP DKP 1 hari | kebutuhan
5 Menyusun laporan analisa Ya Draft analisa 1 hari Laporan analisa
kebutuhan perlengkapan DKP DKP
Daftar rencana
6 Menyusun daftar rencana ( ) Laporan analisa 1 hari pengadaan
" | pengadaan perlengkapan/BMN DKP perlengkapan/
BMN
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MAHKAMAH AGUNG RI
Direktorat Jenderal
Badan Peradilan Umum
JIn. Jenderal Ahmad Yani Kav. 58
Bypass Cempaka Putih Timur

SK Penetapan SOP 655/DJU/SK.OT1.6/1V/2024

Nomor SOP 070
Tanggal Pembuatan 20 Januari 2015
Tanggal Revisi 30 Agustus 2024

Tanggal Efektif 23 Desember 2024

Direktur Jenderal Badan
,;\eradilan Umum

Disahkan oleh

STANDAR OPERASIONAL

PROSEDUR (SOP)

LAYANAN PENDISTRIBUSIAN PERLENGKAPAN KANTOR (ATK)

Dasar Hukum:

KualifikasiPelaksana:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 1. DIl Semua Jurusan
Negara; 2. S1 Semua Jurusan
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang
perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun
2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016
tentang Penatausahaan Barang Milik Negara
5. Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik
Indonesia No. MA/SEK/Q7/SK/111/2006 tentang Organisasi
dan tata kerja Sekretariat Mahkamah Agung Republik
Indonesia.
Keterkaitan: Peralatan/Perlengkapan:
1. SOP Aplikasi Sakti Modul Persediaan 1. Komputer
2. SOP Pengadaan Barang 2. Printer
3. Aplikasi Sakti Modul Persediaan
Peringatan: Pencatatan dan pendataan:

Jika SOP tidak dilaksanakan, maka penatausahaan
persediaan menjadi tidak tertib dan berpotensi menjadi
temuan pemeriksaan BPK.

Daftar Permintaan Barang Persediaan/ATK
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Pelaksana Mutu Baku
e Kegiatan Unit Persyaratan/
Staf |Kasubbag| Kabag Terkait Perlengkapan Waktu Output
o (RO Diterimanya
Menerima formulir permintaan 5 i y
1 permintaan ATK dari ( ) kebutuhan ATK Menit e
unit terkait . Lembar Eebutuhan ATK
disposisi
Meng_anallsa kewajaran Formyllr Aralien
permintaan kebutuhan permintaan 5 e
h ) | jaran
2 ATK disesuaikan kebutuhan ATK Menit | permintaan
dengan stock ATK . Laporan Sisa kebutuhan ATK
yang tersedia Stock ATK
Mereview hasil Analisa
kewajaran permintaan /‘ . Formulir 5 Formulir
3 kebutuhan ATK dan Tigad Permintaan Menit permintaan
permintaan persetujuan \ kebutuhan ATK kebutuhan ATK
pengeluaran ATK
. . Formulir Pendistribusian
;| " permintzan || 10| barangke
barang < kebutuhan_ ATK | Menit pemc_)hon/ unit
. Tanda Terima terkait
menyerahkan ATK
5 kepemohon/ unit terkait . Barang ATK 10 Diterimanya
dan menandatangani N . Tanda Terima menit | barang ATK
tanda terima barang "
Mencatat pengeluaran ' anklf}s' <l Tercatatnya
6 ATK dan kartu kendali < Persediaan 5 Barang yang
pengawasan Kartu Kendali menit | telah
penggunaan ATK ’ didistribusikan
Pengawasan
v Terlaksananya
. Tanda terima tertib
7 Mengarsipkan bukti ( ) pengeluaran 2 administrasi
pengeluaran ATK barang menit | pencatatan
. Ordner persediaan/
ATK
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MAHKAMAH AGUNG RI
Direktorat Jenderal
Badan Peradilan Umum
JIn. Jenderal Ahmad Yani Kav. 58
Bypass Cempaka Putih Timur

SK Penetapan SOP

655/DJU/SK.OT1.6/IV/2024

Nomor SOP

071

Tanggal Pembuatan

20 Januari 2015

Tanggal Revisi

30 Agustus 2024

Tanggal Efektif

23 Desember 2024

Disahkan oleh

Direktur Jenderal Badan
Reradilan Umum

Baimbang Myanto

STANDAR OPERASIONAL

PROSEDUR (SOP)

LAYANAN PENDISTRIBUSIAN PERLENGKAPAN PERSIDANGAN

Dasar Hukum:

KualifikasiPelaksana:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 1. DIl Semua Jurusan
Negara; 2. S1 Semua Jurusan
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang
perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun
2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016
tentang Penatausahaan Barang Milik Negara
5. Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik
Indonesia  Nomor  MA/SEK/07/SK/111/2006 tentang
Organisasi dan tata kerja Sekretariat Mahkamah Agung
Republik Indonesia.
Keterkaitan: Peralatan/Perlengkapan:
1. SOP Aplikasi Persediaan 1. Komputer
2. SOP Pengadaan Barang/Jasa 2. Printer
3. Aplikasi Sakti Modul Persediaan
4. Kartu Kendali Penggunaan Perlengkapan
Persidangan
Peringatan: Pencatatan dan pendataan:

Jika SOP tidak dilaksanakan, Maka penatausahaan
persediaan menjadi tidak tertib dan berpotensi menjadi
temuan pemeriksaan BPK

1. Daftar Permintaan Barang Persediaan/ATK
2. Daftar Pengadaan BarangPersediaan/ATK
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Pelaksana Mutu Baku
No Kegiatan q
Staf/ Unit | Persyaratan/
petugas ey g Terkait | Perlengkapan BRI Shipd
1. Surat/ Berkas DS e
Menerima permohonan Permohonan surat_
1 B [ 2 Lemb 20 permintaan
persi dgn gn ( ) o LEmIgET Menit | kebutuhan
p g9 Disposisi perlengkapan
persidangan
1. Disposisi dari
Menganalisa permintaan Sesditjen/ .
kebutuhan perlengkapan Kabag Umum Tg:g?g: agln
5 persidangan sesuai stock 2. SK 15 Eebutuhan
yang tersedia dan riwayat Penempatan Menit perlengkapan
enerimaan baran Tidal i -
gebelum nya ’ Hak!m/ persidangan
Panitera
Menyampaikan hasil 1. Formulir Formulir
Analisa permintaan Y Permintaan permintaan
3 kebutuhan perlengkapan / kebutuhan 5 kebutuhan ATK
persidangan dan perlengkapan Menit | yang telah
permintaan persetujuan persidangan diparaf oleh
pengeluaran barang Kabag
Menyiapkan ; 'éanda Teglma Pendistribusian
4 perlengkapan va : gr;:lgg( as 15 barang ke
persidangan, membuat PP /Toga Menit | pengadilan
tanda terima barang Hakim) pengaju
1. Tanda Terima
Menyerahkan ke 2. Barang ( Jas 15 Dikirimnya
5 kasubbag tata usaha PP / Toga menit Barang oleh
untuk dikirim via pos Hakim) pihak Pos
Mencatat pengeluaran 1. Tanda terima
barang pada aplikasi pengeluaran
Sakti Modul persediaan barang
. e . 10 Tercatatnya
6 | dan kartu kendali 2. Aplikasi Sakti | menit | Barang keluar
pengawasan Modul
perlengkapan Persediaan
persidangan
. . 1. Tanda terima Diarsipkannya
v
'F\)Aeennggeall{f;g(: n bukt pengeluaran 5 bukti tanda
© perlengkapan C) barang menit terlmal
persidangan 2. Ordner pengeluaran
barang
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MAHKAMAH AGUNG RI
Direktorat Jenderal
Badan Peradilan Umum
JIn. Jenderal Ahmad Yani Kav. 58
Bypass Cempaka Putih Timur

SK Penetapan SOP 655/DJU/SK.OT1.6/1V/2024

Nomor SOP 072
Tanggal Pembuatan 20 Januari 2015
Tanggal Revisi 30 Agustus 2024

Tanggal Efektif 23 Desember 2024

Direktur Jenderal Badan
Peradilan Umum

Disahkan oleh

STANDAR OPERASIONAL
LAYANAN PENDISTRIBUSIAN

PROSEDUR (SOP)
BARANG INVENTARIS

Dasar Hukum:

KualifikasiPelaksana:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 1. DIl Semua Jurusan
Negara; 2. S1 Semua Jurusan
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2020 tentang
perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun
2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016
tentang Penatausahaan Barang Milik Negara
5. Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah  Agung
Republikindonesia No. MA/SEK/Q7/SK/111/2006 tentang
Organisasi dan tata kerja Sekretariat Mahkamah Agung
Republik Indonesia.
Keterkaitan: Peralatan/Perlengkapan:

SOP Daftar Barang Ruangan

1. Komputer
2. Printer
3.ATK

Peringatan:

Pencatatan dan pendataan:

Jika SOP tidak dilaksanakan maka, Pefiatausahaan Barang
Inventaris tidak tertib dan berpotensi menjadi temuan
pemeriksaan BPK.

Aplikasi Sakti Modul Aset Tetap
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Pelaksana Mutu Baku
No Kegiatan q
Unit | Persyaratan/
Staf |Kasubbag| Kabag Terkait | Perlengkapan Waktu Output
Menerima disposisi dari 1. Surat/ Diterima
Sekretaris tentang Berkas 3 disposisi
1. | permohonan Barang Permohonan - permohonan
Inventaris dan meneruskan 2. Lembar barang
ke kasubbag Disposisi inventaris
Melakukan pengecekan
ketersediaan Barang 1. Surat DI WL 1ETT
i daftar barang
5 Inventaris dan permohonan 6 e
" | mengusulkan daftar barang . $ 2. barang menit
AT idak q . yang akan
yang akan didistribusikan inventaris I A
. - didistribusikan
kepada unit terkait
Mengevaluasi daftar v 1. Draft usulan Daftar usulan
3 barang yang akan barang 3 barang
" | didistribusikan kepada unit permohonan menit | permohonan
terkait inventaris inventaris
Membuat Berita Acara 1. Daftar barang Terlaksananya
4 Serah Terima (BAST) dan » Ya inventaris yang 6 distribusi
" | SK barang inventaris I:I M telah disetujui Menit | barang
Kabag Umum inventaris
1. SK penunjukan g:? ETIT
S, | et P | s | penunuan
Inventaris/BMN inventaris menit Eggﬁkalan
2.Tanda Terima . 9
inventaris
1. SK penunjukan g:?rsmkannya
6 Meennugnail?grlianeﬁK unaan ( ) Eggﬁkalan 2 PETUIE
| P Ju PENgy . 9. menit | pemakaian
barang inventaris/BMN inventaris baran
2.Ordner . 9
inventaris
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MAHKAMAH AGUNG RI
Direktorat Jenderal
Badan Peradilan Umum
JIn. Jenderal Ahmad Yani Kav. 58
Bypass Cempaka Putih Timur

SK Penetapan SOP 655/DJU/SK.OT1.6/1V/2024

Nomor SOP 073

Tanggal Pembuatan 20 Januari 2015

Tanggal Revisi 30 Agustus 2024

Tanggal Efektif 23 Desember 2024
Disahkan oleh Direktur Jenderal Badan

bang Myanto

STANDAR OPERASIONAL

PROSEDUR (SOP)

REKONSILIASI DATA BARANG MILIK NEGARA (BMN DAN KEUANGAN)

Dasar Hukum:

KualifikasiPelaksana:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 1. DIl Semua Jurusan
Negara; 2. S1 Semua Jurusan
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara;
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016
tentang Penatausahaan Barang Milik Negara
4. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik
IndonesiaNo. MA/SEK/07/SK/III/2006 tentang Organisasi
dan tata kerja Sekretariat Mahkamah Agung Republik
Indonesia.
Keterkaitan: Peralatan/Perlengkapan:

SOP Pengadaan Barang/ Jasa

Komputer/ Laptop

Printer

ATK

Aplikasi Sakti Modul Aset Tetap
Aplikasi Sakti Modul GLP

eSS

Peringatan:

Pencatatan dan pendataan:

Jika SOP tidak dilaksanakan maka, kegiatan rekonsiliasi
Barang Milik Negara tidak berjalan.

1. Aplikasi Sakti Modul Aset Tetap
2. Aplikasi Sakti Modul GLP
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Pelaksana Mutu Baku
Operator o
. : perator| Kuasa
e NEEIED '\jglgﬂl PKe a:ls;nbgbka(}f]p Sakti | Pengguna Persyaratan/ Waktu Output
Aset - Modul | Anggaran/|{  Perlengkapan
GLP Barang
Tetap
Operator Sakti Modul Laporan
. Aset Tetap P 15 Terhlmpunnyg
.| mengumpulkan C) Belanja Modal menit data transaksi
bahan/data transaksi belanja modal
belanja modal
Kwitansi/SPK/
Kontrak ; SP2D ;
Melakukan SPM ; BAST 60 Diinputnya
2. | penginputan data belanja modal ; menit data belanja
belanja modal Aplikasi Sakti modal
Modul Aset
Tetap
Mengecek kesesuaian pikas Saki | 15| pengnputan
S | CEMMERUED Ve lpEs M%dul Aset menit Elata?bgan'a
data belanja modal T |
etap modal
Melakukan Approval Aplikasi Sakti 10 g:gag;j;:lnya
4. | pada aplikasi Sakti ~ Modul Aset n N
Modul Aset Tetap > Tetap menit | Aplikasi Modul
Aset Tetap
Melaksanakan
rekonsiliasi data neraca
pada aplikasi Sakti
Modul Aset Tetap dan
Sakti Modul GLP, Jika Neraca Sakii
IR SEliEln EniErs Modul Aset Terrekonsiliasi
neraca pada aplikasi . 10
5. : Tetap; Neraca .| data BMN dan
Sakti Modul Aset Tetap Sakti Modul menit Keuangan
dan Sakti Modul GLP GLP
maka akan dilakukan
perbaikan data pada
aplikasi Sakti Modul
Aset Tetap
Membuat dan v Aplikasi Sakti
Menandatangani Berita Modul Aset 60 BAR Internal
6. | Acara Rekonsiliasi I:I Tetap ; Aplikasi menit | Yang _
Internal Data BMN Sakti Modul ditandatangani
dengan Keuangan GLP
. . Aplikasi Sakti
,'le: g‘g:&?}%ﬂg Sliaerlta v Modul Aset 5 BAR Internal
£ Internal Data BMN VEED | Aplles menit | Y2"9
d Sakti Modul ditandatangani
engan Keuangan GLP
v Aplikasi Sakti
Menandatangani Berita Modul Aset
8 Acara Rekonsiliasi I:I Tetap ; Aplikasi 5 BaAnR el
" | Internal Data BMN Sakti Modul menit Bé.t gd t .
dengan Keuangan GLP ltandatangan
Mengarsipkan BA
Rekonsiliasi Internal D Berita Acara 5 Diarsipkan
8. | Sakti Modul Aset Tetap Rekonsiliasi menit Berita Acara
dengan Sakti Modul Internal Rekon Internal

GLP
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MAHKAMAH AGUNG RI
Direktorat Jenderal
Badan Peradilan Umum
Jin. Jenderal Ahmad Yani Kav. 58
Bypass Cempaka Putih Timur

SK Penetapan SOP

655/DJU/SK.OT1.6/1V/2024

Nomor SOP

074

Tanggal Pembuatan

20 Ja

nuari 2015

Tanggal Revisi

30 Agustus 2024

Tanggal Efektif

23 Desember 2024

Disahkan oleh

Direktur Jenderal Badan

2eradilan Umum

STANDAR OPERASIONAL

PROSEDUR (SOP)

LAYANAN PEMINJAMAN BARANG INVENTARIS/BMN

Dasar Hukum:

KualifikasiPelaksana:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2020 tentang
perubahan atas Peraturan Pemerintan Nomor 27 Tahun
2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah

2. Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang
Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah

3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016
tentang Penatausahaan Barang Milik Negara

4. Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik

Indonesia  Nomor

Organisasi dan tata kerja Sekretariat Mahkamah Agung

Republik Indonesia

MA/SEK/07/SK/111/2006  tentang

1. DIl Semua Jurusan
2.S1 Semua Jurusan

Keterkaitan:

Peralatan/Perlengkapan:

SOP Daftar Barang Ruangan

1. Buku Pencatatan Pinjam Pakai BMN

2. ATK

Peringatan:

Pencatatan dan pendataan:

Jika SOP tidak dilaksanakan, Maka penatausahaan barang

Inventaris tidak tertib dan
pemeriksaan BPK.

berpotensi menjadi temuan

Barang inventaris/BMN

Pelaksana Mutu Baku
No Kegiatan ]
Unit Persyaratan/
Staf Kasubbag Terkait Perlengkapan Waktu Output
Menerima usulan Diterimanya surat

1 permohonan pinjam Surat/Berkas ; 3 menit permohonan pinjam

| pakai barang ( ) Lembar Disposisi pakai barang
inventaris/BMN inventaris
Melakukan 4 Surat/ Berkas ; Draft usulan daftar
pengecekan dan : . . . .

2. Barang inventaris / 5 menit | barang inventaris yang
melaporkan BMN akan di distribusikan
ketersediaan barang
Menyiapkan dan
mendistribusikan Draft usulan barang

3 barang inventaris/ v inventaris ; Barang 10 Daftar usulan barang

" | BMN yang akan Inventaris ; Buku Menit | inventaris
dipinjamkan kepada pinjam pakai
unit terkait
Menerima barang Barang inventaris - Diterimanya barang

4. | inventaris/ BMN yg Buku Igin'am Paka,i 5 menit | inventaris yang di
dipinjam >|| I pinjam
Mencatat S

5. | peminjaman barang ( )A Buku Pinjam Pakai 3 menit 'tl)'z:gz;taitrr:\yl/:n(:;tirslbu3|
inventaris/BMN - 9
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MAHKAMAH AGUNG RI
Direktorat Jenderal
Badan Peradilan Umum
JIn. Jenderal Ahmad Yani Kav. 58
Bypass Cempaka Putih Timur

SK Penetapan SOP 655/DJU/SK.OT1.6/1V/2024

Nomor SOP 075

Tanggal Pembuatan 20 Januari 2015

Tanggal Revisi 30 Agustus 2024

Tanggal Efektif 23 Desember 2024
Disahkan oleh Direktur Jenderal Badan

STANDAR OPERASIONAL

PROSEDUR (SOP)

OPNAME FISIK BARANG PERSEDIAAN

Dasar Hukum:

KualifikasiPelaksana:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2020 tentang
perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun
2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;

2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016
tentang Penatausahaan Barang Milik Negara

3. Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik
Indonesia  Nomor  MA/SEK/07/SK/111/2006 tentang
Organisasi dan tata kerja Sekretariat Mahkamah Agung
Republik Indonesia

1. DIll Semua Jurusan
2. S1 Semua Jurusan

Keterkaitan:

Peralatan/Perlengkapan:

SOP Pendistribusian Perlengkapan Kantor (ATK)

Komputer

Printer

Aplikasi Sakti Modul Persediaan
Kartu Pengawasan Penggunaan ATK

WIS

Peringatan:

Pencatatan dan pendataan:

1. SOP tidak dilaksanakan, sisa stock barang persediaan
tidak diketahui;

2. Opname fisik barang persediaan dilakukan satu bulan
sekali sedangkan pembuatan Opname fisik barang.

1. Barang Persediaan
2. Aplikasi Sakti Modul Persediaan
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Pelaksana Mutu Baku
No Kegiatan
Kasubbag| Kabag Ses FEIEYEIEIED Waktu Output
Perlengkapan
Menyusun rencana dan Aplikasi Sakti 15 Jadwal kegiatan
1. | jadwal kegiatan stock Modul .| stock opname
L . . menit | .. .
opname fisik persediaan Persediaan fisik
Mencetak Laporan oo . Laporan Rincian
Rincian Persediaan dari APl S 15 Persediaan
2. L ) Modul . .
aplikasi Sakti Modul g menit | yang akan di
; Persediaan .
Persediaan opname fisik
Fisik Barang
Melakukan pemeriksaan L P EOIRE,
. . Laporan
S [P SGAIITEE] UE I::I Persediaan dari Terlaksana
fisik barang persediaan di A S .
. Aplikasi Sakti . | stock opname
3. gudang penyimpanan, 3hari | ...
aplikasi Sakti Modul UEIT) 1S ETENE
q Persediaan ; Persediaan
Persediaan dan kartu Kartu
pengawasan Persediaan pengawasan
Persediaan
Laporan
Y g
Mereview dan Rlnuan_ . Terkoreksinya
. . Persediaan ; n
4. mengoreksi hasil opname Kartu 2 hari | barang
fisik barang persediaan Pengawasan Persediaan
Persediaan
Membuat Berita Acara
Opname Fisik Barang <
IPersz_adlaan dan Laporan barang Berita Aca(a_
5 ampirannya serta Persediaan : 3 hari Opname Fisik
’ menginput hasil Opname Ya Draft BA ’ Barang
Fisik Persediaan pada Persediaan
aplikasi SAKTI modul
Persediaan
Menandatangani Berita BA Opname 30 gerrlnt:rr?:?:zgik
6. | Acara Opname Fisik Fisik Barang Menit Bgran
Barang Persediaan Persediaan 9
Persediaan
Diarsipkannya
Mengarsipkan Berita BA Opname 10 Berita Acara
7. | Acara Opname Fisik Fisik Barang . | Opname Fisik
. . menit
Barang Persediaan Persediaan Barang
Persediaan
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MAHKAMAH AGUNG RI
Direktorat Jenderal
Badan Peradilan Umum

Bypass Cempaka Putih Timur

Jin. Jenderal Ahmad Yani Kav. 58

SK Penetapan SOP

655/DJU/SK.OT1.6/1V/2024

Nomor SOP

076

Tanggal Pembuatan

20 Januari 2015

Tanggal Revisi

30 Agustus 2024

Tanggal Efektif

23 Desember 2024

Disahkan oleh

Direktur Jenderal Badan
2eradilan Umum

. Bambang Myanto

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PENDISTRIBUSIAN SURAT MASUK (DIRJEN)

Dasar Hukum:

KualifikasiPelaksana:

1. Undang-undang Nomor

Administrasi Pemerintahan;
2. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2005 tentang

30 Tahun

Sekretariat Mahkamah Agung;

3. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik
Indonesia No.131/KMA/SK/VII/2023 tentang Pedoman
Tata Naskah Dinas di Lingkungan Mahkamah Agung dan

2014

Badan Peradilan yang berada dibawahnya;

4. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik
Indonesia No. MA/SEK/07/SK/I11/2006 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Sekretariat Mahkamah Agung Republik

Indonesia;

5. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung Rl Nomor 002
tahun 2012 Pedoman Penyusunan Standar Operasional
Prosedur di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan

Peradilan Yang Berada Di Bawahnya.

tentang 1. DIl Semua Jurusan

2. S1 Semua Jurusan

Keterkaitan:

Peralatan/Perlengkapan:

1. SOP Surat Keluar
2. SOP Pengelolaan Arsip

1. Komputer/ Laptop
2. Printer

3. Aplikasi persuratan
4. Aplikasi MS. Office

Peringatan:

Pencatatan dan pendataan:

Jika SOP tidak dilaksanakan,

administrasi tata persuratan

maka tidak tertibnya 1. Aplikasi persuratan

2. Lembar tanda terima

No Kegiatan

Pelaksana

Mutu Baku

Staf Dirjen

Dirjen

Unit Persyaratan/

Terkait Perlengkapan Waktu Output

Menerima berkas surat
1. masuk dari TU

C

Terpilahnya surat

SITEY S 1jam | dinas dan surat

Lembar Disposisi

Sekretariat pribadi

Membaca dan Surat/Berkas; Diterimanya
2. memeriksa surat dan Lembar Disposisi; 3 jam | berkas surat

berkas masuk Tanda terima masuk

Memberikan arahan
3. | disposisi surat masuk
kepada unit Eselon Il

Disampaikannya
8 jam | surat masuk ke
unit Eselon ||

Surat/ Berkas;
Lembar Disposisi

Menginput disposisi
4. | surat masuk ke
Aplikasi Persuratan

Diinputnya
Aplikasi Persuratan | 2 jam | Disposisi surat
dalam Aplikasi

Menaantar berkas surat N Surat masuk; Tanda Tanda terima
5. masgk ke TU eselon Il o Terima ; Lembar 1jam | pengiriman berkas
Disposisi diparaf
Mengarsipkan tanda P Tanda Terima . Tanda terima
e terima surat masuk ( )‘ berkas g2 diarsipkan
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MAHKAMAH AGUNG RI
Direktorat Jenderal
Badan Peradilan Umum
JIn. Jenderal Ahmad Yani Kav. 58
Bypass Cempaka Putih Timur

SK Penetapan SOP 655/DJU/SK.OT1.6/1V/2024

Nomor SOP 077
Tanggal Pembuatan 20 Januari 2015
Tanggal Revisi 30 Agustus 2024

Tanggal Efektif 23 Desember 2024

Direktur Jenderal Badan

Disahkan oleh

STANDAR OPERASIONAL

PROSEDUR (SOP)

PENDISTRIBUSIAN SURAT MASUK KEPADA UNIT ESELON Il

Dasar Hukum:

KualifikasiPelaksana:

1.

2.

3.

Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014
Administrasi Pemerintahan;

Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2005 tentang
Sekretariat Mahkamah Agung;

Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik
Indonesia No0.131/KMA/SK/VII/2023 tentang Pedoman
Tata Naskah Dinas di Lingkungan Mahkamah Agung dan
Badan Peradilan yang berada dibawahnya;

Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik
Indonesia No. MA/SEK/07/SK/III/2006 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Sekretariat Mahkamah Agung Republik
Indonesia;

Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 002
tahun 2012 Pedoman Penyusunan Standar Operasional
Prosedur di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan
Peradilan Yang Berada Di Bawahnya.

tentang

1. DIll Semua Jurusan
2. S1 Semua Jurusan

Keterkaitan:

Peralatan/Perlengkapan:

1. SOP Surat Keluar
2. SOP Pengelolaan Arsip

1. Komputer/ Laptop
2. Printer

3. Aplikasi persuratan
4. Aplikasi MS. Office

Peringatan:

Pencatatan dan pendataan:

Jika

SOP tidak dilaksanakan, maka tidak tertibnya

administrasi tata persuratan

1. Aplikasi persuratan
2. Lembar tanda terima
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Pelaksana Mutu Baku
Kegiatan q
Kasub . Unit Persyaratan/
Staf Bag Direktur Terkait Perlengkapan Waktu Output
Menerima berkas surat 1. Surat/ Berkas Terpilahnya surat
1. masuk dari TU 2.Lembar 1 jam | dinas dan surat
Sekretariat/ Staff Dirjen Disposisi pribadi
Mencatat tanda terima ; Euratt)/ Berkas Sermane
.Lembar
2. ?éﬁ;?ﬁggﬁgﬁle Disposisi 1jam | berkas surat
Kasubbag TU 3.Tanda terima masuk
Memverifikasi dan P 1. Surat/ Berkas Surat masuk
3. | memvalidasi surat 2.Lembar 1jam | Terverifikasi dan
masuk Disposis| tervalidasi
\/
Td
. Disampaikannya
mgmot;?;;iiﬁairigitk 1. Surat/ Berkas surat masuk ke
4, ditupukan kepada unit 2. Lembar 8 jam | masing-masing
EseJIon m Iai%n a Disposisi unit Eselon IlI
y lainnya
Menginput disposisi 1. Komputer B:Esnpou;ir;)iliurat
5. surat masuk ke dalam 2. Aplikasi 1 jam P >
aplikasi persuratan Persuratan et Al s
Persuratan
Mengantar berkas surat > 1. Surat masuk Terkirimnya surat
6 masuk ke masing- 2.Tanda Terima 1iam | Masuk dan tanda
: masing unit TU Eselon 3.Lembar J terima pengiriman
11l lainnya Disposisi berkas diparaf
. 1. Ordner Diarsipkannya
7. BT ETSlg e e 2.Tandaterima | 1jam | tanda terima surat
terima surat masuk berkas masuk




B. Direktorat Pembinaan Tenaga Teknis Peradilan Umum

B. DIREKTORAT PEMBINAAN TENAGA TEKNIS
PERADILAN UMUM

DIREKTORAT PEMBINAAN TENAGA
I'EKNIS PERADILAN UMUM

—e

SUB BAGIAN
[ATA USAHA

me==————e="

3\

SUB DIREKTORAT
SUR DIRETOR i T SUB DIREKTORAT
SUB DIREKTORAT SUBDIRETORAT PENGEMBANGAN DATA DAN
kot : MUTASI PANITERA TENAGA TEKNIS g
MUTASI HAKIM st N EVALUASI
DAN JURUSITA PERADILAN UMUM s

SEKSI
i ; PENINGKATAN SEKSI ARSIP DAN
SEKSI MUTASI 1 SEKSIMUTASI I ’ MUTU HAKIM l DOKUMENTASI

A J

- ) SEKSI DATA DAN
SEKSI INFORMASI
SEKSIMUTASIII PENINGKATAN TENAGA TEKNIS

MUTU PANITERA PERADILAN
DAN JURUSITA UMUM
\ — :
" \
\
SEKSI EVALUASI
SEKSI TATA SEKSI TATA

SEKSI EVALUASI
DAN

S DAN PELAPORAN
NASKAH NASKAH RASIONALISASI

KELOMPOK
JABATAN
FUNGSIONAI




MAHKAMAH AGUNG RI
Direktorat Jenderal
Badan Peradilan Umum
JIn. Jenderal Ahmad Yani Kav. 58
Bypass Cempaka Putih Timur

SK Penetapan SOP 655/DJU/SK.OT1.6/1V/2024

Nomor SOP 078
Tanggal Pembuatan 20 Januari 2015
Tanggal Revisi 30 Agustus 2024

Tanggal Efektif 23 Desember 2024

Direktur Jenderal Badan
Peradilan Umum

Disahkan oleh

Bambang Myanto

STANDAR OPERASIONAL

PENERIMAAN DAN PENGOLAHAN D.

PROSEDUR (SOP)
ATA BEZETTING TENAGA TEKNIS

Dasar Hukum:

KualifikasiPelaksana:

1. Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik ;

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun
2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung;

Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor
KMA/018/SK/III/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia;
Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor
144/KMA/SK/VIII/2007 Tentang Keterbukaan Informasi di
Pengadilan;

Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 002
Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar
Operasional Prosedur Di Lingkungan Mahkamah Agung
Dan Badan Peradilan Yang Berada di bawahnya;

Surat Edaran Sekretaris Mahkamah Agung RI No.197-
1/SEK/KU.01/7/2015 Tentang Penerapan Aplikasi Sistem
Informasi Kepegawaian (SIKEP) Mahkamah Agung RI.

2.

3.

1. Pendidikan S1
2. Administrator / Pengelola Aplikasi SIKEP
3. Memiliki kemampuan pengolahan data

Keterkaitan: Peralatan/Perlengkapan:
1. SOP Data dan Evaluasi 1. Komputer
2. SOP Penerimaan Surat Tata Usaha (TU) 2. Jaringan Internet
3. Printer
4. Proyektor
Peringatan: Pencatatan dan pendataan:

Jika SOP tidak dilaksanakan, maka Pencatatan Bezetting
yang diterima akan tidak akurat.

Register penerimaan Bezetting yang diterima dari
Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri
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Pelaksana Mutu
No. Aktivitas
- Kasub . Peryaratan/
Direktur dit Kasi Staf Perlengkapan Waktu Output
(l\j/lerjerlma EeAsulne - Berkas Bezzetting dari Pencatatan
ari Pengadilan - . )
1 Negeri & Pengadilan Negeri & 30 Bezzeting
Pengadilan Tinggi Pengadilan Tinggi Menit | yang dikirim
‘D - Kertas lembar disposisi Arahan
2 Menerima disposisi -1 - Berkas Bezetting dari - h
dari Direktur Pengadilan Negeri dan 30 [asiliEl i
Pengadilan Tinggi Menit | disposisi
Menerima dan : ggﬁ%sslgr:zb;:ig'sgg‘:‘ils' Arahan,
3 Menelaah Bezetting . 1ng | 60 perintah atau
yang diterima SEMEEIIER 1Tl BET i disposisi
Pengadilan Negeri Menit
. . - - Kertas lembar disposisi
) | . .
ditindaklanjut > Pengadilan Tinggi dan | 30| G 000 G
Pengadilan Negeri Menit
Menerima dan - Berkas Bezetting dari Arahan,
5 Menelaah Bezetting Pengadilan Tinggi dan 60 perintah atau
yang diterima Pengadilan Negeri Menit | disposisi
- Kertas lembar disposisi Arahan
Menerima disposisi - Berkas Bezetting dari - h
6 | dari Kasi Pengadilan Tinggi dan 30 el EEl
4 | . : Menit | disposisi
Pengadilan Negeri
Mencatat Bezetting - Berkas Bezetting dari Register
7 yang diterima ke v Pengadilan Tinggi dan 180 penerimaan
dalam register surat Pengadilan Negeri Menit | Bezetting yang
masuk - Komputer dan print diterima
5 | pencrimaan® ) -Laporan mingouan | oy | poia
; penerimaan Bezeting : .
Bezetting minggu sekali
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MAHKAMAH AGUNG RI
Direktorat Jenderal
Badan Peradilan Umum
JIn. Jenderal Ahmad Yani Kav. 58
Bypass Cempaka Putih Timur

SK Penetapan SOP 655/DJU/SK.OT1.6/1V/2024

Nomor SOP 079
Tanggal Pembuatan 20 Januari 2015
Tanggal Revisi 30 Agustus 2024

Tanggal Efektif 23 Desember 2024

Direktur Jenderal Badan
F\eradilan Umum

Disahkan oleh

m bang Myanto

STANDAR OPERASIONAL

PROSEDUR (SOP)

PEMBAHARUAN DATA TENAGA TEKNIS DARI BAZETTING KE DALAM APLIKASI SIKEP

Dasar Hukum:

KualifikasiPelaksana:

1. Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang 1. S-1 Hukum
Keterbukaan Informasi Publik ; 2. S-1 Tehnik Informatika
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 3. Administrator / Pengelola Aplikasi SIKEP
2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung; 4. Memiliki kemampuan pengolahan data
3. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor
KMA/018/SK/III/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia;
4. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor
144/KMA/SK/VIII/2007 Tentang Keterbukaan Informasi
di Pengadilan;
5. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung Rl Nomor 002
Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar
Operasional Prosedur Di Lingkungan Mahkamah Agung
Dan Badan Peradilan Yang Berada di bawahnya;
6. Surat Edaran Sekretaris Mahkamah Agung RI No.197-
1/SEK/KU.01/7/2015 Tentang Penerapan Aplikasi
Sistem Informasi Kepegawaian (SIKEP) Mahkamah
Agung RI.
Keterkaitan: Peralatan/Perlengkapan:
SOP Data dan Evaluasi 1. Komputer
2. Jaringan Internet
3. Printer
4. Proyektor
Peringatan: Pencatatan dan pendataan:
Jika SOP tidak dilaksanakan, maka data tenaga teknis tidak Pembaharuan Data di dalam Aplikasi SIKEP
akurat.
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Pelaksana Mutu
No. Aktivitas ]
Direktur Kasub Kasi Staf Un't. Persyaratan/ Waktu Output
dit Terkait Perlengkapan
Menerima Bezetting C) Berkas Bezzetting

1 dari Pengadilan dari Pengadilan 30 gz;;g:ﬁ:tan
ST ¢ NETE 2 Menit | yang dikigr]im
Pengadilan Tinggi Pengadilan Tinggi

- Kertas lembar Arahan,

5 Menerima disposisi disposisi 30 perintah
dari Direktur - Berkas Bezetting Menit atau

dari PN dan PT disposisi

Menerima dan - Kertas lembar Arahan,

3 Menelaah Bezettin CIERESts] IETTEN
ana diterima 9 - Berkas Bezetting 1 hari | atau

yang dari PN dan PT disposisi

Menerima disposisi - Kertas lembar Arahan,

4 dari Kasubdit untuk L—_l disposisi 30 perintah
memperbaharui - Berkas Bezetting Menit atau
Bezetting dari PN dan PT disposisi

\4 Berkas Bezetting Arahan,

5 Menelaah Bezetting dari Pengadilan perintah

yang diterima Tinggi dan 1 Hari | atau
Pengadilan Negeri disposisi

Menerima disposisi - Kertas lembar Arahan,

untuk disposisi perintah

g memperbaharui - - Berkas Bezetting Msecr)ﬂt atau
Data Tenaga Teknis dari PT dan PN disposisi
Memperbaharui Y zr? rgg?; ard
Data Tenaga Teknis [:| - Berkas Bezetting

7 me . . | dalam
dalam aplikasi dari PT dan PN 1 Hari Avlikasi
SIKEP IkED
Membuat Laporan Laporan
telah dilakukan mingguan It‘):ﬁg; nl

8 pembaharuan data pembaharuan 1 Hari | mingau
dalam aplikasi data dalam sekgI?
SIKEP aplikasi SIKEP
Membuat Laporan Laporan bulanan

9 berkala dalam | | pembaharuan It;:fl? ;gnl
pembaharuan data data dalam 1 Hari bulan sekali
diaplikasi SIKEP aplikasi SIKEP

Data
Data-data yang Tenaga
\,\;Ieerlfflikk:ﬁ?gan C) diterima dari Teknis
10 Validasi data dalam Pengadilan Tinggi 1 Hari tersimpan
o dan Pengadilan dalam
Aplikasi SIKEP Negeri Aplikasi
SIKEP
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MAHKAMAH AGUNG RI
Direktorat Jenderal
Badan Peradilan Umum
JIn. Jenderal Ahmad Yani Kav. 58
Bypass Cempaka Putih Timur

SK Penetapan SOP 655/DJU/SK.OT1.6/1V/2024

Nomor SOP 080
Tanggal Pembuatan 20 Januari 2015
Tanggal Revisi 30 Agustus 2024

Tanggal Efektif 23 Desember 2024

Direktur Jenderal Badan
;\eradilan Umum

Disahkan oleh

Bambang Myanto

STANDAR OPERASIONAL

PROSEDUR (SOP)

REKONSILIASI DAN VERIFIKASI DATA TENAGA TEKNIS DI LINGKUNGAN
BADAN PERADILAN UMUM

Dasar Hukum:

KualifikasiPelaksana:

1. Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang 1. Aparatur Sipil Negara Mahkamah Agung RI
Keterbukaan Informasi Publik ; 2. S-1 Hukum
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 3. S-1 Tehnik Informatika
2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung; 4. Administrator / Pengelola Aplikasi SIKEP
3. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 5. Memiliki kemampuan pengolahan data
KMA/018/SK/III/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia;
4. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor
144/KMA/SK/VIII/2007 Tentang Keterbukaan Informasi
di Pengadilan;
5. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 002
Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar
Operasional Prosedur Di Lingkungan Mahkamah Agung
Dan Badan Peradilan Yang Berada di bawahnya;
6. Surat Edaran Sekretaris Mahkamah Agung Rl No.197-
1/SEK/KU.01/7/2015 Tentang Penerapan AplikasiSistem
Informasi Kepegawaian (SIKEP) Mahkamah Agung RI.
Keterkaitan: Peralatan/Perlengkapan:
1. SOP Data dan Evaluasi 1. Komputer
2. SOP Pengisian SIKEP 2. Jaringan Internet
3. Printer
4. Proyektor
Peringatan: Pencatatan dan pendataan:

Jika SOP tidak dilaksanakan, maka data tenaga teknis
Peradilan Umum tidak tercatat dan tidak akurat dan akan
menghambat Reformasi Birokrasi

Pembaharuan Data di dalam Aplikasi SIKEP
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Pelaksana Mutu
No. Aktivitas :
Kasub . . . Unit Persyaratan/
dit Kasi | Staf | Direktur | Dirjen Terkait | Perlengkapan Waktu Output
Menyusun Tim
Rekonsiliasi dan
e Kertas lembar
Verifikasi Data C) . . 30 . ..
1 Tenaga Teknis di CIEPEES) Menit Dispess
lingkungan Badan ‘
Peradilan Umum
Menyusun draft \ 4
2 Tim dan P Menit P
Memorandum
Menyiapkan SK v Memo 30
3 Penunjukan Tim I:I Meni Disposisi
enit
dan Memorandum
Memberikan paraf \ 4 Memo 30
persetujuan SK | | n Disposisi
4 Menit
dan memorandum
Mendapat
persetujuan /tidak T Tidak Y E;%Etﬁ::: 2 Draft SK
g | MEMEEREL _Draft Surat | Jam | Draft ST
persetujuan dari Tuaas
Direktur 9
Y4
Surat
6 gﬁnandatanganan | I Keputusan 2 Jam | Disposisi
- Surat Tugas
Berkoordinasi ) Eg;ittusan
dengan Blr_o v - Surat Tugas 2 Hari | Disposisi
7 Kepegawaian | | v
MARI dan PPK SIKEP
- Surat
— Keputusan
'V'e”?'mp'” BTN ‘LI - Surat Tugas 3 Jam | Disposisi
8 persiapan |: vl
kegiatan SIKEP
Menyiapkan dan _?:%rr?rt] :wg:s Sosialisasi
Melaksanakan I Beranakat Verifikasi
9 Kegiatan ke PN ) Manuzgl 3 Hari | dan
dan PT di seluruh | | SIKEP Validasi
Indonesia Data
- Laporan
Hasil
Kegiatan
Membuat laporan - Form Tiba
Kegiatan dan 4 Berangkat . | Laporan
& melaporkan (:) yang sudah Skl Hasil
kepada PPK di Kegiatan
tandatangani
- Boarding
Pass
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MAHKAMAH AGUNG RI
Direktorat Jenderal
Badan Peradilan Umum
JIn. Jenderal Ahmad Yani Kav. 58
Bypass Cempaka Putih Timur

SK Penetapan SOP 655/DJU/SK.OT1.6/1V/2024

Nomor SOP 081
Tanggal Pembuatan 20 Januari 2015
Tanggal Revisi 30 Agustus 2024

Tanggal Efektif 23 Desember 2024

Direktur Jenderal Badan
Peradilan Umum

Disahkan oleh

3aimbang Myanto

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

PENERBITAN SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM TENTANG KEPATUHAN

DALAM PENGISIAN DATA TENAGA TEKNIS PADA APLIKASI SIKEP DI PENGADILAN TINGGI DAN PENGADILAN
NEGERI DI SELURUH INDONESIA

Dasar Hukum:

KualifikasiPelaksana:

1. Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang 1. Aparatur Sipil Negara Mahkamah Agung RI
Keterbukaan Informasi Publik ; 2. S-1 Hukum
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 3. S-1 Tehnik Informatika
2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung; 4. Administrator / Pengelola Aplikasi SIKEP
3. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 5. Memiliki kemampuan pengolahan data
KMA/018/SK/III/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia;
4. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor
144/KMA/SK/VIII/2007 Tentang Keterbukaan Informasi
di Pengadilan;
5. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 002
Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar
Operasional Prosedur Di Lingkungan Mahkamah Agung
Dan Badan Peradilan Yang Berada di bawahnya;
6. Surat Edaran Sekretaris Mahkamah Agung Rl No.197-
1/SEK/KU.01/7/2015 Tentang Penerapan AplikasiSistem
Informasi Kepegawaian (SIKEP) Mahkamah Agung RI.
Keterkaitan: Peralatan/Perlengkapan:
1. SOP Data dan Evaluasi 1. Komputer
2. SOP Pengiriman Surat 2. Jaringan Internet
3. SOP Meng-upload SK di WebSite Badilum.info 3. Printer
4. Proyektor
Peringatan: Pencatatan dan pendataan:

Jika SOP tidak dilaksanakan, Surat Edaran Direktur Jenderal
tidak akan terbit dan akan menghambat Reformasi Birokrasi.

Surat Edaran Direktur Jenderal
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Pelaksana Mutu
No Aktivitas
. . - Persyaratan/
Direktur Kasi Dirjen Perlengkapan Waktu Output
Memberikan
persetujuan untuk (:) Kertas lembar 30 A(;Erii?]?gr’]
1 membuat Surat disposisi Meni P
. enit | atau
Edaran Direktur N —
Jenderal p
Memberikan
disposisi untuk Kertas lembar Ara_han,
. . 30 perintah
2 membuat Surat disposisi Meni
. enit | atau
Edaran Direktur e
Jenderal P
Membuat Konsep A;ﬁ';?gﬁ
3 Surat Edaran v - Surat Edaran P
Direktur Jenderal | | 2 Jam af[au .
disposisi
Membuat Surat Aéﬁ';?gﬁ
4 Edaran Direktur - Surat Edaran 2 Jam gtau
Jenderal —|>| | disposisi
Menyampaikan
5 Surat Edaran -Surat Edaran 30 Draft Surat
Direktur Jenderal Menit Edaran
yg siap di paraf > | <
Memberikan paraf
persetujuan Surat _ 30 Draft Surat
6 | Edaran Direktur / \ Sl ZalzE Menit | Edaran
Jenderal - ¢
) N
Memberikan paraf
persetujuan Surat idak ) 30 Draft Surat
i Edaran Direktur Surat Edaran Menit Edaran
Jenderal h
Mendapat
8 persetujuan dari - Draft Surat 1Hari | Eéaafrt a?]urat
Direktur Jenderal Edaran
Meneruskan Surat
. - Surat Edaran Surat
- Eg:é:PaPlrektur Direktur - Jalu Edaran
P Jenderal
Memberikan Nomor - Surat Edaran
10 dan menerbitkan Direktur 1 Jam Surat
Surat Edaran Jenderal Edaran
Direktur Jenderal >
Mengupload Surat - Surat Edaran Sl
Edaran Direktur Direktur E_darar!
11 1 Jam | ditampilkan
Jenderalke dalam Jenderal .
Website Badilum di dalgm
Website
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SK Penetapan SOP 655/DJU/SK.OT1.6/1V/2024

Nomor SOP 082
Tanggal Pembuatan 20 Januari 2015
Tanggal Revisi 30 Agustus 2024

Tanggal Efektif 23 Desember 2024

Direktur Jenderal Badan
—Peradilan Umum

Disahkan oleh

am bang Myanto

STANDAR OPERASIONAL
PEMBAHARUAN DATA HAKIM KARIR, CA
HASIL RAPAT TIM PROMOSI DAN MUTASI

PROSEDUR (SOP)
LON HAKIM DAN KEPANITERAAN
/ TPM KE DALAM APLIKASI SIKEP

Dasar Hukum:

KualifikasiPelaksana:

1.

2.

3.

Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik ;

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun
2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung;

Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor
KMA/018/SK/III/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia;
Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor
144/KMA/SK/VIII/2007 Tentang Keterbukaan Informasi
di Pengadilan;

Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor
50/KMA/SK/I1/2019 tentang Pemberlakuan Aplikasi
SIKEP.

Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung Rl Nomor 002
Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar
Operasional Prosedur Di Lingkungan Mahkamah Agung
Dan Badan Peradilan Yang Berada di bawahnya;

Surat Edaran Sekretaris Mahkamah Agung Rl No.197-
1/SEK/KU.01/7/2015 Tentang Penerapan Aplikasi
Sistem Informasi Kepegawaian (SIKEP) Mahkamah
Agung RI;

1. S-1 Hukum

2. S-1 Teknik Informatika

3. Administrator / Pengelola Aplikasi SIKEP
4. Memiliki kemampuan pengolahan data

Keterkaitan:

Peralatan/Perlengkapan:

1.
2.

SOP Data dan Evaluasi
SOP TPM Hakim Karir, Calon Hakim dan Kepaniteraan

1. Komputer
2. Jaringan Internet

Peringatan:

Pencatatan dan pendataan:

Jika SOP tidak dilaksanakan, maka data Hakim Karir, Calon
Hakim serta Kepaniteraan tidak akurat dan akan menghambat
Reformasi Birokrasi

Pembaharuan Data Hakim Karir, Calon Hakim serta
Kepaniteraan di dalam Aplikasi SIKEP
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Pelaksana Mutu
No. Aktivitas
Kasubdit Kasi Staf FE) eer 12%3@:32; Waktu Output
Menerima hasil rapat TPM .
Hakim Karir, Calon Hakim ( ) -'[I?gf\? Egi::ﬁ;ﬁﬁﬁ 30 Data Hasil rapat
1 dan Kepaniteraan etborn (Sl @ e TPM
Kepaniteraan
- Kertas lembar
disposisi
5 Memberikan disposisi ke A 4 - Data Hasil Rapat 30 Arahan, perintah
Kasi [:l TPM Hakim Karir, Menit atau disposisi
Calon Hakim dan
Kepaniteraan
Menerima dan Menelaah .
TS e 1 (L A 4 'l:l?g:\';l1 E:f(:lleigﬁi Arahan intah
3 Karir, Calon Hakim dan . ’ 1 Jam . per_ln_ta
- |__—| Calon Hakim dan atau disposisi
Kepaniteraan yang Kepaniteraan
diterima
Memberi disposisi ke ) giigzzi'ls?mbar
Bkl untu!( - Data Hasil Rapat 30 Arahan, perintah
& IET IS AEIL (D =D TPM Hakim Karir Menit | atau disposisi
Hakim Karir, Calon Hakim Calon Hakim dan,
dan Kepaniteraan K .
epaniteraan
- Kertas lembar
Memperbaharui Data disposisi Pembaharuan
5 Hakim Karir, Calon Hakim v - Data Hasil Rapat 8 Jam Data
dan Kepaniteraan dalam TPM Hakim Karir, dalamAplikasi
aplikasi SIKEP |:| Calon Hakim dan SIKEP
Kepaniteraan
Melakukan Verifikasi dan Data-data Hakim Ezgnljlgﬁmy}? an
Validasi data Hakim Karir, Karir, Calon Hakim C ; ’
. . alon Hakim dan
6 Calon Hakim dan dan Kepaniteraan 2 Jam Kepaniteraan di
Kepaniter_aan_ I___l < yang telah _ dalam Aplikasi
dalamAplikasi SIKEP diperbaharui SIKEP
- Laporan mingguan
Membuat Laporan telah pembaharuan data
dilakukan pembaharuan Hakim Karir, Calon Laporan berkala 1
7 data Hakim Karir, Calon o Hakim dan 1 Hari miﬁ u sekali
Hakim dan Kepaniteraan = Kepaniteraan 99
dalam aplikasi SIKEP dalam aplikasi
SIKEP
Laporan bulanan
Membuat Laporan berkala pembaharuan data
dalam pembaharuan data Hakim Karir, Calon Laporan berkala 1
8 Hakim Karir, Calon Hakim Hakim dan 1 Hari b p .
. . . ulan sekali
dan Kepaniteraan di Kepaniteraan
aplikasi SIKEP dalam aplikasi
SIKEP
Menerima Hasil Laporan .
o
9 pembaharuan data Hakim dan kepaniteraan 30 Laporan berkala 1
Karir, Calon Hakim dan Menit bulan sekali

Kepaniteraan di aplikasi
SIKEP

yang telah
diperbaharui
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SK Penetapan SOP 655/DJU/SK.OT1.6/1V/2024

Nomor SOP 083
Tanggal Pembuatan 20 Januari 2015
Tanggal Revisi 30 Agustus 2024

Tanggal Efektif 23 Desember 2024

Direktur Jenderal Badan
-Peradilan Umum

Disahkan oleh

,_af*ﬁ bang Myanto

STANDAR OPERASIONAL

SOP PEMBAHARUAN DATA HAK

IM

PROSEDUR (SOP)
TINGGI DAN HAKIM ADHOC

HASIL RAPAT PIMPINAN / RAPIM KE DALAM APLIKASI SIKEP

Dasar Hukum:

KualifikasiPelaksana:

1.

2.

3.

Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik ;

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun
2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung;

Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor
KMA/018/SK/III/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia;
Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor
144/KMA/SK/VIII/2007 Tentang Keterbukaan Informasi
di Pengadilan;

Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor
50/KMA/SK/I1/2019 tentang Pemberlakuan Aplikasi
SIKEP.

Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung Rl Nomor 002
Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar
Operasional Prosedur Di Lingkungan Mahkamah Agung
Dan Badan Peradilan Yang Berada di bawahnya;

Surat Edaran Sekretaris Mahkamah Agung Rl No.197-
1/SEK/KU.01/7/2015 Tentang Penerapan Aplikasi
Sistem Informasi Kepegawaian (SIKEP) Mahkamah
Agung RI.

1. S-1 Hukum

2. S-1 Teknik Informatika

3. Administrator / Pengelola Aplikasi SIKEP
4. Memiliki kemampuan pengolahan data

Keterkaitan:

Peralatan/Perlengkapan:

1.
2.

SOP Data dan Evaluasi
SOP Rapim Hakim Tinggi dan Hakim AdHoc

1. Komputer

2. Jaringan Internet
3. Printer

4. Proyektor

Peringatan:

Pencatatan dan pendataan:

Jika SOP tidak dilaksanakan, maka data Hakim Tinggi dan
Hakim AdHoc tidak akurat dan akan menghambat Reformasi
Birokrasi.

Pembaharuan Data Hakim Tinggi dan Hakim AdHoc di
dalam Aplikasi SIKEP.
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Pelaksana Mutu
No. Aktivitas : -
Kasubdit . Unit Persyaratan/
NGH Staf Terkait Perlengkapan Wiake !
Menerima hasil rapat - Data Hasil Rapat
1 Pimpinan Hakim C) Pimpinan Hakim 30 Data Hasil rapat
Tinggi dan Hakim Tinggi dan Hakim Menit | Pimpinan
AdHoc AdHoc
= - Kertas lembar
I___l disposisi
5 Memberikan disposisi - Data Hasil Rapat 30 Arahan, perintah
ke Kasi Pimpinan Hakim Menit | atau disposisi
Tinggi dan Hakim
AdHoc
Menerima dan v Data Hasil Rapat
3 Menelaah hasil rapat Pimpinan Hakim 2 Jam Arahan, perintah
Pimpinan HakimTinggi Tinggi dan Hakim atau disposisi
dan Hakim AdHoc AdHoc
Memberi disposisi ke : gizgﬁzils?mbar
Bkl untu!( 4 - Data Hasil Rapat 30 Arahan, perintah
4 memperpahe}rw Licl |j:| Pimpinan Hakim Menit | atau disposisi
FELID M) G Tinggi dan Hakim
Hakim AdHoc AdHoc
= - Kertas lembar
Memperbaharui Data v disposisi Pembaharuan
5 Hakim Tinggi dan - Data Hasil Rapat 8 Jam | Data dalam
Hakim AdHoc dalam |__—| Pimpinan Hakim Aplikasi SIKEP
aplikasi SIKEP Tinggi dan Hakim
AdHoc
Membuat Laporan hf:ﬁ or%r;n
telah dilakukan A e
6 aem_bahgrua_n data P data Hakim Tinggi 1 Hari Lap_oran berkalg
akim Tinggi dan D‘ dan Hakim AdHoc 1 minggu sekali
Hakim AdHoc dalam dalam aplikasi
aplikasi SIKEP SIKEP P
Membuat Laporan Laporan bulanan
berkala dalam pembaharuan
- | pembaharuan data Ej data Hakim 1 Hari | Laporan berkala
Hakim Tinggi dan Tinggi dan Hakim 1 bulan sekali
Hakim AdHoc di AdHoc dalam
aplikasi SIKEP aplikasi SIKEP
e Tersimpannya
jeltutan Vrthas caa e
S inggi dan Hakim . akim Tinggi
. E:t:m ;L;llgglcdda}a\rllam D AdHoc yang telah Dt dan Hakim
o diperbaharui AdHoc di dalam
Aplikasi SIKEP Aplikasi SIKEP
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MAHKAMAH AGUNG RI
Direktorat Jenderal
Badan Peradilan Umum
JIn. Jenderal Ahmad Yani Kav. 58
Bypass Cempaka Putih Timur

SK Penetapan SOP 655/DJU/SK.OT1.6/1V/2024

Nomor SOP 084

Tanggal Pembuatan 20 Januari 2015

Tanggal Revisi 30 Agustus 2024

Tanggal Efektif 23 Desember 2024
Disahkan oleh Direktur Jenderal Badan

Peradilan Umum

3aimbang Myanto

STANDAR OPERASIONAL

PROSEDUR (SOP)

PEMBAHARUAN DATA TENAGA TEKNIS PERADILAN UMUM YANG MEMASUKI MASA PENSIUN / PURNABAKTI
SERTA MENINGGAL DUNIA KE DALAM APLIKASI SIKEP

Dasar Hukum:

KualifikasiPelaksana:

1. Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik ;

2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun
2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung;

3. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor
KMA/018/SK/III/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia;

4. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor
144/KMA/SK/VIII/2007 Tentang Keterbukaan Informasi
di Pengadilan;

5. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 002
Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar
Operasional Prosedur Di Lingkungan Mahkamah Agung
Dan Badan Peradilan Yang Berada di bawahnya;

6. Surat Edaran Sekretaris Mahkamah Agung Rl No.197-
1/SEK/KU.01/7/2015 Tentang Penerapan Aplikasi
Sistem Informasi Kepegawaian (SIKEP) Mahkamah
Agung RI.

1. S-1 Hukum

2. S-1 Tehnikinformatika

3. Administrator / Pengelola Aplikasi SIKEP
4. Memiliki kemampuan pengolahan data

Keterkaitan:

Peralatan/Perlengkapan:

1. SOP Data dan Evaluasi
2. SOP Usul Pensiun Meninggal Dunia

1. Komputer

2. Jaringan Internet
3. Printer

4. Proyektor

Peringatan:

Pencatatan dan pendataan:

Jika SOP tidak dilaksanakan, maka data tenaga teknis yang
pensiun/Purnabakti serta meninggal dunia tidak tercatat dan
tidak akurat dan akan menghambat Reformasi Birokrasi

Pembaharuan Data di dalam Aplikasi SIKEP
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Pelaksana Mutu
No. Aktivitas ]
. Kasub . Unit Persyaratan/
Direktur dit Kasi | Staf Terkait Perlengkapan Waktu Output
Mendisposisi el
Surat (:) Pemt_)erltahuan 30 Pencata_tan surat
g Pensiun atau " Pemberitahuan
L Semgﬁlrlt?huall:n_r Meninggal Dunia sl yang diterima
an atad dari PN atau PT
- Kertas lembar
Menerima dan ) gljrpac;g&
Menelaa_lh surat I___l Pemberitahuan 30 Arahar_1, per_in_tah
2 Pemberitahuan . Menit | atau disposisi
dari PN atau PT RARENCETE
Meninggal Dunia
dari PN atau PT
- Kertas lembar
Menerima dan 1 gISpC:SISI
Menelaah surat > ) Purab itah 30 Arahan, perintah
3 Pemberitahuan emberitahuan Menit | atau disposisi
dari PN atau PT FERINEETT
Meninggal Dunia
dari PN atau PT
Mendisposisi - Kertas lembar
untuk disposisi
memperbaharui - Surat .
4 Data Tenaga D Pemberitahuan M?é(r)wi t Q‘tr::?j?s’p%z';tah
Teknis yang Pensiun atau
pensiun atau Meninggal Dunia
meninggal dunia dari PN atau PT
g - Surat
g:{;?gﬁ:g:m' v Pemt_)eritahuan
3 Pensiun atau Pembaharuan
Teknis yang - .
pensiun atau |__—| Mer_nnggal D_unla 1 Hari DELE) oo
5 meninggal dunia dgrl P_engadllan dalamAplikasi
dalam aplikasi Tinggi d_an SIKEP
SIKEP Penga_dllan
Negeri
Membuat
Laporan telah v - Laporan
dilakukan mingguan 1 Hari Laporan berkala
8 pembaharuan |:| pembaharuan 1 minggu sekali
data dalam data dalam
aplikasi SIKEP aplikasi SIKEP
Membuat
Laporan berkala v Laporan bulanan
dalam —] pembaharuan 1 Hari Laporan berkala
9 | pembaharuan |__| data dalam 1 bulan sekali
data diaplikasi aplikasi SIKEP
SIKEP
Data-data yang Tersimpannya
Melakukan v Pensiun atau Data-Data
Verifikasi dan meninggal dunia Tenaga Teknis
10 Validasi data (:) dari Pengadilan 1 Hari | yang Pensiun
dalam Aplikasi Tinggi atau atau meninggal
SIKEP Pengadilan dunia di dalam
Negeri Aplikasi SIKEP
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MAHKAMAH AGUNG RI
Direktorat Jenderal
Badan Peradilan Umum
JIn. Jenderal Ahmad Yani Kav. 58
Bypass Cempaka Putih Timur

SK Penetapan SOP 655/DJU/SK.OT1.6/1V/2024

Nomor SOP 085
Tanggal Pembuatan 20 Januari 2015
Tanggal Revisi 30 Agustus 2024

Tanggal Efektif 23 Desember 2024

Direktur Jenderal Badan
—Peradilan Umum

Disahkan oleh

“Bambang Myanto

STANDAR OPERASIONAL

PROSEDUR (SOP)

PENERIMAAN DAN PENGOLAHAN DATA BEZETTING ABSENSI PENGADILAN TINGGI DAN PENGADILAN NEGERI

Dasar Hukum:

KualifikasiPelaksana:

1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1. Pendidikan S1
2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung; 2. Administrator / Pengelola Aplikasi SIKEP
2. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 3. Memiliki kemampuan pengolahan data
KMA/018/SK/I1I/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia;
3. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor
144/KMA/SK/VIII/2007 Tentang Keterbukaan Informasi
di Pengadilan;
4. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung Rl Nomor 002
Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar
Operasional Prosedur Di Lingkungan Mahkamah Agung
Dan Badan Peradilan Yang Berada di bawahnya;
5. Surat Edaran Sekretaris Mahkamah Agung Rl No.197-
1/SEK/KU.01/7/2015 Tentang Penerapan Aplikasi
Sistem Informasi Kepegawaian (SIKEP) Mahkamah
Agung RI.
Keterkaitan: Peralatan/Perlengkapan:
1. SOP Data dan Evaluasi 1. Komputer
2. SOP Penerimaan Surat Tata Usaha (TU) 2. Jaringan Internet
3. Printer
Peringatan: Pencatatan dan pendataan:

Jika SOP tidak dilaksanakan, maka Pencatatan Bezetting
yang diterima akan tidak akurat.

1. Register penerimaan Bezetting yang diterima dari
Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri.

Pelaksana Mutu
No. Aktivitas
. Kasub . Peryaratan/
Direktur dit Kasi Staf Perlengkapan Waktu Output

1 Menerima Bezetting D) Berkas Bezzetting 30 Pencatatan
Absensi dari PN dan PT I Absensi PN dan PT Menit | Bezzeting
Menerima dan Menelaah L Lembar disposisi ;

. i ; 30 Lermbar

2 Bezetting Absensi yang Berkas Bezetting Menit | disposisi

diterima Absensi PN dan PT P
. . . \4 Lembar disposisi ;

3 Menerima d|§p93|3| dan I: Berkas Bezetting 30 Lgmba_r_
menindaklanjuti arahan Absensi PT dan PN menit | disposisi
Mencatat Bezetting . - .

; B \ 0
Absensi yang diterima ke L ElEn d'SpOS'S' ’ | sl

4 ; |:| Berkas Bezetting 1 hari | Bezetting

dalam register surat . .
Absensi PT dan PN Absensi

masuk

Membuat Laporan Laporan mingguan Laporan

5 penerimaan Bezetting penerimaan Bezeting | 1 Hari | berkala 1
Absensi Absensi minggu sekali

[ 1
| I |

5 |y Laporan penerimaan | 30 | ZEAET,

Absensi D Bezzeting Absensi Menit i 510 ==l
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MAHKAMAH AGUNG RI
Direktorat Jenderal
Badan Peradilan Umum
JIn. Jenderal Ahmad Yani Kav. 58
Bypass Cempaka Putih Timur

SK Penetapan SOP 655/DJU/SK.OT1.6/1V/2024

Nomor SOP 086
Tanggal Pembuatan 20 Januari 2015
Tanggal Revisi 30 Agustus 2024

Tanggal Efektif 23 Desember 2024

Direktur Jenderal Badan

Disahkan oleh

STANDAR OPERASIONAL

PROSEDUR (SOP)

PENGELOLAAN ARSIP INAKTIF

Dasar Hukum:

KualifikasiPelaksana:

1. Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik ;

2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun
Kearsipan;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012;

4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun
2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung;

5. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor
KMA/018/SK/III/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia;

6. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor
144/KMA/SK/VIII/2007 Tentang Keterbukaan Informasi di
Pengadilan;

7. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No.
351/KMA/SKI/II/2022;

8. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 002
Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar
Operasional Prosedur Di Lingkungan Mahkamah Agung
Dan Badan Peradilan Yang Berada di bawahnya.

9. Perka ANRI No.20 Th.2012 tentang Pedoman
Pengelolaan Unit Kearsipan pada Lembaga Negara,

2009 tentang

1. Pendidikan S1
2. Administrator / Pengelola Aplikasi SIKEP
3.  Memiliki kemampuan pengolahan data

Keterkaitan:

Peralatan/Perlengkapan:

1. SOP Data dan Evaluasi
2. SOP Mutasi Hakim
3. SOP Mutasi Panitera

Komputer
Jaringan Internet
Printer

ATK

SIS

Peringatan:

Pencatatan dan pendataan:

Jika SOP tidak dilaksanakan, maka Pencatatan Pengarsipan
akan tidak akurat dan akan menghambat Reformasi Birokrasi

1. Pencatatan Arsip
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Pelaksana Mutu
No. Aktivitas :
TtlaJrrI](gli ¢ Direktur Ka(\jsitu e Kasi Staf PFe)flgr?grE;?)Z n Waktu Output
Mengumpulkan - Daftar Daftar
daftar dokumen ( ) . 1 Hari dokumen dari
1 kearsipan inaktif kearsipan hakim dan
Hakim dan Panitera panitra
Menerima daftar - Daftar Daftar
5 dokumen kearsipan I___l dokumen 30 dokumen dari
inaktif Hakim dan kearsipan Menit | hakim dan
Panitera panitra
Melakukan
pendataan - Daftar 15 Tersampaikan
3 dokumen kearsipan dokumen Menit | M2 daftar
inaktif Hakim dan kearsipan dokumen arsip
Panitera
Melakukan
4 pencatatan arsip - Arsip/ 8 Jam Pengelolaan
inaktif Hakim dan > dokumen arsip inaktif
Panitera
Melakukan
5 pengarsipan - Arsip/ 8 Jam Terkontrolnya
dokumen inaktif | | dokumen arsip inaktif
Hakim dan Panitera
Arsip diberi identitas v
6 sehingga [:l - Arsip/ 8 Jam Arsip yang
mempermudah dokumen teridentitas
untuk pencariannya
Memastikan
keamanan
dokumen dari \4 . Arsip yang
7 kerusakan maupun I | "gcr)ilgr/nen M?e(r)lit aman dari
penyalahgunaan kerusakan
oleh pihak yang
tidak berhak
8 Membuat berita |___| - Komputer, 30 Berita acara
acara pengarsipan kertas, printer menit | pengarsipan
Memberikan berita 10 Berita acara
9 acara pengarsipan - Dokumen menit engarsioan
ke Kasud. Dit ! pengarsip
. . \4
Memberikan berita 30 Berita acara
10 | acara pengarsipan ( ) - Dokumen Menit | pengarsipan

ke Direktur
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MAHKAMAH AGUNG RI
Direktorat Jenderal
Badan Peradilan Umum
JIn. Jenderal Ahmad Yani Kav. 58
Bypass Cempaka Putih Timur

SK Penetapan SOP

655/DJU/SK.OT1.6/IV/2024

Nomor SOP 087

Tanggal Pembuatan

20 Januari 2015

Tanggal Revisi

30 Agustus 2024

Tanggal Efektif

23 Desember 2024

Disahkan oleh

Direktur Jenderal Badan

,\eradilan Umum

Bambang Myanto

STANDAR OPERASIONAL

PROSEDUR (SOP)

ARSIP DAN DOKUMENTASI

Dasar Hukum:

KualifikasiPelaksana:

1. Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik ;
2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang

Kearsipan;

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012;

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun

2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung;

5. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor
KMA/018/SK/III/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia;

6. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor
144/KMA/SK/VIII/2007 Tentang Keterbukaan Informasi di
Pengadilan;

7. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI
351/KMA/SKI/II/2022;

8. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung Rl Nomor 002
Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar
Operasional Prosedur Di Lingkungan Mahkamah Agung
Dan Badan Peradilan Yang Berada di bawahnya.

9. Perka ANRI No.20 Th.2012 tentang Pedoman
Pengelolaan Unit Kearsipan pada Lembaga Negara.

W

No.

1. Pendidikan S1

2. Administrator / Pengelola Aplikasi SIKEP
3.  Memiliki kemampuan pengolahan data

Keterkaitan:

Peralatan/Perlengkapan:

1. SOP Data dan Evaluasi
2. SOP Mutasi Hakim
3. SOP MutasiPanitera

1. Komputer
2. Jaringan Internet
3. Printer

4. ATK

Peringatan:

Pencatatan dan pendataan:

Jika SOP tidak dilaksanakan, maka Pencatatan Pengarsipan
akan tidak akurat dan akan menghambat Reformasi Birokrasi

Pencatatan Arsip
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Pelaksana Mutu
No. Aktivitas :
Unit . . Peryaratan/
Terkait Kasubdit | Kasi Staf Perlengkapan Waktu Output

Mengumpulkan

1 dokumen tenaga C) - Dokumen tenaga 30 Dokumen
teknis yang siap teknis Menit | tenaga teknis
diarsipkan
LBl d_o UER ¢ - Dokumen tenaga Dokumen

2 | tenaga teknis yang : teknis 1 Jam tenana teknis
siap diarsipkan 9
Melakukan A

3 | pendataan dokumen | Ll -zzoklgtijsmen tenaga 2 Jam 'Z%I;urgigknis
tenaga teknis 9
Melakukan
pencatatan dan L/ - Dokumen tenaga Dokumen

& pemindaian dokumen I:l teknis e tenaga teknis
tenaga teknis
Mengunggah
dokumen tenaga |4L| . 30 Arsip/

s teknis pada aplikasi ATl AT Menit | dokumen
SIKEP

v

Menyimpan dokumen A Arsip/dokume

6 tenaga teknis :l Arsip/dokumen 1 Jam n
Membuat dokumen Dokumen

7 laporan arsip tenaga : - Arsip/dokumen M?é?]it laporan arsip
teknis tenaga teknis
Menerima dokumen Y -Komputer, kertas 30 Dokumen

8 laporan arsip tenaga ( ) ity ' ' i laporan arsip
teknis P tenaga teknis
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MAHKAMAH AGUNG RI
Direktorat Jenderal
Badan Peradilan Umum
JIn. Jenderal Ahmad Yani Kav. 58
Bypass Cempaka Putih Timur

SK Penetapan SOP

655/DJU/SK.OT1.6/IV/2024

Nomor SOP 088
Tanggal Pembuatan 20 Januari 2015
Tanggal Revisi 30 Agustus 2024

Tanggal Efektif

23 Desember 2024

Disahkan oleh

Direktur Jenderal Badan

el = am bang Myanto

/,\;ﬁlradllan Umum

STANDAR OPERASIONAL

PROSEDUR (SOP)
PEMBUATAN LAPORAN TAHUNAN TENAGA TEKNIS PERADILAN UMUM

Dasar Hukum:

KualifikasiPelaksana:

1. Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 13 Tahun
2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung;

2. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik
Indonesia No. MA/SEK/07/SK/I11/2006 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Sekretariat Mahkamah Agung Republik
Indonesia;

1. DIlIl Semua Jurusan
2. S1 Semua Jurusan

Keterkaitan:

Peralatan/Perlengkapan:

1. Subdit Mutasi Hakim
2. Subdit Mutasi Kepaniteraan dan Jurusita,
3. Subdit Pengembangan

Panduan dalam pengelolaan data untuk pembuatan
Laporan Tahunan Tenaga Teknis Peradilan Umum,
Perangkat Komputer dan Flashdisk

Peringatan:

Pencatatan dan pendataan:

Jika SOP tidak dilaksanakan, Penyampaian Laporan Tahunan 1. Data Mutasi dan Promosi Tenaga Teknis(TPM)
tidak akurat. 2. Data Hukuman Disiplin
3. Data Pensiun
4. Data Kenaikan Pangkat
Pelaksana Mutu Buku
No Aktivitas
Kasubdit Kasi Staf Kelengkapan Waktu Output
Menerima serta
gnengumpul!(an dafta mutast @ Data dan Berkas .| Data Jumlah
an promosi, kenaikan . 1 hari - .

1 pangkat, pensiun, serta Hasil TPM Hasil Mutasi _
hukuman disiplin Hakim, Tenaga Teknis
Panitera dan Jurusita
'p\)/lriﬁl(()zip E:;Ziw;rtlas;ggl?at v Data dan _Berkas _ Data Jum_lah

ensiun, serta hukuman ’ KP, Pensiun 3 hari KP, Pensiun

2 pensiun, 3 serta HD serta HDTenaga
Ll BT B Gl Tenaga Teknis Teknis Peradilan
peradilan umum ke dalam Peradgilan Umum Umum
Laporan Tahunan Ditganis

Berkas Hasil
TPM dan KP Laporan
3 Menyusun Laporan Tahunan Pensiun serta Tahunan
Ditganis Peradilan Umum \ 4 HD Tenaga 1 hari | Tenaga Teknis
Teknis Peradilan Peradilan Umum
Umum
Mengajukan Laporan Laporan
Tahunan Ditganis untuk Dokumen 1 hari p
; i ari | Tahunan

4 ditandatangi Direktur dan N Laporan Tenaga Teknis

diserahkan kepada Unit Tahunan

Sekretariat

Peradilan Umum
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MAHKAMAH AGUNG RI
Direktorat Jenderal
Badan Peradilan Umum
JIn. Jenderal Ahmad Yani Kav. 58
Bypass Cempaka Putih Timur

SK Penetapan SOP 655/DJU/SK.OT1.6/1V/2024

Nomor SOP 089
Tanggal Pembuatan 20 Januari 2015
Tanggal Revisi 30 Agustus 2024

Tanggal Efektif 23 Desember 2024

Direktur Jenderal Badan
eradilan Umum

Disahkan oleh

STANDAR OPERASIONAL
USULAN KENAIKAN PANGKAT TENAGA

PROSEDUR (SOP)
TEKNIS KEPANITERAAN KE BKN

Dasar Hukum:

KualifikasiPelaksana:

1.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14
Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang
Kekuasaan Kehakiman;

Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun
1986 tentang Peradilan Umum;

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur
Sipil Negara;

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2024 tentang
Perubahan Kedelapan Belas Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai
Negeri Sipil;

Peraturan Presiden R.l. Nomor 21 Tahun 2024 tentang
Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun
2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung;

Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor
125/KMA/SK/IX/2009 tanggal 2 September 2009 tentang
Pendelegasian Sebagian Wewenang Kepada Para
Pejabat Eselon | dan Ketua Pengadilan Tingkat Banding
di Lingkungan Mahkamah Agung untuk
Penandatanganan di Bidang Kepegawaian;

Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 4 Tahun
2023 tentang Periodsasi Kenaikan Pangkat PNS.
Persetujuan/Pertimbangan Teknis BKN dan Surat
Keputusan.

1. Analis SDMA Ahli Pertama, Muda, Madya;
2. Pranata SDMA Mahir;
3. PPPK;

Keterkaitan:

Peralatan/Perlengkapan:

1. SOP Promosi dan Mutasi Peradilan Umum;

1. Dokumen kelengkapan SK Kenaikan Pangkat

2. SOP Penetapan Surat Keputusan Kenaikan Pangkat Terakhir, SK Jabatan Terakhir, SKP 2 tahun
Tenaga Teknis Kepaniteraan; terakhir;
3. Aplikasi SIASN 2. Alat Tulis Kantor;
4. Aplikasi SIKEP 3. Printer, Komputer;
4. Jaringan Internet;
Peringatan: Pencatatan dan pendataan:

Jika SOP ini tidak dijalankan sesuai aturan yang berlaku,
maka proses kenaikan pangkat tenaga teknis kepaniteraan
akan tertunda

Disimpan dan dicatat dalam bentuk data dan dokumen
elektronik
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Pelaksana Mutu Baku
No Aktivitas
. Kasub . . Persyaratan/
Direktur dit Kasi Staf | Dirjen Kelengkapan Waktu Output
Mendisposisi Usul Surat Usul 15 ig:\z[ilgasnm
1 | Kenaikan Pangkat ( ) Kenaikan Menit | Panakat van
Panitera Pangkat di dis?posigi 9
Mendisposisikan Surat Surat usulan Surat_ Ve
2 | Usul Kenaikan Pangkat g | Kenaikan L2 o
. Menit | Pangkat yang
Panitera Pangkat didisposisi
Memerintahkan untuk
memeriksa
SEEG T Surat usulan
persyaratan Kenaikan Surat usulan 30 Kenaikan
3 | Pangkat Panitera dan — Kenaikan .

) Menit | Pangkat yang
menginput usulan Pangkat i
Kenaikan Pangkat P
Hakim pada aplikasi
SI-ASN BKN

. Hasil input
'\KA::;'Q;#LZ%"E; Surat usulan Kenaikan

4 ada aplikasi gI-ASN Kenaikan 1 Hari | Pangkat pada
para ap tidak Pangkat aplikasi SI-ASN
BKN BKN
Memverifikasi data
Usulan Kenaikan
Pangkat yang telah di-
input pada aplikasi SI- \‘ Hasil input
ASN BKN dan Kenaikan

5 | meneruskannya / Data usul 1 jam Pangkat pada
kepada DIRJEN aplikasi SI-ASN
Badilum untuk BKN
persetujuan (approval)
usulan pada aplikasi
SI-ASN BKN

Hasil input
DIRJEN Badilum Kenaikan
menyetujui (approve) va Data usiul Pangkat yang

6 | usulan Kenaikan |_| | kenaikan 1 Jam | telah disetujui
Pangkat pada aplikasi pangkat (di-approved)
SI-ASN BKN pada aplikasi SI-

ASN BKN
Menindaklanjuti status
proses Kenaikan . .
(Ol | i

T || Snshl e sudah)c/ii ’ Lhari | pangkat dari

dengan diterbitkannya S 9
. . setujui dirjen BKN

Persetujuan Teknis

BKN
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MAHKAMAH AGUNG RI
Direktorat Jenderal
Badan Peradilan Umum
JIn. Jenderal Ahmad Yani Kav. 58
Bypass Cempaka Putih Timur

SK Penetapan SOP 655/DJU/SK.OT1.6/1V/2024

Nomor SOP 090
Tanggal Pembuatan 20 Januari 2015
Tanggal Revisi 30 Agustus 2024

Tanggal Efektif 23 Desember 2024

Direktur Jenderal Badan
eradilan Umum

Disahkan oleh

STANDAR OPERASIONAL
PENETAPAN SURAT KEPUTUSAN KENAIKAN PANGK

PROSEDUR (SOP)
AT TENAGA TEKNIS KEPANITERAAN KE BKN

Dasar Hukum:

Kualifikasi Pelaksana:

1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan 1. Analis SDMA Ahli Pertama, Muda, Madya;
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 2. Pranata SDMA Mahir:
tentang Mahkamah Agung; 3. PPPK:

2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang
Kekuasaan Kehakiman;

3. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun
1986 tentang Peradilan Umum;

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur
Sipil Negara;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2024 tentang
Perubahan Kedelapan Belas Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai
Negeri Sipil;

6. Peraturan Presiden R.I. Nomor 21 Tahun 2024 tentang
Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun
2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung;

7. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor
125/KMA/SK/IX/2009 tanggal 2 September 2009 tentang
Pendelegasian Sebagian Wewenang Kepada Para
Pejabat Eselon | dan Ketua Pengadilan Tingkat Banding di
Lingkungan Mahkamah Agung untuk Penandatanganan di
Bidang Kepegawaian;

8. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 4 Tahun
2023 tentang Periodsasi Kenaikan Pangkat PNS.

9. Persetujuan/Pertimbangan Teknis BKN dan Surat
Keputusan.

Keterkaitan: Peralatan/Perlengkapan:

1. SOP Promosi dan Mutasi Peradilan Umum; 1.Dokumen kelengkapan SK Kenaikan Pangkat

2. SOP Penetapan Surat Keputusan Kenaikan Pangkat Terakhir, SK Jabatan Terakhir, SKP 2 tahun terakhir;
Tenaga Teknis Kepaniteraan; 2. Alat Tulis Kantor;

3. Aplikasi SIASN 3. Printer, Komputer;

4. Aplikasi SIKEP 4. Jaringan Internet.

Peringatan: Pencatatan dan pendataan:

Jika SOP ini tidak dijalankan sesuai aturan yang berlaku,
maka proses kenaikan pangkat tenaga teknis kepaniteraan
akan tertunda

Disimpan dan dicatat dalam bentuk data dan dokumen
elektronik
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N Pelaksana Mutu Baku
o .
Aktivitas ) - Persyaratan/
Staf Kasi Dirjen Waktu Output
Kelengkapan
Persetujuan Print out
q Teknis Persetujuan
L | e | (G enaiken || 15, |Tekns Kenaian
9 A Pangkat dari Pangkat dari
BKN BKN
Menerima dan Print out
memverifikasi Persetujuan y Persetujuan DT
Teknis Kenaikan Pangkat tdk \ Teknis 15 L | S
2 . . . .. |Pangkat Tenaga
dari BKN untuk dibuatkan ya Kenaikan Menit a
. . Teknis yang
Surat Keputusan Kenaikan Pangkat dari T
Pangkatnya | BKN P
YV Dokumen
Pelaksana mengunduh dan Usulan Dokumen
mencetak dokumen Surat Kenaikan 15 Usulan Kenaikan
3 | Keputusan Kenaikan Pangkat Menit Pangkat Tenaga
Pangkat yang sudah dibuat Tenaga Teknis Teknis yang
dari aplikasi SI-ASN; yang telah telah didisposisi
didisposisi
TR Dokumen
Kasi menerima Ui Surat Kenaikan
mengoreksi konsep SK /\ Kenaikan . | Pangkat Tenaga
4 3 YA Pangkat 1 hari f
Kenaikan Pangkat Tenaga \/ Tenaga Teknis Teknis yang
Teknis; 9 telah dikoreksi
yang telah
didisposisi
Dirjen Badilum menerima Surat Keputusan
dan menandatangani ‘L Surat Kenaikanp
SEEETE GO 5, Keputusan Pangkat Tenaga
Kenaikan Pangkat Tenaga put 9 9
5 : ) Kenaikan - Teknis yang
Teknis. (Keterangan: Untuk
Pegawai Golongan IV/c ey . tglah .
Keatas. SK ditandatanaani Tenaga Teknis ditandatangani
NG 9 secara elektronik
Presiden);
Surat Keputusan
Surat Kenaikan
Pelaksana mengunduh SK Keputusan 15 Pangkat Tenaga
6 | KP yang sudah di tte oleh Kenaikan . | Teknis yang
- menit
Dirjen Pangkat telah
Tenaga Teknis ditandatangani
secara elektronik
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MAHKAMAH AGUNG RI
Direktorat Jenderal
Badan Peradilan Umum

Bypass Cempaka Putih Timur

JIn. Jenderal Ahmad Yani Kav. 58

SK Penetapan SOP 655/DJU/SK.OT1.6/1V/2024

Nomor SOP 091
Tanggal Pembuatan 20 Januari 2015
Tanggal Revisi 30 Agustus 2024

Tanggal Efektif 23 Desember 2024

Direktur Jenderal Badan
eradilan Umum

=

Disahkan oleh

STANDAR OPERASIONAL

PROSEDUR (SOP)

IZIN PERJALANAN PRIBADI LUAR NEGERI (PPLN)

Dasar Hukum:

KualifikasiPelaksana:

1.

Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 tentang Perubahan
Kedua Atas Undang-Undang No. 14 Tahun 1985
tentang Mahkamah Agung R.I.;

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang
Kekuasaan Kehakiman;
Undang-Undang Nomor
Peradilan Umum;
Undang-Undang Nomor
Aparatur Sipil Negara;
Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Repubik
Indonesia Nomor  125/KMA/SK/IX/2009 tanggal 2
September 2009 tentang Pendelegasian sebagian
Wewenang kepada Pejabat Eselon | dan Ketua
Pengadilan Tingkat Banding di Lingkungan Mahkamah
Agung Repubik Indonesia untuk penandatangan di
Bidang Kepegawaian

Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor
163/KMA/SK/IX/2016 tentang Pendelegasian sebagian
kewenangan kepada Panitera Mahkamah Agung dan
Pejabat Eselon | untuk Memberikan Izin Perjalanan Ke
Luar Negeri

Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung R.I.
Nomor: 002 Tahun 2012 tentang Pedoman
Penyusunan Standar Operational Procedure di
Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan
yang berada di bawahnya;

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan
Standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintahan.

49 Tahun 2009 tentang

20 Tahun 2023 tentang

1. Analis SDMA Ahli Pertama, Muda, Madya;
2. Pranata SDMA Mahir;
3. PPPK;

Keterkaitan:

Peralatan/Perlengkapan:

1. Alat Tulis Kantor, Printer, Komputer;
2. Tata Naskah Dinas;

3. Buku Pencatatan Surat/ Ekpedisi;

4. Aplikasi ASTAKITA

Peringatan:

Pencatatan dan pendataan:

Jika SOP ini tidak dijalankan sesuai aturan yang berlaku,
maka akan menyulitkan Pelayanan Bidang Pembinaan

Tenaga Teknis Peradilan Umum.

Dicatat dan disimpan secara elektronik dan fisik
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Pelaksana Mutu Baku
No Aktivitas :
Kasub . Direkt . Persyaratan/
dit Kasi Staf ur Dirjen Kelengkapan Waktu Output
Menerima usul izin
Perjalanan Pribadi ke
Luar Negeri dalam Surat
rangka pengobatan, ( ) Sl . Permohonan Izin
1 ; Permohonan 1 jam
menjalankan : PPLN yang sudah
" Izin PPLN - -
kewajiban agama, di disposisi
atau kepentingan
pribadi lainnya.
ﬁ:;;tohonan U
Mempelajari dan I___l - Permohonan Izin
. .. .. Izin PPLN ;
2 mendisposisi usul izin " 1jam |PPLN yang sudah
PPLN SN S ] di disposisi oleh
disposisi oleh Kasi
Kasubdit
Mengecek Sl
3 | kelengkapan berkas [:l P(_ermohonan 1 jam SUEUE HEES
Izin PPLN dan kelengkapan
usul PPLN
kelengkapan
v Surat
4 Membuat surat izin permohonan 1iam Draft Surat 1zin
PPLN | | dan Berkas J PPLN
kelengkapan
" Draft Surat Izin
Memeriksa draft Surat Draft Surat .
5 | 1zin PPLN > YA Izin PPLN Ll =LA g SUEEl
dikoreksi
Tdk 4 Draft Surat Draft Surat I1zin
6 Memverifikasi draft Izin PPLN 1iam PPLN yang sudah
Surat I1zin PPLN yang sudah J di verifikasi
dikoreksi kasi Kasubdit
Draft Surat g
Menandatangani nota Izin PPLN NEE) D|r_1as
. ) . . Persetujuan Surat
7 | dinas persetujuan yang sudah di | 1 jam -
- YA = Izin PPLN yang
Surat Izin PPLN i | verifikasi sudah dittd
Kasubdit
Menandatangani Surat Nota Dinas
I1zin PPLN dan Persetujuan Surat Izin PPLN
8 | mendisposisi untuk Surat Izin 1jam |yang sudah di ttd
mengirim Surat 1zin | | PPLN yang Dirjen
PPLN | sudah dittd
Mendisoosisi Surat ] Surat Izin Surat Izin PPLN
9 | 1zin PPIF_)N untuk PPLN yang 1iam |Yang sudah di ttd
dikifim sudah di ttd J Dirjen yang sudah
Dirjen di disposisi kirim
Surat Izin
Mengetik nomor, PPLN yang
menggandakan, dan sudah di ttd ] -
& mengirim Surat 1zin C) Dirjen yang L[| SR
PPLN sudah di

disposisi kirim
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MAHKAMAH AGUNG RI
Direktorat Jenderal
Badan Peradilan Umum

Bypass Cempaka Putih Timur

JIn. Jenderal Ahmad Yani Kav. 58

SK Penetapan SOP 655/DJU/SK.OT1.6/1V/2024

Nomor SOP 092
Tanggal Pembuatan 20 Januari 2015
Tanggal Revisi 30 Agustus 2024

Tanggal Efektif 23 Desember 2024

Direktur Jenderal Badan
; —Rgradilan Umum

Disahkan oleh

~Bambang Myanto

STANDAR OPERASIONAL

PROSEDUR (SOP)

PROSES SURAT PERSETUJUAN PENGANGKATAN JURUSITA PENGGANTI

Dasar Hukum:

KualifikasiPelaksana:

1.

10.

11.

Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 tentang Perubahan
Kedua Atas Undang-Undang No. 14 Tahun 1985
tentang Mahkamah Agung R.I.;
Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009
Kekuasaan Kehakiman;
Undang-Undang Nomor
Peradilan Umum;
Undang-Undang Nomor
Aparatur Sipil Negara;
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang
Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan
Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;

Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2007 tentang
Tunjangan Jurusita;
Surat Keputusan

tentang

49 Tahun 2009 tentang

20 Tahun 2023 tentang

Ketua Mahkamah Agung Repubik
Indonesia Nomor  125/KMA/SK/IX/2009 tanggal 2
September 2009 tentang Pendelegasian sebagian
Wewenang kepada Pejabat Eselon | dan Ketua
Pengadilan Tingkat Banding di Lingkungan Mahkamah
Agung Repubik Indonesia untuk penandatangan di
Bidang Kepegawaian

Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik
Indonesia Nomor 140/KMA/SK/VIII/2013 tentang
Penyempurnaan Pola Promosi dan Mutasi Panitera di
Lingkungan Peradilan Umum

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan
Standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintahan;

Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung R.I.
Nomor: MA/SEK/07/SK/1II/2006 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Sekretariat Mahkamah Agung R.I.

Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung R.l.
Nomor: 002 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan
Standar Operational Procedure di Lingkungan
Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di
bawahnya.

1. Analis SDMA Ahli Pertama, Muda, Madya;
2. Pranata SDMA Mahir;
3. PPPK;

Keterkaitan:

Peralatan/Perlengkapan:

1. SOP Promosi dan Mutasi Peradilan Umum;

2. SOP Usul Kenaikan Pangkat Tenaga Teknis Kepaniteraan;

1. Alat Tulis Kantor, Printer,
Internet;

2. Tata Naskah Dinas;

3. Buku Pencatatan Surat/ Ekpedisi;

4. Form Formasi Jurusita Pengganti

5. Aplikasi ASTAKITA

Komputer, Jaringan

Peringatan:

Pencatatan dan pendataan:

Jika SOP ini tidak dijalankan sesuai aturan yang berlaku,
maka akan menyulitkan Pelayanan Bidang Pembinaan

Tenaga Teknis Peradilan Umum.

Dicatat dan disimpan secara elektronik dan fisik.
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Pelaksana Mutu Baku
No Aktivitas
Kasub . . . Persyaratan/
dit Kasi Staf Direktur | Dirjen Kelengkapan Waktu Output
mzrrhe[;glna?éri dan TG
" . Surat . |Permohonan

1 mendlsposm usul C) Permohonan 2 e yang sudah di
persetujuan disposisi
pengakatan JSP P
Menelaah
kelengkapan, Surat Surat
persyaratan dan Permohonan Permohonan |

2 mendisposisi usul yang sudah di 1 hari |yang sudah di
persetujuan disposisi oleh disposisi oleh
pengangkatan JSP Kasubdit kasi
Menginput usul dan
memeriksa
kelengkapan berkas i | Surat

3 usul persetujuan Permohonan 1 hari Status Berkas
pengangkatan JSP dan kelengkapan
serta ketersediaan kelengkapan
formasi JSP satker
Menelaah dalam
Liﬁla:nssr:?fsgiﬂgg ?grrrr;tohonan 8 2l quat

4 . D 1 hari |Persetujuan
persetujuan dan Berkas ISP
pengangkatan JSP kelengkapan
Membuat Surat — Draft Surat Draft Surat

5 Persetujuan | _l Persetujuan 1 hari |Persetujuan
Pengangkatan JSP JSP JSP
e " e

6 Pengangkatan JSP Tdk <> ?ggsetujuan 1 hari JSP yang sudah

diperiksa
Memverifikasi Draft Draft Surat Draft Surat
7 Surat Persetujuan Persetujuan 1 hari Persetujuan
Pengangkatan JSP JSP yang JSP yang sudah
YA sudah diperiksa diverifikasi
Menandatangani ]
. Nota dinas .

8 nota dln_as Surat =El persetujuan 1 hari Nota dln_as yang
Persetujuan ISP sudah dittd
pengangkatan JSP YA
Menandatangani
dan mendisposisi Surat Surat

9 Surat Persetujuan persetujuan 1 hari persetujuan
Pengangkatan JSP dan nota dinas yang sudah di
untuk dikirim persetujuan ttd
Mengetik Nomor
dan Tanggal,
mengganda}k_an Surat .
serta mengirim persetujuan

10 | surat (:) yang sudah di | 1 hari |Surat terkirim
persetujuan/penolak ttd dan
an pengangkatan disposisi kirim
JSP ke Tata Usaha
Dit.Binganis
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MAHKAMAH AGUNG RI
Direktorat Jenderal
Badan Peradilan Umum
JIn. Jenderal Ahmad Yani Kav. 58
Bypass Cempaka Putih Timur

SK Penetapan SOP 655/DJU/SK.OT1.6/1V/2024

Nomor SOP 093

Tanggal Pembuatan 20 Januari 2015

Tanggal Revisi 30 Agustus 2024

Tanggal Efektif 23 Desember 2024
Disahkan oleh Direktur Jenderal Badan

/,\;ﬁlradllan Umum

el = am bang Myanto

STANDAR OPERASIONAL

PROSEDUR (SOP)

SURAT KEPUTUSAN HUKUMAN DISIPLIN RINGAN, SEDANG DAN BERAT
BAGI TENAGA TEKNIS KEPANITERAAN

Dasar Hukum:

KualifikasiPelaksana:

1. Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 tentang Perubahan
Kedua Atas Undang-Undang No. 14 Tahun 1985
tentang Mahkamah Agung R.I.;

2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang
Kekuasaan Kehakiman;

3. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang
Peradilan Umum;

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang
Aparatur Sipil Negara;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang
Wewenang Pengangkatan, Pemindahan  dan
Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang
Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

7. Peraturan Presiden Nomor 124 Tahun 2022 tentang
Tunjangan Panitera;

8. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2007 tentang
Tunjangan Jurusita;

9. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Repubik
Indonesia Nomor  125/KMA/SK/IX/2009 tanggal 2
September 2009 tentang Pendelegasian sebagian
Wewenang kepada Pejabat Eselon | dan Ketua
Pengadilan Tingkat Banding di Lingkungan Mahkamah
Agung Repubik Indonesia untuk penandatangan di
Bidang Kepegawaian

10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan
Standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintahan;

11. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor
6 Tahun 2022 tentang Ketentuan Pelaksanaan
Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang
Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

1. Analis SDMA Ahli Pertama, Muda, Madya;
2. Pranata SDMA Mahir;
3. PPPK;

Keterkaitan:

Peralatan/Perlengkapan:

1. SOP Promosi dan Mutasi Peradilan Umum;
2. SOP Usul Kenaikan Pangkat Tenaga Teknis Kepaniteraan;

1. Alat Tulis Kantor, Printer, Komputer;
2. Tata Naskah Dinas;

3. Buku Pencatatan Surat/ Ekpedisi

4. Aplikasi ASTAKITA

Peringatan:

Pencatatan dan pendataan:

Jika SOP ini tidak dijalankan sesuai aturan yang berlaku,
maka akan menyulitkan Pelayanan Bidang Pembinaan
Tenaga Teknis Peradilan Umum.

Dicatat dan disimpan secara elektronik dan fisik.
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NoO Pelaksana Mutu Baku
Kegiatan
Kasub . . . Persyaratan/
dit Kasi Staf Dir Dirjen Kelengkapan Waktu Output
Menerima, menelaah
dan mempelajari
serta mendisposisi
1 LHP kepada Kepala LHP 1 jam Ia:jj::; yggigsqisudah
Seksi Laporan Hasil D P
Pemeriksaan dari
Badan Pengawasan
LHP yang
Mengkonsep Surat |::| sudah di
Keputusan Hukuman disposisi, SK .
Z Disiplin berdasarkan KP dan SK ALl eSS
LHP Bawas Jabatan
Terakhir
Membuat Surat
Keputusan Hukuman [:l
Disiplin berdasarkan Konsep SK .
s LHP Bawas dan HD | B A
Surat Pengantar SK
HD
Memeriksa dan
memverifikasi Surat Tdk [ Draft SK HD yang
4 Keputusan Hukuman Draft SK HD 1jam |sudah di periksa
Disiplin dan Surat kasi
Pengantar SK HD
Menyetujui Draft > Draft SK HD Draft SK HD yang
5 Surat Keputusan Ya yang sudah di | 1jam |sudah di setujui
Hukuman Disiplin periksa kasi kasubdit
Menandatangani nota . Nota dinas
6 dinas persetujuan SK T ;lgrts?e?llj?l?:n 2 jam |persetujuan SK HD
Hukuman Disiplin | I sudah di ttd direktur
Menandatangani SK
Hukuman Disiplin
Untuk penjatuhan Draft SK HD
hukuman disiplin dan nota
7 Tingkat berat I | dinas 2 jam (?iKttggi)rljiEg SeEl
(pemberhentian) di persetujuan
tandatangani oleh SK HD
Sekretaris Mahkamah
Agung
Surat Pengantar
Menandatangani sudah dittd dan SK
8 Surat Pengantar SK | | E{:rl]ﬂ :nLi;art 2 jam |HD yang sudah di
Hukuman Disiplin ‘ 9 disposisi untuk
kirim
. Surat
mgzqm?ngg?;r:’dan \l/ Pengantar Nomor SK dan
9 99 dan SK HD 1 hari |Surat Pengantar

mengirim SK
Hukuman Disiplin

yang sudah di
ttd

sudah terkirim
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2 MAHKAMAH AGUNG RI
Direktorat Jenderal

Badan Peradilan Umum

Bypass Cempaka Putih Timur

JIn. Jenderal Ahmad Yani Kav. 58

SK Penetapan SOP 655/DJU/SK.OT1.6/1V/2024

Nomor SOP 094
Tanggal Pembuatan 20 Januari 2015
Tanggal Revisi 30 Agustus 2024

Tanggal Efektif 23 Desember 2024

Direktur Jenderal Badan
eradilan Umum

Disahkan oleh

3arnbang Myanto

STANDAR OPERASIONAL

PROSEDUR (SOP)

USUL PENSIUN TENAGA TEKNIS KEPANITERAAN GOLONGAN [V/C KE ATAS

Dasar Hukum:

KualifikasiPelaksana:

1.

Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 tentang Perubahan
Kedua Atas Undang-Undang No. 14 Tahun 1985
tentang Mahkamah Agung R.I.;

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang
Kekuasaan Kehakiman;
Undang-Undang Nomor
Peradilan Umum;
Undang-Undang Nomor
Aparatur Sipil Negara;
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang
Wewenang  Pengangkatan, Pemindahan  dan
Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;

Peraturan Presiden Nomor 124 Tahun 2022 tentang
Tunjangan Panitera;

Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2007 tentang
Tunjangan Jurusita;

Keputusan Ketua Mahkamah Agung Repubik
Indonesia Nomor  125/KMA/SK/IX/2009 tanggal 2
September 2009 tentang Pendelegasian sebagian
Wewenang kepada Pejabat Eselon | dan Ketua
Pengadilan Tingkat Banding di Lingkungan Mahkamah
Agung Repubik Indonesia untuk penandatangan di
Bidang Kepegawaian

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan
Standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintahan.

49 Tahun 2009 tentang

20 Tahun 2023 tentang

1. Analis SDMA Ahli Pertama, Muda, Madya;
2. Pranata SDMA Mahir;
3. PPPK;

Keterkaitan:

Peralatan/Perlengkapan:

1.
2. SOP Usul Kenaikan Pangkat Tenaga Teknis Kepaniteraan

SOP Promosi dan Mutasi Peradilan Umum

1. Alat Tulis Kantor,
2. Printer, Komputer;
3. Aplikasi SIASN

4. Aplikasi SIKEP

Peringatan:

Pencatatan dan pendataan:

Jika SOP ini tidak dijalankan sesuai aturan yang berlaku,
maka akan menyulitkan Pelayanan Bidang Pembinaan

Tenaga Teknis Peradilan Umum..

Dicatat dan disimpan secara elektronik dan fisik.
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Pelaksana Mutu Baku
No Kegiatan
Kasub . . . Persyaratan/
dit Kasi Staf | Direktur | Dirjen Kelengkapan Waktu Output
Menerima dan
1 mendlspo§|5| Usul Pensiun 1 hari Usul Pe’.‘?‘“” yang
usul pensiun I1V/c sudah didisposisi
ke atas
— -
Mempelajari dan U:#I 2332'# n Usul Pensiun yang
2 mendisposisi yang suda 1 hari |sudah didisposisi
usul pensiun el kasi
p | Kasubdit
Mengecek
keler? kapan Usul Pensiun Berkas
3 berka% uspul yang sudah 1 hari |kelengkapan sudah
. didisposisi Kasi di cek
pensiun
i lengkap
Meennsgi]:Jnan;usul Tdk Berkas Data Usul Pensiun
4 galam aplikasi kelengkapan 1 hari |terinput ke dalam
SIASN pension aplikasi SIASN
Memberikan Data usul
5 persetujuan |_ | pensiun yang 1 hari Data usul pensiun
pensiun pada akan diberi yang telah disetujui
aplikasi SIASN persetujuan
Mengecek status
persetujuan
teknis pensiun Persetujuan Teknis
dan (:) . Pensiun yang
6 mendownload Pers_etu1uar_1 30. sudah di ttd dan
teknis pension menit S .
serta dikirim ke Biro
meneruskan ke Kepegawaian

Biro
Kepegawaian
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MAHKAMAH AGUNG RI
Direktorat Jenderal
Badan Peradilan Umum
JIn. Jenderal Ahmad Yani Kav. 58
Bypass Cempaka Putih Timur

SK Penetapan SOP 655/DJU/SK.OT1.6/1V/2024

Nomor SOP 095
Tanggal Pembuatan 20 Januari 2015
Tanggal Revisi 30 Agustus 2024

Tanggal Efektif 23 Desember 2024

Direktur Jenderal Badan

Disahkan oleh

STANDAR OPERASIONAL
EVALUASI DAN RASIONALISASI TENA

PROSEDUR (SOP)
GA TEKNIS PERADILAN UMUM

Dasar Hukum:

KualifikasiPelaksana:

1. Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 13 Tahun 1. Pendidikan S1
2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung; 2. Memiliki wawasan tentang kegiatan Bimbingan
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Tenaga Teknis ;
Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 3. Memiliki kemampuan mengoperasikan Microsoft
2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Office ;
Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan 4. Mampu mengolah data Laporan kegiatan Bimbingan
3. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Teknis.
Indonesia Nomor : 002 Tahun 2012 Tentang Pedoman
Penyusunan  Standar Operasional Prosedur Di
Lingkungan Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang
Berada Di Bawahnya ;
4. SK Direktorat Jenderal Badilum No.
69/DJU/SK/0T013/2012 tentang Penetapan Standar
Operasional Prosedur (SOP) Kepaniteraan di Lingkungan
Peradilan Umum.
Keterkaitan: Peralatan/Perlengkapan:

1. SOP Promosi dan Mutasi Panitera dan Jurusita

2.

SOP Promosi dan Mutasi Hakim

3. SOP Data dan Informasi

1. Komputer

2. Printer

3. Infocus

4. Jaringan Internet

5. ATK

6. Laporan Kegiatan Bimbingan Teknis

Peringatan:

Pencatatan dan pendataan:

Jika SOP Evaluasi dan Rasionalisasi Tenaga Teknis tidak
dilaksanakan, maka kegiatan bimbingan teknis yang akan
datang tidak termonitoring dan terevaluasi.

1. Data Laporan Kegiatan Bimbingan Teknis Hakim,
2. Data Laporan Kegiatan Bimbingan Teknis
Kepaniteraan.

193




Pelaksana Mutu Baku
D Kegiatan . Kasub . Unit Persyaratan/
NCE dit 2l Terkait | Kelengkapan e O
Mengumpulkan data- C) [B)ngzans]:r?n
data laporan .

1 pelaksgnaan bimbingan IS 1 Hari SOl LT
teknis yang telah pfelak'sanaan pendukung
dilaksanakan blmplngan

teknis
Menyiapkan Surat- 4 gqnlputer, Lokasi

2 Surat dan Menentukan Inrtlcre]rr?(re’t Paket 1 Hari | Pelaksanaan yang
Tempat Kegiatan Data ’ telah ditentukan
Rapat koordinasi v Komputer,

Kasubdit dan Kepala Internet, Tersedianya

3 Seksi di Subdit laporan 2 Jam bahan evaluasi
Pengembangan Teknis kegiatan kegiatan
untuk persiapan Bimbingan bimbingan teknis
Kegiatan Teknis.

Menghitung jumlah Ect)g:ﬁg:er,
peserta bimbingan lapor n' Terselenaaaran

4 teknis dan menganalisa apora 1 hari erselenggaranya
laporan kegiatan N k(_egla_tan rapat koordinasi
bimbingan teknis Blmb_lngan

Teknis.
Rapat koordinasi v Komputer,

5 dengan Stakeholder / Internet, Terwujudnya
dalam menentukan \> laporan 1 hari bahan evaluasi
bahan evaluasi Tidak kegiatan kegiatan
kegiatan bimbingan Bimbingan bimbingan teknis
teknis Ya Teknis.

Rapat Evaluasi gﬁmg?ter'
gi%'iztzgr?'mbmgan A 4 _Internet, Laporan I_-Iasil

6 Rasionalisasi Tenaga :ggooi:?w' 3 hari E;g:;?g:/f'
Teknis yang sudah keai bimbi tekni
mengikuti bimbingan Dl Imbingan texnis
teknis Blmb_lngan

Teknis.
Y Komputer,
Pembuatan Konsep Internet,
Laporan evaluasi laporan .

7 Kegiatan Bimbingan kegiatan ZlEnl | et LErerEn

Teknis Bimbingan
Teknis.
Komputer,
Pengetikan dan \ 4 Iprtlnter,t
penggandaan laporan I2 p%rrr;?], 1 hari Tersedianya
8 evaluasi kegiatan kegiatan Konsep Laporan
bimbingan teknis A Bimbingan
Teknis.
Melaporkan hasil Y Komputer,
kegiatan Evaluasi dan Internet, Tersedianya
Rasionaliasi Tenaga anr laporan Laporan kegiatan

9 Teknis yang sudah HoaK kegiatan 1 Jam Evaluasi
mengikuti bimbingan Bimbingan bimbingan teknis
teknis Teknis.

Ya
Menyimpan laporan
evaluasi kegiatan komputer,

10 bimbingan teknis ke ( )4 lemari, flask 1 hari | Tersedianya Arsip

arsip dan database disk
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MAHKAMAH AGUNG RI

Direktorat Jenderal

Badan Peradilan Umum

JIn. Jenderal Ahmad Yani Kav. 58
Bypass Cempaka Putih Timur

Nomor SOP 096

Tanggal Pembuatan 20 Januari 2015

Tanggal Revisi 30 Agustus 2024

Tanggal Efektif 23 Desember 2024
Disahkan oleh Direktur Jenderal Badan

Peradilan Umum

3aimbang Myanto

STANDAR OPERASIONAL

PROSEDUR (SOP)

KEGIATAN PENGEMBANGAN BAGI TENAGA TEKNIS SECARA DARING (ONLINE)

(HAKIM DAN PA

NITERA)

Dasar Hukum:

KualifikasiPelaksana:

1. Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 13 Tahun
2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung;

2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan
Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun
2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar
Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan

3. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung Republik
Indonesia Nomor : 002 Tahun 2012 Tentang Pedoman
Penyusunan  Standar Operasional Prosedur Di
Lingkungan Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang
Berada Di Bawahnya ;

4. SK Direktorat Jenderal Badilum No.
69/DJU/SK/0T013/2012 tentang Penetapan Standar
Operasional Prosedur (SOP) Kepaniteraan di Lingkungan
Peradilan Umum

1. Pendidikan SI

2. Memiliki kemampuan untuk menyelesaikan
pekerjaan dengan baik;

3. Memiliki kemampuan mengoperasikan Microsoft
Office ;

4. Mampu menguasai teknologi informasi;

5. Mampu bekerja secara tim.

Keterkaitan:

Peralatan/Perlengkapan:

1. SOP Promosi dan mutasi Hakim

2. SOP Promosi dan mutasi Panitera dan Jurusita
3. SOP SK Hukuman disiplin Hakim

4. SOP SK Hukuman Disiplin Panitera dan Jurusita

1. Komputer

2. Printer

3. Akun Zoom

4. Jaringan Internet

5. ATK

6. Ruang penyelenggaraan
7. Smart TV/ Infocus

Peringatan:

Pencatatan dan pendataan:

Jika SOP tidak dilaksanakan, maka kualitas Tenaga Teknis
tidak Kompeten.

Data Bimbingan Teknis Hakim, dan Kepaniteraan
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Pelaksana Mutu Baku
No Kegiatan .
Kasub . . . Unit Persyaratan/
dit Kasi Direktur | Dirjen Terkait | Kelengkapan Waktu Output
Merumuskan d_an Computer, Tersusunnya
Menyusun Kegiatan e 30 waktu
1 | Bimbingan Teknis g menit | tempat dan
bagi Hakim dan 'FIJ'ena iclTeknis jadwal
Kepaniteraan 9 kegiatan
Membuat Konsep v
dan Mengetik surat-
surat Kegiatan >|| Computer, 60 Konse
2 | kepada Sekretariat, printer, flash menit | surat P
Narasumber, dan disk
Peserta Kegiatan
Bimbingan Teknis
Mengoreksi dan
memvalidasi Surat- Surat-surat 15
3 | Surat Pelaksanaan kediatan menit Surat - Surat
Kegiatan Bimbingan 9
Teknis
Menandatangani
dan validasi Surat-
4 | surat pelaksanaan Egrﬁzﬁrat m2e?1it Surat - Surat
Kegiatan Bimbingan 9
Teknis
Menandatangani
Surat-surat
5 Surat-surat 60 _
pela_ksanae}n _ kegiatan s Surat - Surat
Kegiatan Bimbingan
Teknis
Penomoran surat,
PEMGITITEN SU7E ! Komputer Nomor surat
6 | undangan Kegiatan interr?et ’ 5 menit | surat
Pembinaan melalui
email, via telepon
Koordinasi Lokasi
7 | Pelaksanaan > Kegiatan, 30 Ruang
Kegiatan Bimbingan internet, akun menit | kegiatan
Teknis zoom, laptop
Lokasi
Pelaksanaan : .
8 | kegiatan Bimbingan I:Id Kegiatan, 540 Absensi
3 internet, akun menit | Peserta
VTS zoom, laptop
Membuat Laporan .
9 | Kegiatan Bimbingan ( ) Eg;%?aintas' n?gr?it Laporan

Teknis
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MAHKAMAH AGUNG RI
Direktorat Jenderal
Badan Peradilan Umum
Jin. Jenderal Ahmad Yani Kav. 58
Bypass Cempaka Putih Timur

SK Penetapan SOP 655/DJU/SK.OT1.6/1V/2024

Nomor SOP 097
Tanggal Pembuatan 20 Januari 2015
Tanggal Revisi 30 Agustus 2024

Tanggal Efektif 23 Desember 2024

Direktur Jenderal Badan
eradilan Umum

Disahkan oleh

M bang Myanto

STANDAR OPERASIONAL

PROSEDUR (SOP)

PENGEMBANGAN DAN PENINGKATAN MUTU TENAGA TEKNIS PERADILAN

(HAKIM, PANITERA, PANITERA MUDA, PANITERA PE

NGGANTI, JURUSITA, JURUSITA PENGGANTI)

Dasar Hukum:

KualifikasiPelaksana:

1. Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 13 Tahun 1. Pendidikan SI
2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung; 2. Memiliki kemampuan untuk menyelesaikan
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan pekerjaan dengan baik;
Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 3. Memiliki kemampuan mengoperasikan Microsoft
2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Office ;
Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan 4. Mampu menguasai teknologi informasi;
3. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung Republik 5. Mampu bekerja secara tim.
Indonesia Nomor : 002 Tahun 2012 Tentang Pedoman
Penyusunan  Standar Operasional Prosedur Di
Lingkungan Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang
Berada Di Bawahnya ;
4. SK Direktorat Jenderal Badilum No.
69/DJU/SK/0T013/2012 tentang Penetapan Standar
Operasional Prosedur (SOP) Kepaniteraan di Lingkungan
Peradilan Umum
Keterkaitan: Peralatan/Perlengkapan:
1. SOP Promosi dan mutasi Hakim 1. Komputer
2. SOP Promosi dan mutasi Panitera dan Jurusita 2. Printer
3. SOP SK Hukuman disiplin Hakim 3. Akun Zoom
4. SOP SK Hukuman Disiplin Panitera dan Jurusita 4. Jaringan Internet
5. ATK
6. Ruang penyelenggaraan
7. Smart TV/ Infocus
Peringatan: Pencatatan dan pendataan:

Jika SOP tidak dilaksanakan, maka kualitas Tenaga Teknis
tidak Kompeten.

Data Bimbingan Teknis Hakim, dan Kepaniteraan
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Pelaksana Mutu Baku
No Kegiatan
Ka(tjsitu L Kasi Dir Dirjen | Unit Terkait Eg{:gg&g?;é Waktu Output
R . Komputer, Penetapan
ap_at persiapan Infocus, Lokasi,

| | hegaansetelan | () printer, Data | 30| Wk,
Direktur Tenaga Tena_ga menit | Narasumber
Teknis Teknis dan peserta

Peradilan kegiatan
Pembuatan dan
Pengetikan konsep Komputer,
SK Panitia, SK Printer, data
Narasumber, SK Tenaga 180
Z Peserta,Pembuatan Teknis menit DIEE S €
Surat Tugas, Peradilan,
Undangan, Jadwal flash disk
Kegiatan
. 15 Draft SK

3 | Mengoreksi SK <> Draft SK menit | dikoreksi
Penandatanganan
dan validasi Surat — 30 Tanda

4 | surat pelaksanaan Surat-surat et tangan
Kegiatan Bimbingan elektronik
Teknis > ]—

Penandatanganan
Surat — surat L 180 Tanda

5 | pelaksanaan Surat-surat .. | tangan
Kegiatan Bimbingan | menit elektronik
Teknis
Penomoran surat,

Pengiriman surat

6 | undangan Kegiatan — Stif TU . Surat-surat 10. Surat-surat
Pembinaan melalui sekertariat menit
email, via telepon
Koordinasi

7 Pelaksanaan > Surat Tuaas 2 Pembagian
Kegiatan Bimbingan 9 menit | tugas
Teknis

|l

8 Pengumuman via I—I Komputer, 5 gg:r?;nggilan
Web badilum jaringan menit peserta
Pelaksanaan h 4 PT,

9 Pelaksanaan Kejaksaan, gl—rfénljﬂgﬂg 3 hari Kehadiran
Kegiatan Bimbingan Kepolisian, Kegiatan Peserta
Teknis Universitas 9
Rapat Evaluasi
kegiatan A4 Tersedianya

10 Pengembangan dan Ruang 1 hari draft
Peningkatan Mutu Pertemuan Laporan
Tenaga Teknis kegiatan
Peradilan
Pembuatan Laporan
geglatan Tersedianya

11 engembangan dan v ATK 24 laporan
Peningkatan Mutu C) Jam kegiatan

Tenaga Teknis
Peradilan
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MAHKAMAH AGUNG RI
Direktorat Jenderal
Badan Peradilan Umum
JIn. Jenderal Ahmad Yani Kav. 58
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SK Penetapan SOP 655/DJU/SK.OT1.6/1V/2024

Nomor SOP 098
Tanggal Pembuatan 20 Januari 2015
Tanggal Revisi 30 Agustus 2024

Tanggal Efektif 23 Desember 2024

Disahkan oleh Direktur Jenderal Badan

bang Myanto

STANDAR OPERASIONAL

PROSEDUR (SOP)

SURAT KELUAR

Dasar Hukum: KualifikasiPelaksana:
1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang 1. Pendidikan DIII/SI

Kearsipan 2. Memiliki Kemampuan untuk menyelesaikan
2. Peraturan Mahkamah Agung No. 10 Tahun 2012 tentang Pekerjaan dengan baik.

organisasi dan Tata Kerja Mahkamah Agung RI; 3. Mendistribusi surat-surat keluar ke Tata Usaha
3. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 131/ Sekretariat

Tahun 2023 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di 4. Menginput Pengiriman Surat Ke Data Base

lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Kopmputer.

Bawahnya. 5. Membuat lembar Pengiriman sebagai Tanda Bukti.
Keterkaitan: Peralatan/Perlengkapan:

SOP Surat Masuk

1. Buku Panduan Persuratan,
2. Komputer;

3. Printer,
4. Jaringan Internet; dan
5. ATK

Peringatan:

Pencatatan dan pendataan:

Jika SOP tidak dilaksanakan, penyampaian surat keluar tidak
dapat diproses dengan cepat, sehingga pekerjaan akan
terhambat dan pekerjaan tidak akan selesai tepat pada
waktunya.

Buku Ekspedisi
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Pelaksana Mutu Baku
No Kegiatan
Persyaratan/
Kasubbag Staf Kelengkapan Waktu Output
Menerima surat keluar 5
1 | dari 4 Subdit (SK, dan D Surat . Surat Diterima
menit
surat-surat
Mensortir surat-surat dan N 15 ]
2 SK yang diterima < Surat e Surat Tersortir
Menelaah surat —surat >4 15
. dan SK yang diterima < b Surat menit ST T
Menginput pada aplikasi |:|
4 —— keIL_Jar dan " Surat 2 . Lembar Tanda Terima
mengeprint menit
METEE EMEel ) Terkelompok-nya surat
berdasarkan PT/PN dan E:I 10 ber dasarkpan P'IYIPN
5 | instansi lainnya yang Surat . dani ai
terkait menit an intansi lainnya
yang terkait
Mengetik alamat surat, no lj!
surat pada amplop untuk >
6 | menyatukan surat dan SK — iﬁ:altodan mlesni t Q;rrl]pécg:gggqga?emomor
dengan tujuan yang sama plop
Memvalidasi alamat surat, P
7 | SEL DR, amplop_dan Surat 15 Menit | Surat yang tervalidasi
pada lembar tanda terima
surat keluar
- ~< ) Surat dan
8 | Mengirim surat ke Tata = 10 .
Usaha Sekretariat keluar AT EEE, menit EIE S T

Terima
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MAHKAMAH AGUNG RI
Direktorat Jenderal
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SK Penetapan SOP 655/DJU/SK.OT1.6/1V/2024

Nomor SOP 099
Tanggal Pembuatan 20 Januari 2015
Tanggal Revisi 30 Agustus 2024

Tanggal Efektif 23 Desember 2024

Direktur Jenderal Badan

Disahkan oleh

STANDAR OPERASIONAL

PROSEDUR (SOP)

SURAT MASUK

Dasar Hukum:

Kualifikasi Pelaksana:

1.

2.

3.

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009
Kearsipan

Peraturan Mahkamah Agung No. 10 Tahun 2012 tentang
organisasi dan Tata Kerja Mahkamah Agung RI;

Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 131/
Tahun 2023 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di
lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di

Bawahnya.

tentang

1. Pendidikan DIII/SI
2. Memiliki Kemampuan
Pekerjaan dengan baik.

untuk  menyelesaikan

Keterkaitan:

Peralatan/Perlengkapan:

SOP Surat Keluar

Buku Panduan Persuratan,
Komputer;

Printer,

Jaringan Internet; dan
ATK

QI CORNEES

Peringatan:

Pencatatan dan pendataan:

Jika SOP tidak dilaksanakan, penyampaian surat keluar tidak
dapat diproses dengan cepat, sehingga pekerjaan akan
terhambat dan pekerjaan tidak akan selesai tepat pada
waktunya.

Buku Ekspedisi
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Pelaksana Mutu Baku
No Kegiatan 1z
Dirjen / TU . Persyaratan/
Sekretariat Direktur | Kasubag Staf kelengkapan Waktu Output
TU Sekretariat dan Staf
Dirjen Badilum ‘ ;
1 memberikan surat masuk Berkas 5 menit Berkas
ke TU ganis yang telah di Diterima
disposisi DIRJEN
Menerima, mensortir dan > Berkas
5 menelaah surat — surat Berkas 30 e
masuk menit -
Tersortir
[ e
Memasukkan surat ke ]
Direktur Ganis untuk 30
3 disposisi ya Berkas menit Berkas
melalui staf TU p—
Mensortir dan memparaf
surat yang keluar dari
4 Direktur Ganis untuk Berkas m]é?ﬂt Siirkc?ssistie r
didistribusikan ke para P
Kasubdit A
Menginput dan
mengeprint lembar tanda Lembar
terima serta 120 Lembar tanda
5 A Tanda . .
mendistribusikan surat . menit | terima berkas
Terima
masuk
Serah terima berkas Lembar tanda
6 surat masuk (JL) Berkas 1 menit eralberkas
Mengarsipkan lembar
. Lembar .
7 tanda terima berkas/surat Tanda 2 menit Arsip Iem_ bar
masuk Terima tanda terima
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MAHKAMAH AGUNG RI
Direktorat Jenderal
Badan Peradilan Umum
JIn. Jenderal Ahmad Yani Kav. 58
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SK Penetapan SOP 655/DJU/SK.OT1.6/1V/2024

Nomor SOP 100
Tanggal Pembuatan 20 Januari 2015
Tanggal Revisi 30 Agustus 2024

Tanggal Efektif 23 Desember 2024

Direktur Jenderal Badan
_Peradilan Umum

Disahkan oleh

STANDAR OPERASIONAL
SURAT TUGAS BELAJAR

PROSEDUR (SOP)
TENAGA TEKNIS

Dasar Hukum:

Kualifikasi Pelaksana:

1. Peraturan Presiden Nomor 12 Th. 1961 tentang 1. Sarjana S1
Pemberian Tugas Belajar; 1. Kemampuan Administrasi Surat — Menyurat
2. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 125 Th. i (Korespgndensi)' 4
2009 tentang Pendelegasian sebagian wewenang kepada ' i
eselon 1 lingkungan pengadilan tingkat banding 2. Kemampuan dalam mengoperasikan Program
dilingkungan Mahkamah Agung untuk penandatanganan Aplikasi Dasar Komputer;
di bidang kepegawaian; 3. Memiliki Kecermatan dan Ketelitian.
3. Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung No.07 Th.
2006 tentang organisasi dan tata kerja sekertariat
Mahkamah Agung Republik Indonesia;
4. Surat Edaran Menpan RB No.28 Th. 2021 Tentang
Pengengembangan Kompetensi bagi Pegawai Negeri
Sipil melalui Jalur Pendidikan.
Keterkaitan: Peralatan/Perlengkapan:
1. Surat Masuk 1. Alat Tulis Kantor, Printer, Komputer;
2. SOP Pendistribusian Surat Masuk (Dirjen) 2. Tata Naskah Dinas;
3. SOP Pendistribusian Surat Masuk ke Unit Es.ll 3. Buku Pencatatan Surat/ Ekpedisi
Peringatan: Pencatatan dan pendataan:
Jika SOP ini tidak dijalankan sesuai aturan yang berlak, maka 1. Lampiran;
akan menyulitkan Pelayanan Bidang Pembinaan Tenaga 2. Arsip/ Dokumen;
Teknis Peradilan Umum.
Pelaksana Mutu Baku
No Aktivitas =
Kasi Kas_ub Dir Dirjen Persyaratan/ Waktu Output
dit Kelengkapan
TU Mengirim surat Permohonan -

1 izin Tugas Belajar yang telah (:) Berkas mt(r)ﬂt Ec?:lze
disposisi oleh Direktur Binganis P
Mempz_elgjarl dan memberikan | | 30 Data

2 disposisi pada Surat Permohonan Berkas 8
o - menit | konsep
izin Tugas Belajar
Membuat konsep dan mengetik 20 Data

. surat izin Tugas Belajar :l FELEE menit | konsep
Mengkoreksi dan memvalidasi v
surat izin tugas belajar, apabila ya 20 Data

4 langsung ke pimpinan dengan Berkas menit | konse
memberi paraf, jika tidak surat P
kembali ke kasi

5 Memvalidasi dan memparaf surat I:l Berkas 10 Data
izin tugas belajar menit | konsep
Menandatangani surat izin tugas - . | Data

6 belajar | | Berkas 1 hari Konsep
memberikan Tanggal dan Nomor 15 Data

[ surat izin tugas belajar E Brkas menit | konsep
Mengirimkan surat izin tugas v 10 Data

E belajar ( ) St menit | konsep
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SK Penetapan SOP 655/DJU/SK.OT1.6/1V/2024

Nomor SOP 101
Tanggal Pembuatan 20 Januari 2015
Tanggal Revisi 30 Agustus 2024

Tanggal Efektif 23 Desember 2024

Direktur Jenderal Badan
eradilan Umum

Disahkan oleh

STANDAR OPERASIONAL

PROSEDUR (SOP)

KENAIKAN PANGKAT HAKIM PERADILAN UMUM

Dasar Hukum:

Kualifikasi Pelaksana:

1.

10.

11.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun
1985 tentang Mahkamah Agung;
Undang-Undang Nomor 48 Tahun
Kekuasaan Kehakiman;
Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun
1986 tentang Peradilan Umum;

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur
Sipil Negara;

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2002 tentang
Kenaikan Jabatan dan Pangkat Hakim;

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2022 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 94
Tahun 2012 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim
yang Berada di Bawah Mahkamah Agung;

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2024 tentang
Perubahan Kedelapan Belas Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai
Negeri Sipil;

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 21 Tahun
2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor
13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung;
Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor
125/KMA/SK/IX/2009 tanggal 2 September 2009 tentang
Pendelegasian Sebagian Wewenang Kepada Para
Pejabat Eselon | dan Ketua Pengadilan Tingkat Banding
di Lingkungan Mahkamah Agung untuk
Penandatanganan di Bidang Kepegawaian;

Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 4 Tahun
2023 tentang Periodsasi Kenaikan Pangkat PNS.
Persetujuan/Pertimbangan Teknis BKN dan Surat
Keputusan.

2009 tentang

1. Pegawai yang mengelola database Hakim;
2. Pegawai yang memahami aplikasi SIKEP,
SI-ASN BKN;

3. Pegawai yang memahami sistem dan aturan tentang
Kenaikan Pangkat Hakim.

Keterkaitan:

Peralatan/Perlengkapan:

1.
2.

SOP Promosi dan Mutasi Hakim Hakim Peradilan Umum;
SOP Penetapan Surat Keputusan Kenaikan Pangkat
Hakim

1. Dokumen Kenaikan Pangkat Hakim;
2. Perangkat Komputer dan printer;
3. Jaringan Internet

Peringatan:

Pencatatan dan pendataan:

Jika SOP tidak dilaksanakan maka Kenaikan Pangkat Hakim
akan tertunda.

Dicatat, disimpan dan didokumentasikan dalam bentuk
data elektronik dan manual.
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Pelaksana Mutu baku
i FEEIE . Kasub Dir - Persyaratan/
Staf Kasi dit ganis Dirjen Kelengkapan Waktu Output
Mendisposisikan Surat Usulan ig:\i[ilgasnm
1 Surat Usul D Kenaikan 15 Panakat
’ Kenaikan Pangkat Pangkat Menit g
Hakim Hakim pEEd
didisposisi
Mendisposisikan Surat Usul Surat Usul
Kenaikan Kenaikan
2 I Uk Pangkat e Pangkat
’ Kenaikan Pangkat 9 Menit gka
Hakim H_al_<|m yang H_al_<|m yang
didisposisi didisposisi
Mendisposisikan Surat Usul Surat usulan
Surat Usul Kenaikan 15 Kenaikan
3. Kenaikan Pangkat Pangkat Menit Pangkat
Hakim kepada Hakim yang Hakim yang
Kasi didisposisi didisposisi
Memerintahkan
untuk memeriksa
kelengkapan
persyaratan v Surat Usulan Surat usulan
Kenaikan Pangkat — Kenaikan 30 Kenaikan
4. Hakim dan meng- Pangkat Menit Pangkat
input usulan Hakim yang Hakim yang
Kenaikan Pangkat didisposisi didisposisi
Hakim pada
aplikasi SI-ASN
BKN
Meng-input usulan SK Kenaikan Easﬂ_ll?put
Kenaikan Pangkat Pangkat Penal an
: . . angkat
5. Hakim pada Tidkk Terakhir, SK 1 Hari Hakim pada
aplikasi SI-ASN Jabata_n, SK aplikasi SI-
BKN Pelantikan ASN BKN
Memverifikasi
data Usulan
Kenaikan Pangkat
Hakim yang telah
di-input pada Hasil input Hasil input
aplikasi SI-ASN Kenaikan Kenaikan
6 BKN dan Pangkat 1jam Pangkat
’ meneruskannya Hakim pada Hakim pada
kepada DIRJEN aplikasi SI- aplikasi SI-
Badilum untuk ASN BKN ASN BKN
persetujuan
(approval) usulan
pada aplikasi SlI- Ya
ASN BKN
Hasil input
Menyetujui Hasil Input Kenaikan
(approve) usulan Kenaikan Pangkat
7 Kenaikan Pangkat Pangkat 1 Jam Hakim yang
: Hakim pada Hakim pada telah disetujui
aplikasi SI-ASN aplikasi SI- (di-approved)
BKN ASN BKN pada aplikasi
SI-ASN BKN
SR
X Kenaikan .
Kenaikan Pangkat Panakat Persetujuan
Hakim pada 9 Teknis
8. aplikasi SI-ASN el yang 1 hari Kenaikan
. telah disetujui .
sampai dengan D (di-approved Pangkat dari
diterbitkannya pprov ) BKN
Persetujuan pada aplikasi
Teknis BKN Sl
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SK Penetapan SOP 655/DJU/SK.OT1.6/1V/2024

Nomor SOP 102
Tanggal Pembuatan 20 Januari 2015
Tanggal Revisi 30 Agustus 2024

Tanggal Efektif 23 Desember 2024

Direktur Jenderal Badan
eradilan Umum

Disahkan oleh

STANDAR OPERASIONAL

PROSEDUR (SOP)

PENETAPAN SURAT KEPUTUSAN KENAIKAN PANGKAT HAKIM

Dasar Hukum:

Kualifikasi Pelaksana:

1. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun
1986 tentang Peradilan Umum;

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur
Sipil Negara;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2002 tentang
Kenaikan Jabatan dan Pangkat Hakim;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2020 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun
2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2022 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 94
Tahun 2012 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim
Yang Berada di Bawah Mahkamah Agung;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 jo. Peraturan
Pemerintah Nomor 5 Tahun 2024;

7. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik
Indonesia Nomor 125/KMA/SK/1X/2009 tanggal
2 September 2009 tentang Pendelegasian Sebagian
Wewenang Kepada Para Pejabat Eselon | dan Ketua
Pengadilan Tingkat Banding di lingkungan Mahkamah
Agung untuk penandatanganan dibidang Kepegawaian.

1. 1. Pegawai yang mampu mengoperasikan komputer
dengan baik;

2. Pegawai yang memahami aplikasi SI-ASN Instansi;

3. Pegawai yang memahami sistem dan aturan tentang
Kenaikan Pangkat Tenaga Teknis.

Keterkaitan:

Peralatan/Perlengkapan:

1. SOP Proses Kenaikan Pangkat Tenaga Teknis.
2. SOP Promosi dan Mutasi Hakim.

1. Dokumen Kenaikan Pangkat Hakim;
2. Perangkat Komputer dan printer;

3. Jaringan Internet

4. ATK

Peringatan:

Pencatatan dan pendataan:

Jika SOP tidak dilaksanakan maka Kenaikan Pangkat Hakim
akan tertunda.

Dicatat, disimpan dan didokumentasikan dalam bentuk
data elektronik dan manual.
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Pelaksana Mutu Baku
No Kegiatan : » Persyaratan/
Staff Kasie Dirjen Kelengkapan Waktu Output
. Print out
1 Mencetak Persetujuan Teknis ( ) ?:Li?;u:(u; gari 15 menit Persgtujuan _
KP BKN Teknis KP dari
BKN
Menerima dan memverifikasi | Tida Print out Dokumen Usulan
2 Persetujuan Teknis KP dari Persetujuan 15 Menit KP Tenaga
BKN untuk dibuatkan SK KP- Teknis KP dari Teknis yang telah
nya —— BKN didisposisi
Mengunduh dan mencetak Yay Dokumen Usulan Dokumen Usulan
3 dokumen Surat Keputusan Tidak KP Tenaga Teknis 15 Menit KP Tenaga
" | KP yang sudah dibuat dari | yang telah Teknis yang telah
aplikasi SI-ASN didisposisi didisposisi
Menerima, mengoreksi > > DO Er Usulan_ Surat KP Tenaga
KP Tenaga Teknis . :
4 konsep SK KP Tenaga 1 hari | Teknis yang telah
Teknis yang telgh_ dikoreksi
didisposisi
Menerima dan Ya
menandatangani secara \ 4 Surat Keputusan
elektronik SK KP Tenaga KP Tenaga
5. | Teknis. (Keterangan: Untuk ?K K.P [0 15 menit | Teknis yang telah
; eknis . .
Pegawai Golongan IV/c ditandatangani
Keatas, SK ditandatangani secara elektronik
Presiden)
Surat Keputusan
Mengunggah hasil C) SK KP Tenaga KP Tenaga
6. | pemindaian dokumen SK KP 9 15 menit | Teknis yang telah

Tenaga Teknis ke SIKEP

Teknis

ditandatangani
secara elektronik
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MAHKAMAH AGUNG RI
Direktorat Jenderal
Badan Peradilan Umum

Bypass Cempaka Putih Timur

JIn. Jenderal Ahmad Yani Kav. 58

SK Penetapan SOP

655/DJU/SK.OT1.6/IV/2024

Nomor SOP 103
Tanggal Pembuatan 20 Januari 2015
Tanggal Revisi 30 Agustus 2024

Tanggal Efektif

23 Desember 2024

Disahkan oleh

Direktur Jenderal Badan
_—Peradilan Umum

‘Barnbang Myanto

STANDAR OPERASI
TINDAK LANJUT LAPORAN PE

ONAL PROSEDUR (SOP)
NGADUAN TERHADAP HAKIM

Dasar Hukum:

Kualifikasi Pelaksana:

1.

2.

3.

10.

11.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014
Aparatur Sipil Negara;

Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang
Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11
Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri
Sipil;

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2016
tentang Penegakan Disiplin Kerja Hakim pada
Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada
di bawahnya;

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2016
tentang Pengawasan dan Pembinaan Atasan
Langsung di Lingkungan Mahkamah Agung dan
Badan Peradilan di bawahnya;

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 9 Tahun 2016
tentang Pedoman Penanganan Pengaduan
(Whistleblowing System) di Mahkamah Agung dan
Badan Peradilan yang berada di bawahnya;

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 06 Tahun
2011 tentang Pembinaan Hakim Nonpalu;

Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor
125/KMA/SK/IX/2009 tentang Pendelegasian
Sebagian Wewenang kepada para Pejabat Eselon |
dan Ketua Pengadilan Tingkat Banding di Lingkungan
Mahkamah Agung untuk Penandatanganan di Bidang
Kepegawaian;

Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor
48/KMA/SK/11/2017 tentang Pola Promosi dan Mutasi
Hakim pada Empat Lingkungan Peradilan.

Peraturan Bersama Ketua MA dan Ketua KY Nomor
02/PB/MA/1X/2012, 02/PB/P.KY/09/2012 tentang
Panduan Penegakan Kode Etik dan Pedoman
Perilaku Hakim.

tentang

1.

2.

3.

Pegawai yang memiliki wawasan tentang
pedoman kepegawaian

Pegawai yang memiliki kompetensi dibidang
kepegawaian

Minimal SMA sederajat

Keterkaitan:

Peralatan/Perlengkapan:

1.

2.

3.

SOP Penerbitan SK Hukuman Disiplin Hakim atas
Rekomendasi BadanPengawas Mahkamah Agung;
SOP Penerbitan SK Promosi Mutasi Hakim Peradilan
Umum;

SOP Penerbitan SK Kenaikan Pangkat Hakim
Peradilan Umum.

Peralatan Komputer
Jaringan Internet
Scanner

Peringatan:

Pencatatan dan pendataan:

Jika SOP ini tidak dilaksanakan, maka proses Tindak lanjut

Laporan Pengaduan Hakim Peradilan Umum akan

terhambat.

= WIN=

Aplikasi Simanis Ditjen Badilum
Aplikasi SIKEP MA

Aplikasi SIWAS

Aplikasi Backup SIKEP Ditjen Badilum
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Pelaksana Mutu Baku
No. Kegiatan : -
as Dir Kasub n Unit Persyaratan
RilgiE Ganis dit NeEl S terkait Kelengkapan bl ol
Menerima, membaca
dan mendisposisi Lembar laporan atau
laporan atau C] Disposisi, tembusan

1 tembusan laporan Laporan Atau laporan

| pengaduan (LP) Tembusan 5 Menit | pengaduan
pelanggaran disiplin Laporan yang telah
terhadap hakim Pengaduan didisposisi
peradilan umum
SIS e S2E Lembar laporan atau
dan mendisposisi v Di - p b
laporan atau Ej isposisi, tembusan

2. | tembusan LP LEROIE AL 5 Menit g

: L Tembusan pengaduan
pelanggaran disiplin L lah
terhadap hakim aporan yang tela

. Pengaduan didisposisi
peradilan umum
SIS, T Lembar laporan atau
gar;gﬁn;;ﬁ) oo Disposisi, tembusan

3 tefnbusan LP ¥ LELDOVE AL 5 Menit zjparzn

: _ Cj Tembusan pengaduan
pelanggaran disiplin L lah
terhadap hakim aporan yang tela

. Pengaduan didisposisi
peradilan umum
mgrﬁjggie};%ﬁm Laporan Atau laporan atau
atau tembusFa)ln Tembusan tembusan
Laporan - | laporan

4. | laporan pengac_iu_an 4 Pengaduan 10 Menit pengaduan
pelanggaran disiplin —_I lah lah
terhadap hakim an_g Te_a_ e
peradilan umum Didisposisi ditelaah
Menerima hasil Petunjuk
penelaahan terhadap Laporan Atau tindaklanjut
laporan atau Tl hasil
tembusan LP 4 penelaahan

- poran .

5. | pelanggaran _d|S|pI|n Pengaduan 30 Menit | terhadap
terhac_iap hakim Yang Telah laporan atau
peradilanumum dan Didisposisi tembusan
memberi pendapat/ laporan
penjelasan pengaduan
Menerima hasil Petunjuk
penelaahan terhadap Laporan Atau tindgklanjut
laporan atau Tembusan hasil
tembusan LP L penelaahan

- aporan .
6. | pelanggaran disiplin 30 Menit | terhadap
Pengaduan
terhadap hakim vana Telah laporan atau
peradilanumum dan Didig osisi tembusan
memberi pendapat/ P laporan
penjelasan pengaduan
Berkoordinasi dan
berkonsultasi
dengan Bawas
dalam hal laporan
pengaduan ditujukan Hasil
kepada Pimpinan MA Ijj koordinasi/
atau Kabawas MA. Penjelasan
Keterangan: Tatap muka, mengenal

7. | Dalam hal LP media 15 menit | Proses
tersebut sudah komunikasi laporanatau
ditangani oleh tembusan
Bawas MA, Ditjen laporan
Badilum menunggu pengaduan
surat-surat v
berikutnya sampai
proses pengaduan
selesai
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Pelaksana Mutu Baku
No. NEETED TF Dir Kasub ] Unit Persyaratan
RilgiE Ganis dit NeEl S terkait Kelengkapan bl ol
laporan atau
teﬁlbusan Surat
Menerima hasil laporan klarifikasi
koordinasi dari bawas pengadlu?]n atas Iag;oran
8. | dan meneruskan hasil é%?gp;gs?si 10 Menit ggl\ga uan
koordinasi kepada petunjuk tembusan
Dirjen A 4 atasan, ABS, laporan
Ej aturan disiplin pengaduan
hakim
Menerima hasil
koordinasi dari bawas
pembentukan tim tembusan Surat
pemeriksa untuk laporan klarifikasi
melakukan Klarifikasi v pgﬂgatlgllﬁn atearl15 E‘gggﬁn
9. | atas laporan D gidigposisi, 10 Menit gtat?
pengaduan atau petunjuk tembusan
tembusan laporan atasan, ABS, laporan
pengaduan aturan disiplin pengaduan
pelanggaran disiplin hakim
terhadap hakim
peradilan umum
Mengetik k_onsep
surat permintaan laporan atau
klarifikasi atau surat S —— Surat
Bgmgﬁﬂéikggtﬂ[(n laporan klarifikasi
melakukan klarifikasi v FETIEEIER itz (e
10.| atas laporan yang telqh_ 60 Menit EEAEEILED
: engaduan atau 4 dIdISp_OSISI, atau
Itoembusan laporan Tidak FELITIS oL
atasan, ABS, laporan
BTN aturan disiplin pengaduan
pelanggaran disiplin hakim
terhadap hakim
peradilan umum
Memeriksa dan
memaraf konsep
surat permintaan Diperiksa
klarifikasi atau surat Tidak Ya dan diparaf
pembentukan tim » Konsep surat konsep
pemeriksa untuk permintaan surat
11 melakukan klarifikasi klarifikasi atau permintaan
"| atas laporan surat klarifikasi
pengaduan atau pembentukan atau surat
tembusan laporan - tim pemeriksa pembentuka
pengaduan n tim
pelanggaran disiplin pemeriksa
terhadap hakim
peradilan umum
Memeriksa dan Ya
memaraf konsep
surat permintaan Diperiksa
klarifikasi atau surat < dan diparaf
pembentukan tim Konsep surat konsep
pemeriksa untuk permintaan surat
12 melakukan klarifikasi klarifikasi atau permintaan
" | atas laporan surat klarifikasi
pengaduan atau pembentukan atau surat
tembusan laporan tim pemeriksa pembentuka
pengaduan n tim
pelanggaran disiplin pemeriksa

terhadap hakim
peradilan umum
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Pelaksana Mutu Baku
No. NEETED TF Dir Kasub ] Unit Persyaratan
SR Ganis dit s el terkait Kelengkapan BN S
Memeriksa dan Ij
memaraf konsep Diperiksa
surat permintaan dan diparaf
klarifikasi atau surat Konsep surat konsep
pembentukan tim permintaan surat
13 pemeriksa untuk klarifikasi atau permintaan
| melakukan klarifikasi surat klarifikasi
atas LP atau pembentukan atau surat
tembusan LP < tim pemeriksa pembentuka
pelanggaran disiplin n tim
terhadap hakim pemeriksa
peradilan umum
Ditandatang
Konsep surat gﬂlzl;tonsep
Menandatangani permintaan permintaan
14 surat klarifikasi/ surat | ¥ klarifikasi atau Klarifikasi
’ pembe_lr(ltukan tim |__t| suratb ) atau surat
pemeriksa pembentukan
tim pemeriksa Eiir:lnbentuka
pemeriksa
Mengirimkan dan
mengarsipkan surat Surat
permintaan klarifikasi Wik
atas LP atau
atas laporan
B L A A Buku agenda - | pengaduan
15. | pelanggaran disiplin I__j curat 5menit | 2 °°
terhadap hakim tembusan
peradilan umum laporan
melalui Bagian
Umum Ditjen PETEECUET
Badilum
Surat
Mengirimkan balasan balasan
surat permintaan klarifikasi
klarifikasi atas LP \ 4 Surat atas laporan
16.| atau tembusan LP [ permintan pengaduan
pelanggaran disiplin klarifikasi atau
terhadap hakim tembusan
peradilan umum laporan
pengaduan
Mendisposisi surat
balasan Klarifikasi
atas laporan
pengaduan atau
tembusan LP
pelanggaran disiplin balasan
terhadap hakim Lembar surat
Sg{ti‘_’"a” umum ) disposisi, Klarifikasi
. Méneruskan ~ bala}gan surat atas laporan
. : laporan :<Iar|f|ka5| atas . " pengaduan
. aporan menit | atau
gzr\:\?;d:ﬂ? = pengaduan tembusan
untuk atau tembusan laporan
ditindaklanjuti, \aporar pengackian
b. Memerintahkan U pengaduan éijr:g pgs?si

mengarsipkan
laporan/tembusan
laporan apabila
berdasarkan
balasan surat
klarifikasi
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Pelaksana Mutu Baku
No. NEETED TF Dir Kasub ] Unit Persyaratan
SR Ganis dit s el terkait Kelengkapan BN S
Mendisposisi surat
balasan klarifikasi
atas LP atau
tembusan LP
pelanggaran disiplin
terhadap hakim
peradilan umum L V)
yaitu: femba_r_ surat
a. Meneruskan disposisi, klarifikasi
.Iaporan balasan surat atas laporan
pengaduan ke klarifikasi atas _ pengaduan
18. Bawas MA laporan 5 menit | atau
untuk pengaduan tembusan
ditindaklanjut atau tembusan laporan
b.Memerintahka,n P eI EETEEEIE
mengarsipkan [FEMEEELE yang telqh_
laporan/tembu Sl O]
san laporan
apabila
berdasarkan
balasan surat
klarifikasi
Mendisposisi surat
balasan klarifikasi
atas laporan
pengaduan atau
tembusan LP
pelanggaran disiplin balasan
terhadap hakim E?Q;ggirsi surat
) Klarifikasi Atas
a. Meneruskan Laporan _ pengaduan
19.| laporan Pengaduan 5 menit | atau
pengaduan ke Atau tembusan
Bawas MA untuk Tembusan laporan
ditindaklanjuti, Laporan pengaduan
b. Memerintahkan Pe[r)1 aduan yang telah
mengarsipkan 9 didisposisi
laporan/tembusan
laporan apabila
berdasarkan
balasan surat
klarifikasi,
Menyiapkan
konsep surat untuk
meneruskan
Latg?lran ke BAWAS v E e Sm 2 2 -rs- gﬁlgf,an
Memerintahkan B;I:F:\saln LSurat klarifikasi
mengarsipkan Klarifikasi Atas atas laporan
laporan/tembusan Laporan pengaduan
20.| laporan apabila Perr)1 aduan 5 menit | atau
berdasarkan Atal? tembusan
balasan surat Tembusan laporan
klarifikasi, hakim \ 4 Laporan pengaduan
yang bersangkutan Pengaduan yang telah
tidak terbuki 9 didisposisi
melakukan
pelanggaran yang
dilaporkan.
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Pelaksana Mutu Baku
No. NEETED TF Dir Kasub ] Unit Persyaratan
SR Ganis dit s el terkait Kelengkapan BN S
Mengetik konsep
surat untuk
meneruskan laporan
ke BAWAS atau
Mengarsipkan dan Buku Agenda Arsip
21 menggabungkan Surat_, Tempat B surat- surat
| surat laporan Penyimpanan laporan
pengaduan ke Badan Arsip pengaduan
Pengawasan
dengan surat-surat
pengaduan terkait
sebelumnya
Memeriksa dan
memaraf konsep » Ej ﬁ;’:ﬁﬁggﬂgu Diperi_ksa

2 surat laporan Surat 3 el dan diparaf
pengaduan untuk Pembentukan konsep
diteruskan ke Tim Pemeriksa surat
BAWAS
Memeriksa dan
memaraf konsep < ﬁ%’:ﬁﬁ(&;ﬂgu Diperiksa

23 surat laporan Surat 5 menit dan diparaf

| pengaduan untuk Pembentukan konsep
diteruskan ke Tim Pemeriksa surat
BAWAS
Memeriksa dan >¥
memaraf konsep *& Elc’n??p S_urat Diperiksa
arifikasi Atau .

o4, surat laporan Surat 5 menit dan diparaf
pengaduan untuk . Pembentukan konsep
diteruskan ke - Tim Pemeriksa surat
BAWAS
Menanda_tgnge_mi Elc;?;ﬁgssilxgu Ditandg

o5, surat kIarlflkaS|{ surat Surat 5 menit tangani
pem be_ntukan tim Pembentukan konsep
pemeriksa Tim Pemeriksa surat
Mengirimkan dan
mengarsipkan surat Surat
klarifikasi atas C) Klarifikasi
laporan pengaduan atas
atau tembusan laporan

26. laporan penga_dL_Ja_n Buku Agenda 5 menit | pengaduan
pelanggaran disiplin Surat atau
terhadap hakim tembusan
peratiiilan umum laporan
melalui Bagian
Umum Ditjen PETEEUET
Badilum
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MAHKAMAH AGUNG RI
Direktorat Jenderal
Badan Peradilan Umum
JIn. Jenderal Ahmad Yani Kav. 58
Bypass Cempaka Putih Timur

SK Penetapan SOP 655/DJU/SK.OT1.6/1V/2024

Nomor SOP 104
Tanggal Pembuatan 20 Januari 2015
Tanggal Revisi 30 Agustus 2024

Tanggal Efektif 23 Desember 2024

Direktur Jenderal Badan
eradilan Umum

Disahkan oleh

L aﬁi bang Myanto

STANDAR OPERASIONAL
PENERBITAN SK HUKUMAN DISIPLIN BAGI H

PROSEDUR (SOP)

AKIM ATAS REKOMENDASI BAWAS MA R.I

Dasar Hukum:

Kualifikasi Pelaksana:

1.

2.

3.

10.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur
Sipil Negara;

Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang
Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11
Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2016
tentang Penegakan Disiplin Kerja Hakim pada
Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di
bawahnya;

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2016
tentang Pengawasan dan Pembinaan Atasan Langsung
di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan
di bawahnya;

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 9 Tahun 2016
tentang Pedoman Penanganan Pengaduan
(Whistleblowing System) di Mahkamah Agung dan
Badan Peradilan yang berada di bawahnya;

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 06 Tahun 2011
tentang Pembinaan Hakim Nonpalu;

Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor
125/KMA/SK/IX/2009 tentang Pendelegasian Sebagian
Wewenang kepada para Pejabat Eselon | dan Ketua
Pengadilan Tingkat Banding di Lingkungan Mahkamah
Agung untuk Penandatanganan di Bidang
Kepegawaian;

Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor
48/KMA/SK/1/2017 tentang Pola Promosi dan Mutasi
Hakim pada Empat Lingkungan Peradilan;

Peraturan Bersama Ketua MA dan Ketua KY Nomor
02/PB/MA/IX/2012, 02/PB/P.KY/09/2012  tentang
Panduan Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku
Hakim.

1. Pegawai yang memiliki wawasan
tentang pedoman kepegawaian

2. Pegawai yang memiliki kompetensi dibidang
kepegawaian

3. Minimal SMA sederajat

Keterkaitan:

Peralatan/Perlengkapan:

1.

2.

3.

SOP Penerbitan SK Hukuman Disiplin Hakim atas
Rekomendasi BadanPengawas Mahkamah Agung;
SOP Penerbitan SK Promosi Mutasi Hakim Peradilan
Umum;

SOP Penerbitan SK Kenaikan Pangkat Hakim
Peradilan Umum.

- Peralatan Komputer
- Jaringan Internet

- Scanner

- Printer

Peringatan:

Pencatatan dan pendataan:

Jika SOP ini tidak dilaksanakan, maka proses penerbitan
Penerbitan SK Hukuman Disiplin bagi Hakim Peradilan Umum
atas Rekomendasi BAWAS MA RI akan terlambat

1. Aplikasi Simanis Ditjen Badilum
2. Aplikasi SIKEP MA
3. Aplikasi Backup SIKEP Ditjen Badilum
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Pelaksana Mutu Baku
No. Kegiatan
Staf Kasi K%situ e Dir | Dirjen E;:asny;(r:;i\?] Waktu Output
Menerima, membaca Lembar
dan disposisi, Surat
mendisposisi surat surat rekomendasi
rekomendasi rekomendasi penjatuhan
1 penjatuhan Hukdis penjatuhan hukuman
* | hakim peradilan Hukdis 5 disiplin hakim
Umum dari BAWAS hakim i peradilan
MA atau surat lain peradilan Umum dari
terkait yang berasal Umum dari Bawas MA
dari Pimpinan MA Bawas MA
Mempelajari dan Hasil telaah
menelaah surat \ 4 Surat surat
rekomendasi rekomendasi rekomendasi
penjatuhan Hukdis penjatuhan penjatuhan
2. | hakim peradilan Hukdis hakim hukuman
Umum dariBadan peradilan 15 | disiplin hakim
Pengawasan MA dan Umum dari menit | peradilan
dokumen lain yang Bawas MA Umum dari
terkait Bawas MA
Berkoordinasi dan
berkonsultasi
meminta penjelasan
kepada BAWAS MA
dalam hal isi
rekomendasi
S
. . kepada Badan
tidak sesuai antara Pengawasan
jenis pelanggaran Tatap muka, 15 | MA mengenai
& | o e i EBlE menit rekomen%asi
hukuman atau hal komunikasi -
. . penjatuhan
lain (hakim yang h
. i ukuman
dikenai hukuman disiplin
disiplin sudah
mutasi/meninggal
dunia/pensiun) atau
PT/PN untuk
memastikan status
kepegawaian hakim
dimaksud
Surat
rekomendasi
Mengonsep SK v penjatuhan
Penjatuhan Hukdis Hukdis hakim Konsep SK
4 Hakim Peradilan peradilan 15 | Penjatuhan
*| Umum berdasarkan A Umum dari menit | Hukuman
surat rekomendasi Bawas MA, Disiplin
dari BAWAS MA disposisi,
aturan
disiplin hakim
Mengoreksi, gonfsep SIS SK Penjatuhan
enjatuhan
memaraf dan /\ Hukdis Hukuman
5. | SK Penjatuhan Haki 5 menit| Disiplin yang
) . akim .
Hukdis Hakim )¢ Peradilan sudah ditanda
Peradilan Umum tangani
Umum
Mengoreksi, X gon;ep =K SK Penjatuhan
enjatuhan
memaraf SK Hukdis Hukuman
6. | PenjatuhanHukdis Hakim 5 menit| Disiplin yang
Hakim Peradilan Peradilan sudah ditanda
Umum tangani
Umum
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Pelaksana Mutu Baku
No. Kegiatan
Staf Kasi K%situ e Dir | Dirjen E;:asny;(r:;i\?] Waktu Output
. Konsep SK g
Mengoreksi, PenjatEhan SK Penjatuhan
memaraf SK " Hukuman
: . Hukdis e
7. | Penjatuhan Hukdis e 5 menit| Disiplin yang
Hakim Peradilan Y . sudah ditanda
< Peradilan ;
Umum tangani
Umum
Konsep SK .
Menandatangani SK Penjatuhan SIS [PEMEMED
Penjatuhan Hukdis v Hukdis | Hukuman
£ Hakim Peradilan [ Hakim S| RIS e
. sudah ditanda
Umum Peradilan ;
tangani
Umum
Menyelesaikan SK
Penjatuhan Hukdis
Hakim Peradilan
Umum yang sudah
ditandatanganiuntuk
dikirimkan ke PN/PT
meliputi:
- Meminta dan
memberi nomor
serta tanggal SK
Menggandakan
Memberi stempel
dinas < Sk SK Penjatuhan
9. Membuat label — Penjatuhan |15 menitl Hukuman
tujuan surat dan Hukdis Disiplin
memberi stempel
pada amplop dan
memberikan
keterangan
‘RAHASIA”
Memasukkan
surat ke dalam
amplop
Menyegel amplop
dengan caradilem
Mencatat dan
mengarsipkan
Menyiapkan v Sl .
10. | Pengantar SK I:I Egﬂggmggi - 5 menit a}:kl;?Snjatuhan
Penjatuhan Hukdis A Hukdis
Mengoreksi, Tldak |Ya
DTV FEMEIED /'\ ggaagtantar gg:g[antar
11.| SK P(_enjatuhan Penyampaian 5 menit Penyampaian
Akl Hukdis Hukdis
Peradilan Umum
Mengoreksi, Tida Ya Surat Surat
12.| SR Peria N
: . . Penyampaian Penyampaian
AUCIS IR Hukdis Hukdis
Peradilan Umum A
Menandatangani I_v Surat Surat
Pengantar SK Pengantar .. | Pengantar
= Hukdis Peradilan |—:| Penyampaian S L Penyampaian
Umum Hukdis Hukdis
Surat
< Surat
Menerima Pengantar E Pengantar, .. | Pengantar
14.1 gan sk Penjatuhan v [P)enyg?palan Dzl Penyampaian
Hukdis Hakim C ] HE‘E e dan SK Hukdis

Peradilan Umum
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Pelaksana Mutu Baku
No. Kegiatan
Staf Kasi Ke(ljsitu e Dir | Dirjen lfeelresny;(rzsélr:] Waktu Output
untuk disampaiakan
ke TU Ganis, Subdit
Data dan Evaluasi
untuk diinputkan data
dan dokumennya ke
dalam aplikasi SIKEP
Mengarsipkan dan Surat
melaporkan ke Pengantar
atasan bahwa SK Penyampaian Arsip surat-
15 Penjatuhan Hukdis Dan SK surat dan SK
" | Hakim Peradilan v Hukdis , 5 menit| Penjatuhan
Umum telah selesai ( ) Tempat Hukdis

diproses dan telah
dikirimkan ke PN/PT
Keterangan: Dalam
hal terdapat revisi
rekomendasi Hukdis
dari Bawas MA
berdasarkan
permohonan
keberatan hakim
Ybs, prosedur
penerbitan revisi SK
penjatuhan Hukdis
sama

Penyimpanan
Arsip
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MAHKAMAH AGUNG RI
Direktorat Jenderal
Badan Peradilan Umum

Bypass Cempaka Putih Timur

JIn. Jenderal Ahmad Yani Kav. 58

SK Penetapan SOP 655/DJU/SK.OT1.6/1V/2024

Nomor SOP 105
Tanggal Pembuatan 20 Januari 2015
Tanggal Revisi 30 Agustus 2024

Tanggal Efektif 23 Desember 2024

Direktur Jenderal Badan
Peradilan Umum

Disahkan oleh

bang Myanto

STANDAR OPERASIONAL
PENCANTUM

PROSEDUR (SOP)

AN GELAR

Dasar Hukum:

Kualifikasi Pelaksana:

1.

Undang-Undang Nomor
Aparatur Sipil Negara;
Surat Edaran Menteri PAN dan RB Nomor 28 Tahun
2021 tentang Pengembangan Kompetensi bagi Pegawai
Negeri Sipil melalui Jalur Pendidikan;

Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Repubik
Indonesia Nomor  125/KMA/SK/IX/2009 tanggal 2
September 2009 tentang Pendelegasian sebagian
Wewenang kepada Pejabat Eselon | dan Ketua
Pengadilan Tingkat Banding di Lingkungan Mahkamah
Agung Repubik Indonesia untuk penandatangan di
Bidang Kepegawaian

Surat Deputi Bidang Mutasi Kepegawaian BKN Nomor
8835/B-MP.01.01/SD/D/2021 Tanggal 13 September
2021 Tentang Layanan Pencantuman Gelar/
Peningkatan Pendidikan.

20 Tahun 2023 tentang

1. Analis SDMA Ahli Pertama, Muda, Madya
2. Pranata SDMA Mahir
3. PPPK

Keterkaitan:

Peralatan/Perlengkapan:

1.
2.

SOP Usul Kenaikan Pangkat
SOP Promosi dan Mutasi

1. Alat Tulis Kantor;
2. Internet, Printer, Komputer

Peringatan:

Pencatatan dan pendataan:

Jika SOP ini tidak dijalankan sesuai aturan yang berlaku,
maka akan menyulitkan Pelayanan Bidang Pembinaan
Tenaga Teknis Peradilan Umum.

Dicatat dan disimpan secara elektronik
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Pelaksana Mutu Baku
No Kegiatan
Kasub | Kepala . Persyaratan/
dit Seksi Sl 2l Kelengkapan e ol
Menerima usul ( ) Usul .. | Usul yang sudah
1 Pencantuman 15 menit - A
pencantuman gelar didisposisi
Gelar
Usul
Mempelajari dan |:| Pencantuman Usul vana sudah
2 | mendisposisi usul Gelar yang sudah | 15 menit | 5. yang sude
o o didisposisi kasi
pencantuman gelar didisposisi
Kasubdit
Kelengkapannya
Mengecek \ ijazah, transkrip
kelengkapan berkas nilai, izin belajar, .. | Berkas kelengkapan
& usul pencantuman —> _I_ SK KP terakhir, L8 sl sudah di cek
gelar SK CPNS dan
Akreditasi Prodi
Menginput usul \% Berkas DataUsul
pencantuman gelar kelengkapan Usul .. | Pencantuman Gelar
4 = 30 menit ;
ke dalam aplikasi Pencantuman terinput ke dalam
SIASN Gelar aplikasi SIASN
T Data Usul
Menyetujui usul Pencantuman Data Usul
5 pencantuman gelar Gelar yang akan | 15 menit |Pencantuman Gelar
pada aplikasi SIASN > | diberi yang telah disetujui
persetujuan
Mengecek status
Usul Pencantuman
Gelar dan
mendownload Surat .
. . Surat Persetujuan
Persetujuan Surat Persetujuan
6 Pencantuman gelar Pencantuman 15 menit ;?%Cﬂtzgng; -
pada SIASN untuk di [ )< Gelar P

input ke dalam
Aplikasi SIKEP dan
database Tata
Naskah

Aplikasi SIKEP dan
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MAHKAMAH AGUNG RI
Direktorat Jenderal
Badan Peradilan Umum
JIn. Jenderal Ahmad Yani Kav. 58
Bypass Cempaka Putih Timur

SK Penetapan SOP 655/DJU/SK.OT1.6/1V/2024

Nomor SOP 106
Tanggal Pembuatan 20 Januari 2015
Tanggal Revisi 30 Agustus 2024

Tanggal Efektif 23 Desember 2024

Direktur Jenderal Badan
eradilan Umum

Disahkan oleh

E ,:%ﬁi bang Myanto

STANDAR OPERASIONAL

PROSEDUR (SOP)

IZIN PERJALANAN PRIBADI LUAR NEGERI (PPLN)

Dasar Hukum:

Kualifikasi Pelaksana:

1.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14
Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung R.1.;
Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang
Kekuasaan Kehakiman;

Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang
Peradilan Umum;

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang
Aparatur Sipil Negara;

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan
Standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintahan;

Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Repubik
Indonesia Nomor  125/KMA/SK/IX/2009 tanggal 2
September 2009 tentang Pendelegasian sebagian
Wewenang kepada Pejabat Eselon | dan Ketua
Pengadilan Tingkat Banding di Lingkungan Mahkamah
Agung Repubik Indonesia untuk penandatangan di
Bidang Kepegawaian

Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor
163/KMA/SK/IX/2016 tentang Pendelegasian sebagian
kewenangan kepada Panitera Mahkamah Agung dan
Pejabat Eselon | untuk Memberikan Izin Perjalanan Ke
Luar Negeri

Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung R.l.
Nomor: 002 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan
Standar Operational Procedure di Lingkungan
Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di
bawahnya.

1. Analis SDMA Ahli Pertama, Muda, Madya
2. Pranata SDMA Mabhir
3. PPPK

Keterkaitan:

Peralatan/Perlengkapan:

1. Alat Tulis Kantor, Printer, Komputer;
2. Tata Naskah Dinas;

3. Buku Pencatatan Surat/ Ekpedisi;
4. Internet.

Peringatan:

Pencatatan dan pendataan:

Jika SOP ini tidak dijalankan sesuai aturan yang berlaku,
maka akan menyulitkan Pelayanan Bidang Pembinaan
Tenaga Teknis Peradilan Umum.

Dicatat dan disimpan secara elektronik




Pelaksana Mutu Baku
No Kegiatan Kaésitu L K;gfsl ia Staff | Direktur | Dirjen Eglresggliaat;; Waktu Output
Menerima usul izin
Perjalanan Pribadi k
Ll?a]ral\?egeri d;)lggq i Surat ﬁ::&tohonan
1 La]lgg_lé?ar:]ir;?]obatan, C) Permohonan mtsnit I1zin PPLN yang
ja |zin PPLN sudah di
kewajiban agama, ‘ disposisi
atau kepentingan
pribadi lainnya.
Surat Surat
Mempelajari dan ,:l Permohonan Permohonan
2 mendisposisi usul izin Izin PPLN 15 Izin PPLN yang
PPLN yang sudah di | menit |sudah di
disposisi oleh disposisi oleh
Kasubdit kasi
Kelengkapan :
Usul secara
2 'I:Ae?gr?gelfzgan berkas [ ] hirarkidan 15 |Status Berkas
usul PPLN orm cuti (jika menit elengkapan
dilaksanakan
di hari kerja)
Tdk v Surat
4 Membuat surat izin ‘|: permohonan 15 Draft Surat Izin
PPLN g dan Berkas menit |PPLN
kelengkapan
Memeriksa draft Draft Surat 1zin
) Draft Surat 15
5 | Suratlzin PPLN - { s e i El.lladLal\ll’l ;é%;rekg
VYa Draft Surat Elraall_ftNSyu;g; Izin
6 Memverifikasi draft Izin PPLN 15 "
. . |sudah di
Surat I1zin PPLN < yang sudah menit e
<> dikoreksi kasi O EE]
Kasubdit
Ya Draft Surat Nota Dinas
Menandatangani nota Izin PPLN 15 Persetujuan
7 dinas persetujuan yang sudah di menit Surat Izin PPLN
Surat Izin PPLN \:l verifikasi yang sudah
’ Kasubdit dittd
Menandatangani Nota Dinas
Surat Izin PPLN dan Persetujuan 15 Surat Izin PPLN
8 mendisposisi untuk Surat Izin menit | Y29 sudah di
mengirim Surat 1zin PPLN yang ttd Dirjen
PPLN — | sudah dittd
| Surat lzin Surat Izin PPLN
Mendisposisi Surat PPLN van 15 yang sudah di
9 I1zin PPLN untuk yang . |ttd Dirjen yang
dikirim [ ] sudahditid | menit g qan g
Dirjen di L
isposisi kirim
Surat I1zin
Mengetik nomor, PPLN yang
menggandakan, dan sudah di ttd 15 -
i mengirim Surat 1zin ( )< Dirjen yang menit S Tl
PPLN sudah di
disposisi kirim
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SK Penetapan SOP 655/DJU/SK.OT1.6/1V/2024

Nomor SOP 107
Tanggal Pembuatan 20 Januari 2015
MAHKAMAH AGUNG RI __
Direktorat Jenderal Tanggal Revisi 30 Agustus 2024
Badan Peradilan Umum Tanggal Efektif 23 Desember 2024
JIn. Jenderal Ahmad Yani Kav. 58 Disahkan oleh Direktur Jenderal Badan

Bypass Cempaka Putih Timur —Re;radilan Umum

" Bambang Myanto

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

PELAKSANAAN FIT AND PROPER TEST UNTUK CALON PIMPINAN
PENGADILAN TINGGI DAN NEGERI

Dasar Hukum: Kualifikasi Pelaksana:

1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan S2 Hukum
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 S1 Semua Jurusan

tentang Mahkamah Agung; Diploma Ill Semua Jurusan
2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Mampu mengoperasikan komputer

Kekuasaan Kehakiman; Mampu mengerjakan pekerjaan administrasi

3. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun
1986 tentang Peradilan Umum;

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2024 tentang Aparatur
Sipil Negara;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2002 tentang
Kenaikan Jabatan dan Pangkat Hakim;

6. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor
139/KMA/SK/VIII/2013 tanggal 28Agustus 2013 tentang
Pembaruan Pola Promosi dan Mutasi Hakim Karier dan
Pola Pembinaan Hakim Ad Hok pada Peradilan-Peradilan
Khusus di Lingkungan Mahkamah Agung untuk
Penandatanganan di Bidang Kepegawaian;

7. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor
140/KMA/SK/VII/2010 tanggal 23Juli 2010 tentang
Pedoman Pelaksanaan Fit And Proper Tes Bagi Calon
Pimpinan Pengadilan Tingkat Pertama , Hakim dan
Pimpinan Pengadilan Tingkat Banding 4 (Empat)
Lingkungan Peradilan di Bawah Mahkamah Agung RI;

8. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor
141/KMA/SK/VII/2010 tanggal 23Juli 2010 tentang
Pembentukan Tim Penguiji Fit And Proper Tes Bagi Calon
Pimpinan Pengadilan Tingkat Pertama , Hakim dan
Pimpinan Pengadilan Tingkat Banding 4 (Empat)
Lingkungan Peradilan di Bawah Mahkamah Agung RI.

9. Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan
Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor
1230/DJU/SK/HM.02.3/4/2021 tentang Pemberlakuan
Aplikasi Layanan Elektronik Terpadu (Lentera), Aplikasi
Survei Pelayanan Elektronik (Sisuper) Dan Aplikasi
Pengawasan Elektronik Eksekusi (Perkusi) Di Lingkungan
Peradilan Umum

SRS SN

Keterkaitan: Peralatan/Perlengkapan:

1. Usul Ketua Pengadilan Negeri; - Peralatan Komputer
2. Usul Ketua Pengadilan Tinggi. - Jaringan Internet

- Buku Undang-Undang Aturan-Aturan,
- ATK Dan Alat Kesehatan.

Peringatan: Pencatatan dan pendataan:

Apabila Fit and Propert Test tidak dilaksanakan sesuai 1. Buku Agenda

dengan SOP, maka akan sulit untuk menemukanseorang 2. Database Simanis Hakim
pemimpin yang layak dan tepat untuk menduduki sebuah 3. Database SIKEP

jabatan di organisasi. Test ini akan membuat proses
perekrutan lebih adil, jujur dan tepat.
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No

Kegiatan

Pelaksana

Mutu Baku

Kasubdit

Dir Ganis

Dirjen

Staf

Kasi Wil

WKMA
Non Yud

Kasi
Tanas

KMA

Tim Pra fit

Tim Fit

Tim

Penguiji

Kelengka
pan

Waktu

Output

Meyusun
tim
pelaksana
dan penguiji
Fit & Proper
Test

g

Berkas

hari | SK

1 | Konsep

Menyiapka
n Surat
Keputusan
Tim
Pelaksana
dan Penguiji
Fit & Proper
Test

Berkas

hari | SK

1 | Konsep

Menerima,
memeriksa
dan
memaraf
draft Surat
Keputusan
Tim
Pelaksana
dan Penguiji
Fit & Proper
Test

Tidak

Berkas

hari | SK

1 | Konsep

Menerima,
memeriksa
dan
memaraf
draft SK
Tim
Pelaksana
dan Penguiji
Fit & Proper
Test

A

ya

Ya

Berkas

hari | SK

1 Konsep

Menerima,
memeriksa
dan
memaraf
draft SK
Tim
Pelaksana
dan Penguiji
Fit & Proper
Test

Tidak

Berkas

hari | SK

1 | Konsep

Menerima,
memeriksa
dan
memaraf
draft Surat
Keputusan
Tim
Pelaksana
dan Penguiji
Fit & Proper
Test

Tidak

Ya

Berkas

hari | SK

1 | Konsep
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No

Kegiatan

Pelaksana

Mutu Baku

Kasubdit

Dir Ganis

Dirjen

Staf

Kasi Wil
Kasi
Tanas

WKMA
Non Yud

Tim Pra fit

Tim Fit

Tim

Penguiji

Kelengka
pan

Waktu
Output

Menerima,
memeriksa
dan
menandata
gani Surat
Keputusan
Tim Penguji
Fit & Proper
Test

P

Tidak

Berkas

hari SK

Menandata
gani Surat
Keputusan
Tim
Pelaksana
Fit & Proper
Test

T——\><—<:| KMA

Berkas

hari Sk

Pencatatan
dan
pengiriman
Surat
Keputusan

Berkas

hari Sk

10

Menyusun
daftar
nominasi
Ketua/Wakil
Ketua/Haki
m yang
diundang
mengikuti
seleksi

Berkas

hari Ll

11

Rapat
pemilihan
Ketua/Wakil
Ketua/Haki
m yang
akan
dipanggil
mengikuti
seleksi dari
daftar
nominasi
yang
diajukan

Berkas

hari Lt

12

Menyiapka
n surat
pemanggila
n peserta

Berkas

el Surat

13

Menerima,
memeriksa
dan
memaraf
draft surat
pemanggila
n peserta

Tidak

Berkas

hari Lels
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No

Kegiatan

Pelaksana

Mutu Baku

Dir Ganis
Dirjen
Staf
Kasi Wil

Kasi
Tanas

WKMA
Non Yud
KMA
Tim Pra fit
Tim Fit
Tim
Penguiji

Kelengka
pan

Waktu

Output

14

Menerima,
memeriksa
dan
memaraf
draft surat
pemanggila
n peserta

A

Berkas

1
hari

Data

15

Menerima,
memeriksa
dan
memaraf
draft surat
pemanggila
n peserta

Berkas

hari

Data

16

Menerima,
memeriksa
dan
menandata
ngani draft
surat
pemanggila
n peserta

Berkas

hari

Data

17

Upload
pemanggila
n peserta
melalui
Web
Badilum

Berkas

hari

surat

18

Penerimaa
n berkas
putusan
peserta
seleksi

Berkas

hari

Data

19

Pelaksanaa
n Fit dan
proper test

Berkas

hari

Data

20

Menginvent
aris dan
merekap
hasil
penilaian
penguji

Berkas

hari

Data

21

Rapat
penentuan
kelulusan
(seluruh

penguiji)

Berkas

hari

Data

22

Upload
hasil rapat
kelulusan
pelaksanaa
n fit dan
proper test

Berkas

hari

Data
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MAHKAMAH AGUNG RI
Direktorat Jenderal
Badan Peradilan Umum
JIn. Jenderal Ahmad Yani Kav. 58
Bypass Cempaka Putih Timur

SK Penetapan SOP 655/DJU/SK.OT1.6/1V/2024

Nomor SOP 108
Tanggal Pembuatan 20 Januari 2015
Tanggal Revisi 30 Agustus 2024

Tanggal Efektif 23 Desember 2024

Direktur Jenderal Badan
eradilan Umum

Disahkan oleh

E ,:%i’ﬁ bang Myanto

STANDAR OPERASIONAL

PROSEDUR (SOP)

PROMOSI DAN MUTASI HAKIM

Dasar Hukum:

Kualifikasi Pelaksana:

1.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985
tentang Mahkamah Agung;
Undang-Undang Nomor
Kekuasaan Kehakiman;
Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun
1986 tentang Peradilan Umum;

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2024 tentang Aparatur
Sipil Negara;

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2002 tentang
Kenaikan Jabatan dan Pangkat Hakim;

Peraturan Pemerintah Nomor94 Tahun 2012 tentang Hak
Keuangan dan Fasilitas Hakim yang Berada di Bawah
Mahkamah AgungRI;

Peraturan Presiden RI Nomor 13 Tahun 2005 tentang
Sekretariat Mahkamah Agung;

Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor
125/KMA/SK/IX/2009 tanggal 2 September 2009 tentang
Pendelegasian Sebagian Wewenang Kepada Para
Pejabat Eselon | dan Ketua Pengadilan Tingkat Banding di
Lingkungan Mahkamah Agung untuk Penandatanganan di
Bidang Kepegawaian;

Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan
Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor
1230/DJU/SK/HM.02.3/4/2021 tentang Pemberlakuan
Aplikasi Layanan Elektronik Terpadu (Lentera), Aplikasi
Survei Pelayanan Elektronik (Sisuper) Dan Aplikasi
Pengawasan Elektronik Eksekusi (Perkusi) Di Lingkungan
Peradilan Umum.

48 Tahun 2009 tentang

S2 Hukum

S1 Semua Jurusan

Diploma lll Semua Jurusan

Mampu mengoperasikan komputer

Mampu mengerjakan pekerjaan administrasi

CES NS

Keterkaitan:

Peralatan/Perlengkapan:

1.
2.

SOP Kenaikan Pangkat
SOP Pelaksanaan Fit and Propertest Capim untuk PT/PN
Kelas IA Khusus dan IA

- Peralatan Komputer

- Jaringan Internet

- Buku Undang-Undang Aturan-Aturan,
- ATK Dan Alat Kesehatan.

Peringatan:

Pencatatan dan pendataan:

Apabila pola promosi dan mutasi hakim tidak dilaksanakan
sesuai dengan SOP, maka akan menghambat karier hakim.

1. Buku Agenda
2. Database Simanis Hakim
3. Database SIKEP




No

Kegiatan

Pelaksana

Mutu Baku

Kasubdit

Kasi

Staf

WKMA
Non Yud

KMA

Persyaratan/
Kelengkapan

W aktu

Output

Menerima, Menelaah dan
memberikan disposisi
pada usul mutasi yang
diajukan Pengadilan
Tinggi dan Negeri

(J

Data Usulan
Mutasi

1 hari

Data usulan
mutasi

Menindaklanjuti disposisi
Kasubdit

Data Usulan
Mutasi

1 hari

Data usulan
mutasi

Memasukkan usulan
mutasi ke apikasi Simanis
Hakim dan mengarsipkan
dalam bentuk softcopy

Data Usulan
Mutasi

1 hari

Data usulan
mutasi

Menuyusun daftar
rencana mutasi hakim
baik yang diusulkan
Pengadilan Tinggi/ Negeri
maupun yang tidak (bagi
hakim yang sudah
bertugas 3-4 tahun) atau
kurang dari 3-4 tahun
namun dibutuhkan oleh
Lembaga

Data Usulan
Mutasi

1 hari

Data usulan
mutasi

Mempersiapkan bahan
rapat mutasi di forum
Dirjen Badilum

Data Usulan
Mutasi

1 hari

Bahan Rapat
Pra TPM

Rapat Pra TPM (pra

mutasi dan Promosi)

dipimpin oleh Wakil Ketua

Mahkamah Agung Non

Yudisial

beserta seluruh tim Pra

TPM:

1.Hakim Agung

2.Kabawas

3.Dirjen Badilum

4.Dirganis

5.Kasubdit Mutasi Hakim

6.Kasi Tata Naskah
Mutasi Hakim

Bahan Rapat
Pra Tpm

1 hari

Bahan Rapat
TPM

Rapat TPM (mutasi dan

Promosi) dipimpin oleh

KMA beserta seluruh tim

TPM:

1. WKMA bidang Non
Yudisial

2. WKMA bidang
Yudisial

3. Ketua Kamar Pidana

4., Ketua Kamar Perdata

5. Ketua Kamar
Pengawasan

6. Ketua Kamar
Pembinaan

7. Ketua Kamar Agama

8. Ketua Kamar Tata
Usaha Negara

9. Ketua Kamar Militer

10. Hakim Agung

11. Kabawas

12. Dirjen Badilum

Bahan Rapat
Tpm

1 hari

Hasil Rapat
TPM
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C. Direktorat Pembinaan Administrasi Peradilan Umum

C. SOP DIREKTORAT PEMBINAAN ADMINISTRASI PERADILAN
UMUM

DIREKTORAT PEMBINAAN
ADMINISTRASI PERADILAN UMUM

N

SUB BAGIAN
TATA USAHA

SUB DIRETORAT BIMBINGAN ( SUB DIREKTORAT STATISTIK

SUB DIREKTORAT TATA KELOLA
DAN MONITORING DAN DOKUMENTASI

\

/"' 4 B
|

SEKSI TATA SEKSI

‘ PERSIDANGAN { BIMBINGAN I

SEKSI
SEKSI DOKUMENTASI
STATISTIK WILAYAH
HUKUM

—
SEKSI
PELAYANAN |

|
! SEKSI
1 PERADILAN

BIMBINGAN I1

SEKSI SARANA SEKSI
KERJA MONITORING
PENGADILAN DAN EVALUASI

KELOMPOK
JABATAN
FUNGSIONAI




MAHKAMAH AGUNG RI
Direktorat Jenderal
Badan Peradilan Umum
JIn. Jenderal Ahmad Yani Kav. 58
Bypass Cempaka Putih Timur

SK Penetapan SOP 655/DJU/SK.OT1.6/1V/2024

Nomor SOP 109

Tanggal Pembuatan 20 Januari 2015

Tanggal Revisi 30 Agustus 2024

Tanggal Efektif 23 Desember 2024
Disahkan oleh Direktur Jenderal Badan

STANDAR OPERASIONAL

PROSEDUR (SOP)

LAYANAN BIMBINGAN TEKNIS PERADILAN UMUM BAGI HAKIM, PANITERA DAN JURUSITA
PENGADILAN NEGERI

Dasar Hukum:

Kualifikasi Pelaksana:

1. Peraturan Presiden Rl Nomor 13 Tahun 2005 tentang
Sekretariat Mahkamah Agung

2. Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor
MA/SEK/07/SK/111/2006 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Sekretariat Mahkamah Agung Republik Indonesia.

1. Pendidikan S1.

2. Mengetahui Prosedur pengelolaan administrasi
peradilan

3.  Memiliki Kemampuan tatacara pengolahan data

4. Memahami Aplikasi Administrasi Perkara

Keterkaitan:

Peralatan/Perlengkapan:

1. SOP Kepaniteraan PN dan PT

Lembar kerja/Rencana kerja dan anggaran
Modul/Silabus

Term of Reference

Komputer/laptop

Printer

Infocus

Camera

Jaringan Internet

Aplikasi/Akun Zoom

©F iAo O1FE W

Peringatan:

Pencatatan dan pendataan:

o Apabila tidak dilakasanakan bimbingan teknis, maka tertib
administrasi peradilan tidak akan terwujud.

1. Laporan Hasil Pembekalan
2. Materi Bimbingan Teknis
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Pelaksana Mutu
No. Kegiatan Tim
Kasub . . L Persyaratan/
dit Kasi Staf Dir Flna_ll Kelengkapan Waktu Output
sasi

Mengajukan usulan

bimbingan teknis

berdasarkan usulan C}

PT/PN dan atau A -Hasil Evaluasi .

1 1 Hari | Usulan
berdasarkan hasil -Usulan PN/PT
monev SubDit
Bimon
Mengoreksi dan - - Data 60

2 memberi - Usulan Menit Persetujuan
persetujuan
Mendisposisi untuk

3 membuat materi E‘ Persetujuan M?é%it Disposisi
dan jadwal Bimtek
Mengkonsep D

4 rancangan materi Disposisi 2 Hari | Draf materi
Bimtek

. Konsep

5 Membuat materi L Draf Materi 5 Hari | Materi
Bimtek Bimtek

6 Mengoreksi materi < Konsep materi 2 Hari | Draf Materi
Bimtek Bimtek Bimtek
Eembah_asan . |_J Konsep materi 2 Hari | Draf Materi

7 finalisasi materi Bimtek Bimtek
Bimtek
Memerintahkan
untuk I:—l‘ Disposisi g g -

8 mempersiapkan Instruksi 1 hari | Disposisi
surat-surat dan
administrasi lainnya
Mengkoordinasikan
pembuatan surat _ . _ Konsep

9 surat dan Disposisi 3 jam surat SK-SK
pelaksanaan
kegiatan
Membuat surat-
surat dan —

10 | administrasi gﬁnsep SILIE 3 jam Surat-surat,
pelaksanaan SK-SK
kegiatan
Mengajukan Surat — )

11 | Keputusan kegiatan |—:| gl}irat surat, 1jam | Persetujuan
Bimbingan Teknis
Memeriksa dan
memaraf Surat < Surat-surat, . .

12 Keputusan kegiatan SK Ljam | Persetujuan
Bimbingan Teknis
Mengajukan Surat Surat-surat

13 | Keputusan kegiatan SK ’ 1jam | Persetujuan
Bimbingan Teknis
Persetujuan dan Surat-surat, . TTD surat-

14 | tandatangan Surat SK 1jam surat. SK
Keputusan ’

15 Pelaksanaan - Materi bimtek 3 hari Kegiatan
kegiatan - Narasumber terlaksana
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Pelaksana Mutu
No. Kegiatan Tim
Kasub . . - L Persyaratan/
dit Kasi Staf Dir | Dirjen Flna_ll Kelengkapan Waktu Output
sasi
Pembuatan laporan .
dsn evaluasi P ~ IS .
16 pelaksanaan - Materi 3 hari Laporan
kegiatan .| - Dokumentasi
Laporan
17 | Pendokumentasian o - Laporan 1 hari | terdokument
\—) asi
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MAHKAMAH AGUNG RI
Direktorat Jenderal
Badan Peradilan Umum

JIn. Jenderal Ahmad Yani Kav. 58
Bypass Cempaka Putih Timur

SK Penetapan SOP

655/DJU/SK.OT1.6/IV/2024

Nomor SOP 110
Tanggal Pembuatan 20 Januari 2015
Tanggal Revisi 30 Agustus 2024

Tanggal Efektif

23 Desember 2024

Disahkan oleh

Direktur Jenderal Badan

_—Peradilan Umum

STANDAR OPERASIONAL
LAYANAN INFORMASI DATA PERKARA DAN WILAYAH HUKUM

PROSEDUR (SOP)

Dasar Hukum:

Kualifikasi Pelaksana:

1. Peraturan Presiden Rl Nomor 13 Tahun 2005 tentang
Sekretariat Mahkamah Agung

2. Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor
MA/SEK/07/SK/111/2006 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Sekretariat Mahkamah Agung Republik Indonesia.

1. Pendidikan S1.

2. Mengetahui Prosedur pengelolaan administrasi

peradilan

3. Memiliki Kemampuan tatacara pengolahan data
4. Memahami Aplikasi Administrasi Perkara

Keterkaitan:

Peralatan/Perlengkapan:

1. SOP Kepaniteraan PN dan PT
2. SOP Peningkatan Kelas Pengadilan
3. SOP Pembentukan Pengadilan

Komputer/laptop
Jaringan Internet
Printer

Server

Aplikasi SIPAPU
. Aplikasi EIS

o0 (G169 ) [

Peringatan:

Pencatatan dan pendataan:

¢ Apabila tidak dilakasanakan pengolahan data statistic
perkara, maka tidak akan terwujud keterbukaan informasi.

1. Aplikasi SIPP

2. Dokumentasi Wilayah Hukum

Pelaksana Mutu Baku
No. Kegiatan TU Ka. .
: . . Kasi Peryaratan/
Dit. Dir | Subdit Statistik Staf Perlengkapan Waktu Output
PAPU Stadok
Menerima permintaan :

1 data dari pengguna D gg;;tilrir::r']l 1 jam Sgrrritintaan
layanan P
Mendisposisi

2 permintaan data yang |:| =y = Disposisi

: . Permintaan menit
harus dipenuhi

3 Mengkoordinasikan Disposisi 30 arahan
pemenuhan data menit

4 (I;/Iaetggelola penylapan I—’| Disposisi 2 hari | arahan

. Tersedianya
Menyiapkan data dan |—_|

5 konsep surat L Arahan 3 hari g;?;s;gs; L
pengantar dibutuhkan
mgrr? eorirléiiidlg;]se I_—l‘ Draf Surat Dan | , . | Draf surat dan

6 9 P . Data J data
data dan surat
Memeriksa dan

7 mengoreksi konsep I: Braf Stlciecl 1jam | Surat dan data

ata
data dan surat

8 Memeriksa dan Surat Dan 1iam | Tanda tanaan
persetujuan | Data J 9
Pengiriman data Surat Dan

9 kepada pengajuan ( )< Data 1 jam | Data terkirim

permintaan
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SSEEL

4 p

Jin. Jenderal Ahmad Yani Kav. 58
Bypass Cempaka Putih Timur

MAHKAMAH AGUNG RI
Direktorat Jenderal
Badan Peradilan Umum

SK Penetapan SOP

655/DJU/SK.OT1.6/IV/2024

Nomor SOP

111

Tanggal Pembuatan

20 Januari 2015

Tanggal Revisi

30 Agustus 2024

Tanggal Efektif

23 Desember 2024

Disahkan oleh

Direktur Jenderal Badan
2eradilan Umum

_ Bambang Myanto

STANDAR OPERASIONAL
MONITORING DAN EVALUASI ADMINISTRASI PENGADILAN

PROSEDUR (SOP)

Dasar Hukum:

Kualifikasi Pelaksana:

3. Peraturan Presiden RI Nomor 13 Tahun 2005 tentang 1. Pendidikan S1.
Sekretariat Mahkamah Agung 2. Mengetahui Prosedur pengelolaan administrasi
4. Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor perad_:_lﬁ_n ah
MA/SEK/07/SK/III/2006 tentang Organisasi dan Tata 3. Memiliki Kemampuan tatacara pengolahan data
. . . . 4. Memahami Aplikasi Administrasi Perkara
Kerja Sekretariat Mahkamah Agung Republik Indonesia.
Keterkaitan: Peralatan/Perlengkapan:

4. SOP Kepaniteraan PN dan PT
5. SOP Peningkatan Kelas Pengadilan
6. SOP Pembentukan Pengadilan

9. Printer
10. Server
11.
12.

7. Komputer/laptop
8. Jaringan Internet

Aplikasi SIPAPU
Aplikasi EIS

Peringatan:

Pencatatan dan pendataan:

¢ Apabila tidak dilakasanakan pengolahan data statistic
perkara, maka tidak akan terwujud keterbukaan informasi.

1. Aplikasi SIPP
2. Dokumentasi Wilayah Hukum

Pelaksana Mutu Baku
No. Kegiatan TU Ka. .
Dit. Dir | Subdit Stlggzik Staf PI:ﬁre}/r?rE;aan Waktu Output
PAPU Stadok gkap
1 Zﬂz;gec;gnriigﬁén;hn;gan D Surat_/ Email 1jam Surat
| Permintaan permintaan
ayanan
Mendisposisi
2 permintaan data yang ggﬁtintaan m3e(|)1it Disposisi
harus dipenuhi
Mengkoordinasikan . - 30
3 Disposisi .| arahan
pemenuhan data menit
4 (I;/Iaetggelola penylapan |—~>|:| Disposisi 2 hari | arahan
: Tersedianya
Menyiapkan data dan | draf surat dan
5 konsep surat Arahan 3 hari d
engantar ata yang
P dibutuhkan
Memeriksa dan
6 mengoreksi konsep I_—|4 B;&:;Surat Dan 1 jam gg?; ST GEL
data dan surat —
Memeriksa dan
. 1 Draf Surat Dan .
7 mengoreksi konsep ] Data 1 jam | Surat dan data
data dan surat
Memeriksa dan Surat Dan .
g persetujuan [:I Data LjEm | VERER ETEE
Pengiriman data
9 kepgclizit pengajuan C}‘ [S)L;;gt DI 1 jam | Data terkirim
permintaan
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MAHKAMAH AGUNG RI
Direktorat Jenderal
Badan Peradilan Umum
JIn. Jenderal Ahmad Yani Kav. 58
Bypass Cempaka Putih Timur

SK Penetapan SOP 655/DJU/SK.OT1.6/1V/2024

Nomor SOP 112
Tanggal Pembuatan 20 Januari 2015
Tanggal Revisi 30 Agustus 2024

Tanggal Efektif 23 Desember 2024

Direktur Jenderal Badan
F%radilan Umum

Disahkan oleh

STANDAR OPERASIONAL
EVALUASI IMPLEMENTA

Sl

PROSEDUR (SOP)
BIMBINGAN TEKNIS

Dasar Hukum:

Kualifikasi Pelaksana:

1.

Peraturan Presiden RI Nomor 13 Tahun 2005 tentang
Sekretariat Mahkamah Agung

Peraturan Mahkamah Agung Rl Nomor 7 Tahun 2022
tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah
Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi
Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara
Elektronik

Peraturan Mahkamah Agung Rl Nomor 8 Tahun 2022
tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung
Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi Dan
Persidangan Perkara Pidana Di Pengadilan Secara
Elektronik

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negera dan
Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang
Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur
Administrasi Pemerintahan

Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun
2012 tentang Pedoman Monitoring dan Evaluasi
Terhadap Standar Operasional Prosedur di Lingkungan
Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di
Bawahnya

Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun
2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar
Operasional Prosedur di Lingkungan Mahkamah Agung
dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya;

Buku Il tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan
Administrasi Pengadilan.

1. S1 atau D3

2. Memahami Prosedur pengelolaan administrasi
peradilan

3. Memiliki Kemampuan tatacara pengolahan data

Keterkaitan:

Peralatan/Perlengkapan:

1.

2.

3

SOP Satuan kerja di bawah lingkungan Peradilan
Umum

SOP Sub Dit Statistik Dan Dokumentasi Wilayah
Hukum

SOP Sub Dit Tata Kelola

1. Komputer

2. Jaringan Internet
3. Printer

4. ATK

Peringatan:

Pencatatan dan pendataan:

¢ Apabila tidak dilaksanakan, maka performa kinerja satuan

kerja akan menurun.

1. Laporan Hasil Penilaian dari Tim
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Pelaksana Mutu
No. Kegiatan Kasi .
Staf ~Kasi Ka;ubdlt. Dir Persyaratan/ Waktu Output
Bimbingan Bimon Perlengkapan
: '}:_cl)_r;puter Lap. Hasil _
Menyusun laporan . Implementasi
1 |hasil implementasi ( ) * Lapl. Hasil . 3 hari | Peserta Bimtek
peserta bimtek g?rﬁtzr;entag Yang Telah
. Tersusun
e Printer
e Komputer
Membuat draf e ATK Draf Laporan
- |laporan evaluasi e Lap. Hasil 1 hari Evaluasi
implementasi Implementasi Implementasi
bimtek Bimtek Peserta Bimtek
Ya Printer
Mengoreksi dan i Laporan
mengajukan usulan . Draf Laporan Evaluasi
5 |draflaporan Tida Evaluasi 1 hari |!mplementasi
evaluasi \ Implementasi Peserta Bimtek
implementasi Y3 Peserta Bimtek Yang Telah
bimtek / Dikoreksi
Memeriksa dan I1da v
memberi e Laporan Evaluasi
persetujuan usulan Implementasi q
4 |draf laporan Peserta Bimtek 1 hari HEERUER
evaluasi \ Yang Telah
implementasi Dikoreksi
bimtek
. < . |Laporan
5. |Pendokumentasian ( ) e Laporan 3 hari Terdokumentasi
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MAHKAMAH AGUNG RI
Direktorat Jenderal
Badan Peradilan Umum
JIn. Jenderal Ahmad Yani Kav. 58
Bypass Cempaka Putih Timur

SK Penetapan SOP 655/DJU/SK.OT1.6/1V/2024

Nomor SOP 113
Tanggal Pembuatan 20 Januari 2015
Tanggal Revisi 30 Agustus 2024

Tanggal Efektif 23 Desember 2024

Disahkan oleh Direktur Jenderal Badan

Bambang Myanto

STANDAR OPERASIONAL

PROSEDUR (SOP)

BIMBINGAN ADMINISTRASI DAN MONITORING PERKARA DI TEMPAT KERJA

Dasar Hukum:

Kualifikasi Pelaksana:

1.

4.

5.

Peraturan Presiden RI Nomor 13 Tahun 2005 tentang
Sekretariat Mahkamah Agung

Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2022
tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung
Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan
Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik

Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 8 Tahun 2022
tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung

Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Administrasi Dan
Persidangan Perkara Pidana Di Pengadilan Secara
Elektronik

Buku Il tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan
Administrasi Pengadilan

Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010-2035 Mahkamah
Agung Republik Indonesia

1. Pendidikan D3/S1

2. Memiliki Kemampuan Pengolahan Data Perkara

3. Memahami Prosedur Pengelolaan Administrasi
Peradilan

Keterkaitan:

Peralatan/Perlengkapan:

1. SOP Kepaniteraan Pengadilan Negeri dan

Pengadilan Tinggi

1. Komputer

2. Printer

3. Scanner

4, Koneksi Internet

5. Aplikasi SIPAPU

6. Database SIPP MA

Peringatan:

Pencatatan dan pendataan:

Apabila tidak dilaksanakan Bimbingan Administrasi dan
Monitoring Perkara di tempat kerja, maka tidak akan
tercapai tertib penanganan perkara dan Administrasi
Peradilan .

1. Pengisian data perkara SIPP oleh Pengadilan
seluruh Indonesia

2. Sinkronisasi data SIPP dari Pengadilan seluruh
Indonesia
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Pelaksana Mutu
Kegiatan o ;
asi Kasubdit. : Persyaratan/
Bimbingan Bimon ols B Perlengkapan fies Ol
Mengajukan Usulan P Tida e Komputer . | Draf Usulan
1 3 3 hari ]
Pelaksanaan Bimtek / o ATK Pelaksanaan Bimtek
Mengoreksi Dan Draf Usulan Draf Usulan
2 |Mengajukan Usulan Pelaksanaan 1 hari | Pelaksanaan Bimtek
Pelaksanaan Bimtek \ T Bimtek Yang Sudah Dikoreksi
Ya
. + Draf Usulan
mgmgglris;e?;;u'uan Tida Pelaksanaan Draf Usulan
3 Atas Usulan ) Bimtek Yang 1 hari | Pelaksanaan Bimtek
3 Sudah Yang Sudah Disetujui
Pelaksanaan Bimtek : .
| Ya Dikoreksi
e Draf Usulan
Pelaksanaan
Menyiapkan Dokumen Bimtek Yang .
4 | Administrasi Sudah 1 hari gﬁﬁ,g(an FelEleEmeE
Pelaksanaan Bimtek Disetujui
o Komputer
e ATK
v ey
6 |Pelaksanaan Kegiatan - el B 3 hari | Kegiatan Terlaksana
e Narasumber
Pembuatan Laporan o Absensi
7 |Pelaksanaan Kegiatan o Materi 5 hari | Laporan
e Dokumentasi
8 |Pendokumentasian Laporan 1 hari Laporan .
Terdokumentasi

238




SSEEL

4

MAHKAMAH AGUNG RI
Direktorat Jenderal
Badan Peradilan Umum
JIn. Jenderal Ahmad Yani Kav. 58
Bypass Cempaka Putih Timur

SK Penetapan SOP 655/DJU/SK.OT1.6/1V/2024

Nomor SOP 114
Tanggal Pembuatan 20 Januari 2015
Tanggal Revisi 30 Agustus 2024

Tanggal Efektif 23 Desember 2024

Direktur Jenderal Badan
_Peradilan Umum

Disahkan oleh

STANDAR OPERASIONAL
PENYERAHAN PENGHARGAAN

PROSEDUR (SOP)
PENGADILAN UNGGUL

Dasar Hukum:

Kualifikasi Pelaksana:

1.

Buku Il tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan
Administrasi Pengadilan.

1. Pendidikan D3/S1
2. Memiliki Kemampuan Pengolahan Data Perkara
3. Memahami Prosedur Pengelolaan Administrasi

2. Surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor Peradilan
352/DJU/HM02.3/3/2021 tentang Akurasi dan
Pengendalian Mutu Data SIPP
3. Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan
Umum tentang lomba pada satuan kerja di lingkungan
peradilan umum
4. Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan
Umum tentang tim penilaian lomba
Keterkaitan: Peralatan/Perlengkapan:
1. SOP Kepaniteraan Pengadilan Negeri dan 1. Komputer
Pengadilan Tinggi 2. Printer
3. Scanner
4. Koneksi Internet
5. ATK
Peringatan: Pencatatan dan pendataan:

¢ Apabila tidak dilaksanakan, maka performa kinerja satuan
kerja akan menurun.

Laporan Hasil Penilaian dari Tim

Pelaksana Mutu
No. Kegiatan Kasi Kasubdit. ) - Persyaratan/
Bimbingan | Bimon 2l Ul et Kelengkapan b e
Mengajukan Draf J Eéar:;egggga
1 gg?ucinnig}': l;:?ll Pada ( _)4 e Komputer 3 | Satuan Kerj_a
Pengajuan Nama-Nama e ATK hari |e Draf Pengajuan
Tim Penilai Nama-Nama Tim
Penilai
Mengoreksi Dan ’ e Draf rencana e Draf Rencana
Mengajukan Draf \ lomba pada Lomba Pada
Rencana Evaluasi Pada —h satuan kerja 1 Satuan Kerja
2 Satuan Kerja Dan o Draf . hari |° Draf Pengajuan
Pengajuan Nama-Nama pengajuan Nama-Nama Tim
Tim Penilai nama-nama Penilai Yang
tim penilai Sudah Dikoreksi
4 e Draf rencana
Memeriksa Dan / lomba pada e Draf Rencana
Memberi Persetujuan satuan kerja Lomba Pad.a
Draf Rencana Evaluasi o Draf 1 | Satuan Kerja
3 |Pada Satuan Kerja Dan pengajuan hari [ Draf Pengajuan
Pengajuan Nama-Nama nama-nama Nama-Nama Tim
Tim Penilai tim penilai Penilai Yang
yang sudah Sudah Disetujui
dikoreksi
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Pelaksana Mutu
N Kegiatan Kasi Kasubdit. . o Persyaratan/
Bimbingan | Bimon Rl DllyiEn S Keler):gkapan bl Ol
o SK Lomba 14 ° Penilaian Hasil
4 |Pelaksanaan Evaluasi o SK Tim e Lomba
penilai e Berita Acara
v
Mengajukan Draf | | e Penilaian o I° Draf Pemenang
5 |Pemenang Lomba Dan hasil lomba hari Lomba
Sertifikat Lomba e Berita acara e Draf Sertifikat
Mengoreksi Dan < e Draf E(;z;:;aeg;:ang
6 Mengajukan Draf Pemenang 1 Sertifikat Lomba
Pemenang Dan lomba hari Yang Sudah
Sertifikat Lomba e Draf Sertifikat Bl
Memeriksa Dan /> N Braf e Draf Pemenang
Memberi Persetujuan N Ioiqn’tl’znang 1 Lomba
7 |Atas Draf Pemenang o hari |° Draf Sertifikat
Dan Draf Sertifikat * Draf Sertifikat) harl [ 0o Vang
Lomba yang suqlah Sudah Disetujui
dikoreksi
Draf
pemenang
Berkoordinasi Dengan lomba dan 1
8 |[Seluruh Tim Pelaksana | |‘ sertifikat hari Rangkaian Acara
Lomba lomba yang
sudah
disetujui
Menyiapkan Dokumen Rangkaian 1 P Sertifikat
9 |Sertifikat Dan v Acara hari P Daftar pemenang
Pemenang Lomba lomba
Tida
o Sertifikat -
Memeriksa Dokumen o Daftar 1 : gzgg'rka; menan
10 | Sertifikat Dan peserta hari | lomba P an 9
Pemenang Lomba / pemenang dah Bé g_k
lomba sudah diperiksa
v o Sertifikat
. P DL » Sertifikat
Mengoreksi Dokumen ) peserta 1 b Daftar pemenan
11 | Sertifikat Dan Tid pemenang hari | lomb P 9
Pemenang Lomba lomba yang Sourg aﬁ éﬁ(r;?, o
sudah
Ya diperiksa
o Sertifikat
o Daftar
Memberi Persetujuan - peserta 1 ’ ggg?rr]?set?a .
12 Dokymen Administrasi pemenang hari | kegiatan yang
Kegiatan % lomba yang sudah disetujui
sudah
Ya dikoreksi
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Pelaksana Mutu
No. Kegiatan : :
Kasi Kasubdit. . . Persyaratan/
Bimbingan | Bimon Dir DilET Sl Kelengkapan BRI ST
: o Sertifikat o Sertifikat
FERBUUET [Del e Daftar e Daftar Pemenan
13 Tandatangan Dokumen Pesert 1 Lomba Yan 9
SETLED e Pgrsneenaang Gl Telah Di °
PIETIERENTY) [HEHoE Lomba Tandatangan
¢ o Sertifikat
Pelaksanaan e Daftar :
. L 3 [Kegiatan
14 | Pemberian Sertifikat Peserta e Tailler
Pemenang Lomba Pemenang
Lomba
Peserta p |aporan
15 |Pendokumentasian Pemenang Hari |Terdokumentasi
Lomba
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MAHKAMAH AGUNG RI
Direktorat Jenderal
Badan Peradilan Umum
JIn. Jenderal Ahmad Yani Kav. 58
Bypass Cempaka Putih Timur

SK Penetapan SOP 655/DJU/SK.OT1.6/1V/2024

Nomor SOP 115
Tanggal Pembuatan 20 Januari 2015
Tanggal Revisi 30 Agustus 2024

Tanggal Efektif 23 Desember 2024

Direktur Jenderal Badan
_—Peradilan Umum

Disahkan oleh

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

PENYIAPAN SILABUS DAN

MATERI BIMBINGAN TEKNIS

Dasar Hukum:

Kualifikasi Pelaksana:

1. Peraturan Presiden RI Nomor 13 Tahun 2005
tentang Sekretariat Mahkamah Agung;

Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun
2022 tentang Perubahan Atas Peraturan
Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang
Administrasi Perkara Dan Persidangan Di
Pengadilan Secara Elektronik;

Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 8 Tahun
2022 tentang Perubahan Atas Peraturan
Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 Tentang
Administrasi Dan Persidangan Perkara Pidana Di
Pengadilan Secara Elektronik;

Buku Il tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan
Administrasi Pengadilan;

Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010-2035
Mahkamah Agung Republik Indonesia

2.

4.

5.

1. Pendidikan D3/S1

2. Memiliki Kemampuan Pengolahan Data Perkara

3. Memahami Prosedur Pengelolaan Administrasi
Peradilan

Keterkaitan:

Peralatan/Perlengkapan:

1. SOP Kepaniteraan Pengadilan Negeri dan
Pengadilan Tinggi

1. Komputer

2. Printer

3. Scanner

4, Koneksi Internet

5. Aplikasi SIPAPU

6. Database SIPP MA

Peringatan:

Pencatatan dan pendataan:

Apabila tidak dilaksanakan Penyiapan Silabus dan

1. Pengisian data perkara SIPP oleh Pengadilan seluruh

Materi Bimbingan Teknis, maka tidak maksimalnya Indonesia
pelaksanaan bimbingan teknis il 2. Sinkronisasi data SIPP dari Pengadilan seluruh
Indonesia
Pelaksana Mutu
No. Kegiatan Kasi Ka;ub Dir | Dirjen | Staf IS Waktu Output
dit Perlengkapan
e Komputer
e ATK
1 g?gﬂg:?:g ?;teL:]SliJ;ar;n D ¢ Alokasi waktu 5 hari Draf usulan silabus
Materi yiap e Metode dan penyiapan materi
pembelajaran
e Bahan materi
Ya
Mengoreksi Dan 4 Draf usulan Draf usulan silabus
5 Mengajukan Draf Tidak silabus dan 1 hari dan penyiapan materi
Usulan Silabus Dan —> T penyiapan yang sudah dikoreksi
Penyiapan Materi materi dan paraf
Ya
/ Draf usulan
Memberi Persetujuan Sl?]b?j i?]n Draf usulan silabus
3 |Usulan Silabus Dan rﬁ] at)é i 3 ang 1 hari | dan penyiapan materi
Penyiapan Materi sudah dikoreksi yang sudah disetujui
dan paraf
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Pelaksana Mutu
No. Kegiatan .| Kasub . i Persyaratan/
Kasi dit Dir | Dirjen | Staf Perlengkapan Waktu Output
I\/I Usulan silabus
Koordinasi Dengan Tim dan penyiapan . | Silabus dan Bahan
4 . 1 hari "
Pelaksana y materi yang materi
E:l sudah disetujui
e Bahan materi Silabus dan Bahan
5 | Pendokumentasian o O L materi

o Metode
Pembelajaran

1 hari

terdokumentasi
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SK Penetapan SOP 655/DJU/SK.OT1.6/1V/2024

Nomor SOP 116
Tanggal Pembuatan 20 Januari 2015
MAHKAMAH AGUNG RI _
Direktorat Jenderal Tanggal Revisi 30 Agustus 2024
Badan Peradilan Umum Tanggal Efektif 23 Desember 2024
JIn. Jenderal Ahmad Yani Kav. 58 Disahkan oleh Direktur Jenderal Badan

Bypass Cempaka Putih Timur

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
BIMBINGAN TEKNIS SIPP DAN APLIKASI UNTUK INTERNAL BADILUM / UNIT ESELON | LAIN
YANG MEMBUTUHKAN

Dasar Hukum: Kualifikasi Pelaksana:
1. Peraturan Presiden RI Nomor 13 Tahun 2005 tentang 1. S1 atau D3

Sekretariat Mahkamah Agung 2. Memahami Prosedur pengelolaan administrasi
2. Peraturan Mahkamah Agung Rl Nomor 7 Tahun 2022 peradilan

tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung 3. Memiliki Kemampuan tatacara pengolahan data

Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara
Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik

3. Peraturan Mahkamah Agung Rl Nomor 8 Tahun 2022
tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung
Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Administrasi Dan
Persidangan Perkara Pidana Di Pengadilan Secara
Elektronik

4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negera
dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang
Pedoman Penyusunan standar Operasional Prosedur
Administrasi Pemerintahan

5. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 01
Tahun 2012 tentang Pedoman Monitoring dan Evaluasi
Terhadap Standar Operasional Prosedur di
Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan
yang Berada di Bawahnya

6. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 02
Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar
Operasional Prosedur di Lingkungan Mahkamah
Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya

7. Buku Il tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan
Administrasi Pengadilan

Keterkaitan: Peralatan/Perlengkapan:
1. SOP Kepaniteraan Pengadilan Tinggi dan 1. Komputer
Pengadilan Negeri 2. Jaringan Internet
2. SOP Sub Dit Statistik Dan Dokumentasi Wilayah 3. Printer
Hukum 4. ATK
3. SOP Sub Dit Tata Kelola
Peringatan: Pencatatan dan pendataan:
Apabila tidak dilaksanakan Bimbingan Teknis, maka tidak Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Bimbingan Teknis
akan terwujud tertib penanganan perkara dan administrasi
peradilan
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Pelaksana Mutu
No. Kegiatan Kasi Kasubdit. , Persyaratan/
Bimbingan Bimon Dir Sl Perlengkapan BRI Sl
1 Mengajukan usulan o Komputer 3 E;?;k% ‘Zl:]lggn
pelaksanaan bimtek i / e ATK Hari Bimtek
M EIYS e Tid |/& Draf Usulan Draf Usulan
i ida
2 ?si?ggjugglgeﬁ;an ) \ Pelaksanaan Hiri Pelaksanaan
) P Bimtek Bimtek Dikoreksi
bimtek
Ya
/ |
Memeriksa dan . Draf Usulan
memberi persetujuan Tidgk DIt (e 1 Pelaksanaan
3 Pelaksanaan | .
usulan pelaksanaan Bimtek Dikoreksi Hari |Bimtek Sudah Di
bimtek Setujui
Ya o Draf Usulan
Menyiapkan Pelaksanaan Kegiatan
4 dokumen < Bimtek Sudah 1 Pelaksanaan
administrasi Di Setujui Hari |Bimtek
pelaksanaan bimtek e Komputer
o ATK
5 Pelaksanaan o Materi Bimtek 3 Kegiatan
" | kegiatan o Narasumber Hari |Terlaksana
Pembuatan laporan e Absensi 5
6. |pelaksanaan o Materi .| Laporan Kegiatan
. < . Hari
kegiatan o Dokumentasi
7. |Pendokumentasian e Laporan 1 | Laporan :
’ Hari | Terdokumentasi
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MAHKAMAH AGUNG RI
Direktorat Jenderal
Badan Peradilan Umum
JIn. Jenderal Ahmad Yani Kav. 58
Bypass Cempaka Putih Timur

SK Penetapan SOP 655/DJU/SK.OT1.6/1V/2024

Nomor SOP 117
Tanggal Pembuatan 20 Januari 2015
Tanggal Revisi 30 Agustus 2024

Tanggal Efektif 23 Desember 2024

Disahkan oleh Direktur Jenderal Badan

‘ S~
am bang Myanto

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN EKSEKUSI PERBULAN

Dasar Hukum:

Kualifikasi Pelaksana:

1.

2.

Peraturan Presiden Rl Nomor 13 Tahun 2005 tentang
Sekretariat Mahkamah Agung

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negera
dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang
Pedoman Penyusunan standar Operasional Prosedur
Administrasi Pemerintahan.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negera
dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang
Pedoman Standar Pelayanan

Surat Keputusan Ketua Mahkamah  Agung
Nomor 026/KMA/SK/11/2012 tentang Standar
Pelayanan Peradilan

Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 01
Tahun 2012 tentang Pedoman Monitoring dan Evaluasi
Terhadap Standar Operasional Prosedur di
Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan
yang Berada di Bawahnya

Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 02
Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar
Operasional Prosedur di Lingkungan Mahkamah
Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya
Buku Il tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan
Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan
Peradilan

1. S1 atau D3

2. Memahami Prosedur pengelolaan administrasi
peradilan

3. Memiliki Kemampuan tatacara pengolahan data

Keterkaitan:

Peralatan/Perlengkapan:

1.

2.

3.

SOP Kepaniteraan Pengadilan Tinggi dan
Pengadilan Negeri

SOP Sub Dit Statistik Dan Dokumentasi Wilayah
Hukum

SOP Sub Dit Tata Kelola

1. Komputer

2. Jaringan Internet
3. Printer

4. ATK

Peringatan:

Pencatatan dan pendataan:

Apabila tidak dilaksanakan Bimbingan Teknis, maka tidak
akan terwujud tertib penanganan perkara dan administrasi
peradilan

Laporan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan
Eksekusi
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Pelaksana Mutu
b Kegiatan Staf Kasi Kasubdit. Diri Persyaratan/ Wakt Outout
a Bimbingan | Bimon |Direktur nen Perlengkapan axiu utpu
e Komputer
-
1 pelaksanaan o Disposisi Surat 1 Hari |Dari SIPP Dan
eksekusi r/ Masuk Surat Masuk
o Aplikasi SIPP
v e Komputer
mzaggzn thna / o ATK Draf Laporan
2 |rekap o Rekap Data Dari 3 Hari Monev
pelaksanaan Tida \ SIPP Dan Surat Pelaksanaan
Sl Masuk Eksekusi
\ o Printer
Ya
o Komputer
Menyusun e ATK Laporan
laporan monev * Draf Laporan iS5y
3 pelaksanaan Monev 1 Jam Pelaksar)aan
SleEiUE Pelaksanaan Eksekusi
Eksekusi
o Printer
Ya Laporan
Mengoreksi hasil /’ e Laporan Monev Monev
4 telaah monev Tldak Pelaksanaan 1 Jam Pelaksanaan
pelaksanaan Eksekusi Eksekusi
eksekusi o ATK Yang Sudah
Dikoreksi
Laporan
Mengajukan hasil e Laporan Monev Monev
5 telaah monev Pelaksanaan 1 Jam Pelaksanaan
" | pelaksanaan Eksekusi Eksekusi
eksekusi o ATK Yang Sudah
4 Dikoreksi
. e Laporan Monev
m(;gggtr&ﬁl dan Tida ) Pelaksanaan Disposisi
/ Eksekusi Yang Untuk Revisi
6. |laporan monev ; .| 1Jam
pelaksanaan Sudah Dikoreksi Atau
eksekusi Materi Persetujuan
o ATK
Menyetujui e Laporan Monev Persetujuan
laporan monev Pelaksar_1aan Laporan
7. pelaksanaan Ekseku5|_ Yang | 1Jam | Monev
eksekusi Sudah Dikoreksi Pelaksanaan
e ATK Eksekusi
e Laporan Monev Disposisi
Pelaksanaan Persetujuan
Disposisi | le Eksekusi Yang Laporan
e terhadap laporan 1" Sudah Dikoreksi L I Monev
Materi Pelaksanaan
o ATK Eksekusi
e Disposisi Disposisi
Menindaklanjuti Persetujuan Persetujuan
9 disposisi dan Laporan Monev 1 Jam Laporan
* |arahan terhadap i Pelaksanaan Monev
laporan Eksekusi Pelaksanaan
| | o ATK Eksekusi
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Pelaksana Mutu
No. Kegiatan f f
Kasi Kasubdit. L Persyaratan/
S Bimbingan | Bimon |Direktur DilET Perlengkapan BRI SRleH
; _— o Disposisi Disposisi
mssg;j;kézwuu Persetujuan Persetujuan
Laporan Monev . | Laporan
10. Iarahan terhadap [ . 1 Hari Monev
aporan B Eksekusi Pelaksanaan
o ATK Eksekusi
o Disposisi k/la(l)pnoer\e;l n
. Persetujuan
11. lMengarS|pkan > Laporan Monev 1 Jam Eﬁlali(sar?aan
aporan - Pelaksanaan SeKus!
. Telah
S Diarsipkan
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MAHKAMAH AGUNG RI
Direktorat Jenderal
Badan Peradilan Umum
JIn. Jenderal Ahmad Yani Kav. 58
Bypass Cempaka Putih Timur

SK Penetapan SOP 655/DJU/SK.OT1.6/1V/2024

Nomor SOP 118
Tanggal Pembuatan 20 Januari 2015
Tanggal Revisi 30 Agustus 2024

Tanggal Efektif 23 Desember 2024

Direktur Jenderal Badan

Disahkan oleh

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
MONITORING DAN EVALUASI PENYELESAIAN PERKARA LEBIH DARI 5 BULAN

Dasar Hukum:

Kualifikasi Pelaksana:

1. Peraturan Presiden Rl Nomor 13 Tahun 2005 tentang
Sekretariat Mahkamah Agung
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negera

dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang
Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur
Administrasi Pemerintahan.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negera
dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang
Pedoman Standar Pelayanan

Surat Keputusan Ketua Mahkamah  Agung
Nomor 026/KMA/SK/11/2012 tentang Standar
Pelayanan Peradilan

Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 01
Tahun 2012 tentang Pedoman Monitoring dan Evaluasi
Terhadap Standar Operasional Prosedur di
Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan
yang Berada di Bawahnya

Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 02
Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar
Operasional Prosedur di Lingkungan Mahkamah
Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya
Buku Il tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan
Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan
Peradilan

1. S1 atau D3

2. Memahami Prosedur pengelolaan administrasi
peradilan

3. Memiliki Kemampuan tatacara pengolahan data

Keterkaitan:

Peralatan/Perlengkapan:

1.

2.

3.

SOP Kepaniteraan Pengadilan Tinggi dan
Pengadilan Negeri

SOP Sub Dit Statistik Dan Dokumentasi Wilayah
Hukum

SOP Sub Dit Tata Kelola

1. Komputer

2. Jaringan Internet
3. Printer

4. ATK

Peringatan:

Pencatatan dan pendataan:

Apabila tidak dilaksanakan Monitoring dan Evaluasi
Penyelesaian Perkara lebih dari 5 Bulan, maka tidak
akan terwujud tertib administrasi peradilan.

Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyelesaian Perkara
Lebih dari 5 Bulan
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Pelaksana Mutu
N I e Si. Kasubdit Persyaratan/
Staf dr;r?gl\tg?ungs Bimon Dir Perlengkapan e OIS
Mengumpulkan : gzmgtjter
bahan monev o ATK Rekap Data Dari
1. |Penyelesaian . - 3 Hari |SIPP Dan Surat
perkara lebih dari ( } * Disposisi Surat Masuk
5 bulan dari SIPP | & Masuk
o Aplikasi SIPP
Menelaah dan v o Komputer
mengolah data / o ATK Draf Laporan Monev
5 rekap e Rekap Data Dari 3 Hari Penyelesaian
" | Penyelesaian Tida \ SIPP Dan Surat Perkara Lebih Dari 5
perkara lebih dari Masuk Bulan
5 bulan dari SIPP e Printer
Ya
o Komputer
sa Tt el Laporan Monev
laporan monev v e Laporan Monev Penyelesaian
3. |Penyelesaian Penyelesaian 1 Jam = - .
- . . erkara Lebih Dari 5
perkara lebih dari Perkara Lebih B
5 bulan Dari 5 Bulan
A .
o Printer
Mengoreksi hasil v Ya e Laporan Monev Laporan Monev
telaah monev Penyelesaian Penyelesaian
4. | Penyelesaian Tidak Perkara Lebih 1 Jam Perkara Lebih Dari 5
perkara lebih dari Dari 5 Bulan Bulan Yang Sudah
5 bulan \ / o ATK Dikoreksi
Mengoreksi, N4 e Laporan Monev
menyetujui serta Penyelesaian
memberi disposisi Perkara Lebih Disposisi Untuk
5. [laporan monev 4 Dari 5 Bulan 1 Jam Revisi Atau
Penyelesaian \ Yang Sudah Persetujuan
perkara lebih dari Dikoreksi
5 bulan \/ o ATK
_ o e Laporan Monev Disposisi
K e
e arahan terhada i Sudah Dikoreksi L dEN e | PETE ESE
p Tidak . Perkara Lebih Dari 5
laporan Materi Bulan
P o ATK
) e Disposisi
Menindaklanjuti Persetujuan Disposigi
disposisi dan Laporan Monev Persetujuan Laporan
7. arahan terhadap Penyelesala_n 1 Jam Monev Peny_elesalgn
laporan Perl_<ara Lebih Perkara Lebih Dari 5
Dari 5 Bulan Bulan
o ATK
Menyiapkan surat ¢ glspotsg Laporan Monev
konfirmasi ke PT Lerse ujuﬁn Penyelesaian
8. |dan aporan Monev 1 Jam Perkara Lebih Dari 5

mengarsipkan
laporan

Penyelesaian
Perkara Lebih
Dari 5 Bulan

Bulan Telah
Diarsipkan
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MAHKAMAH AGUNG RI
Direktorat Jenderal
Badan Peradilan Umum
Jin. Jenderal Ahmad Yani Kav.
58 Bypass Cempaka Putih
Timur

SK Penetapan SOP 655/DJU/SK.OT1.6/1V/2024

Nomor SOP 119

Tanggal Pembuatan 20 Januari 2015

Tanggal Revisi 30 Agustus 2024
Tanggal Efektif 23 Desember 2024
Disahkan oleh Direktur Jenderal Badan

/;;?\eradilan Umum

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

MONITORING DAN EVAL

UASI ADMINISTRASI PERKARA

Dasar Hukum:

Kualifikasi Pelaksana:

1. Peraturan Presiden RI Nomor 13 Tahun 2005
tentang Sekretariat Mahkamah Agung

2. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 01
Tahun 2012 tentang Pedoman Monitoring dan
Evaluasi Terhadap Standar Operasional Prosedur
di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan
Peradilan yang Berada di Bawahnya

3. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 02
Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan
Standar Operasional Prosedur di Lingkungan
Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang
Berada di Bawahnya

4. Buku Il tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan
Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan
Peradilan

1. S1 atau D3
2. Memahami Prosedur pengelolaan administrasi
peradilan

3. Memiliki Kemampuan tatacara pengolahan data

Keterkaitan:

Peralatan/Perlengkapan:

1. SOP Kepaniteraan Pengadilan Tinggi dan
Pengadilan Negeri

2. SOP Sub Dit Statistik Dan Dokumentasi
Wilayah Hukum

3. SOP Sub Dit Tata Kelola

1. Komputer

2. Jaringan Internet
3. Printer

4. ATK

Peringatan:

Pencatatan dan pendataan:

Apabila tidak dilaksanakan Monitoring dan Evaluasi
Administrasi Perkara, maka tidak akan terwujud
tertib administrasi peradilan.

Laporan Monitoring dan Evaluasi Administrasi Perkara

Pelaksana Mutu
No. Kegiatan Kasub Persyaratan/
dit Kasi Staf Dir | Dirjen Perlengkapan Waktu Output
Menentukan Objek
Objek Administrasi
Administrasi e Komputer Perkara Yang
1 Perkara Yang e Printer 1 Hari | Akan Di
Akan Di o ATK Monitoring Dan
Monitoring Dan Evaluasi Sudah
Evaluasi Ditentukan
Mengarahkan v Bahan Atau
Bahan Atau : ggmg:ﬂer 1 Hari Materi
2 Materi Yang ATK Monitoring Dan
Harus Disiapkan * Evaluasi
Mengumpulkan Y * Aplikasi Bahan
Bahe?n P |::| SIPP Monitoring Dan
Monitorina Dan e Aplikasi Evaluasi
3 Merekap gData ) Perkusi 3 Hari | Rekapitulasi
Administrasi |:"j e O LNelm aigE e
Perkara e Printer Administrasi
e ATK Perkara
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Pelaksana Mutu
No. Kegiatan
K%Sit“b Kasi Staf Dir | Dirjen FE);:Z?/]ZL?SQQ Waktu Output
Menelaah data
dan membuat o Rekapitulasi
evaluasi data Data Dari Draf Laporan
administrasi SIPP Dan Monitoring Dan
4 perkara dan Surat Masuk | 3 Hari | Evaluasi
menuangkan o Komputer Administrasi
dalam laporan e Printer Perkara
administrasi o ATK
perkara
Ya e Draf
Laporan
Menyusun Monitoring
Laporan
IO Dan Monitoring Dan
monitoring dan y Evaluasi . ng
5 evaluasi i Administrasi | 1 Han Evaluasi
ast Tidak Administrasi
administrasi Perkara
Perkara
perkara o Komputer
e Printer
— o ATK
LILLO.X7 1N
Mengoreksi ) * kﬂapqran Laporan
; onitoring L
hasil telaah \ Dan Monitoring Dan
6 monitoring dan - 3 Jam Evalyq5| _
evaIL_Ja}S| _ \ i Administrasi
administrasi val Perkara Perkara Yang _
perkara ek . ATK Sudah Dikoreksi
e Laporan
Memeriksa dan Monitoring Laporan
TTENEEILED DEI Mopnitorin Dan
hasil telaah Evaluasi ng
7 monitoring dan < Administrasi 3 Jam Evall_Ja}5| .
evaluasi \/ Perkara ARTSIEE]
administrasi v Yang Sudah PEIENE VEN
: . Sudah Dikoreksi
perkara Dikoreksi
o ATK
e Laporan
Mengoreksi dan Monitoring
menyetujui Dan
Laporan Evaluasi Disposisi Untuk
8 monitoring dan \ v Administrasi | 3 Jam | Revisi Atau
evaluasi e Perkara Persetujuan
administrasi Yang Sudah
perkara Dikoreksi
o ATK
e Laporan
Monitoring
Dan Persetujuan
. Evaluasi Laporan
9 z';/lriw;rfﬂgzg da Administras 1 Hari Monitoripg Dan
Direktur i Perkara Evalga}5| '
Yang Administrasi
Sudah Perkara
Dikoreksi
e ATK
e Disposisi Disposisi
I__I Persetujuan Persetujuan
Disposisi untuk = HEILDIEL Laparan
membuat Monitoring Monitoring Dan
10 kebijakan atau DEN . & el E"a"ﬁa?s' .
mengadakan Evalyg5| . Administrasi
bimbingan ﬁj Administrasi Perkara Atau
Perkara Mengadakan
o ATK Bimbingan
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Pelaksana Mutu
No. Kegiatan
Kzsitub Kasi Staf Dir | Dirjen F?;:Zﬁggggg Waktu Output
o Disposisi Disposisi
Persetujuan Persetujuan
Disposisi untuk Laporan Laporan
membuat Monitoring Monitoring Dan
11 kebijakan atau Dan 3Jam | Evaluasi
mengadakan Evaluasi Administrasi
bimbingan Administrasi Perkara Atau
Perkara Mengadakan
e ATK Bimbingan
o Disposisi
persetujuan
laporan "
12 (l;/_lenin(_jgklanjuti ) monitoring _ 3 jam rﬁ%t::ga;(?:kgaau
isposisi dan evaluasi bimbingan
administrasi
perkara
o ATK
e Disposisi
persetujuan
M Iaporan_ Mendokumentas
13 Mengarsipkan (:) monitoring 3jam | i
dan evaluasi
o > kan
administrasi
perkara
o ATK
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MAHKAMAH AGUNG RI
Direktorat Jenderal
Badan Peradilan Umum
JIn. Jenderal Ahmad Yani Kav. 58
Bypass Cempaka Putih Timur

SK Penetapan SOP 655/DJU/SK.OT1.6/1V/2024

Nomor SOP 120
Tanggal Pembuatan 20 Januari 2015
Tanggal Revisi 30 Agustus 2024

Tanggal Efektif 23 Desember 2024

Disahkan oleh Direktur Jenderal Badan

bang Myanto

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

ASESMEN SERTIFIKASI MUTU PENGADI

LAN UNGGUL DAN TANGGUH (AMPUH)

Dasar Hukum:

Kualifikasi Pelaksana:

1. Surat Keputusan Ketua Mahakamh Agung Nomor 2-144
Tahun 2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik
di Pengadilan;

Surat Keputusan Ketua  Mahkamah  Agung
Nomor 026/KMA/SK/I11/2012 tentang Standar
Pelayanan Peradilan;

Buku Il tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan
Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan
Peradilan;

Surat Keputusan Dirjen
142/DJU/SK.OT1.6/11/2024  tentang  Pemberlakuan
Sertifikasi Mutu Pengadilan Unggul dan Tangguh
(AMPUH) di Lingkungan Peradilan Umum.

Nomor

1. S1 atau D3

2. Memahami Prosedur pengelolaan administrasi
peradilan

3. Memiliki Kemampuan tatacara pengolahan data

Keterkaitan:

Peralatan/Perlengkapan:

1. SOP Kepaniteraan Pengadilan Tinggi dan 1. Komputer
Pengadilan Negeri 2. Jaringan Internet
2. SOP Sub Dit Statistik Dan Dokumentasi Wilayah 3. Printer
Hukum 4. ATK
3. SOP Sub Dit Tata Kelola
Peringatan: Pencatatan dan pendataan:

Apabila tidak dilaksanakan Penilaian Sertifikasi Mutu
Pengadilan Unggul dan Tangguh (AMPUH), maka tidak
akan terwujud tertib administrasi peradilan.

Laporan Hasil Penilaian Sertifikasi Mutu Pengadilan
Unggul dan Tangguh (AMPUH)
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Pelaksana Mutu
<
No. Kegiatan o — 5 c 3 X
S 7} ks k¥ () == w Persyaratan/
235 T 2 o} = S o N Waktu Output
& X 2 = a o = Perlengkapan
< | E
Merencana * ?gg;g?
kan jadwal dan ' ' e Komputer oK
1 susunan tim e Printer 1 Hari Sﬁgﬁﬁgn
asesor e ATK .
AMPUH Tim Asesor
AMPUH
K
Menyusun v * J:Sv?/z?
jadwal, e Komputer oK
2 susunan dan e Printer 1 Hari Sonsep
ST tim asesor o ATK usunan
AMPUH Tim Asesor
AMPUH
o Komputer
. Tidak e Printer
o ety » ATK " Jocwas
Iampirangl Slitengsy « Konsep SK
. Jadwal :
3 | jadwal dan Konsep SK 1 Hari | eKonsep
susunan tim °
asesor eKonsep '?iurrs;lfbr\]siensor
AMPUH Susunan Tim AMPUH
Asesor
AMPUH
v ) ?:gvsv?l) Konsep SK
Memeriksa M}, » Konsep SK gsgun an
4 dan memberi » Konsep 3 Jam Tim Asesor
paraf Susunan Tim inefik
Jr—— Diperiksa
Ya AMPUH Dan Paraf
Konsep SK
Dan
. l . Konsep SK Dan
5 | Koreksidan Tidak Susunan Tim 3 Jam | Susunan
memberi paraf | [ Asesor Tim Asesor
Diperiksa
v Dan Paraf
A
Konsep SK
Memeriksa Konsep SK Dan Dan
dan memberi SLeLinEn Tl . | Susunan
© araf I PSR R Tim Asesor
P . Diperiksa Dan L
persetujuan Paraf Diperiksa
Ya Dan Paraf
Menanda Konsep SK Dan Surat
tanoani Surat Susunan Tim Keputusan
7 Ke gutusan Tim Asesor 1 Hari | Tim Asesor
A sg sor Diperiksa Dan Ditandatang
T Paraf ani
M - Surat
. Surat Keputusan
8 Zzw;fﬁlr(ﬁ?k El Keputusan Tim 1 Hari Tim Asesor
ditinda laniuti Asesor Dit Ditanda
I andatangani Tangani
* Disposisi
» Surat
Melakukan :EI?TF: lggzggr
9 koordinasi Ditanda 3 Hari | * Notulensi
pendistribusian |:¢j Tangani
Disposisi
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Pelaksana Mutu
N Kegi 5 T
o) =]
0. stlELEl = D = 2 & == w Persyaratan/
g o N4 o g g | F3 < Perlengkapan | Vakiu Output
< =
» Surat » Surat
Mengkoordinir Keputusan Tim Keputusan
10 pendistribusi Asesor 1 Hari Tim Asesor
an dokumen E:l Ditanda Ditanda
asesmen Tangani Tangani
* Disposisi * Disposisi
Mendistribusi
S B3 A ¢ Ezrittusan Tim Surat
pelaksanaan p
L Asesor Keputusan
Penilaian - . .
11 -~ . Ditanda 1 Hari Tim Asesor
Sertifikasi . R
Tangani Didistribusik
Mutu
Pengadilan * Buku an
g Ekspedisi
Unggul
e Surat Tugas e ka
Pelaksanaan e Jadwal e Dokumenta
12 | asesmen Pelaksanaan 3 Bulan Si
AMPUH o Aplikasi Pelaksanaa
Ampuh n Ampuh
v o Lka
Mengkoordina ¢ Bolktlj(mentaa
13 | sikan verifikasi elaksanaan 3 Hari Disposisi
Ampuh
LHA Lt
o Aplikasi
Ampuh
* Lka
* Dokumenta
Si
Mempersiap :El;iumentasi Pelaksanaa
14 S Pelaksanaan 3 Hari el
dokumen dan Amouh * Aplikasi
jadwal KEKA puh Ampuh
eAplikasi Ampuh o gl
Pelaksanaa
n Keka
eLka » Ba Hasil
eDokumentasi PellEzngs
15 Preklssnze Pelaksanaan 10 Hari i N2
rapat KEKA Ampuh * Draf Sk
puh Nilai Hasil
eAplikasi Ampuh el
. * BA Dan SK
. » BA Hasil . )
[ a conicanean | | Mo
tandatangan . Draf SK Nilai an KEKA
BA dan SK Hasil KEKA * Draf
Sertifikat
Memberikan e BA Dan SK
instruksi untuk Nilai Hasil * Draf
17 | pembuatan Pelaksanaan 1 Hari Sertifikat
sertifikat KEKA * Disposisi
e Draf Sertifikat
v
Mengkoordinir -
18 | pembuatan Draf Sgrpflkat 1 Hari Draf. )
b * Disposisi Sertifikat
sertifikat v
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Pelaksana Mutu
. o 5 ;E
No: Kediatan E . ‘D ks § ,5 == w Persyaratan/
23 8 & ) = =9 v Perlenakanan Waktu Output
& = a @ £ erlengkapa
< =
* BA Dan SK
3 Nilai Hasil -
Menyiapkan .| Sertifikat
19 i Pelaksanaan 3 Hari
sertifikat KEKA Ampuh
* Draf Sertifikat
ridak » BA Hasil
A Pelaksanaan Draf
Memeriksa KEKA .| Sertifikat
A sertifikat <>< Tidak + Draf Sertifikat Sl Dan SK
» Draf SK Nilai Diberi Paraf
‘ AMPUH
\I/'_'a
v Draf
Menyetujui Draf Sertifikat gzrr']ufékl?t
21 | dan memberi - Dan SK Diberi 1 Hari Disetujui
paraf sertifikat Paraf Dan Diberi
Ya Paraf
Sertifikat
- Dan SK Nilai
Menyetujui Draf Sertifikat AMPUH
22 | dan menanda Dgn SK. 1 Hari | Disetujui
; Disetujui Dan
tangani Diparaf Dan
Ditandatang
ani
Disposisi v
pengiriman SK .
23 | dan sertifikat E Dlta_nda 1 Hari | Disposisi
. Tangani
yang sudah di
tandatangani
Disposisi
pengiriman SK .
24 | dan sertifikat | | .?aKanﬁPda 1 Hari | Disposisi
yang sudah di 9
tanda tangani
Mengkoordi
g:ﬁgj(i?i%an = v e Disposisi
25 dan sertifikat . ?K Dlta_nda 1 Hari | Disposisi
yang sudah di | angan
tanda tangani
Mendistribu v g:l((iﬁquah
sikan SK dan ¢ Disposisi Secara
26 | sertifikat yang e SK Ditanda 1 Hari .
sudah ditanda Tangani Sl
tandani 9 Ke Satuan
9 Kerja
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MAHKAMAH AGUNG RI
Direktorat Jenderal

Badan Peradilan Umum

Jin. Jenderal Ahmad Yani Kav. 58 Bypass

Cempaka Putih Timur

SK Penetapan SOP 655/DJU/SK.OT1.6/IV/2024

Nomor SOP 121
Tanggal Pembuatan 20 Januari 2015
Tanggal Revisi 30 Agustus 2024

Tanggal Efektif 23 Desember 2024

Direktur Jenderal Badan
—Peradilan Umum

Disahkan oleh

) S~
Bam bang Myanto

STANDAR OPERASIONAL P
PENYUSUNAN DAN PEMBARUAN LEMBAR ASESMEN SERT

(CHECKLIST

ROSEDUR (SOP)
IFIKASI MUTU PENGADILAN UNGGUL DAN TANGGUH

Dasar Hukum:

Kualifikasi Pelaksana:

1. Peraturan Presiden RI Nomor 13 Tahun 2005 tentang 1. S1 atau D3
Sekretariat Mahkamah Agung 2. Memahami Prosedur pengelolaan administrasi
2. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor peradilan
026/KMA/SK/11/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan 3. Memiliki Kemampuan tatacara pengolahan data
3. Surat Keputusan Ketua Mahakamh Agung Nomor 2-144
Tahun 2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di
Pengadilan
4. Buku Il tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan
Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan
5. Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum
Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor
142/DJU/SK.OT1.6/11/2024 Tentang Pemberlakuan Program
Sertifikasi Mutu Pengadilan Unggul Dan Tangguh (Ampuh) Di
Lingkungan Peradilan Umum.
Keterkaitan: Peralatan/Perlengkapan:
1. SOP Kepaniteraan Pengadilan Tinggi dan Pengadilan 1. Komputer
Negeri 2. Jaringan Internet
2. SOP Sub Dit Statistik Dan Dokumentasi Wilayah 3. Printer
Hukum 4. ATK
3. SOP Sub Dit Tata Kelola
Peringatan: Pencatatan dan pendataan:

Apabila tidak dilaksanakan Penyusunan Materi Penilaian
Sertifikasi Mutu Pengadilan Unggul dan Tangguh (Checklist),
maka tidak akan terwujud tertib administrasi peradilan.

Laporan Penyusunan Materi Penilaian Sertifikasi Mutu
Pengadilan Unggul dan Tangguh (Checklist)

Pelaksana Mutu
No Kegiatan
Kasi Staf Kagub Dir Dirjen PRI Waktu Output
dit. Kelengkapan
e Bahan Bahan
Evaluasi perubahan Kebijakan MA Peraturan
1 kebijakan eksternal dan ' ' e Komputer 1 Hari | Dan
internal MA e Printer Kebijakan
o ATK Terbaru
Kumpulan
Tidak e Bahan Peraturan
Mengumpulkan peraturan - Chllsben DEM
2 dan kebijakan MA terbaru ° quputer LI | KEaTEEn
e Printer Mahkamah
e ATK Agung
Terbaru
Y e Kumpulan
<> Peraturan Dan Draf Materi
Kebijakan MA Penilaian
3 | Menelaah peraturan dan Terbaru 1 Hari | Sertifikasi
kebijakan terbaru dan e Bahan Mutu
mengolahnya sebagai Monitoring Dan Pengadilan
materi penilaian Evaluasi Unggul
e Komputer
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Pelaksana Mutu
No Kegiatan
Kasi Staf Kzistl.Jb Dir Dirjen E:Iresxgligt;;rﬁ Waktu Output
sertifikasi mutu e Printer
pengadilan unggul I? o ATK
Ya Draf Materi
¢ Draf Materi Penilaian
Mengoreksi Draft Penilaian Sertifikasi
5 | perubahan lembar Tidak Sertifikasi Mutu 3Jam | Mutu
asesmen AMPUH \ Pengadilan Pengadilan
Unggul Unggul
Ya Dikoreksi
e Materi Penilaian '\PA:rgﬁZian
memberi arahan dan y Sertifikasi Mutu Sertifikasi
6 persetujuan perubahan E:l Pengadilan 3 Jam Mut
lembar asesmen AMPUH Unggul Pu uo
o ATK engadilan
Unggul
o Materi Penilaian l\PA:r?ieI;ian
Sertifikasi Mutu Sertifikasi
7 Menetapkan dengan SK Pengadilan 33 Mut
dirjen | Unggul am uiu-
. . Pengadilan
Disetujui Unggul
* ATK Disetujui
Materi
3 1 N Materi Penilaian Penilaian
) ||
AMPUH Pengadlla_n o Mutu _
Unggul Disetujui Pengadilan
Unggul
e Materi Penilaian ’I;A::l(ielgian
Memberikan arahan Sertifikasi Mutu Sertifikasi
9 untuk dimasukan pada Pengadilan 3 Jam
aplikasi AMPUH Unggul L
« ATK Pengadilan
Unggul
¢ Materi Penilaian ’;A:;ﬁgian
Melaksanakan dan ggggr;lséy utu Sertifikasi
10 memastikan pembaruan A Unggul 3 Jam Mutu
lembar asesmen pada « Komputer Pengadilan
aplikasi AMPUH . Printgr Unggul
Sudah
* ATK Diparaf
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‘ MAHKAMAH AGUNG RI
Direktorat Jenderal

Badan Peradilan Umum

Bypass Cempaka Putih Timur

JIn. Jenderal Ahmad Yani Kav. 58

SK Penetapan SOP

655/DJU/SK.OT1.6/IV/2024

Nomor SOP

122

Tanggal Pembuatan

20 Januari 2015

Tanggal Revisi

30 Agustus 2024

Tanggal Efektif

23 Desember 2024

Disahkan oleh

Direktur Jenderal Badan

‘Bambang Myanto

/,ﬁi?\\(eradilan Umum

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

PENGOLAHAN DATA STATISI

K PERKARA BULANAN

Dasar Hukum:

Kualifikasi Pelaksana:

1. Peraturan Presiden Rl Nomor 13 Tahun 2005 tentang
Sekretariat Mahkamah Agung

2.

Informasi Publik di Pengadilan

Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor

MA/SEK/07/SK/111/2006 tentang Organisasi dan Tata

Kerja Sekretariat Mahkamah Agung Republik

Indonesia.

Surat Dirjen Badilum Nomor 352/DJU/HM02.3/3/2021

tentang Akurasi dan Pengendalian Mutu Data SIPP.

3.

4.

SK KMA 2-144 Tahun 2022 tentang Standar Pelayanan

1. S1 atau D3
2.

peradilan
3.

Memahami Prosedur pengelolaan administrasi

Memiliki Kemampuan tatacara pengolahan data

Keterkaitan:

Peralatan/Perlengkapan:

1. SOP Kepaniteraan Pengadilan Tinggi dan
Pengadilan Negeri

SOP Sub Dit Statistik Dan Dokumentasi Wilayah
Hukum

SOP Sub Dit Tata Kelola

2.

3.

1. Komputer

2. Printer

3. Scanner

4., Koneksi Internet
5. SIPP MA

6. Aplikasi SIPAPU

Peringatan:

Pencatatan dan pendataan:

Apabila tidak dilaksanakan, maka tidak akan tersedia data
statistik perkara seluruh pengadilan di Indonesia

seluruh Indonesia

1. Pengisian Data Perkara SIPP oleh Pengadilan

2. Sinkronisasi data SIPP dari Pengadilan seluruh

Indonesia
Pelaksana Mutu Baku
No. Kegiatan
Kepsek Kepsub 8 Peryaratan/
e Statistik Direktorat 2l Perlengkapan el OUifge
Adanya
1 Pengecekan sinkronisasi ( ) Sinkronisasi Data 1 Hari Akurasi Data
’ data SIPP Perkara Dari SIPP MA
Pengadilan
VL| TIDAK Tersedianya Data Statistik
2. Mengolah data statistik Ij Data Statistik 5 Hari | Yang Telah
— Pada SIPP MA Diolah
TIDAK - .
Melakukan verifikasi > / \< Data Statistik | Data Statistik
3. | data statistik \ / Yang Telah 1 Hari | Yang Telah
Diolah Diverifikasi
YA /\ ya | Data Statistik Data Statistik
4. | Validasi data statistik > / Yang Telah 1 Hari | Yang Telah
i Diverifikasi Divalidasi
Persetuiuan untuk Data Statistik Data Statistik
2 uinkasJi data statistik TIDAK VENE) TEET 2 (R || VETE) TEEN
P Divalidasi Disetujui
Mengunggah data Data Statistik I
6. | statistik ke website ( )4 Yang Telah 1 Hari gtjati:lsktﬁ? LS
badilum Disetujui
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¢ Q’LL‘H«J
‘ MAHKAMAH AGUNG RI
Direktorat Jenderal

Badan Peradilan Umum

Bypass Cempaka Putih Timur

JIn. Jenderal Ahmad Yani Kav. 58

SK Penetapan SOP 655/DJU/SK.OT1.6/1V/2024

Nomor SOP 123
Tanggal Pembuatan 20 Januari 2015
Tanggal Revisi 30 Agustus 2024

Tanggal Efektif 23 Desember 2024

Direktur Jenderal Badan
—Peradilan Umum

Disahkan oleh

) I~
- Barnbang Myanto

STANDAR OPERAS

IONAL

PROSEDUR (SOP)

EVALUASI KEUANGAN PERKARA
Dasar Hukum: Kualifikasi Pelaksana:
1. Peraturan Presiden Rl Nomor 13 Tahun 2005 tentang 1. S1 atau D3
Sekretariat Mahkamah Agung 2. Memahami Prosedur pengelolaan administrasi
2. Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor peradilan
MA/SEK/07/SK/111/2006 tentang Organisasi dan Tata 3. Memiliki Kemampuan tatacara pengolahan data
Kerja Sekretariat Mahkamah Agung Republik Indonesia. Keuangan Perkara
3. Instruksi Dirjen Badilum Nomor 7 Tahun 2021 tentang

Penginputan data Keuangan Perkara pada Aplikasi
Pelaporan Keuangan Perkara Peradilan Umum

Keterkaitan:

Peralatan/Perlengkapan:

1. SOP Kepaniteraan Pengadilan Tinggi dan 1. Komputer
Pengadilan Negeri 2. Printer
2. SOP Sub Dit Statistik Dan Dokumentasi Wilayah 3. Scanner
Hukum 4. Koneksi Internet
3. SOP Sub Dit Tata Kelola 5. SIPP MA
6. Aplikasi SIPAPU
Peringatan: Pencatatan dan pendataan:

Apabila tidak dilaksanakan, maka tidak akan tersedia data
statistik perkara seluruh pengadilan di Indonesia

1. Pengisian Data Perkara SIPP oleh Pengadilan
seluruh Indonesia

2. Sinkronisasi data SIPP dari Pengadilan seluruh
Indonesia

Pelaksana Mutu Baku
No Kegiatan ;
. | Kasub 8 Unit Persyaratan/
Staf | Kasi dit Dir Terkait| Kelengkapan Waktu Output
Data
Melakukan Verifikasi NETRETES
5 S Dan
Penginputan Data Keuangan Aplikasi Dokumen
1 Perkara Pada Aplikasi Komdanas 5 Hari | Sumber
" | Komdanas Dan Dokumen Aplikasi Keuanoan
Sumber Keuangan Perkara Pelaporan Perkarg Yan
Pada Aplikasi Pelaporan 9
Telah
Diverifikasi
Rekapitulasi
Data Data
y
Melakukan Rekapitulasi ggrr?cli)%rl](ismen ggr:danas
Ketidaksesuaian Penginputan Sumber Dokumen
2. | Dokumen Sumber Keuangan 5 Hari
Perkara Pada Aplikasi Keuangan ST 2
Pelaporan Perkara Yang Keuangan
P Telah Perkara Yang
Diverifikasi Telah
Diverifikasi
y Rekapitulasi Tersedianya
Data
. Komdanas Data
Melakukan Penarikan Data & Komdanas
Dan Dokumen
3 Dokumen Keuangan Perkara Sumber 1 Hari Pada Google
" | Dari Aplikasi KOMDANAS Dan Keuanaan Sheets Dan
Aplikasi Pelaporan \ 4 9 Dokumen
Perkara Yang
| | Telah Sumbler Pgda
Diverifikasi Google Drive

261




Pelaksana Mutu Baku
No Kegiatan -
. | Kasub . Unit Persyaratan/
Staf | Kasi dit Dir Terkait| Kelengkapan Waktu Output
Eg:r?danas Pl
Melakukan Validasi Data Pada Google Keuangan
Keuangan Perkara Dengan 9 . | Perkara
4. Sheets Dan 5 Hari
Dokumen Sumber Keuangan Satker Yang
Perkara DO Sudah
SITIEET PETE Tervalidasi
Google Drive
Ezazn an Rekapitulasi
Membuat Rekapitulasi Validasi v Perkarg Satker | 1 Hari Data
5. Data Keuangan Perkara Keuangan
Yang Sudah
o Perkara
Tervalidasi
Rekapitulasi Laporan
Membuat Laporan Evaluasi —»® _J‘ Data 1 Hari Evaluasi
6. Keuangan Perkara Keuangan Keuangan
Perkara Perkara
Laporan
Laporan Evaluasi
7 Persetujuan Laporan Evaluasi TIDAK < Evaluasi 1 Hari Keuangan
Keuangan Perkara Keuangan Perkara
Perkara Yang Telah
Validasi
YA Laporan Lap?ran_
. Evaluasi SV
8 Persetujuan Laporan Oleh TIDAK L Keuanuan 1 Hari Keuangan
" | Direktur A\ 9 Perkara
Perkara Yang v Telah
Telah Validasi ang | exa
Disetujui
Laporan Laporan_
. Evaluasi SR
9 Persetujuan Laporan Oleh K . | Keuangan
. - euangan 1 Hari
Kasubdit R Perkara
Perkara Yang
Telah Validasi Yang Telah
Disetujui
¥ Laporan Tersedianya
3 ( ) Evaluasi Laporan
10. LEToaE (2 W] [ EUEgE Keuangan 1 Hari | Evaluasi
Perkara
Perkara Yang Keuangan
Telah Disetujui Perkara
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> MAHKAMAH AGUNG RI
Direktorat Jenderal

Badan Peradilan Umum

JIn. Jenderal Ahmad Yani Kav

.58

Bypass Cempaka Putih Timur

SK Penetapan SOP 655/DJU/SK.OT1.6/1V/2024

Nomor SOP 124
Tanggal Pembuatan 20 Januari 2015
Tanggal Revisi 30 Agustus 2024

Tanggal Efektif 23 Desember 2024

Direktur Jenderal Badan
/_,,M_l’_i\eradilan Umum

Disahkan oleh

i S —
! __a'a‘ﬁbang yanto

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PENYUSUNAN DATA LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN DIREKTORAT PAPU

Dasar Hukum:

Kualifikasi Pelaksana:

1. Peraturan Presiden RI Nomor 13 Tahun 2005 tentang

Sekretariat Mahkamah Agung

2. Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor
MA/SEK/07/SK/111/2006 tentang Organisasi dan Tata

Kerja Sekretariat Mahkamah Agung Republik Indon

esia.

3. Surat Dirjen Badilum Nomor 352/DJU/HM02.3/3/2021

tentang Akurasi dan Pengendalian Mutu Data SIPP

1. S1 atau D3

2. Memahami Prosedur pengelolaan administrasi
peradilan

3. Memiliki Kemampuan tatacara pengolahan data
Perkara

Keterkaitan:

Peralatan/Perlengkapan:

1. SOP Layanan Informasi Data Perkara dan
Wilayah Hukum

1. Komputer

2. Printer

3. Scanner

4. Koneksi Internet

5. Aplikasi SIPAPU

6. Aplikasi SIPP MA

Peringatan:

Pencatatan dan pendataan:

Apabila tidak dilaksanakan, maka tidak akan tersedia data

perkara seluruh pengadilan di Indonesia untuk Laporan
Tahunan.

1. Pengisian data perkara SIPP oleh Pengadilan
seluruh Indonesia
2. Sinkronisasi data SIPP dari Pengadilan seluruh

Indonesia
Pelaksana Mutu Baku
No. Kegiatan -
. Kasub . Unit Persyaratan/
Dir dit Kasi | Staf Terkait| Kelengkapan Waktu Output
. . Surat
1. LS el Permohonan 1 Hari | Disposisi Surat
Data Perkara
Data Perkara
I |
Mendisposisi v Surat
2. Permintaan Data Permohonan 1 Hari | Disposisi Surat
Perkara Data Perkara
Menyortir Data \ 4 A_danya_ .
. Sinkronisasi .
3 Perkara Sesuai Data Perkara Akurasi Data
’ Dengan Permintaan Dari 1 Hari | SIPP MA
PEIE) Pengadilan
X Tersedianya
4 Mengolah Data >/ > Data Perkara Bgaa F_’I_eérllg;l]ra
’ Perkara \ Pada SIPP 5 Hari ang
Diolah
MA
TID )
Pengecekan Tersedianya
5 Melakukan Verifikasi '\ Kembali 1 Hari Data Perkara
: Data Perkara Permintaan Yang Telah
Data Diverifikasi
v
Membuat Laporan Data Perkara
6. Data Perkara Sesuai Yang Telah 1 Hari LCT I IEE
! oy e Perkara
Permintaan Diverifikasi
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Pelaksana Mutu Baku
No. Kegiatan -
. Kasub . Unit Persyaratan/
Dir dit Kasi | Staf Terkait| Kelengkapan Waktu Output
Laporan Data
7 Validasi Laporan Data Laporan Data 1 Hari Perkara Yang
' Perkara Perkara Telah
TIDAK R
<> Divalidasi
Laporan Data
) Y Laporan Data
8. ge;selgwukan Cs e <\ YA ?:{;ﬁ FRNENE 1 Hari | Perkara Yang
ata Perkara . <
/ Divalidasi Telah Disetujui
- Data Perkara o
9 Melakukan Pengiriman Yang Telah 1 Hari Pengiriman
’ Data Perkara Disetujui Data Perkara
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MAHKAMAH AGUNG RI
Direktorat Jenderal
Badan Peradilan Umum
JIn. Jenderal Ahmad Yani Kav. 58
Bypass Cempaka Putih Timur

SK Penetapan SOP

655/DJU/SK.OT1.6/IV/2024

Nomor SOP

125

Tanggal Pembuatan

20 Januari 2015

Tanggal Revisi

30 Agustus 2024

Tanggal Efektif

23 Desember 2024

Disahkan oleh

Direktur Jenderal Badan
— Reradilan Umum

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PENILAIAN DAN PENGHARGAAN PIAGAM EIS

Dasar Hukum:

Kualifikasi Pelaksana:

1. Peraturan Presiden RI Nomor 13 Tahun 2005 tentang

1. S1 atau D3

Sekretariat Mahkamah Agung

2. Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor
MA/SEK/07/SK/111/2006 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Sekretariat Mahkamah Agung Republik Indonesia.

2.

3

Memahami Prosedur pengelolaan administrasi

peradilan

Memiliki Kemampuan tatacara pengolahan data

Perkara

Keterkaitan:

Peralatan/Perlengkapan:

1. SOP Kepaniteraan Pengadilan Negeri dan

Pengadilan Tinggi

1.
2.
3.

Komputer
Printer
Scanner

4., Koneksi Internet
5. Aplikasi EIS

Peringatan:

Pencatatan dan pendataan:

Apabila tidak dilaksanakan, maka tidak akan tersedia data

penilaian dan penghargaan piagam EIS

seluruh Indonesia

1. Pengisian data perkara SIPP oleh Pengadilan

2. Sinkronisasi data SIPP dari Pengadilan seluruh

Indonesia
Pelaksana Mutu Baku
No Kegiatan
. Kasub . - Peryaratan/
Staf Kasi dit Dir Dirjen Perlengkapan Waktu Output
1. Penarikan Data EIS ( } Aplikasi EIS 1 Jam | Data EIS
Data EIS yang - | Rekapitulasi
2. Pengolahan Data EIS I:‘ZI siap diolah 1 hari Data EIS
. . Draf Surat
3 Mer_nb_uat surat "tl Rekapitulasi 3 Jam | Penilaian
penilaian data EIS g Data EIS data EIS
Surat
N - Draf Surat Penilaian
TIDAK L
4. Ve suE pEnen < Penilaian data 3 Jam | data EIS
data EIS <
EIS yang
divalidasi
Surat
Persetuiuan surat Surat Penilaian Penilaian
5. >e) \ data EIS yang 3 Jam | data EIS
penilaian data EIS A divalidasi yang
disetujui
TIDAK S
Menandatangani surat Surat Penilaian Penilaian
6. penilaian data EIS / data EIS yang 1 Jam | data EIS
disetujui ditandatang
YA [ ani
Publikasi surat |__! | Surat Penilaian (?ipudtﬁitsagils
7 penilaian data EIS data EIS yang 1 Jam zfda
’ pada website badilum y sudah \F/)Vebsite
| | ditandatangani Badilum
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Pelaksana Mutu Baku
No Kegiatan
. Kasub . L Peryaratan/
Staf Kasi dit Dir Dirjen Perlengkapan Waktu Output
Pembuatan Piagam Draf Pi
Penghargaan EIS Data Penilaian 7 rat Flagam
8. 1 hari | Penghargaa
EIS
n EIS
v Draf Video
Pembuatan Video I:j Bumper dan
bumper dan Surat Piagam Surat
Undangan Penyerahan 9 . | Undangan
9. ] Penghargaan 1 hari
Piagam Penghargaan Penyerahan
EIS )
EIS Piagam
Penghargaa
n EIS
Draf
Draf Piagam, Piagam,
. N Video Bumper Video
Koreksi surat ] dan Surat Bumper dan
U, (2RI Undangan Surat
10 | dan Video Bumper Pen er%\han 3 Jam Undangan
Penyerahan Piagam Pia yam Pen er?’:lhan
Penghargaan EIS 9 eny
Penghargaan Piagam
EIS Penghargaa
n EIS
Draf
v _ P!agam,
Vel S Sirc?éc}: ggr%mér \B/:jjrﬁoer dan
UMEETEEN, | FEEET dan Surat P Sura?
dan Video Bumper A
11 | Penyerahan Piagam < MEEITEE 3 Jam L EETEE
Penaharaaan EIS via YA Penyerahan Penyerahan
Zoo?n 9 Piagam Piagam
Penghargaan Penghargaa
EIS via Zoom n EIS via
Zoom
divalidasi
Piagam,
ToAK X Piagam, Video VIEES
: / gam, Bumper dan
Persetujuan surat Bumper dan S
X urat
Undangan, Piagam \/ Surat Undangan
d . 4 Undangan
12 an Video Bumper Pgnyerahan 3 Jam | Penyerahan
Penyerahan Piagam Piagam Piaoam
Penghargaan EIS via YA Penghargaan Per? haroaa
Zoom EIS via Zoom gharg
y divalidasi EISTEL
/\ Zoomdisetuj
ui
DAk | \/ Piagam,
Video
Piagam, Video Bumper dan
Bumper dan Surat
Menandatangani surat Surat Undangan Undangan
Undangan Penyerahan Penyerahan Penyerahan
13 . ) 1 Jam )
Piagam Penghargaan v Piagam Piagam
EIS via Zoom Penghargaan Penghargaa
I: j EIS via Zoom n EIS via
disetujui Zoom
ditandatang
ani
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Pelaksana Mutu Baku
No Kegiatan
. Kasub . L Peryaratan/
Staf Kasi dit Dir Dirjen Perlengkapan Waktu Output
Surat
Publikasi surat Penilaian
Undangan Penyerahan Surat Penilaian data EIS
14 | Piagam Penghargaan data EIS yang 1 Jam | dipublikasi
EIS via Zoom pada sudah disetujui pada
Website Badilum Website
Badilum
8 kegiatan
Pelaksanaan kegiatan I;)eglatanh Penyerahan
Penyerahan Piagam enyerahan Piagam
15 : Y Piagam 3 Jam
Penghargaan EIS via Penghargaa
Penghargaan "
Zoom == e T n EIS via
Zoom
FEEN E;%in;rgaa
Publikasi Piagam FETEIENZEEN) n EIS
EIS yang telah . —
16 | penghargaan EIS pada ; .| 3Jam | dipublikasi
. . di tandatangani
Website Badilum A pada
oleh Dirjen .
Badilum Website
Badilum
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MAHKAMAH AGUNG RI
Direktorat Jenderal
Badan Peradilan Umum
JIn. Jenderal Ahmad Yani Kav. 58
Bypass Cempaka Putih Timur

SK Penetapan SOP

655/DJU/SK.OT1.6/IV/2024

Nomor SOP

126

Tanggal Pembuatan

20 Januari 2015

Tanggal Revisi

30 Agustus 2024

Tanggal Efektif

23 Desember 2024

Disahkan oleh

Direktur Jenderal Badan
—Peradilan Umum

3aimbang Myanto

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PENGHAPUSAN/PERUBAHAN DATA SIPP

Dasar Hukum:

Kualifikasi Pelaksana:

1. Peraturan Presiden Rl Nomor 13 Tahun 2005 tentang
Sekretariat MA

2. Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor
MA/SEK/07/SK/111/2006 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Sekretariat MA RI

3. Surat Dirjen Badilum Nomor 352/DJU/HM02.3/3/2021
tentang Akurasi dan Pengendalian Mutu Data SIPP.

1. S1 atau D3
peradilan

Perkara

2. Memahami Prosedur pengelolaan administrasi

3. Memiliki Kemampuan tatacara pengolahan data

Keterkaitan:

Peralatan/Perlengkapan:

1. SOP Kepaniteraan PN dan PT

1. Komputer

2. Printer

3. Scanner

4. Koneksi Internet

Peringatan:

Pencatatan dan pendataan:

Apabila tidak dilaksanakan, maka tidak akan tersedia data
statistik perkara seluruh pengadilan di Indonesia.

seluruh Indonesia

1. Pengisian data perkara SIPP oleh Pengadilan

2. Sinkronisasi data SIPP dari Pengadilan seluruh

Indonesia
Pelaksana Mutu Baku
No. Kegiatan
Dir Kas_ub Kasi | Staf PSR Waktu Output
dit Kelengkapan
Disposisi Surat Masuk SP
1 D) penghapusan/per | 1 hari | Disposisi Surat
baikan data SIPP
2. Distribusi Surat Masuk "’I:I Kertas Lemdis 1 hari Ll(zrglljsl,(tnbusmya Sl
Tersedianya
3 Pengecekan data pada v akses ke 1 hari Akses ke Database
’ SIPP MA/SIPP Satker |::| Database SIPP SIPP MA/SIPP Satker
MA/SIPP Satker
TIDAK ¥ Tersedianya data
4. | Melakukan l_:| perkara yang 3 hari | Data perkara yang
’ Penghapusan data SIPP L akan dihapus akan dihapus
pada SIPP MA
Membuat SP
TIDAK
5. penghapusan ke Satker Déﬁf ﬁz usan 1 hari | SP penghapusan
pengaju penghap
TIDAK
6 Validasi SP n/\4 Draf SP yang 1 hari SP pernghapusan
: penghapusan '\/ akan diverifikasi yang telah divalidasi
Persetujuan SP \ - . | SP yang telah
7. penghapusan </ SP yang diajukan | 1 hari disetujui
YA
8. | Pengiriman SP ke satker ( ) (?iZe){ﬁjTJgi el 1 hari | Pengiriman SP
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MAHKAMAH AGUNG RI
Direktorat Jenderal
Badan Peradilan Umum
JIn. Jenderal Ahmad Yani Kav. 58
Bypass Cempaka Putih Timur

SK Penetapan SOP

655/DJU/SK.OT1.6/IV/2024

Nomor SOP

127

Tanggal Pembuatan

20 Januari 2015

Tanggal Revisi

30 Agustus 2024

Tanggal Efektif

23 Desember 2024

Disahkan oleh

afmbang Myanto

Direktur Jenderal Badan
~PReradilan Umum

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PEMENUHAN PERMINTAAN DATA PERKARA

Dasar Hukum:

Kualifikasi Pelaksana:

1. Peraturan Presiden RI Nomor 13 Tahun 2005 tentang 1. S1 atau D3
Sekretariat MA 2. Memahami Prosedur pengelolaan administrasi
2. Surat Keputusan Sekretaris MA Nomor peradilan
MA/SEK/07/SK/111/2006 tentang Organisasi dan Tata 3. Memiliki Kemampuan tatacara pengolahan data
Kerja Sekma RI Perkara
Keterkaitan: Peralatan/Perlengkapan:
1. SOP Kepaniteraan PN dan PT 1. Komputer
2. Printer
3. Scanner
4. Koneksi Internet
5. Aplikasi SIPAPU
6. Database SIPP MA
Peringatan: Pencatatan dan pendataan:

Apabila tidak dilaksanakan, maka tidak akan tersedia data

perkara yang diinginkan.

1. Pengisian data perkara SIPP oleh Pengadilan

seluruh Indonesia

2. Sinkronisasi data SIPP dari Pengadilan seluruh

Indonesia
Pelaksana Mutu Baku
No. Kegiatan
. Kasub . Persyaratan/
Dir dit Kasi | Staf Kelengkapan Waktu Output
i e ( ) Surat permintaan . . -
1. Disposisi Surat Masuk data perkara 1 hari | Disposisi Surat
2. | Distribusi Surat Masuk T Kertas Lembar 1 hari WIS
Disposisi Surat Masuk
Tersedianya akses
v
Pemenuhan TIDAK | ke Database SIPP | phees (e DalElinsg
3. ; [ ] 1 hari | SIPP MA atau Apki
permintaan data MA atau Apk SIPAPU
SIPAPU
TIDAK ] surat jawaban
Membuat surat /\ DhEr S el . | permintaan data
4. jawaban > < permintaan _da_ta dan | 1 hari dan data yang
\/‘ vAa | datayang diminta diminta
Draf surat jawaban surat jawaban
Validasi surat jawaban | TIDAK /\ permintaan data dan permintaan data
5. permintaan data dan > /4 data yang diminta 1 hari | dan data yang
data yang diminta YA yang akan diminta yang telah
diverifikasi divalidasi
Persetujuan surat surat jawaban surat iawaban dan
6 jawaban permintaan permintaan data dan 1 hari | data Jan diminta
: data dan data yang YA data yang diminta an ){ela% disetuivi
diminta yang telah divalidasi yang )
Pengiriman surat D surat jawaban Pengiriman surat
7. | jawaban permintaan permintaan data 1 hari | jawaban permintaan
data ke pengaju yang telah disetujui data
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MAHKAMAH AGUNG RI
Direktorat Jenderal
Badan Peradilan Umum

JIn. Jenderal Ahmad Yani Kav. 58
Bypass Cempaka Putih Timur

SK Penetapan SOP

655/DJU/SK.OT1.6/IV/2024

Nomor SOP

128

Tanggal Pembuatan

20 Januari 2015

Tanggal Revisi

30 Agustus 2024

Tanggal Efektif

23 Desember 2024

Disahkan oleh

Direktur Jenderal Badan
\eradilan Umum

Bambang Myanto

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
MONEV SPPT-TI

Dasar Hukum:

Kualifikasi Pelaksana:

1. Peraturan Presiden Rl Nomor 13 Tahun 2005 tentang 1.
2. Memahami Prosedur pengelolaan administrasi

Sekretariat MA

2. Nota Kesepahaman SPPT-TI Nomor
03/KMA/NK/IV/2022 tentang Pengembangan dan
Implementasi Sistem Peradilan Pidana Terpadu
berbasis teknologi Informasi.

3. Surat Keputusan Sekretaris MA Nomor

MA/SEK/07/SK/111/2006 tentang Organisasi dan Tata

Kerja SEKMA RI

4. Surat Dirjen Badilum Nomor 352/DJU/HMO02.3/3/2021

tentang Akurasi dan Pengendalian Mutu Data SIPP.

S1 atau D3
peradilan

Perkara

3. Memiliki Kemampuan tatacara pengolahan data

Keterkaitan:

Peralatan/Perlengkapan:

1. SOP Kepaniteraan PN dan PT

1. Komputer

2. Printer

3. Scanner

4., Koneksi Internet
5. Aplikasi SIPAPU

6. Database SPPT-TI MA

Peringatan:

Pencatatan dan pendataan:

Apabila tidak dilaksanakan, maka tidak akan tersedia data

Monev SPPT-TI

seluruh Indonesia

1. Pengisian data perkara SIPP oleh Pengadilan

2. Sinkronisasi data SIPP dari Pengadilan seluruh

Indonesia
Pelaksana Mutu Baku
No. Kegiatan
. | Kasub . Peryaratan/
Staf | Kasi dit Dir Perlengkapan Waktu Output
Penarikan data SPPT- Database SPPT-TI .
1. T ( ) MA 1 hari | Data SPPT-TI
Mengolah data SPPT- l—*—LﬂDAK Tersedianya data . !
2. T SPPT-TI. 5 hari | Rekap data SPPT-TI
Membuat
3 memorandum dan L \¢ Draf Memorandum 1 hari Memorandum dan
’ melakukan verifikasi /" dan Data SPPT-TI Data SPPT-TI
data SPPT-TI
4 Validasi Memorandum JIDAK Memorandum dan 1 hari '\D/I:gosrzgqum dan
‘ dan data SPPT-TI YA <> Data SPPT-TI divalidasi
Memorandum dan y Memorandum dan Memorandum dan
5. Data SPPT-TI ( ) | Data SPPT-TI yang Data SPPT-TI
telah divalidasi divalidasi
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MAHKAMAH AGUNG RI
Direktorat Jenderal
Badan Peradilan Umum

Bypass Cempaka Putih Timur

JIn. Jenderal Ahmad Yani Kav. 58

SK Penetapan SOP 655/DJU/SK.OT1.6/1V/2024

Nomor SOP 129
Tanggal Pembuatan 20 Januari 2015
Tanggal Revisi 30 Agustus 2024

Tanggal Efektif 23 Desember 2024

Direktur Jenderal Badan
—Peradilan Umum

Disahkan oleh

3aimbang Myanto

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
RAPAT KOORDINASI SATGAS SIPP DAN SPPT-TI

Dasar Hukum:

Kualifikasi Pelaksana:

1. Peraturan Presiden Rl Nomor 13 Tahun 2005 tentang

Sekretariat MA

MA/SEK/07/SK/111/2006 tentang Organisasi dan Tata
Kerja SEKMA RI.

Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor

1. S1 atau D3
2. Memahami Prosedur pengelolaan administrasi
peradilan

3. Memiliki Kemampuan tatacara pengolahan data
Perkara

Keterkaitan:

Peralatan/Perlengkapan:

1. SOP Kepaniteraan PN dan PT

1. Komputer

2. Printer

3. Scanner

4. Koneksi Internet

Peringatan:

Pencatatan dan pendataan:

Apabila tidak dilaksanakan, maka tidak akan terlaksanan
rapat koordinasi Satgas SIPP dan SPPT-TI.

ya

1. Pengisian data perkara SIPP oleh Pengadilan seluruh
Indonesia
2. Sinkronisasi

data SIPP dari Pengadilan seluruh

Indonesia
Pelaksana Mutu Baku
No. Kegiatan
Staf | Kasi K%sitljb Dir Dirjen E:Iresrilglig?:rﬁ Waktu Output

g;?%':;k;gya Data Estimasi

1, | daftar peserta TR RKKAL 5 hari Eé?s}éﬁ; al;ltfet(gziiratan
kegiatan, dan (@D Dit.PAPU dan lokasi '
lokasi kegiatan kegiatan
Verifikasi Data Estimasi Data Estimasi
Estimasi Biaya, <> Biaya, daftar Biaya, daftar

2. | daftar peserta peserta 3 hari | peserta kegiatan,
kegiatan dan YA oy kegiatan, dan dan lokasi
lokasi kegiatan lokasi kegiatan kegiatan disetuiji
Verifikasi Data Estimasi Data Estimasi
Estimasi Biaya, <> < Biaya, daftar Biaya, daftar

3. | daftar peserta > peserta 3 hari | peserta kegiatan,
kegiatan dan YA o kegiatan, dan dan lokasi
lokasi kegiatan lokasi kegiatan kegiatan disetuji
Verifikasi Data Estimasi Data Estimasi
Estimasi Biaya, g Biaya, daftar Biaya, daftar

4. | daftar peserta peserta 3 hari | peserta kegiatan,
kegiatan dan <> kegiatan, dan dan lokasi
lokasi kegiatan lokasi kegiatan kegiatan disetuiji
Menyiapkan v Data Estimasi
kelengkapan Biaya, daftar Draf surat-surat

5 | surat-surat peserta 5 hari | Kegiatan Rakor
kegiatan Rakor kegiatan, dan satgas SIPP dan

TIDAK lokasi kegiatan SPPT-TI

satgas SIPP I::l LeEl LG
dan SPPT-TI — disetuji

271




Pelaksana Mutu Baku
No. Kegiatan
. Kasub . L Persyaratan/
Staf | Kasi dit Dir Dirjen Kelengkapan Waktu Output
Verifi kasu_surat- Sl S sure_lt-surat
surat kegiatan : kegiatan Rakor
kegiatan Rakor .
6. | Rakor satgas 1 hari | satgas SIPP dan
satgas SIPP
SIPP dan YA TIDAK g A SPPT-TI
SPPT-TI G terverifikasi
Validasi surat- surat-surat surat-surat
surat kegiatan ek, kegiatan Rakor kegiatan Rakor
7. Rakor satgas >< satgas SIPP 1 hari | satgas SIPP dan
SIPP dan YA dan SPPT-TI SPPT-TI
SPPT-TI terverifikasi tervalidasi
Persetujuan TiDAk surat-surat )
surat-surat kegiatan Rakor i:r?;tz%ri;akor
8. | kegiatan Rakor />< satgas SIPP 1 hari satg as SIPP dan
satgas SIPP dan SPPT-TI SPI%T-TI i
dan SPPT-TI tervalidasi |
Menandatangani IDAK | Surat-surat surat-surat
surat-surat kegiatan Rakor :
i - kegiatan Rakor
9. | kegiatan Rakor satgas SIPP dan | 3 jam
satgas SIPP dan
satgas SIPP dan YA SPPT-TI yang
R SPPT-TI
SPPT-TI telah disetujui
Egrzlg(r?;glji?:r:at SN " Igg:r?;nggilan
Pemanggilan .
perserta Peserta Peserta kegiatan
10. | kegiatan Rakor keqiatan Rakor 1 jam | Rakor satgas
satgas SIPP dan | [ | oo aIDD dan SIPP dan SPPT-
SPPT-TI pada 9 Tl pada website
. . SPPT-TI )
website badilum badilum
E:é?:; ialgakor kegiatan Rakor 34 kegiatan Rakor
11. satgas SIPP dan :Q satgas SIPP dan hari satgas SIPP dan

SPPT-TI

SPPT-TI

SPPT-TI
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SK Penetapan SOP 655/DJU/SK.OT1.6/1V/2024

Nomor SOP 130
Tanggal Pembuatan 20 Januari 2015
Tanggal Revisi 30 Agustus 2024

Tanggal Efektif 23 Desember 2024

Direktur Jenderal Badan

Disahkan oleh

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

PENGELOLAAN INFOG

RAFIS PERKARA

Dasar Hukum:

Kualifikasi Pelaksana:

1. Peraturan Presiden Rl Nomor 13 Tahun 2005 tentang
Sekretariat Mahkamah Agung

Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor
MA/SEK/07/SK/111/2006 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Sekretariat Mahkamah Agung Republik
Indonesia.

Surat Dirjen Badilum Nomor 352/DJU/HMO02.3/3/2021
tentang Akurasi dan Pengendalian Mutu Data SIPP

2.

3.

1. S1 atau D3

2. Memahami Prosedur pengelolaan administrasi
peradilan

3. Memiliki Kemampuan tatacara pengolahan data
Perkara

Keterkaitan:

Peralatan/Perlengkapan:

1. SOP Kepaniteraan Pengadilan Negeri dan
Pengadilan Tinggi

1. Komputer

2. Printer

3. Scanner

4. Koneksi Internet

5. Aplikasi SIPP MA
6. Aplikasi SIPAPU

Peringatan:

Pencatatan dan pendataan:

Apabila tidak dilaksanakan, maka tidak akan tersedia data
infografis perkara

1. Pengisian data perkara SIPP oleh Pengadilan
seluruh Indonesia
2. Sinkronisasi data SIPP dari Pengadilan seluruh

Indonesia
Pelaksana Mutu Baku
No. Kegiatan
Staf Kasi Kas_ub Dir SENEEIEELY Waktu Output
dit Kelengkapan
Penarikan data
infografis perkara N Data Infografis
1. berdasarkan tema gglr:kgls}ggll\PAAAPU 2 Hari | Perkara Untuk
yang telah disetujui ( ) Diolah
oleh Dir.PAPU
v : i
2 _Mengolah data ] Tersedlanya Data 5 Hari Data Infografis
infografis perkara — TIDAK Infografis Perkara Perkara
N . Data Infografis
0 | S DaleIOIS | 2 an | e vang
grafis p N TIDAK Terverifikasi
oo Data Infografis Data Infografis
4. i\:l?cl)ld?asfli Sdag:;k ara N Perkara Yang 1 Hari | Perkara Yang
9 P YA N\ Terverifikasi Tervalidasi
Persetujuan untuk X Data Infografis DU BT
5 publikasi data < Perkara Yang 1 Hari DEY) [PEIE) SR
© L ; TIDAK \\ & Tl Yang Telah
infografis perkara Tervalidasi Divalidasi
Mengunggah data Data Infografis I
6. | infografis perkara ke D Perkara Yang Telah | 1 Hari :Dnl:gm::ﬁsg E’aetriara
website badilum Disetuijui 9
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SK Penetapan SOP

655/DJU/SK.OT1.6/IV/2024

Nomor SOP 131
Tanggal Pembuatan 20 Januari 2015
Tanggal Revisi 30 Agustus 2024

Tanggal Efektif

23 Desember 2024

Disahkan oleh

Direktur Jenderal Badan

_—Peradilan Umum

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PENYEDIAAN DATA DOKUMENTASI PENGADILAN

Dasar Hukum:

Kualifikasi Pelaksana:

1. Peraturan Presiden Rl Nomor 13 Tahun 2005 tentang 1. S1 atau D3

Sekretariat Mahkamah Agung 2. Memahami Prosedur pengelolaan administrasi
2. SK KMA 2-144 Tahun 2022 tentang Standar Pelayanan peradilan

Informasi Publik di Pengadilan 3. Memiliki Kemampuan tatacara pengolahan data
3. Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor Perkara

MA/SEK/07/SK/111/2006 tentang Organisasi dan Tata

Kerja Sekretariat Mahkamah Agung Republik Indonesia.
Keterkaitan: Peralatan/Perlengkapan:

1. SOP Sub Bimbingan dan Monitoring
2. SOP Sub Direktorat Tata Kelola

1. Komputer

2. Printer

3. Scanner

4. Koneksi Internet

Peringatan:

Pencatatan dan pendataan:

Apabila tidak dilaksanakan penyediaann data dokumentasi
Pengadilan, maka tidak akan terwujud keterbukaan

1. Website Badilum
2. Aplikasi Word & Excel

informasi. 3. Aplikasi Portal Stadok
Pelaksana Mutu
. g i) Dir Kasubdit Kasi Staf Persyaratan / Waktu Outout
Stadok Dokwilkum | Dokwilkum Perlengkapan P
1 Disposisi { ) Surat Permintaan 1 Hari Disposisi
* | Surat Masuk Data Pengadilan Surat
Distribusi .>| I . .| Terdistribusi
2. Surat Masuk Kertas Lemdis 1 Hari nya SM
Tersedianya
Peme_nuhan Akses Ke Data
Permintaan \4
Database .| Dokumentas
3. Data dil 3 Hari | .
Dokumentasi e |ﬁ L | Yang
Penaadilan Aplikasi Portal Diminta
9 Stadok
Verifikasi N Draf SJ Dan Data SJ Dan Data
4. | Data Yang YA A Yang Akan 1 Hari | Yang
Disediakan Diverifikasi Diverifikasi
Validasi Data Y Draf SJ Dan Data SJ Dan Data
5. | Yang Yang Akan 1 Hari | Yang Telah
Disediakan \/ TIDAK Divalidasi Divalidasi
ZirsetUJuan v\ N ' SJ Dan Data
6. e </ SP Yang Diajukan 1 Hari | Yang '!'e]ah
Disetujui
Data
PETEIITED Pengiriman
SJ SJ Permintaan SJ gan Data
7. | Permintaan C) Data Yang Telah 1Hari | o0
Data Ke Disetujui ang
. Diminta
Pengaju
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SK Penetapan SOP 655/DJU/SK.OT1.6/1V/2024

Nomor SOP 132
Tanggal Pembuatan 20 Januari 2015
Tanggal Revisi 30 Agustus 2024

Tanggal Efektif 23 Desember 2024

Direktur Jenderal Badan
eradilan Umum

Disahkan oleh

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

PENGELOLAAN DATA DOKU

MENTASI WILAYAH HUKUM

Dasar Hukum:

Kualifikasi Pelaksana:

1. Peraturan Presiden RI Nomor 13 Tahun 2005 tentang 1. S1 atau D3
Sekretariat Mahkamah Agung 2. Memahami Prosedur pengelolaan administrasi
2. SK KMA 2-144 Tahun 2022 tentang Standar peradilan
Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan 3. Memiliki Kemampuan tatacara pengolahan data
3. Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor Perkara
MA/SEK/07/SK/111/2006 tentang Organisasi dan Tata
Kerja SEKMA RI.
Keterkaitan: Peralatan/Perlengkapan:
1. SOP Sub Bimbingan dan Monitoring 1. Komputer
2. SOP Sub Direktorat Tata Kelola 2. Printer
3. Scanner
4. Koneksi Internet
5. Aplikasi SIPAPU
Peringatan: Pencatatan dan pendataan:

Apabila tidak dilaksanakan pengolahan data dokumentasi
wilayah hukum, maka tidak akan terwujud keterbukaan
informasi dan ketertiban administrasi

1. Website Badilum

2. Aplikasi Excel

3. Aplikasi Portal Stadok

4. Buku Dokumentasi Wilayah Hukum elektronik dan
manual

Pelaksana Mutu
No. Kegiatan
° Staf Kasi Kasubdit SIS | Waktu Output
Perlengkapan
Mencari Dan
1 Mengumpulkan Data h < Bgt(etljmentasi 3 Hari glcj)l(;;;lnen
’ Dokumentasi Wilayah J Wilavah Huk (1 Satker) Terk |
Hukum yah Hukum erkumpu
Verifikasi Data \ Dokumen
2. | Dokumentasi Wilayah = s¢ Produk Hukum 2 Hari Sudah
Hukum '< / Terverifikasi
Validasi Data Produk Hukum Dokumen
3. Dokumentasi > > Yang Sudah 2 Hari Sudah
Wilayah Hukum Terverifikasi Tervalidasi
Mengistruksikan
Pengarsipan Secara Disposisi
Manual Dan P
3 Produk Hukum . . -
4, Elektronik Serta v 1 Hari Disposisi
oo ang Sudah
Publikasi Pada Tervalidasi
Website Badilum Dan
Aplikasi Portal Stadok
Data
Mengarsipkan Secara Dokumentasi
Manual Dan w Wilayah
5 | Elektronik Serta ( )‘ Biﬁﬁiﬁ asi 3Hari | Hukum Yang
Publikasi Pada Wilayah Hukum Telah
Website Badilum Dan Diarsipkan
Aplikasi Portal Stadok Dan
Dipublikasikan
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SK Penetapan SOP 655/DJU/SK.OT1.6/1V/2024

Nomor SOP 133
Tanggal Pembuatan 20 Januari 2015
Tanggal Revisi 30 Agustus 2024

Tanggal Efektif 23 Desember 2024

Direktur Jenderal Badan
2eradilan Umum

Disahkan oleh

nbang Myanto

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

PENGELOLAAN DOKUMENTASI PEMBENTUKA

N DAN PENINGKATAN KELAS PENGADILAN

Dasar Hukum:

Kualifikasi Pelaksana:

1. Peraturan Presiden RI Nomor 13 Tahun 2005 tentang
SEKMA

2. SK KMA 2-144 Tahun 2022 tentang Standar Pelayanan
Informasi Publik di Pengadilan

3. SK SEKMA Nomor MA/SEK/07/SK/III/2006 tentang
Organisasi dan Tata Kerja SEKMA RI.

1.. Memiliki kemampuan pengelolaan Tl
2. Memiliki pemahaman wilayah hukum Pengadilan

Keterkaitan:

Peralatan/Perlengkapan:

1. SOP Sub Bimbingan dan Monitoring
2. SOP Sub Direktorat Tata Kelola

1. Komputer/Laptop
2. Printer

3. Scanner

4. Jaringan Internet

Peringatan:

Pencatatan dan pendataan:

Apabila tidak dilaksanakan pengolahan dokumentasi
Pembentukan dan Peningkatan kelas Pengadilan, maka
tidak akan terwujud keterbukaan informasi dan ketertiban
administrasi

1. Website Badilum
2. Aplikasi Portal Stadok

Pelaksana Mutu
. g i) Kasubdit Kasi Staf Persyaratan / Waktu Outout
Stadok Dokwilkum | Dokwilkum | Perlengkapan P
Mencari Dan Data
Mengumpulkan Data Dokumentasi
1 Dokumentasi a ) Peningkatan 2 Hari Dokumen Sudah
* | Pembentukan Dan Tidak Kelas dan (1 Satker) | Terkumpul
Peningkatan Kelas Pembentukan
Pengadilan Pengadilan
Verifikasi Data
DU EE ] > / < Dokumen Sudah
2. Eembentukan Dan Tidak '\>‘ Ya Produk Hukum 1 Hari Terverifikasi
eningkatan Kelas
Pengadilan
Validasi Data L
Dokumentasi Produk Hukum
3. | Pembentukan Dan < / Ya Yang Sudah 1 Hari .I?grli/lgl?g :SiSudah
Peningkatan Kelas Terverifikasi
Pengadilan
Mengistruksikan
Pengarsipan Secara Disposisi
VY DET Prorc)iuk Hukum
4. | Elektronik Serta vana Sudah 1 Hari Disposisi
Publikasi Pada Tond o
Website Badilum Dan
Aplikasi Portal Stadok
Mengarsipkan Secara Data Dokumentasi
Manual Dan 4’@ Data/Buku Peningkatan Kelas
5 Elektronik Serta Dokumentasi 3 Hari Dan Pembentukan
* | Publikasi Pada Wilayah Pengadilan Yang
Website Badilum Dan Hukum Telah Diarsipkan
Aplikasi Portal Stadok Dan Dipublikasikan
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SK Penetapan SOP
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Nomor SOP

134

Tanggal Pembuatan

20 Januari 2015

Tanggal Revisi

30 Agustus 2024

Tanggal Efektif

23 Desember 2024

Disahkan oleh

Direktur Jenderal Badan
—Peradilan Umum

ambang Myanto

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

PENGELOLAAN DOKUMENTASI PR

ODUK HUKUM DIREKTORAT PAPU

Dasar Hukum:

Kualifikasi Pelaksana:

1. Peraturan Presiden RI Nomor 13 Tahun 2005 tentang
Sekretariat Mahkamah Agung

2. SK KMA 2-144 Tahun 2022 tentang Standar
Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan

3. Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor

MA/SEK/07/SK/111/2006 tentang Organisasi dan Tata
Kerja SEKMA RI.

1. Sl atau D3
2.
peradilan
3.
Perkara

Memahami Prosedur pengelolaan administrasi

Memiliki Kemampuan tatacara pengolahan data

Keterkaitan:

Peralatan/Perlengkapan:

1. SOP Sub Bimbingan dan Monitoring
2. SOP Sub Direktorat Tata Kelola

1. Komputer

2. Printer

3. Scanner

4. Koneksi Internet

Peringatan:

Pencatatan dan pendataan:

Apabila tidak dilaksanakan pengolahan data dokumentasi
produk hukum, maka tidak akan terwujud keterbukaan
informasi dan ketertiban administrasi

1. Website Badilum
2. Aplikasi Portal Stadok

Pelaksana Mutu
No. Kegiatan
° Staff Kasi Kasubdit IS Waktu Output
Kelengkapan

Menginventarisir

Dokumen Produk

Hukum Yang Dokumen Sudah
= Telah ( ) — Srealis. S Ditandatangani

Ditandatangani

Dirjen Badilum

Verifikasi

Pengumpulan Produk Hukum
2. | Dokumen Produk > < Produk Hukum 1 Hari | Sudah

Hukum Ditjen Terverifikasi

Badilum

Validasi

Pengumpulan Produk Hukum
3. | Dokumen Produk <> Yang Sudah 1 Hari EFOdUk Hukum

" P udah Tervalidasi

Hukum Ditjen > Terverifikasi

Badilum

y::g;sr;;ﬁkan Disposisi Produk ' ' .
4, Secara Manual < Hukum Yang | 1Hari | Disposisi

Dan Elektronik Sudah Tervalidasi

Mengarsipkan

Produk Pada Produk Hukum
5. | Aplikasi Portal Produk Hukum 5 Hari | Yang Telah

Stadok Dan Diarsipkan

Secara Manual
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Nomor SOP

135

Tanggal Pembuatan

20 Januari 2015

Tanggal Revisi

30 Agustus 2024

Tanggal Efektif

23 Desember 2024

Disahkan oleh

Direktur Jenderal Badan
\eradilan Umum

SURAT

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
MASUK

Dasar Hukum:

Kualifikasi Pelaksana:

1. Peraturan Presiden RI Nomor 13 Tahun 2005 tentang 1. S1 atau D3
Sekretariat Mahkamah Agung 2. Mengetahui Prosedur Tata Persuratan
2. Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor
MA/SEK/07/SK/111/2006 tentang Organisasi dan Tata
Kerja SEKMA RI.
Keterkaitan: Peralatan/Perlengkapan:
1. SOP Sub Bagian Tata Usaha Sekretariat 1. Komputer
2. Printer
3. Scanner
4. Koneksi Internet
5. Buku Agenda Surat
Peringatan: Pencatatan dan pendataan:

Apabila tidak dilaksanakan, maka tidak akan terwujud alur
Tata Persuratan yang baik dan terjadi keterlambatan
penyelesaian pekerjaan

1. Surat masuk
2. Surat Keluar

Pelaksana Mutu Baku
No. Kegiatan
Kasub Staf . | Kasub n Peryaratan/
Bag TU TU Staf Kasi dit Dir Kelengkapan Waktu Output
Surat Diterima TU -Tata 30 Tertatanya
1 PAPU Dari TU Persuratan Menit Administrasi
Sekretariat Dinas Surat
Menyortir, Tercatatnya
Menginput, Dan - Alikasi Surat Masuk
2. | Membuat Tanda I: Tgta 1 Jam | Kedalam
Terima,Mencatat Persuratan Aplikasi
Lembar Disposisi Persuratan
Kertas Terarahnya
: T Lembar Surat Masuk
Mendisposisi Surat . oA 15 -
3. Y__| Disposisi . | Ke Masing-
Yang Masuk Buku Menit Masing Unit
Agenda Kerja
. Kertas Terarahnya
ISNEITE Berkas Lembar Surat Masuk
4 Disposisi Dan \ 4 Disposisi 15 Ke Masing-
* | Melaksanakan [:I BuIF:u Menit Masin U%it
Disposisi Kasi Agenda Kerja 9
. . Rekapitulasi
Merekapitulasi Form
= Surat Masuk l———l Rekapitulasi L I iﬂugll?kh S
Membuat Laporan I:I Rekapitulasi Tersusunnya
6. | Surat Masuk Per Jumlah 1 Jam | Laporan Surat
Bulan | Surat Masuk Masuk
Menyerahkan v .
Laporan 15 Arsip Laporan
7. | Laporan Dan .
Mengarsipkan (:) Surat Masuk | Menit | Surat Masuk
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Nomor SOP 136
Tanggal Pembuatan 20 Januari 2015
Tanggal Revisi 30 Agustus 2024

Tanggal Efektif 23 Desember 2024

Direktur Jenderal Badan
\eradilan Umum

Disahkan oleh

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
SURAT KELUAR

Dasar Hukum:

Kualifikasi Pelaksana:

1. Peraturan Presiden RI Nomor 13 Tahun 2005 tentang
SEKMA

2. Surat Keputusan SEKMA Nomor
MA/SEK/07/SK/111/2006 tentang Organisasi dan Tata
Kerja SEKMA RI.

1. S1 atau D3
2. Mengetahui Prosedur Tata Persuratan

Keterkaitan:

Peralatan/Perlengkapan:

1. SOP Sub Bagian Tata Usaha Sekretariat

1. Komputer

2. Printer

3. Scanner

4., Koneksi Internet

5. Buku Agenda Surat

Peringatan:

Pencatatan dan pendataan:

Apabila tidak dilaksanakan, maka tidak akan terwujud alur
Tata Persuratan yang baik dan terjadi keterlambatan
penyelesaian pekerjaan

1. Surat Masuk
2. Surat Keluar

Pelaksana Mutu Baku
No. Kegiatan -
Kasubbag Unit Peryaratan/
Tata Usaha =il Terkait Perlengkapan R Sl
Menerima Surat 10
1 Keluar Dari - Surat Keluar Menit Surat Keluar
Dit.PAPU
. Tercatatnya Surat
> m:ﬁg'rn%g;:ﬁt Aplikasi Tata 30 Keluar Kedalam
’ Alikasi Persuratan Persuratan Menit | Aplikasi
P Persuratan
Menyiapkan Surat v
Keluar Yang Akan . 10 Surat Keluar Siap
£ Diserahkan Ke TU [j SUER (RIS Menit | Kirim
Sekretariat
Menyerahkan Surat Surat Keluar
Keluar Ke TU > Siap Kirim ] ]
4. Sekretariat Untuk Buku DU || IR TGS
Dikirimkan Ekspedisi
. . < Rekapitulasi
5. |Surat Keuar Rekapitulasi | 1Jam | Jumlah Sura
P Masuk
Membuat Laporan v Rekapitulasi Tersusunnya
6. Surat Keluar Per Jumlah 1 Jam | Laporan Surat
Bulan Surat Masuk Masuk
. v - Surat Keluar
Mengarsipkan 15 .
7. Surat Keluar ( ) - Buku . Menit Arsip Surat Keluar
Ekspedisi
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Nomor SOP

137

Tanggal Pembuatan

20 Januari 2015

Tanggal Revisi

30 Agustus 2024

Tanggal Efektif

23 Desember 2024

Disahkan oleh

Direktur Jenderal Badan
Reradilan Umum

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

SURAT MASUK LENTERA

Dasar Hukum:

Kualifikasi Pelaksana:

1. Peraturan Presiden RI Nomor 13 Tahun 2005 tentang

Sekretariat Mahkamah Agung

2. Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor
MA/SEK/07/SK/111/2006 tentang Organisasi dan Tata

Kerja SEKMA RI.

1. S1 atau D3

2. Mengetahui Prosedur Tata Persuratan

Keterkaitan:

Peralatan/Perlengkapan:

1. SOP Sub Bagian Tata Usaha Sekretariat

1. Komputer

2. Printer

3. Scanner

4., Koneksi Internet

5. Buku Agenda Surat

Peringatan:

Pencatatan dan pendataan:

Apabila tidak dilaksanakan, maka tidak akan terwujud alur
Tata Persuratan yang baik dan terjadi keterlambatan

penyelesaian pekerjaan

1. Surat Masuk
2. Surat Keluar

Pelaksana Mutu Baku
No. Kegiatan

Kasub Staf . | Kasub n Peryaratan/

bag TU TU Staf | Kasi dit Dir Kelengkapan Waktu Output
Surat Diterima Tata 15 Tertatanya

1 TU PAPU Dari Persuratan Menit Administrasi
Aplikasi Lentera C) Dinas Surat
- L |

ST Tercatatnya

Menginput, Dan
2. Membuat Tanda

=

Aplikasi Tata 30 Surat Masuk

: Persuratan Menit | Kedalam
Terima,Mencatat Aplikasi
Lembar Disposisi p

Persuratan
Kertas
. - Terarahnya
Mendisposisi L(_emba_r . 15 Surat Masuk Ke
3. |[Surat Yang v Disposisi . . -
Masuk Buku Menit | Masing-Masing
Agenda Unit Kerja
Kertas Terarahnya
g | b | 15 | swsthasik e
’ Masuk 9 ,—“:l BuIF:u Menit | Masing-Masing
Agenda Unit Kerja
Merekapitulasi [ ] Form g | REEpE
7. . . .. | Jumlah Surat
Surat Masuk Rekapitulasi | Menit
Masuk
Membuat v Rekapitulasi Tersusunnya
8. |Laporan Surat [:I Jumlah 1 Jam | Laporan Surat
Masuk Per Bulan Surat Masuk Masuk

Menyerahkan
9. |Laporan Dan
Mengarsipkan

Laporan

Surat Masuk

5 Arsip Laporan
Menit | Surat Masuk
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Nomor SOP 138
Tanggal Pembuatan 20 Januari 2015
Tanggal Revisi 30 Agustus 2024

Tanggal Efektif 23 Desember 2024

Direktur Jenderal Badan
—Peradilan Umum

Disahkan oleh

" Bambang Myanto

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

ALOKASI SARANA KER

JA

CETAKAN LAINNYA

Dasar Hukum:

Kualifikasi Pelaksana:

1.

Peraturan Presiden R.I. Nomor 12 Tahun 2021 tentang
Perubahan atas Peraturan Presiden R.l. Nomor 16
Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah
Keputusan  Ketua
026/KMA/SK/11/2012
Peradilan
Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor
MA/SEK/Q7/SK/11I/2006 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Sekretariat Mahkamah Agung Republik Indonesia
Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 002
Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar
Operasional Prosedur Di Lingkungan Mahkamah Agung
dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya.
Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan di
Lingkungan Peradilan Umum, Buku Il Edisi Revisi Tahun
2010.

Nomor
Pelayanan

Mahkamah  Agung
tentang Standar

1. Pendidikan minimal D3.

2. Memiliki Kemampuan pengolahan data

3. Mengetahui dan memahami pelaksaan pengadaan
barang

Keterkaitan:

Peralatan/Perlengkapan:

1.

2.
3.

SOP Kepaniteraan Pengadilan Negeri dan Pengadilan
Tinggi.

Sop Sub Direktorat Statistik dan Dokumentasi.

Sop Alokasi Sarana Kerja Non Cetak.

1. Komputer
2. Printer

3. Scanner
4., Naskah

Peringatan:

Pencatatan dan pendataan:

Apabila tidak dilaksanakan pengadaan sarana kerja
pengadilan sesuai SOP, maka kebutuhan pada pengadilan

1. Data permintaan dari pengadilan
2. Data hasil monitoring dan evaluasi

tidak terpenuhi.
Pelaksana Mutu
No. Kegiatan 8
Kasub . . Unit Persyaratan/
dit Kasi Staf Dir Terkait Kelengkapan Waktu Output
- Kertas lembar
. disposisi
Memerintahkan e
1 untuk menyiapkan ) Bgrr;?r?taan 3 jam ngasr"f'kas'
spesifikasi p . 9
barang dari
pengadilan
Mendisposisikan " oleE]
EPEERERUIIS . Bgrrrﬁeilr?taan Naskah buku
2 IEETLE EEEN |—J garan dari S dan register
per item barang penga%ilan 9
cetakan CATK
- Berkas
Menyiapkan data |J_t| permintaan
spesifikasi dan barang dari Data
3 a!oka5| yang PETEECIET 3 hari | kebutuhan
diperlukan untuk - Naskah buku
\ 4 f satker
proses pengadaan dan register
per item | | - Spesifikasi
barang
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Pelaksana Mutu
No. Kegiatan q
Kasub . . Unit Persyaratan/
dit Kasi Staf Dir Terkait Kelengkapan Waktu Output
Menyusun Tersusunnya
SO S QAT - l(;l;r? I;:higtlg:u ag)nka;aan
alokasi pengadaan €giste .| peng
4 ) - Spesifikasi 1 hari | barang
57 O T - Data kebutuhan sesuai
sesuai kebutuhan
satker satker kebutuhan
satker
- Berkas
. . . Arahan,
Koreksi hasil permlntaan_ perintah atau
penyusunan barang dari —
spesifikasi dan pengadilan s (fsifikasi
5 alokasi barang dan Tidal - Naskah buku 2 hari dzn alokasi
Menandatangani dan register barang telah
spesifikasi dan - Spesifikasi arang t
f . disetujui dan
alokasi pengadaan - Alokasi barang "
barang Ya yang telah di tanda
: tangani
disusun
Spesifikasi
Persetujuan - Spesifikasi dan alokasi
6 spesifikasi dan - Alokasi barang 3iam barang telah
alokasi yang yang telah ! disetujui dan
diajukan disusun di tanda
tangani
- Naskah buku
Menyerahkan dan register
naskah cetak ke - Spesifikasi dan Bl:r?l::higtlg:u
7 PPK untuk alokasi barang 3iam | telah 9
dilakukan lelang / | | telah disetujui J diserahkan
pengadaan dan di
. oleh PPK
langsung tandatangani
- Disposisi
- Naskah buku Naskah buku
Y dan register dan register
Melaksanakan - Spesifikasi dan diterimaPPK
8 lelang / pengadaan alokasi barang 5 hari dan
langsung telah disetuijui dilaksanakan
dan di pengadaan
tandatangani barang
- Naskah
~Naskah buku puky dan
dan register t Igh
ang telah cla 8
)éicetak terkoreksi |
Mengoreksi naskah v - Naskah
- Naskah buku
cetak (proefdruk ), d 8 buku dan
an register .
naskah cetak ang telah register
9 (proefdruk I1), dan yang 5 hari telah
X dicetak dan .
naskah siap cetak . ; terkoreksi
dikoreksi | I
- Naskah buku - Naskah
dan register buku dan
yang telah register
dicetak dan telah
dikoreksi Il terkoreksi
final
Naskah buku
Memberikan paraf - Naskah buku dan register
12 atas naskah yang dan register 3iam telah
telah dikoreksi dan v telah terkoreksi J terkoreksi
siap cetak I::I final final dan

telah diparaf
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Pelaksana Mutu
N Kegiatan Kasub . . Unit Persyaratan/
dit Kasi Staf Dir Terkait Kelengkapan Waktu Output
Naskah buku
Ij dan register
Memberikan paraf - Naskah buku telah
dan acc atas dan register terkoreksi
13 | naskah yang telah telah terkoreksi 3jam | final telah
dikoreksi dan siap final dan telah diparaf dan
cetak diparaf di acc dan
siap cetak
banyak
Memeriksa barang Barang
cetakan per item B tak cetakan
14 | yang sudah dicetak y -barang cetakan |4 g | telah
sebelum dikirim | I diperiksa
kepengadilan
Memberi paraf dan v E:tr;k?n
15 persetujuan atas - Barang cetakan 3iam | telah
barang cetakan per |r'_—| diperiksa J —
. o diperiksa,
item untuk dikirim . o
siap dikirim
Mem be_ri v Barang
persetujuan atas |___| cetakan
16 barang cetakan per - Barang cetakan 3
; ) oo jam | telah
item dan telah diperiksa diperiksa
memerintahkan . )
untuk dikirim PG
Melakukan v Resi
17 | pengiriman barang D - Barang cetakan 5 hari | pengiriman
cetakan dari POS
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MAHKAMAH AGUNG RI
Direktorat Jenderal
Badan Peradilan Umum

JIn. Jenderal Ahmad Yani Kav. 58
Bypass Cempaka Putih Timur

SK Penetapan SOP

655/DJU/SK.OT1.6/IV/2024

Nomor SOP

139

Tanggal Pembuatan

20 Januari 2015

Tanggal Revisi

30 Agustus 2024

Tanggal Efektif

23 Desember 2024

Disahkan oleh

Direktur Jenderal Badan
—Peradilan Umum

: a;fﬁbang Myanto

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
ALOKASI SARANA KERJA PENGADILAN NON CETAK

Dasar Hukum:

Kualifikasi Pelaksana:

1. Peraturan Presiden R.l. Nomor 12 Tahun 2021 tentang

Perubahan atas Peraturan Presiden R.l. Nonor 16
Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa
pemerintah.

2. Keputusan Ketua MA Nomor

026/KMA/SK/11/2012

tentang Standar Pelayanan Peradilan.

3. Keputusan Ketua

Mahkamah

Agung  Nomor

32/KMA/SK/11/2019 tentang Ketentuan Pemakaian Toga
Hakim Dan Kalung Jabatan Dalam Acara Resmi Di MA
Dan Badan Peradilan Di Bawahnya.

4. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung Rl Nomor 002
Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar
Operasional Prosedur Di Lingkungan MA dan Badan
Peradilan Yang Berada Di Bawahnya.

5. Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan di
Lingkungan Peradilan Umum, Buku Il Edisi Revisi Tahun

2010.

1. Pendidikan minimal D3.

barang

2. Memiliki Kemampuan pengolahan data
3. Mengetahui dan memahami pelaksaan pengadaan

Keterkaitan:

Peralatan/Perlengkapan:

1. SOP Kepaniteraan Pengadilan Negeri dan Pengadilan

Tinggi.

2. Sop Sub Direktorat Statistik dan Dokumentasi.
3. Sop Alokasi Sarana Kerja Non Cetak.

1. Komputer
2. Printer

3. Scanner
4., Naskah

Peringatan:

Pencatatan dan pendataan:

Apabila tidak dilaksanakan pengadaan sarana kerja

1. Data permintaan dari pengadilan

pengadilan sesuai SOP, maka kebutuhan pada pengadilan 2. Data hasil monitoring dan evaluasi
tidak terpenuhi.
Pelaksana Mutu
No. Kegiatan :
Kasub . . Unit Peryaratan/
dit Kasi | Staf | Dir Terkait Kelengkapan Waktu Output
Memerintahkan ) dKintiziL?m B
1 Kasi untuk C} Berr:<as ermintaan 3iam Spesifikasi
menyiapkan baran gari J barang
spesifikasi | 9
pengadilan
Mendisposisikan v - Disposisi
kepada staf untuk I::I - Berkas permintaan
2 menyiapkan naskah barang dari 3 jam dNaskah'buku
. ; an register
per item barang pengadilan
cetakan ) ATK
Menyiapkan data ,:I
spesifikasi dan - Berkas permintaan Data
3 alokasi yang barang dari 3hari | kebutuhan
diperlukan untuk pengadilan satker
proses pengadaan \ 4 - Spesifikasi barang
per item
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Pelaksana Mutu
No. Kegiatan :
Kasub . . Unit Peryaratan/
dit Kasi | Staf | Dir Terkait Kelengkapan Waktu Output
Menyusun Tersusunnya
spesifikasi dan ; L\IeZ?;aé? U g alokasi

4| pertem barang -Spesificasi Lhari | D g sesua
sesuai kebutuhan -Eaitkaglr(ebutuhan kebutuhan
satker satker

<_
Koreksi hasil Arahan,
penyusunan - Berkas permintaan perintah atau
spesifikasi dan barang dari disposisi

5| Menandatangan Tipek Speuitikast 2hari | o lokas
spesifikasi dan - Alokasi barang barang telah
alokasi pengadaan yang telah disusun disetujui dan
barang di TTD
Persetuiuan Ya Spesifikasi

eljue - Spesifikasi dan alokasi
spesifikasi dan v . .

6 : - Alokasi barang 3jam | barang telah
alokasi yang lah di di i d
diajukan yang telah disusun isetujui dan

di TTD
Menyerahkan : . - Spesifikasi
naskah cetak ke l ) i.%i?;'ikngfn dan alokasi
PPK untuk . Ang . barang telah

[ dilakukan lelang / te_lah disetujui c_ian et telah

pengadaan d'. tandgtgngam diserahkan
- Disposisi
langsung oleh PPK
L Y -
Melaksanakan ) il%?(saglikt?z;:r?; dilaksanakan

8 :gl:mgu/n pengadaan telah disetujui dan 5 hari Ezrrg?daan

gsung di tandatangani 9
Memeriksa barang
per item harus
sudah sesuai - Barang yang sudah Barang telah

9 spesifikasi sebelum | | diproduksi 1 hari | diperiksa
diproduksi dalam
jumlah banyak
Memberi
persetujuan atas g_afaf‘lg tela_h
barang per item \ 4 - Barang yang sudah . Iperixsa, stap

10 [ . . ¢ : 3 jam diproduksi
untuk diproduksi |____| siap diproduksi :

X dalam jumlah
dalam jumlah banvak
banyak Y
Memberi
persetujuan atas
barang per item dan v
memerintahkan

o - Barang yang sudah . Barang telah

11 | untuk dikirim ke I::l s : 3 jam A= P
Direktorat Jenderal siap diproduksi siap dikirim
Badan Peradilan
Umum dan Satuan
Kerja

\ 4 - Barang telah siap Resi

12 Meerllat(rLij;zrrll baran ( ) | dikirim 5 hari pengiriman

Peng 9 dari POS
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2 2 MAHKAMAH AGUNG RI
Direktorat Jenderal
Badan Peradilan Umum
JIn. Jenderal Ahmad Yani Kav. 58
Bypass Cempaka Putih Timur

SK Penetapan SOP 655/DJU/SK.OT1.6/1V/2024

Nomor SOP 140
Tanggal Pembuatan 20 Januari 2015
Tanggal Revisi 30 Agustus 2024

Tanggal Efektif 23 Desember 2024

Direktur Jenderal Badan
eradilan Umum

Disahkan oleh

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PELAYANAN USULAN PEMBENTUKAN PENGADILAN

Dasar Hukum:

Kualifikasi Pelaksana:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 1. Pendidikan minimal D3.
2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang 2. Memiliki Kemampuan pengolahan data
Nomor 2 Tahun1986 Tentang Peradilan Umum.

2. Keputusan Ketua MA Nomor 026/KMA/SK/11/2012
tentang Standar Pelayanan Peradilan.

3. Peraturan Sekretaris MA Rl Nomor 002 Tahun 2012
tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional
Prosedur Di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan
Peradilan Yang Berada Di Bawahnya.

4. Surat Edaran Sekretaris MA Nomor 5 Tahun 2019
tentang Persyaratan Pembentukan Pengadilan Di
Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan
Yang Berada Dibawahnya.

5. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor
MA/SEK/Q7/SK/111/2006 tentang Organisasi dan Tata
Kerja SEKMA RI.

Keterkaitan: Peralatan/Perlengkapan:

1. SOP Sarana Kerja Pengadilan 1. Komputer

2. Printer
3. Scanner
4. Kamera
5. Internet
Peringatan: Pencatatan dan pendataan:

Apabila tidak dilaksanakan pelayanan usulan pembentukan
pengadilan, maka tidak akan terwujud pembentukan

1. Usulan pembetukan pengadilan dari pengadilan
tinggi setempat, Bupati dan Gubernur

pengadilan. 2. lokasi pelaksanaan kegiatan evaluasi
Pelaksana Mutu
No. Kegiatan
° Dir K%S.Ub Kasi Staf | Dirjen SEIEEEEL Waktu Output
it Kelengkapan
Menindaklanjuti
disposisi Dirjen - Berkas usulan
Badilum terkait pembentukan Disusunnva
1 usulan ( ) dari pengadilan 1jam Rencana)}/<er'a
Pembentukan dan instansi J
Pengadilan dari terkait
Pengadilan
- Kertas lembar
Menindaklanjuti v | disposisl o
7 | S [ ] pembertien | 1jam | A2 peren
dari pengadilan P
dan instansi
terkait
v - Berkas usulan
Memeriksa pembentukan
kelengkapan dari pengadilan
3 dan memberi dan instansi 1 iam Arahan, perintah
instruksi sesuai v terkait J atau disposisi
disposisi dari - Checklis
Kasubdit kelengkapan
berkas
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Mutu

No. Kegiatan
Staf | Dirjen Eglr:gg@?;rﬁ Waktu Output
Menindaklanjuti Berk |
membuat draf v el gs l:sz an - Surat usulan
4 telaah dan surat gg:? :2 ua(;lr;n 3 hari pembentukan
jawaban usulan dan ﬁ] stgnsi pengadilan
Pembentukan ‘ terkait - Telaahan
Pengadilan erkal
Mengkoreksi Telaahan dan
hasil draf telaah Surat usulan draf surat
5 dan surat pembentukan 3iam jawaban usulan
jawaban usulan pengadilan ! pembentukan
Pembentukan Telaahan pengadilan telah
Pengadilan terkoreksi
mzwgekr(')kéigan Telaahan dan
hasil draf telaah Surat usulan _draf surat
> pembentukan .| jawaban usulan
6 dan surat . 1 hari
jawaban usulan a pengadilan pembentukan
Pembentukan Telaahan pengadlla}n telah
Pengadilan terkoreksi
Mengoreksi,
menyetujui dan VGBI o
memaraf telaah Surat usulan Qraf surat
7 dan surat pemberjtukan 3 jam jawaban usulan
jawaban usulan pengadilan pembeqtukan
Pembentukan Telaahan pengadlla}n telah
Pengadilan terkoreksi
Telaahan dan
Pengusulan surat jawaban
Pemgbentukan v Suratt) USIUIE n usula=1
8 Pengadilan I___I pgnm a%m:nan 3jam | pembentukan
ditandatangani ‘ 'FI)' ol agah an pengadilan telah
Dirjen Badilum terkoreksi dan
paraf
Pengiriman
9 Pengusulan Berkas usulan 1jam Arahan, perintah

Pengadilan ke
BUA dan ke PT

atau disposisi
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MAHKAMAH AGUNG RI
Direktorat Jenderal
Badan Peradilan Umum
JIn. Jenderal Ahmad Yani Kav. 58
Bypass Cempaka Putih Timur

SK Penetapan SOP 655/DJU/SK.OT1.6/1V/2024

Nomor SOP 141
Tanggal Pembuatan 20 Januari 2015
Tanggal Revisi 30 Agustus 2024

Tanggal Efektif 23 Desember 2024

Direktur Jenderal Badan
—Rgradilan Umum

Disahkan oleh

| S —
Bambang Myanto

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PELAYANAN USULAN PENINGKATAN KELAS PENGADILAN

Dasar Hukum:

Kualifikasi Pelaksana:

1.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15
Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan.
Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor
026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan
Peradilan.
Keputusan Ketua
292/KMA/SK/XI11/2021
Keputusan Ketua Mahkamah Agung
TAA/IKMA/SK/IVI2019 tentang Kriteria
Pengadilan Tingkat Pertama.

Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor
MA/SEK/Q7/SK/111/2006 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Sekretariat Mahkamah Agung Republik
Indonesia.

Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung Rl Nomor 002
Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar
Operasional Prosedur Di Lingkungan Mahkamah
Agung dan Badan Peradilan Yang Berada Di
Bawahnya.

Surat Edaran Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor
15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Surat Edaran
Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 9 Tahun 2019
tentang Persyaratan Pengajuan Peningkatan Kelas
Pada Pengadilan Tingkat Pertama.

Mahkamah
tentang Perubahan

Nomor

atas
Nomor
Klasifikasi

Agung

1. Pendidikan minimal D3.
2. Memiliki Kemampuan pengolahan data

Keterkaitan:

Peralatan/Perlengkapan:

1. SOP Sarana Kerja Pengadilan

1. Komputer
2. Printer
3. Scanner
4. Internet

Peringatan:

Pencatatan dan pendataan:

Apabila tidak dilaksanakan pelayanan usulan peningkatan
pengadilan, maka tidak akan terwujud peningkatan

1. Usulan Peningkatan Kelas dari pengadilan
2. lokasi pelaksanaan kegiatan evaluasi.

pengadilan.
Pelaksana Mutu
No. Kegiatan
: Kasub . o Persyaratan/
Dir dit Kasi Staf Dirjen Kelengkapan Waktu Output
Menindaklanjuti
disposisi Dirjen - BerkaskUsulan
Badilum terkait Peningkatan '
1 usulan Kelas Dari 3 Jam Disusunnya
eningkatan Pengadilan Rencana Kerja
Eelas%ari Dan Instansi
; Terkait
pengadilan
- Kertas
Menindaklanjuti Ilz_)gmbar . Arahan,
. S isposisi .
2 disposisi dari - Berkas Usulan 3 Jam Perintah Atau
Direktur PAPU ) Disposisi
Peningkatan
Kelas Dari
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Pelaksana Mutu
No. Kegiatan
Dir K%situ o Kasi Staf Dirjen E:Iresggligtsﬂ Waktu Output
Pengadilan
Dan Instansi
[ ] Terkait
Memeriksa Berkas Usulan
kelengkapan dan Peningkatgn Arahan
3 _member_l q v NS D_a f 3 Jam Perintah Atau
instruksi sesuai Pengadilan Disposisi
disposisi dari Dan Instansi
Kasubdit Terkait
—] Berkas Usulan
Menindaklanjuti Peningkatan
membuat draf Tidak Kelas Dari - Surat Usulan
telaah dan surat Pengadilan Peningkatan
4 jawaban usulan Dan Instansi 3 Hari Kelas
Peningkatan Terkait Pengadilan
Kelas pada Checklis - Telaahan
Pengadilan Kelengkapan
Berkas
Mengkoreksi Telaahan Dan
hasil draf telaah Surat Usulan Draf Surat
dan surat Y Peningkatan Jawaban Usulan
5 | jawaban usulan = +— Kelas Pada 3 Jam Peningkatan
Peningkatan Pengadilan Kelas Pada
Kelas pada Ya Telaahan Pengadilan
Pengadilan Telah Terkoreksi
Memeriksa c_ian Telaahan Dan
hmairillgcli( gfetlgl‘; ah v Surat Usulan Draf Surat
dan surat Tidak Peningkatan _ Jawgban Usulan
6 jawaban usulan Tidalk Kelas Pada 1 Hari Peningkatan
Peningkatan Pengadilan Kelas Pgda
Telaahan Pengadilan
Kelas pgda Ya Telah Terkoreksi
Pengadilan
Mengore_ks_A d Telaahan Dan
mgrr:]y;t:fjl::al azr;] v Surat Usulan Draf Surat
dan surat Peningkatan Jawaban Usulan
7 jawaban usulan Kelas Pgda 3 Jam Peningkatan
Peninakatan Pengadilan Kelas Pada
Kel g q Ya Telaahan Pengadilan
€las pada Telah Terkoreksi
Pengadilan
Telaahan Dan
Pengusulan Surat Jawaban
Peningkatan E gg:]?rt] Uks;i?nn Usulan
Kelas pada 9 Peningkatan
8 ; Kelas Pada 3 Jam
Pengadilan Pengadilan Kelas Pgda
ditandatangani Telaahan Pengadilan
Dirjen Badilum Telah Terkoreksi
Dan Paraf
Pengiriman
Pengusulan Arahan
9 P A Berkas Usulan | 1 Jam Perintah Atau
Kelas pada (j Disposisi
Pengadilan ke
BUA dan ke PT.
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MAHKAMAH AGUNG RI
Direktorat Jenderal
Badan Peradilan Umum
JIn. Jenderal Ahmad Yani Kav. 58
Bypass Cempaka Putih Timur

SK Penetapan SOP 655/DJU/SK.OT1.6/1V/2024

Nomor SOP 142
Tanggal Pembuatan 20 Januari 2015
Tanggal Revisi 30 Agustus 2024

Tanggal Efektif 23 Desember 2024

Direktur Jenderal Badan

Disahkan oleh

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

REKAPITULASI DATA ZITTING

PLAATS DI PENGADILAN

PADA PELAPORAN ELEKTRONIK (TAHUNAN)

Dasar Hukum:

Kualifikasi Pelaksana:

1.

Peraturan MA RI Nomor 4 Tahun 2022 tentang
Perubahan Keempat atas Peraturan MA nomor 7 Tahun
2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan
dan Kesekretariatan Peradilan.

Keputusan Ketua MA Nomor 026/KMA/SK/II/2012
tentang Standar Pelayanan Peradilan.

Peraturan Sekretaris MA RI Nomor 002 Tahun 2012
tentang Pedoman Penyusunan SOP Di Lingkungan MA
dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya.
Keputusan SEKMA Nomor MA/SEK/Q7/SK/11/2006
tentang Organisasi dan Tata Kerja SEKMA RI.

Surat Keputusan Direktur Jenderal Badilum Nomor
2992/DJU/SK/HM.02.3/9/2019 tentang Pemberlakuan
Apki Pelaporan Administrasi Peradilan Umum secara
Elektronik melalui Website di Lingkungan Peradilan
Umum.

1. Pendidikan minimal D3.
2. Memiliki Kemampuan pengolahan data

Keterkaitan:

Peralatan/Perlengkapan:

1.

2.

3.

SOP Rekapitulasi Data Layanan Hukum pada Pelaporan
Elektronik
SOP Rekapitulasi Data Permohonan Informasi Pada
Pengadilan
SOP Pengolahan Data Survei Pengguna Layanan
Pengadilan

1. Alat Tulis Kantor (ATK)

2. Komputer

3. Printer

4. Aplikasi Pelaporan Elektronik

Peringatan:

Pencatatan dan pendataan:

Jika SOP tidak dilaksanakan, maka rekapitulasi sarana
kerja tidak dapat diukur.

Laporan Pelaksanaan Sarana Kerja

290




Pelaksana Mutu Baku
NO Kegiatan
. . . Persyaratan/
Staf Kasi Kasubdit Dir Kelengkapan Waktu Output
Merekap dan L
mencetak data Iﬁ?efgrrsanar? Itttlglglh
pelaporan Zitting Aplikasi < ut}glef?
Plaats dari aplikasi Pelaporan . put C .
1 . . 5 hari Pengadilan Negeri
Pelaporan Elektronik Elektronik per— |
dan membuat draf maxsimal tangga
I 5 pada bulan
P berikutnya
Meneliti dan
mengevaluasi Tidak Laporan Zitting
laporan Zitting Plaats Laporan Plaats siap diinput
2 dan mengkoreksi ap 1 hari ke dalam aplikasi
. Zitting Plaats
draf Laporan Evaluasi pelaporan
terhadap Laporan
Zitting Plaats
- v
Menelltl_dan_ Laporan Laporan Evaluasi
memvalidasi Laporan - . U
3 o Evaluasi 3 hari Zitting Plaats
Evaluasi Zitting Zitting Plaats
Plaats Ya 9
Laporan Evaluasi ¢
Zitting Plaats Laporan Evaluasi
diserahkan kepada Laporan Zitting Plaats
4 Direktur Pembinaan Tidak Evaluasi 1 hari diterima
Administrasi Zitting Plaats
Peradilan Umum
Menerima arahan, Ya g
instruksi dan disposisi Laporan E?g;graglaE;tzluml
5 terkait laporan data | Evaluasi 1 hari 1ing
. - diterima
serta memberi Zitting Plaats
disposisi
Mempelajari/ - gl Laporan Evaluasi
Evaluasi i
melaksanakan e Zitting Plaats
; e Zitting ] L
6 disposisi yang 1 hari diterima serta
diberikan, memberi el arahan/intruksi
. N - Arahan/
disposisi. .
Intruksi
3 8 A - Laporan Laporan Evaluasi
Menerima disposisi, v . =
melaksanakan sesuai E_ve_llua5| Z_|tt|n_g Plaats
7 arahan dan data Al 1 hari dlterlma_ serta
diarsiokan di subdit Plaats arahan/intruksl
Tata Igelola - Arahan/ tindaklanjut, dan
Intruksi diarsipkan
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MAHKAMAH AGUNG RI
Direktorat Jenderal
Badan Peradilan Umum
JIn. Jenderal Ahmad Yani Kav. 58
Bypass Cempaka Putih Timur

SK Penetapan SOP 655/DJU/SK.OT1.6/1V/2024

Nomor SOP 143
Tanggal Pembuatan 20 Januari 2015
Tanggal Revisi 30 Agustus 2024

Tanggal Efektif 23 Desember 2024

Direktur Jenderal Badan

Disahkan oleh

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

REKAPITULASI DATA SARA

NA KERJA DI PENGADILAN

PADA PELAPORAN ELEKTRONIK (TRIWULAN)

Dasar Hukum:

Kualifikasi Pelaksana:

1.

Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2022
tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Mahkamah
Agung nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan.
Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor
026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan
Peradilan.

Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung Rl Nomor 002
Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar
Operasional Prosedur Di Lingkungan Mahkamah Agung
dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya.
Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor
MA/SEK/07/SK/II/2006 tentang Organisasi dan Tata
Kerja  Sekretariat Mahkamah Agung Republik
Indonesia.

Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan
Umum Nomor 2992/DJU/SK/HM.02.3/9/2019 tentang
Pemberlakuan  Aplikasi  Pelaporan  Administrasi
Peradilan Umum secara Elektronik melalui Website di
Lingkungan Peradilan Umum.

1. Pendidikan minimal D3.
2. Memiliki Kemampuan pengolahan data

Keterkaitan:

Peralatan/Perlengkapan:

1.

2.

3.

SOP Rekapitulasi Data Layanan Hukum pada Pelaporan
Elektronik
SOP Rekapitulasi Data Permohonan Informasi Pada
Pengadilan
SOP Pengolahan Data Survei Pengguna Layanan
Pengadilan

Alat Tulis Kantor (ATK)
Komputer

Printer

Aplikasi Pelaporan Elektronik

LSS

Peringatan:

Pencatatan dan pendataan:

Jika SOP tidak dilaksanakan, maka rekapitulasi sarana
kerja tidak dapat diukur.

Laporan Pelaksanaan Sarana Kerja
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Pelaksana Mutu Baku
NO Kegiatan
q Kasub . Persyaratan/
Staf Kasi dit Dir Kelengkapan Waktu Output
Merekap dan
mencetak data Laporan Sarana
pelaporan Sarana Kerja Yang Telah
Kerja dari aplikasi ( ) Aplikasi Diinput Oleh
1 | Pelaporan Elektronik Pelaporan 5 Hari | Pengadilan Negeri
dan membuat draf Elektronik Maksimal Tanggal 5
laporan setiap Pada Bulan
triwulan Berikutnya
Meneliti dan v
mengevaluasi Tidak Laporan Sarana
laporan Sarana Kerja Laporan Kerja Siap Diinput
2 | dan mengkoreksi _ : Sarana Kerja 1 Hari | Ke Dalam Aplikasi
draf Laporan Evaluasi Pelaporan
terhadap Laporan
Sarana Kerja
LAEEln olz) > Laporan Laporan Evaluasi
3 IEAEIREE] LEEerm Evgluasi 3 Hari Sa?ana Kerja
Evaluasi Sarana : J
. Sarana Kerja
Kerja Yix
Laporan Evaluasi v
Sarana Kerja
diserahkan kepada Laporan Laporan Evaluasi
4 | Direktur Pembinaan Tidak Evaluasi 1 Hari | Sarana Kerja
Administrasi Sarana Kerja Diterima
Peradilan Umum
Menerima arahan, Ya
instruksi dan disposisi Laporan Laporan Evaluasi
5 | terkait laporan data Evaluasi 1 Hari | Sarana Kerja
serta memberi Sarana Kerja Diterima
disposisi
Mempelajari/ - Laporan Laporan Evaluasi
melaksanakan Evaluasi Sarr)ana Keria
6 | disposisi yang Sarana Kerja | 1 Hari o )
diberikan, memberi - Arahan/ LIS Serta_
. N . Arahan/Intruksi
disposisi. Intruksi
Menerima disposisi, v - Laporan LAl Ev_alua5|
. - Sarana Kerja
melaksanakan sesuai Evaluasi ot
. . | Diterima Serta
7 | arahan dan data Sarana Kerja | 1 Hari 8
L : . Arahan/Intruksi,
diarsipkan di subdit - Arahan/ : ;
. Tindaklanjut, Dan
Tata Kelola Intruksi

Diarsipkan
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) MAHKAMAH AGUNG RI
Direktorat Jenderal
Badan Peradilan Umum
JIn. Jenderal Ahmad Yani Kav. 58
Bypass Cempaka Putih Timur

SK Penetapan SOP 655/DJU/SK.OT1.6/1V/2024

Nomor SOP 144
Tanggal Pembuatan 20 Januari 2015
Tanggal Revisi 30 Agustus 2024

Tanggal Efektif 23 Desember 2024

Direktur Jenderal Badan
eradilan Umum

Disahkan oleh

STANDAR OPERASIO

PENGELOLAAN LAYANAN POSBANKUM

NA

L PROSEDUR (SOP)

Dasar Hukum:

Kualifikasi Pelaksana:

1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang
Kekuasaan Kehakiman;

2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang MA RI;

3. Peraturan MA RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan
Kesekretariatan Peradilan

4. Peraturan MA RI Nomor 1 Tahun 2014 tentang
Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat
Tidak Mampu di Pengadilan

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negera
dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang
Pedoman Penyusunan SOP Administrasi Pemerintahan

6. SK Direktur Jenderal Badilum Nomor 52 Tahun 2014

tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan MA Rl Nomor
1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan
Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan

1. Pendidikan minimal D3.
2. Memiliki Kemampuan pengolahan data

Keterkaitan:

Peralatan/Perlengkapan:

1. SOP Informasi dan Pengaduan
2. SOP Pengolahan Data Survei

1. Alat Tulis Kantor (ATK)

2. Komputer

3. Printer

4. Aplikasi Pelaporan Elektronik

Peringatan:

Pencatatan dan pendataan:

Jika SOP tidak dilaksanakan, maka pengelolaan layanan
posbankum tidak dapat diukur.

Laporan Pelaksanaan Sarana Kerja

Pelaksana Mutu Baku
NO Kegiatan
Staf Kasi Ka;ub Dir FERLEEEY Waktu Output
dit Kelengkapan

Merekap dan mencetak
daltakpelaporan hasil - Apllikasi Laporan Pelaksanaan
pelaksanaan pos (_—\ Pelaporan .

1| bantuan hukum seluruh —/ Elektronik 60 Menit LLlflgufnoﬁ'eBr?:gigin
PN dari aplikasi
Pelaporan Elektronik
Meneliti dan - LP Pos Evaluasi Terhadap

2 mengevaluasi LP pos Bantuan 30 Menit Pelaksanaan Pos
bantuan hukum Hukum Bantuan Hukum
Membuat Laporan v - LP Pos Laporan Evaluasi

3 Evaluasi terhadap I::I < Bantuan 60 Pelaksanaan {LEP} Pos|
pelaksanaan pos Hukum Menit Bantuan Hukum
bantuan hukum

4 Meneliti dan merevisi 'J> i EiEtE;ns 30 Menit LEP Pos Bantuan
LEP pos bantuan hukum Hukum Hukum Selesai Diteliti
LEP pos bantuan hukum
diserahkan kepada - LEP Pos

5 Direktur Pembinaan (:) Bantuan 15 Menit LEP Pos Bantuan Hukun
Administrasi Peradilan Hukum Diterima
Umum
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MAHKAMAH AGUNG RI
Direktorat Jenderal
Badan Peradilan Umum
JIn. Jenderal Ahmad Yani Kav. 58
Bypass Cempaka Putih Timur

SK Penetapan SOP

655/DJU/SK.OT1.6/IV/2024

Nomor SOP

145

Tanggal Pembuatan

20 Januari 2015

Tanggal Revisi

30 Agustus 2024

Tanggal Efektif

23 Desember 2024

Disahkan oleh

Direktur Jenderal Badan
—%radilan Umum

; o —
‘Bafmbang Myanto

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
EVALUASI SIDANG KELILING

Dasar Hukum:

Kualifikasi Pelaksana:

1. Peraturan Presiden Rl Nomor 13 Tahun 2005 tentang
Sekretariat MA ;
2. Peraturan MA Rl Nomor 1 Tahun 2015 tentang

Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Pengadilan Negeri
dan Pengailan Agama/Mahkamah Syar’iyah Dalam
Rangka Penerbitan Akta Perkawinan, Buku Nikah dan
Akta Kelahiran;

Keputusan Direktur Jenderal Badilum Nomor
2992/DJU/SK/HM.02.3/9/2019 tentang Pemberlakuan
Aplikasi Pelaporan Administrasi Peradilan Secara
Elektronik Melalui Website di Lingkungan Peradilan
Umum;

Surat Edaran Direktur Jenderal Badilum Nomor 3
Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Sidang di Luar
Gedung Pengadilan.

1.

Pendidikan minimal D3.

2. Memiliki Kemampuan pengolahan data

3. Mengetahui
Pengadilan

Prosedur

Peningkatan Kelas

Keterkaitan:

Peralatan/Perlengkapan:

1. SOP Tata Persidangan

2. Merupakan salah satu tugas pokok Direktorat
Pembinaan Administrasi Peradilan Umum.

3. Seksi Tata Persidangan.

1. Komputer

2. Kamera

3. Scanner

4. Printer

5. Jaringan Internet

Peringatan:

Pencatatan dan pendataan:

Apabila tidak dilakasanakan evaluasi sidang keliling, maka
tidak akan terwujud evaluasi pelaksanaan sidang keliling

1. Hasil monitoring PT terhadap pelaksanaan sidang

keliling Pengadilan Negeri;

2. Lokasi pelaksanaan kegiatan evaluasi.

Pelaksana Mutu
% =
No. Kegiatan c - — S
£9 IS 7} fs! = Persyaratan/
g2 I B < § a Kelengkapan BB Output
e ¥
- Laporan
Menerima laporan gggﬁsaﬁeﬁg
pelaksanaan sidang an ?Jliin ut 9 60 Data
1 keliling PN melalui D -Z\ Iil%asi P Menit pelaksanaan
aplikasi pelaporan pglaporan sidang keliling
elektronik elektronik
- jaringan internet
Membuat - Data D;Z;\kgzlig;tnulag
2 rekapitulasi data pelaksanaan 1 hari gidang keliling
pelaporan elektronik sidang keliling per bulan
- Data
3 Menelaah riﬁﬁgg:ﬁ; n 120 Konsep laporan
rekapitulasi data \ 4 P! o menit | evaluasi
sidang keliling
[ ] per bulan
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Pelaksana Mutu
= =
No. Kegiatan £ = — — o
£8| & 7 2 = Persyaratan/
g g b < § o Kelengkapan BRI SRleH
o ¥
o
Menyusun laporan B Laporan hasil
4 | hasil telaah/ evaluaZi P 60 | evaluasi
evaluasi data CATK menit | pelaksanaan
Tidak sidang keliling
: -Laporan hasil Laporan hasil
Mengoreksi, . .
5 I s / evaluasi 60_ evaluasi
dan disposisi ) p_elaksana_a_n menit pglaksana_:al_n
Tidak sidang keliling sidang keliling
3 Laporan hasil Laporan hasil
Mem ber_l ST Ya evaluasi .| evaluasi
6 instruksi dan 1 hari
disposisi p_elaksana_an pglaksanagn
| sidang keliling sidang keliling
Ya l - Laporan hasil tsgﬁfg hasil
7 | hash ovaluzs belakeanaan | menit | Pelaksanaan
P a sidang keliling
sidang keliling - .
ditandatangani
Menerima hasil Laporan hasil Laporan hasil
evaluasi yang evaluasi 60 evaluasi
8 sudah di tanda pelaksanaan S pelaksanaan
tangani, memberi sidang keliling sidang keliling
disposisi ditandatangani ditandatangani
-LaperEln e Laporan hasil
Memperbarui data evaluasi evglu e
hasil evaluasi (input pelaksanaan 60
9 ) . - pelaksanaan
data ke database), sidang keliling Menit - .
- N ) . sidang keliling
memberi disposisi di tandatangani - .
-Data base ditandatangani
Menyiapkan . .
pengiriman surat 'tsgﬁr:; e ;32&?3 =
10 ?a§r|r|1 s;ﬁgjr??;n al pelaksanaan 60 pelaksanaan
n%mor dan sterr?gel sidang keliling Menit sidang keliling
menaaandakan Pel, v di tandatangani di tandatangani
Iamp?r%n) -amplop dan siap dikirim
_Ié\a,lgﬁj r‘g} e Laporan hasil
evaluasi
Mengirimkan hasil v gggﬁsaﬁeﬁg 60 pelaksanaan
11 | evaluasi ke PT, PN an gudah dﬁ’ Menit sidang keliling
dan mengarsipkan D %/anoglga tanaani yang sudah di
9 tanda tangani

dan siap dikirim
-Buku ekspedisi

dan siap dikirim
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MAHKAMAH AGUNG RI
Direktorat Jenderal
Badan Peradilan Umum

Bypass Cempaka Putih Timur

JIn. Jenderal Ahmad Yani Kav. 58

SK Penetapan SOP

655/DJU/SK.OT1.6/IV/2024

Nomor SOP 146
Tanggal Pembuatan 20 Januari 2015
Tanggal Revisi 30 Agustus 2024

Tanggal Efektif

23 Desember 2024

Disahkan oleh

Direktur Jenderal Badan
2eradilan Umum

STANDAR OPERASIO

NAL PROSEDUR (SOP)

EVALUASI E-REGISTER

Dasar Hukum:

Kualifikasi Pelaksana:

1. Peraturan Presiden RI Nomor 13 Tahun 2005 tentang 1. Pendidikan S1.
Sekretariat Mahkamah Agung 2. Mengetahui Prosedur peningkatan kelas pengadilan.
2. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 3. Memiliki Kemampuan pengolahan data
tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di
Pengadilan Secara Elektronik
3. Surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor
1153/DJU/HM02.3/12/2018 tentang Penerapan Register
Elektronik Pada Pengadilan
4. Surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor
1154/DJU/HMO02.3/12/2018 tentang Revisi Nilai Aplikasi
Evaluasi Implementasi SIPP.
Keterkaitan: Peralatan/Perlengkapan:
1. SOP Tata Persidangan 1. Komputer
2. Merupakan salah satu tugas pokok Direktorat Pembinaan 2. Kamera
Administrasi Peradilan Umum. 3. Scanner
3. Seksi Tata Persidangan. 4. Printer

5. Jaringan Internet

Peringatan:

Pencatatan dan pendataan:

Apabila tidak dilakasanakan evaluasi e-register, maka tidak
akan terwujud penerapan e-register.

1. Hasil monitoring PT terhadap pelaksanaan sidang

keliling Pengadilan Negeri;

2. Lokasi pelaksanaan kegiatan evaluasi.

Pelaksana Mutu
No. Kegiatan :
Unit : Kasub . - Persyaratan/
terkait Staf Kasi dit Dir Dirjen Kelengkapan Waktu Output

1 ms)gﬁg?na Zf;'il - Laporan hasil 60 Laporan hasil
PT 9 ( ) monitoring PT Menit | monitoring PT
Memberi - Kertas Lemdis .

2 disposisi dan | - Laporan hasil M?e(r)\it 2{:33?5’ %esrilgitah
instruksi monitoring PT P
Mempelajari
arahan, instruksi < - Laporan hasil 60 Arahan, perintah

e dan memberi | monitoring PT Menit | atau disposisi
disposisi
Mempelajari Arahan /

4 arahan, instruksi - Laporan hasil 60 disposisi untuk
serta memberi monitoring PT | menit | Menyusun
disposisi v bahan reviu
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Pelaksana Mutu
No. Kegiatan :
Unit . Kasub . L Persyaratan/
terkait Staf Kasi dit Dir Dirjen Kelengkapan Waktu Output
Menyusun/
mengumpul kan ) .
5 bahan Bﬁta EIS dari 1 hari Data Reviu
telaah/reviu Tidak
(nilai EIS)
Mengoreksi :a::[s?l reviu
6 lézlr?ﬁ:?ep\)/?gw monitoring PT 1 hari Dokumen/ Surat
) o -Konsep surat Hasil Evaluasi
hasil monitoring hasil laporan
PT, g
Tidak evaluasi
. - Dokumen/ Arahan,
7 hM;r;Fg\ﬁg\'l . < Surat hasil m?e(r)wit Perintah Atau
evaluasi Disposis
. Ya - Dokumen/ Arahan,
8 Meergg?lj% l;sr'] dan Surat hasil m?e(r)wi t Perintah Atau
P ) Ya Tidak evaluasi Disposis
Menanda - Dokumen/Sur 60 Dokumen/ Surat
9 tangani hasil - at hasil Menit Hasil Evaluasi
evaluasi - evaluasi Dittd
-Dokumen/
mgp}g%zkﬁ]ﬂ Surat hasil Dokumen/
10 | surat van evaluasi di 60 Surat Hasil
su dahy di getu'ui I:I tandatangan Menit Evaluasi
Dirien I - Buku Ditandatangan
J | ekspedisi
Menerima dan l -Dokumen/
. Surat hasil Dokumen/ Surat
mendatangani = 60 - .
11 evaluasi di ttd . Hasil Evaluasi
surat yang -Buku sl Ditandatangan
sudah di TTD ekspedisi 9
. i~ Dokumen/ Dokumen/ Surat
12 S'\‘/:ﬁg?'SpOS'S' !:I Surat hasil M?e(r)\it Hasil Evaluasi
‘ evaluasi di ttd Ditandatangan
. . - Dokumen/ Dokumen/ Surat
13 g/lu?I;?ISpOSISI Surat hasil M?e(r)\it Hasil Evaluasi
evaluasi di ttd Dittd
Pemberian
- Dokumen/
ggrr:wgtrért]?nglgal ¢ Surat hasil 60 Dokumen/ Surat
14 Pel, evaluasi di ttd . Hasil Evaluasi
proses Menit .
- - Buku Dittd
pengiriman dan ekspedisi
arsipkan P
- Dokumen/
Menairimkan & Surat hasil 60 Dokumen/ Surat
15 9 evaluasi di ttd . Hasil Evaluasi
surat Menit

Buku
ekspedisi

Dittd
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MAHKAMAH AGUNG RI
Direktorat Jenderal
Badan Peradilan Umum
JIn. Jenderal Ahmad Yani Kav.
58 Bypass Cempaka Putih
Timur

SK Penetapan SOP

655/DJU/SK.OT1.6/IV/2024

Nomor SOP 147
Tanggal Pembuatan 20 Januari 2015
Tanggal Revisi 30 Agustus 2024

Tanggal Efektif

23 Desember 2024

Disahkan oleh

Direktur Jenderal Badan
_—Peradilan Umum

STANDAR OPERAS
PENYUSUNAN KEBIJAK

IONAL PROSEDUR (SOP)
AN ADMINISTRASI PERKARA

Das

ar Hukum:

Kualifikasi Pelaksana:

1.

Peraturan MA Nomor 4 Tahun 2022 tentang
Perubahan Keempat atas Peraturan Mahkamah
Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan
Peradilan.

1. Pendidikan S1.
2. Memiliki Kemampuan pengolahan data

2. Peraturan Sekma RI Nomor 002 Tahun 2012
tentang Pedoman Penyusunan Standar
Operasional Prosedur Di Lingkungan MA dan
Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya.
3. Surat Keputusan Direktur Jenderal Badilum Nomor
14/DJU/SK/HM.02.3/1/2022 tentang
Pemberlakuan Tanda Tangan Elektronik (E-Sign)
pada Direktorat Jenderal Badilum.
Keterkaitan: Peralatan/Perlengkapan:
1. Sop Rekapitulasi Data Mediasi, Delegasi, Diversi 1. Komputer
dan Restorative Justice pada Pelaporan 2. Printer
Elektronik 3. Jaringan Internet
2.  SOP Suhdit Bimbingan dan Monitoring. 4. ATK
3. SOP Subdit Tata Kelola.
Peringatan: Pencatatan dan pendataan:

Jika SOP tidak dilaksanakan, maka pelaksanaan
administrasi perkara tidak sesuai dengan kebijakan

1. Usul dan Saran dari Satuan Kerja serta Hasil Evaluasi
Administrasi Peradilan dari Subdit Bimbingan dan

Monitoring.
Pelaksana Mutu Baku
NO Kegiatan
Kasub . . . Persyaratan/
dit Kasi | Staf Dir | Dirjen Kelengkapan Waktu Output
M_enenma Disposisi - Usul Dan Saran
LIE Dari Satuan
Berdasarkan Hasil Keria
Evaluasi Je .
1 | Administrasi ( ) -l lEvelueE] : : -
Perkara Dari Subdit Administrasi 1 Hari |Arahan, Disposisi
o Peradilan Dari
Bimbingan Dan :
Monitoring Siae
Dan/Subit Statistik ,\B/I'g:]ti’t'ggﬁn DAL
Dan Dokumentasi 9
Mengkaji Dan
Menelaah Hasil
Evaluasi
Administrasi - Hzlsj:ﬁgvz?l:]a i Hasil Telaahan Dar|
2 Perkara Dari Subdit 5 Hari |Draft Surat
N - Arahan, .
Bimbingan Dan DiSDOSiSi Kebijakan
Monitoring P
Dan/Subdit Statistik
Dan Dokumentasi
Menerima Disposisi | | = Uellap e
Dan Arahan Serta Sl ISRl Hasil Telaahan Dar|
- Arahan, .
3 Membuat Telaahan . e 3 Hari |Draft Surat
Disposisi "
Dan Draft Surat Kebijakan
.. - Draft Surat
Kebijakan -
Kebijakan
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Pelaksana Mutu Baku
NO Kegiatan
K%Sitj 2 Kasi | Staf | Dir | Dirjen E:Ir:ggligt;:é Waktu Output
o | orcpn B oran | TR ek | T | aban P
Surat Kebijakan Kebijakan Kebijakan
Ya
Meneliti Dan
Mempelajari Hasil
Telaahan Draft L
Surat Kebijakan o h Hasil Telaahan Hasil Telaahan

5 Serta Disposisi Dan Dan Draft Surat 3 Hari [Dan Draft Surat
Melaksanakan Sl Kebijakan Kebijakan
Rapat Awal
Pembahasan
Kebijakan
Meneliti Dan
Memberi
PETEENE | £ Ya Hasil Telaahan Hasil Telaahan Dar
Telaahan Dan Draft 4 .

6 T Dan Draft Surat 2 Hari |Draft Surat
Surat Kebijakan = Kebijakan Kebijakan
Serta Hasil ! !
Pembahasan Draft
Kebijakan
Memberikan Arahan
Dan Persetujuan a‘ Hasil Telaahan Hasil Telaahan

7 Kepada Direktur Y, Dan Draft Surat 1 Hari Dan Draft Surat
Pembinaan Kebiiakan Kebijakan Yang
Administrasi ) Telah Disetujui
Peradilan Umum
Disposisi Untuk Hasil Telaahan

8 Mengadakan Rapat Dan Draft Surat 1 Hari |Arahan, Disposisi
Finalisasi Kebijakan
Melaksanakan y .

9 Rapat Finalisasi ! ggﬁ"&iﬁ%hu?gt 3 Hari H_asil_ Rapat
Kebijakan Yang Kebiiakan Finalisasi
Disusun A !

Menerima Dan
Mengoreksi Hasil y

10 Rapat Finalisasi /\ Hasil Rapat 1 Hari Hasil Rapat
Kebijakan Serta Finalisasi Finalisasi Disetujui
Memberikan A
Persetujuan
Menerima Hasil
Rapat Finalisasi
:f,g:ﬁggﬂﬂgn Arahan /’ Hasil Rapat ~ Kebijakan Yang

11 Finalisasi 1 Hari Sudah
=] Disetujui Ditandatangani
Menandatangani ) 9
Kebijakan Yang
Telah Disetujui
Mengunggah v Hasil Telaahan Dan
D . Kebijakan Yang Surat Kebijakan

okumen Kebijakan

12 Admini - Sudah 3 Jam |Yang Telah

ministrasi Perkara : . :
Ke Website Badilum | Ditandatangani D|ung_gah Ke_
Website Badilum
Hasil Telaahan
Mengarsipkan v Dan Surat Hasil Telaahan Dan

13 | Dokumen Kebijakan ( Kebijakan Yang 3 Jam Surat Kebijakan

Administrasi Perkara Telah Diberi Telah Diarsipkan
Nomor
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MAHKAMAH AGUNG RI
Direktorat Jenderal
Badan Peradilan Umum
JIn. Jenderal Ahmad Yani Kav. 58
Bypass Cempaka Putih Timur

SK Penetapan SOP 655/DJU/SK.OT1.6/1V/2024

Nomor SOP 148
Tanggal Pembuatan 20 Januari 2015
Tanggal Revisi 30 Agustus 2024

Tanggal Efektif 23 Desember 2024

Direktur Jenderal Badan

Disahkan oleh

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
REKAPITULASI DATA PENGADUAN PADA PELAPORAN ELEKTRONIK

Dasar Hukum:

Kualifikasi Pelaksana:

1.

5.

Peraturan MA Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pedoman
Penanganan Pengaduan (Wistleblowing System) di MA
dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya.
Peraturan MA RI Nomor 4 Tahun 2022 tentang
Perubahan Keempat atas Peraturan MA Nomor 7 Tahun
2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan
dan Kesekretariatan Peradilan.

Keputusan Ketua MA RI Nomor 2-
144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan
Informasi Publik di Pengadilan.

Peraturan Sekma Rl Nomor 002 Tahun 2012 tentang
Pedoman Penyusunan SOP Di Lingkungan MA dan
Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya.

Buku IV Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan
di Lingkungan Lembaga Peradilan Tahun 2006.

1. Pendidikan minimal D3.
2. Memiliki Kemampuan pengolahan data.

Keterkaitan:

Peralatan/Perlengkapan:

1.

2.

3.

SOP Rekapitulasi Data Layanan Hukum pada Pelaporan
Elektronik

SOP Rekapitulasi Data Permohonan Informasi Pada
Pengadilan

SOP Pengolahan Data Survei
Pengadilan

Pengguna Layanan

1. Komputer

2. Printer

3. Alat Tulis Kantor (ATK)

4. Aplikasi Pelaporan Elektronik

Peringatan:

Pencatatan dan pendataan:

Jika SOP tidak dilaksanakan, maka kinerja penanganan
pengaduan dari pengadilan tidak dapat diukur

1. Form penanganan pengaduan.
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Pelaksana Mutu Baku
NO Kegiatan
. | Kasub . Persyaratan /
Staf Kasi dit Dir Perlengkapan Waktu Output
Merekap Dan
Mencetak Data
Pelaporan Penanganan Laporan Permintaan
Pengaduan Dari Aolikasi LP Yang Telah
1 Aplikasi Pelaporan Pgla - 5 Hari Diinput Oleh PT dan
Elektronik Setiap Bulan Elektrionik PN Setiap Tanggal
Dan Membuat Draf 5 Di Bulan
Laporan Evaluasi Berikutnya
Terhadap LP Setiap
Bulan
L2l e A4 Laporan Evaluasi
3 Mengevaluasi Serta Laporan 1 Hari Peﬁan anan
Menkoreksi Draf LP Tidak Pengaduan = aguan
Setiap Bulan |——| 9
Meneliti Dan Ya .
Memvalidasi Laporan Laporan Iﬁzﬂ(;;anazﬁluasl
4 Evaluasi Penanganan I — Evaluasi 3 Hari Pen aguan
Pengaduan Setiap Pengaduan 9
Bulan Al
Laporan Evaluasi T
Penanganan v
Egngzgugir:elitlﬁtrarahkan Laporan Laporan Evaluasi
5 PePn Biraar Evaluasi 1 Hari | Penanganan
Administrasi Peradilan Pengaduan Pengaduan Diterima
Umum Setiap Bulan
Menerima Arahan,
Instruksi Dan Disposisi Laporan Laporan Evaluasi
6 Terkait Laporan Data Evaluasi 1 Hari | Penanganan
Serta Memberi Pengaduan Pengaduan Diterima
Disposisi
Mempelajari/ - Laporan Laporan Evaluasi
Melaksanakan Evaluasi Penanganan
7 Disposisi Yang Pengaduan 1 Hari | Pengaduan Diterima
Diberikan, Memberi - Arahan/ Serta Arahan/
Disposisi. Intruksi Intruksi
Laporan Evaluasi
Menerima Disposisi, i 4 - Laporan Penanganan
Melaksanakan Sesuai ) Evaluasi Pengaduan Diterima
8 | Arahan Dan Data Pengaduan 1 Hari | Serta
Diarsipkan Di Subdit - Arahan/ Arahan/Intruksi,
Tata Kelola Intruksi Tindaklanjut, Dan
Diarsipkan
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MAHKAMAH AGUNG RI
Direktorat Jenderal
Badan Peradilan Umum
JIn. Jenderal Ahmad Yani Kav. 58
Bypass Cempaka Putih Timur

SK Penetapan SOP 655/DJU/SK.OT1.6/1V/2024

Nomor SOP 149
Tanggal Pembuatan 20 Januari 2015
Tanggal Revisi 30 Agustus 2024

Tanggal Efektif 23 Desember 2024

Direktur Jenderal Badan
—Reradilan Umum

Disahkan oleh

mbang Myanto

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
REKAPITULASI DATA PERMOHONAN INFORMASI PADA PENGADILAN

Dasar Hukum:

Kualifikasi Pelaksana:

1. SK KMA RI

Nomor

Standar Pelayanan Peradilan.

2. SK KMA RI Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang

Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan.

026/KMA/SK/11/2012 tentang

1. Pendidikan minimal D3.
2. Memiliki Kemampuan pengolahan data.

Keterkaitan:

Peralatan/Perlengkapan:

1. SOP Rekapitulasi Data Layanan Hukum pada Pelaporan

Elektronik

2. SOP Rekapitulasi Data Permohonan Informasi Pada

Komputer
Printer
Alat Tulis Kantor (ATK)

PP

Pengadilan Aplikasi Pelaporan Elektronik
3. SOP Pengolahan Data Survei Pengguna Layanan

Pengadilan
Peringatan: Pencatatan dan pendataan:

Jika SOP tidak dilaksanakan, maka kinerja penanganan

permohonan informasi dari pengadilan tidak dapat diukur

1. Form permohonan informasi.

Pelaksana Mutu Baku
NO Kegiatan
Staf Kasi Kas_ub Dir PEIEETELE ] Waktu Output
dit Kelengkapan
Merekap dan mencetak data Rekapitulasi data Rekapitulasi
1 pelaporan permohonan informasi D laporan informasi 1 hari permintaan
periode satu tahun dan membuat | berdasarkan surat permohonan
draf laporan permintaan informasi (PI)
Meneliti,mengevaluasi dan Y
mengkoreksi draf Laporan ]
2 Evaluasi terhadap Laporan PI Tidak LR eI 7] 1 Iéap:)ran_ Pl
periode satu tahun. Ty vajuast
L . Laporan
3 Meneliti dan memvalidasi Laporan $<>—— va | Laporan PI 3 hari Evaluasi Pl
Evaluasi PI periode satu tahun _|a
Menerima Laporan Evaluasi Pl <'> Laporan
4 | periode satu tahun -~ Laporan PI 1 hari Evaluasi PI
Tidak | | diterima
Menerima arahan, instruksi dan v Laporan
5 | disposisi terkait laporan data serta SEIIEIEN ) R 1 hari Evaluasi PI
o . telah dittd L
memberi disposisi diterima
Mempelajari/ melaksanakan L/ Laporan Pl yang Laporan
6 | disposisi yang diberikan, memberi I_—'_l telah 1 hari poran
: o : . Evaluasi Pl
disposisi. ditandatangani
Menerima disposisi, \ 4
7 melaksanakan sesuai arahan dan | ( ) l_e?gl(w) IR (24 YT 3iam Laporan
data diarsipkan di subdit Tata ditand . J Evaluasi Pl
Kelola itandatangani
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MAHKAMAH AGUNG RI
Direktorat Jenderal
Badan Peradilan Umum
JIn. Jenderal Ahmad Yani Kav. 58
Bypass Cempaka Putih Timur

SK Penetapan SOP 655/DJU/SK.OT1.6/1V/2024

Nomor SOP 150
Tanggal Pembuatan 20 Januari 2015
Tanggal Revisi 30 Agustus 2024

Tanggal Efektif 23 Desember 2024

Direktur Jenderal Badan
;\eradilan Umum

Disahkan oleh

Bambang Myanto

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PENGOLAHAN DATA SURVEI PENGGUNA LAYANAN PENGADILAN

Dasar Hukum:

Kualifikasi Pelaksana:

1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negera
dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang
Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur
Administrasi Pemerintahan.

2. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor
026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan
Peradilan.

3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang
Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat
Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

4. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum
Mahkamah Agung RI Nomor
1365/DJU/SK/HM.02.3/5/2021  tentang Pedoman
Pelaksanaan Survei dan Tata Cara Penggunaan
Aplikasi Survei Pelayanan Elektronik (SISUPER) Pada
Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum dan
Peradilan di bawahnya.

5. Peraturan Mahkamah Agung Rl Nomor 4 Tahun 2022
tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Mahkamah
Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan.

6. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 2-
144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan
Informasi Publik di Pengadilan.

1. Pendidikan minimal D3.

2. Mengetahui dan memahami pelaksaan pengadaan
barang

3. Memiliki Kemampuan pengolahan data

Keterkaitan:

Peralatan/Perlengkapan:

1. SOP Penyusunan Kebijakan Administrasi Perkara
2. SOP Alokasi Sarana Kerja Non Cetak

1. Komputer

2. Printer

3. Alat Tulis Kantor (ATK)

4. Aplikasi Pelaporan Elektronik

Peringatan:

Pencatatan dan pendataan:

Jika SOP tidak dilaksanakan, maka indeks kepuasan
masyarakat dan indeks persepsi anti korupsi tidak dapat
diukur

1. Laporan survei kepuasan masyarakat dan laporan
persepsi anti korupsi
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Pelaksana Mutu Baku
NO Kegiatan
. | Kasub . L Persyaratan/
Staf Kasi dit Dir | Dirjen Perlengkapan Waktu Output
Merekap dan mencetak Data Survei
data Survei Kepuasan Kepuasan
Masyarakat dan Survei S P
1 | Persepsi Anti Korupsi ( ) AR 1 Hari NSNS CHEEN
O SISUPER Survei Persepsi
PT dan PN dari aplikasi . )
. Anti Korupsi
SISUPER setiap 3
X tercetak
(tiga) bulan
Evaluasi
Meneliti dan - Data Survei terhadap
mengevaluasi data Kepuasan Laporan Survei
5 Survei Kepuasan v Masyarakat 1 Hari Kepuasan
Masyarakat dan Survei - Data Survei Masyarakat dan
Persepsi Anti Korupsi Persepsi Laporan
setiap 3 (tiga) bulan Anti Korupsi Persepsi Anti
Korupsi
'\Eﬂfgub;?ttg:ﬁg dléaporan - Data Survei Laporan
Laooran Survei P Kepuasan Evaluasi Survei
P Masyarakat . | Kepuasan
& | IeuzEEn SR Er - Data Survei 1 R ET Masyarakat dan
2EN LEOEN [ PEREEe - Persepsi Pers):e si Anti
T (KRS S 2 Anti Kgru Si Koru Fs)i
(tiga) bulan P P
e e
Laporan Evaluasi Kepuasan Kepuasan
4 aégleér}éig?zzﬁn VIEELS Masyarakat | 1 Hari | Masyarakat dan
Persszla si. Antil Korupsi T - Laporan Survei Persepsi
- p3 (tiga) bulag Tidak Persepsi Anti Korupsi
P Y Anti Korupsi selesai diteliti
Laporan Evaluasi
Survei Kepuasan - Laporan
Masyarakat dan Ya Survei Laporan Survei
Persepsi Anti Korupsi Kepuasan Kepuasan
5 | diserahkan kepada ) I | Masyarakat | 1 Hari | Masyarakat dan
Direktur Pembinaan Tidak - Laporan Persepsi Anti
Administrasi Peradilan Persepsi Korupsi diterima
Umum setiap 3 (tiga) Anti Korupsi
bulan
Meneliti dan memberi - Laporan
instruksi Laporan - Laporan di
. . Ya : itanda
Evaluasi Survei v Survei tangani
Kepuasan Masyarakat Kepuasan ) Me?noran dum
6 | dan Persepsi Anti Masyarakat | 1 Hari rekomendasi
Korupsi serta - Laporan ) -
: . Ya . tindaklanjut
rekomendasi perbaikan Persepsi
. . atas 3 unsur
3 unsur terendah dan Anti Korupsi
. . terendah
memberi persetujuan
- Laporan
Survei
Menandatangani dan v Kepuasan 1 Hari | Laporan
7 | menyetujui arahan ( ) Masyarakat ditgn daangani
perbaikan - Laporan 9
Persepsi
Anti Korupsi
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MAHKAMAH AGUNG RI
Direktorat Jenderal
Badan Peradilan Umum
Jin. Jenderal Ahmad Yani Kav.
58 Bypass Cempaka Putih
Timur

SK Penetapan SOP

655/DJU/SK.OT1.6/IV/2024

Nomor SOP

151

Tanggal Pembuatan

20 Januari 2015

Tanggal Revisi

30 Agustus 2024

Tanggal Efektif

23 Desember 2024

Disahkan oleh

Direktur Jenderal Badan

STANDAR OPERAS

IONAL PROSEDUR (SOP)

PEMBUATAN E-PROFILE

Dasar Hukum:

Kualifikasi Pelaksana:

1. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik;

2. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI
nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman
Pelayanan Informasi di Pengadilan;

1. S1-llmu Komputer;
2. D3-Informatika.

3. Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan
Umum nomor: 1033/DJU/SK/HM.92.3/2021
tentangPenunjukan Tim Pengelola Sosial Media
Direktorat Jenderal; Badan Peradilan Umum Tahun
Anggaran 2021.
Keterkaitan: Peralatan/Perlengkapan:
SOP Website 1. Komputer
2. Printer
3. Alat Tulis Kantor (ATK)
Peringatan: Pencatatan dan pendataan:

Jika SOP tidak dilaksanakan, maka pemberian informasi
profil Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri akan

1. Laporan Pembuatan E-Profile

terkendala.

Pelaksana Mutu Baku
NO Kegiatan
Prakom Kl Kabag | Sesdit PETEENEELY Waktu Output
bag Kelengkapan
1 |MENETSIICE |y o | e |ee
SRR IS A media Hari E-Profile
- Aplikasi
\ 4 peng_olah Data dan
media 3 -
2 Mengumpulkan data dan I:j Avlikasi Hari materi
materi E-Proile - Aplkasl an | E-proile
pengolah
kata
7 - =
3 Mengolah data menjadi \ Aggkgf;h 3 Konsep awal
konsep awal E-Profile ,_—_I Fnecﬁa Hari E-Proile
Mengkor_el_<3| dan - Aplikasi 60 Konsep awal
4 menyetujui konsep awal > pengolah ] :
. : Menit | E-Proile
E-Profile . media
Mengkoreksi konsep =
awal E-Profile yang { < - Aplikasi
5 sudah disetujui pengolah Meé(r)mit E?Srsoeizlréawal
Kasubbag Dokumentasi media
dan Informasi
Mengkoreksi konsep - Aolikasi E-Proile
6 awal E-Profile yang Sn olah 30 yang
sudah disetujui Kabag >\> r%ed%a Menit | disetujui dan
Ortala siap tayang
— E-Proile
: - Aplikasi
E-Profile yang sudah 30 yang
i disetujui ditayangkan C} ﬁ]eg dg%glah Menit disetujui dan
siap tayang
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MAHKAMAH AGUNG RI
Direktorat Jenderal
Badan Peradilan Umum
JIn. Jenderal Ahmad Yani Kav. 58
Bypass Cempaka Putih Timur

SK Penetapan SOP 655/DJU/SK.OT1.6/1V/2024

Nomor SOP 152
Tanggal Pembuatan 20 Januari 2015
Tanggal Revisi 30 Agustus 2024

Tanggal Efektif 23 Desember 2024

Direktur Jenderal Badan
_~PReradilan Umum

Disahkan oleh

'aimbang Myanto

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT
Dasar Hukum: Kualifikasi Pelaksana:
1. Peraturan Presiden RI Nomor 13 Tahun 2005 tentang 1. Minimal D3
Sekretariat Mahkamah Agung 2. Mengetahui Prosedur pengelolaan administrasi
2. Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor peradilan
MA/SEK/07/SK/1II/2006 tentang Organisasi dan Tata 3. Memiliki Kemampuan tatacara pengolahan data
Kerja Sekretariat Mahkamah Agung Republik Indonesia.
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi RI Nomor 14 Tahun 2017 tentang
Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat
Unit Penyelenggara Pelayanan Publik
Keterkaitan: Peralatan/Perlengkapan:
1. Satker di bawah lingkungan Peradilan Umum 1. Komputer
2. SOP Peningkatan Sumber Daya Manusia 2. Printer
3. Merupakan salah satu tugas pokok Direktorat 3. Alat Tulis Kantor (ATK)
Pembinaan Administrasi Peradilan Umum 4. Internet
Peringatan: Pencatatan dan pendataan:

Apabila tidak dilaksanakan survei, maka tidak akan
terwujud tertib administrasi peradilan.

1. Laporan hasil survei

Pelaksana Mutu
No. Kegiatan 7
: Kasub : Unit Persyaratan/
2 dit ol Sl terkait | Kelengkapan | Waktu OXlgs
Penyusunan
1 gggciﬂﬁrgrr]ogram ( >A dink Komputer 60 Jadwal
g D Dan Printer | Menit | Pelaksanaan
Indeks Kepuasan Survei
Masyarakat (IKM)
Memeriksa
Rencana Program _/\ Draft Rencana Program
- 120 | Pengukuran (IKM)
2 | Pengukuran '\ / Tiflak Rencana Menit | Yana Telah
Indeks Kepuasan - Program Di agraf
Masyarakat (IKM) P
Memberi
Persetujuan
Ve e >, Rencana 30 Persetujuan
3 | Pelaksanaan Ya .
= Program Menit | Pelaksanaan
ST Survei IKM
Indeks Kepuasan
Masyarakat (IKM)
Mempersiapkan Komputer,
4 | Sarana Dan Jaringan 120
Prasarana Survei Dan Printer S | AETEE] SEE]
Mengupload Surat
Pemberitahuan Komputer, 10
5 | Pengisian Jaringan Menit Tayang Di
Kuesioner Di Web Dan Printer Website Badilum
Badilum X
Melaksanakan |_, Komputer, Pendisi
> . . engisian
6 | Survei Oleh Jaringan 7 Hari Kuesioner
Badilum/PT/PN Dan Printer
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Pelaksana Mutu
b Kegiatan . Kasub . Unit Persyaratan/
Kasl dit Dir S terkait | Kelengkapan Waktu ST
Melakukan
Monitoring
7 Pelaksanaan ?gm]pl;:r’ 7 Hari Pengisian
| Survei Oleh Kasi Dan grinter Kuesioner
Monitoring Dan
Evaluasi Badilum
Melakukan
Monitoring
Pelaksanaan Komputer, oA
8. | Survei Oleh Jaringan 7 Hari Eﬁgg;i:ﬁ;
Kasubdit Dan Printer
Bimbingan Dan
Monitoring
Melakukan
Monitoring ’i' Komputer, -
9. | Pelaksanaan L Jaringan 7 Hari Eﬁggi‘slr?;
Survei Oleh Dan Printer
Direktur
Mengumpulkan
10 Kuesioner Yang _ ?:mglgﬁr, 3 Hari Kuesioner
Telah Diisi Oleh < " Terkumpul
Dan Printer
Responden
Mengolah Dan
Menganalisis Komputer, 3
11 | Formulir Jaringan Hari | IKM
Kuesioner Yang Dan Printer
Telah Terisi
Membuat Evaluasi
3 (Tiga) Unsur Komputer,
12 | Terendah Hasil Y Jaringan 1 Hari | Hasil Evaluasi
Pelaksanaan E:I Dan Printer
Survei
Membuat
Rekomendasi/ Komputer, Hasil
13 T|ndakle}njut Atas Jarlnga_n 1 Hari Rekomendasi
Evaluasi 3 (Tiga) I_J Dan Printer
Unsur Terendah
Laporan Hasil Kor_nputer, 20 Laporan Hasil
14 S . h 4 Jaringan . -
urvei . Menit | Survei
I:, Dan Printer
Mengoreksi
Laporan Hasil
15 Survei Yang Telah Tidak ‘+]<or_nputer, 20 Laporan Hasil
Disetujui Kasi - iaa Darlnga_n Menit | Survei
WU an Printer
Monitoring Dan '\
Evaluasi
Mengoreksi Dan Komputer
16 Menyetujui . va Jaringan ’ 20' Laporan Hasil
Laporgn Hasil @ Dan Printer Menit | Survei
Survei
17 Mengarsipkan va C) Arsip Data 10 Data Survei Telah
Hasil Survei Survei Menit | Terasipkan
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MAHKAMAH AGUNG RI
Direktorat Jenderal
Badan Peradilan Umum

JIn. Jenderal Ahmad Yani Kav. 58
Bypass Cempaka Putih Timur

SK Penetapan SOP

655/DJU/SK.OT1.6/IV/2024

Nomor SOP

153

Tanggal Pembuatan

20 Januari 2015

Tanggal Revisi

30 Agustus 2024

Tanggal Efektif

23 Desember 2024

Disahkan oleh

Direktur Jenderal Badan
—Peradilan Umum

i o —_
Bambang Myanto

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

SURVEI ANTI KORUPSI
Dasar Hukum: Kualifikasi Pelaksana:
1. Peraturan Presiden Rl Nomor 13 Tahun 2005 tentang 1. Minimal D3

2.

Sekretariat Mahkamah Agung

Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor
MA/SEK/07/SK/11I/2006 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Sekretariat Mahkamah Agung Republik Indonesia.
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 14 Tahun 2017

tentang Pedoman Penyusunan Survei

Kepuasan

Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

peradilan

2. Mengetahui Prosedur pengelolaan administrasi

3. Memiliki Kemampuan tatacara pengolahan data

Keterkaitan:

Peralatan/Perlengkapan:

1. Satker di bawah lingkungan Peradilan Umum
2. SOP Peningkatan Sumber Daya Manusia
3. Merupakan salah satu tugas pokok Direktorat

Pembinaan Administrasi

Peradilan Umum

1. Komputer
2. Printer

4. Internet

3. Alat Tulis Kantor (ATK)

Peringatan:

Pencatatan dan pendataan:

Apabila tidak dilaksanakan survei, maka tidak akan
terwujud tertib administrasi peradilan.

1. Laporan hasil survei

Pelaksana Mutu
N NEEJEIE Kasi Kas_ub Dir Staf Unit_ Persyaratan/ Output
dit terkait Perlengkapan | Waktu
Penyusunan rencana
1 program pengukuran Komputer dan 60 Jadwal
Indeks Persepsi Anti  |(__ ) printer Menit | pelaksanaan
Korupsi (IPAK) survei
Memeriksa rencana
> program pengukuran Tidlak Draft rencana 120 E:: 53&'3 gﬁ ﬂ;im
Indeks Persepsi Anti program Menit telah dinaraf
Korupsi (IPAK) yang P
Memberi persetujuan
[ETIECED Persetujuan
3 pelaksanaan va <> Rencana 30 pelaks ajn 2an
pengukuran Indeks program Menit :
. . . survei IPK
Persepsi Anti Korupsi
(IPAK)
Mempersiapkan Komputer, 120
4 sarana dan prasarana Ya jaringan dan Menit Aplikasi e-survei
survei printer
Mengupload surat
5 pemberitahuan gcr)ir:p:rt]e(;;i n 10 Tayang di website
pengisian kuesioner jar tg Menit | Badilum
di web Badilum printer
. Komputer, -
Pelaksanaan survei o . | Pengisian
6 | oleh Badilum/PT/PN > jaringan dan 7 Han | esioner
printer
Melakukan monitoring Komputer, .
7 pelaksan.aan survei jaringan dan 7 Hari Pengisian
oleh Kasi Monitoring v rinter kuesioner
dan Evaluasi Badilum I:j P
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Pelaksana Mutu
b el Kasi Kasub Dir Staf Unit Persyaratan/ Outout
dit terkait Perlengkapan | Waktu P
Melakukan monitoring
pelaksanaan survei Komputer, Af
8 oleh Kasubdit Jaringan Dan 7 Hari Eﬁgg;g'ﬁ;
Bimbingan dan Printer
Monitoring
Melakukan monitoring Komputer, -
. A . | Pengisian
9 pelaksanaan survei Jaringan Dan 7 Hari Kuesi
i . uesioner
oleh Direktur Printer
Mengumpulkan Komputer, g
10 | kuesioner yang telah Jaringan Dan 3 Hari $kangnneJ|
diisi oleh responden Printer P
Mengolah dan Kombputer
menganalisis formulir < npter, 3
L kuesioner yang telah LCEE LY Hari L4
€S yang Printer
terisi
Membuat evaluasi 3 A\ Komputer
(tiga) unsur terendah . ! . . .
12 hasil pelaksanaan Ja_rlngan Dan 1 Hari | Hasil Evaluasi
; Printer
survei
Membuat
; A
13 :i?lléic;rrlglirr]l?liszla/tas ?:mglgrf rl'Dan 1 Hari : ael] .
S - Rekomendasi
evaluasi 3 (tiga) Printer
unsur terendah
A Komputer, .
14 | Laporan hasil survei Jaringan Dan Mi%it ;ﬂ?\%?n il
Y Printer
Mengoreksi Laporan
Hasil Survei yang _ Komputer, 8
15 | telah disetujui Kasi = Jaringan Dan 20 | EelZeel Ae]
oo . Menit | Survei
Monitoring dan Printer
Evaluasi
Mengoreksi dan Komputer, .
16 | menyetujui Laporan Jaringan Dan 20 | g Hasil
Hasil Survei Printer I ST
17 Mengarsipkan hasil Arsip Data 10 Data Survei Telah
survei [\:) Survei Menit | Terasipkan
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MAHKAMAH AGUNG RI
Direktorat Jenderal
Badan Peradilan Umum
JIn. Jenderal Ahmad Yani Kav. 58
Bypass Cempaka Putih Timur

SK Penetapan SOP 655/DJU/SK.OT1.6/1V/2024

Nomor SOP 154
Tanggal Pembuatan 20 Januari 2015
Tanggal Revisi 30 Agustus 2024

Tanggal Efektif 23 Desember 2024

Direktur Jenderal Badan
2eradilan Umum

Disahkan oleh

STANDAR OPERASIO
PENGAWASAN EKSEKU

NAL PROSEDUR (SOP)
S| SECARA ELEKTRONIK

Dasar Hukum:

Kualifikasi Pelaksana:

1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang 1. Minimal D3
Kekuasaan Kehakiman; 2. Mengetahui Prosedur pengelolaan administrasi
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang peradilan
Mahkamah Agung RI; 3. Memiliki Kemampuan tatacara pengolahan data
3. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan
Kesekretariatan Peradilan
4. Buku Il Mahkamah Agung RI
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negera
dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang
Pedoman Penyusunan standar Operasional Prosedur
Administrasi Pemerintahan
Keterkaitan: Peralatan/Perlengkapan:
1. SOP Eksekusi 1. Komputer
2. Printer
3. Alat Tulis Kantor (ATK)
4. Internet
Peringatan: Pencatatan dan pendataan:

Jika SOP tidak dilaksanakan, maka pelaksanaan
administrasi perkara tidak sesuai dengan kebijakan.

1. Pengisian data laporan pada aplikasi pelaporan

Pelaksana Mutu Baku
. Pengguna/ .
NO Kegiatan : Ketua/ Panitera
° Pen_gad|_lan Wakil Panitera Muda RIS Waktu Output
Tinggi/ Perlengkapan
: Ketua Perdata
Badilum
Membuka aplikasi - Komputer
1 | Pengawasan ( > - Internet 30 |Aplikasi terbuka
Pelaksanaan - Aplikasi menit dengan baik
Eksekusi PERKUSI
Memeriksa statistik Al Daltak
2 | dan pelaksanaan Pengawasan 15  |pelaksanaan
eksekusi Pelaksanaan menit [eksekusi terrekap
Eksekusi dengan baik
Melakukan konfirmasi \ 4 Data PEIE
3 | pelaksanaan pelaksanaan 10. pengawasan
: . menit  [pelaksanaan
eksekusi eksekusi .
eksekusi
Menerima hasil v Data Konfirmasi
4 | Pengawasan I:_| pengawasan 10 |pelaksanaan
pelaksanaan pelaksanaan menit eksekusi diterimal
eksekusi eksekusi dengan baik
Menerima hasil I:j . .
5 | pengawasan e Rl R e
pelaksanaan v pk gk - menit pk gk i diteri
eksekusi eksekusi eksekusi diterima

3
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Pelaksana Mutu Baku
NO Kegiatan FF:Srng(ljjiT:r/] Ketua/ Panitera Persvaratan /
Ti?]ggi / Wakil Panitera Muda Perlse):]gkapan Waktu Output
Badi Ketua Perdata
adilum
Melakukan Ij
pemeriksaan data - SIPP 60 Data eksekusi
6 | pelaksanaan - Register .. |pada SIPP dan
eksekusi pada SIPP Eksekusi menit register eksekusi
dan register manual '
Menyiapkan draft Ya v ggﬁgawasan so [Praf laporan
7 | laporan pelaksanaan \ﬁj pelaksanaan menit pelaksanaan
eksekusi N eksekusi eksekusi
Memeriksa draft Draf laporan
8 | laporan pelaksanaan pelaksgnaan 10. DS Iappran
eksekusi eksekusi menit [sudah diperiksa
Tidak
Memberikan
konfirmasi terhadap v Laporan 30 |-aporan
9 | pengawasan I:I pelaksanaan o pelaksanaan
pelaksanaan eksekusi eksekusi
eksekusi
Laporan
Menerima konfirmasi LBl pengawasan
10 | pelaksanaan @4 pengawasan 30_ pelaksar)aan
eksekusi pelaksanaan menit ekse_ku5| sudah
eksekusi diterima dengan
baik
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‘ MAHKAMAH AGUNG RI
Direktorat Jenderal
Badan Peradilan Umum
JIin. Jenderal Ahmad Yani Kav. 58
Bypass Cempaka Putih Timur

SK Penetapan SOP 655/DJU/SK.OT1.6/1V/2024

Nomor SOP 155

Tanggal Pembuatan 20 Januari 2015

Tanggal Revisi 30 Agustus 2024

Tanggal Efektif 23 Desember 2024
Disahkan oleh Direktur Jenderal Badan

,;Afi\(aradilan Umum

_Bambang Myanto

STANDAR OPERASIO

REKAPITULASI DATA MEDIASI, DELEGASI,

L PROSEDUR (SOP)
DIVERSI DAN RESTORATIVE JUSTICE

PADA PELAPORAN ELEKTRONIK

Dasar Hukum:

Kualifikasi Pelaksana:

1.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2022
tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Mahkamah
Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan.
Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 002
Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar
Operasional Prosedur Di Lingkungan Mahkamah Agung
dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya.
Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum
Nomor 2992/DJU/SK/HM.02.3/9/2019 tentang
Pemberlakuan  Aplikasi  Pelaporan  Administrasi
Peradilan Secara Elektronik Melalui Website di
Lingkungan Peradilan Umum.

1. Minimal D3

2. Mengetahui Prosedur pengelolaan administrasi
peradilan

3. Memiliki Kemampuan tatacara pengolahan data

Keterkaitan:

Peralatan/Perlengkapan:

1. SOP Kepaniteraan Pengadilan Negeri dan Pengadilan

Tinggi.

2. SOP Penyusunan Kebijakan Administrasi Perkara

1. Komputer

2. Printer

3. Alat Tulis Kantor (ATK)
4. Internet

5. Scanner

Peringatan:

Pencatatan dan pendataan:

Apabila tidak dilaksanakan maka proses penyusunan
kebijakan dan rekapitulasi data pada pelaporan elektronik
menjadi terhambat.

1. Pengisian data laporan pada aplikasi pelaporan

Pelaksana Mutu
No Kegiatan
Staf Kasi Kas_ub Dir I Waktu Output
dit Kelengkapan
Menerima laporan
mellejalalglr:r? lzlekI:iltronik égll;l: a::an D8 ATEN YEG
1 | Peap pore 5 hari | telah diinput oleh
dan Membuat draf elektronik
. PN
laporan data pelaporan - Koneksi Internet
elektronik
Menelaah dan 4 el
Menyusun serta
3 mengkoreksi draf Data rekapitulasi 1hari | - Hasil Telaahan
laporan data per pengadilan - Laporan Data
rekapitulasi per Ya
pengadilan
Mengoreksi, Memberi - Laporan data
4 persetujuan dan > Laporan data 3 hari per bulan
memberi arahan serta Tidak per bulan - Arahan/
disposisi va Instruksi
Memberi arahan, - Laporan data
instruksi dan disposisi Laporan data . per bulan
5 . 1 hari
serta persetujuan per bulan - Arahan/
laporan Instruksi
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Pelaksana Mutu
No Kegiatan
. Kasub . Persyaratan /
Staf Kasi dit Dir Kelengkapan Waktu Output
Menerima arahan, Laporan data
6 instruksi dan disposisi Laporan data 1 hari per bulan
terkait laporan data per bulan Arahan /
serta memberi disposisi | Instruksi
L n data
Mempelajari/ v - Laporan data pzf gﬁjl‘an
7 melaks_ana_kan disposisi per bulan 1 hari Tindak lanjut
yang diberikan, - Arahan_/ P —
memberi disposisi. Instruksi S——
L Tindak lanjut
Menindaklanjuti arahan / - I
instruksi dan v - Laporan data : :
( instruksi
8 mengarsipkan Laporan ( ) per bulan 1 hari Laporan data
data pelaportan - Arahan_/ Pelaporan
elektronik di subdit Tata Instruksi Elektronik telah
Kelola diarsipkan
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2\ MAHKAMAH AGUNG RI
Direktorat Jenderal
Badan Peradilan Umum
JIn. Jenderal Ahmad Yani Kav. 58
Bypass Cempaka Putih Timur

SK Penetapan SOP 655/DJU/SK.OT1.6/1V/2024

Nomor SOP 156
Tanggal Pembuatan 20 Januari 2015
Tanggal Revisi 30 Agustus 2024

Tanggal Efektif 23 Desember 2024

Direktur Jenderal Badan
,#radilan Umum

Disahkan oleh

STANDAR OPERASIO
PERMOHONA

NAL PROSEDUR (SOP)
N E-REGISTER

Dasar Hukum:

Kualifikasi Pelaksana:

1. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 002
Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar
Operasional Prosedur Di Lingkungan Mahkamah Agung
dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya.

2. Surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor
1153/DJU/HM02.3/12/2018 tentang Penerapan Register
Elektronik Pada Pengadilan.

3. Surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor
1264/DJU/HM.02.3/12/2021 tentang Monitoring dan
Evaluasi Penerapan Register Elektronik Tahun 2021.

4. Surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor
1490/DJU/HM.02.3/12/2022 tentang Penerapan Regiter
Elektronik pada Pengadilan Tinggi.

5. Surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor
120/DJU/HM.02.3/1/2023 tentang Persyaratan
Pelaksanaan Register Eektronik Tahap |l Bagi
Pengadilan Negeri.

1. Minimal D3

2. Mengetahui Prosedur pengelolaan administrasi
peradilan

3. Memiliki Kemampuan tatacara pengolahan data

Keterkaitan:

Peralatan/Perlengkapan:

1. SOP Penyusunan Kebijakan Administrasi Perkara.

1. Komputer

2. SOP Subdit Bimbingan dan Monitoring. 2. Printer
3. SOP Subdit Statistik dan Dokumentasi. 3. Internet
4. Scanner
5. Aplikasi EIS

Peringatan:

Pencatatan dan pendataan:

Apabila tidak dilaksanakan, maka tidak akan terwujud
penerapan register secara elektronik di seluruh pengadilan.

1. Hasil monitoring PT terhadap penerapan register
elektronik Pengadilan Negeri;

2. Aplikasi EIS.
Pelaksana Mutu
No Kegiatan
TU - Kasub . . Persyaratan/ Output
PAPU Dir dit Kasi Staf Dirjen Kelengkapan Waktu
Usulan Dan 8
Menerima Usulan Hasil BUCKE
; o . | Usulan Dan
1 | Dan Hasil Monitoring 1 Hari i
Monitoring Dari PT Pengadilan Hasil
I Monitoring PT
Tinggi
v - Kertas
Lembar
A . ; - Arahan,
2 Memberi DISPOSISI Disposisi 3 Jam | Perintah Atau
Dan Instruksi - Usulan Dan DISDOSiSi
Hasil P
Monitoring PT
\ 4
Usulan Dan
Mempelajari Arahan I::I Hasil Arahan,
3 | Dan Instruksi Dan Monitoring PT | 1 Hari | Perintah Atau
Memberi Disposisi \ 4 Yang Telah Di Disposisi
Disposisi
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Pelaksana Mutu
No Kegiatan
TU . Kasub . . Persyaratan/ Output
PAPU Dir dit Kasi Staf Dirjen Kelengkapan Waktu
; Usulan Dan Arahan /
Mempelajari Arahan Hasil Disposisi
4 | Dan Instruksi Serta L Tidak Monitoring PT | 1 Hari | Untuk
Memberi Disposisi a Yang Telah Merekap Data
Didisposisi EIS
Merekapitulasi Data .
EIS, Membuat Ya v i [P):;a E(;ﬁaaan
Telaahan Dan Tidak Ne %ri Data
5 | Membuat Draft 4= gen 1 Hari | Rekapitulasi
- - Koneksi T
Surat ljin | Nilai EIS
nternet
Pelaksanaan E-
Register | Ya
Memeriksa l
Persyaratan E- - Data EIS .
Register Dan - Hasil g:ﬁ"&?ﬁ:han

6 Mengoreksi Tidak Monitoring 1 Hari | Surat liin P
Telaahan Dan Draft T Pengadilan !

Surat ljin Tinggi LG
! 99 E-Register

Pelaksanaan E- Ya

Register

Memeriksa

Persyaratan E- - Hasil

Register,Mengoreks . Telaahan

i Telaahan Dan Tidak - Draft . Ara_han,

7 - - 1 Hari | Perintah Atau
Surat ljin Surat ljin S ——
Pelaksanaan E- Pelaksanaan P
Register Dan E-Register
Disposisi Y
Persetujuan - Hasil
Telaahan Dan Surat Telaahan Arahan

8 ljin Pelaksanaan E- - Draft Surat 1 Hari Perintah Atau
Register Serta ljin DISDOSiSi
Memberi Arahan Pelaksanaan P
Dan Disposisi E-Register

- itz Hasil Telaahan
A VEkElE Dan Surat ljin
Menandatangani - Draft Surat . )
9 3 : o 1 Hari | Pelaksanaan
Hasil Evaluasi ljin E-Reqister Di
Pelaksanaan Tan dgtan an
E-Register 9
-Hasil
Mendata Dan Telaahan Hasil Telaahan
Pengiriman Surat Dan Surat ljin e
ljin Pelaksanaan E- Pelaksanaan || PEW SR

10 . . . 1 Hari | Pelaksanaan
Register Pada E-Register Di . .

. E-Register Di
Pengadilan Ke Tandatangan Tandatanaan
Satker -Buku 9

Ekspedisi
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BAB IV
PENUTUP

Sebagai kesimpulan, Standar Operasional Prosedur (SOP) Direktorat Jenderal
Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia merupakan instrument
penting dan dinamis yang memberikan pedoman bagi pelaksanaan tugas dan fungsi
setiap unit kerja. Monitoring dan evaluasi, sebagaimana diatur dalam Keputusan
Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2012 tentang Pedoman Monitoring dan
Evaluasi terhadap Standar Operasional di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan
Peradilan yang berada di bawahnya, menjadi dasar dalam melakukan reviu SOP setiap
tahunnya.

Hasil dari monitoring, evaluasi dan perbaikan terhadap 119 Standar Operasional
Prosedur (SOP) dari tahun Anggaran sebelumnya, yang kemudian menjadi 157 SOP di
tahun anggaran 2024. Dengan demikian, SOP yang telah direvisi ini dapat dijadikan
acuan untuk meningkatkan kinerja yang lebih efektif dan efisien, serta memperkuat
transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan tugas dan fungsi setiap unit kerja di

tahun yang akan datang.
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DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
NOMOR : 655/DJU/SK.OT1.6/1V/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM REVIU

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR TAHUN ANGGARAN 2024
PADA DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM

DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM

Menimbang B
b.
i
Mengingat : 1.

bahwa untuk meningkatkan kinerja yang efektif, efisien
dan sesuai dengan ketentuan/peraturan yang berlaku,
maka  perlu dilakukan reviu terhadap Standar
Operasional Prosedur pada Direktorat Jenderal Badan

Peradilan Umum Mahkamah Agung RI;

bahwa dalam rangka mewujudkan penyclenggaraan tata
kelola pemerintahan yvang baik, Direktorat Jenderal
Badan Peradilan Umum tclah menyusun prosedur kerja

dalam Standar Opcrasional Prosedur:

bahwa  berdasarkan pertimbangan  schagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, dipandang perlu
ditunjuk tim reviu vang nama-nama terschut dalam
daftar lampiran keputusan ini untuk menjalankan tugas

scbagai Tim Reviu Standar Operasional Prosedur.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang
Mahkamah Agung schbagaimana telah beberapa  kali
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Talhun
2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang

Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;



Menetapkan

=

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan
Umum scbagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun
1986 tentang Peradilan Umum;

3. Undang - Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang
Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Ncgara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

4. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986
tentang Peradilan Umum;

5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 21 Tahun
2024 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden
Republik Indoncsia Nomor 13 Tahun 2005 Tentang
Sckretariat Mahkamah Agung;:

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan
Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Perubahan
atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor Per/21/
M.PAN/11/2008 tentang Penyusunan Standar
Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan:

7. Peraturan Sckretaris Mahkamah Agung RI Nomor 02
Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar
Operasional Proscdur di Lingkungan Mahkamah Agung
dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya:

8. Keputusan Seckretariat Mahkamah Agung RI Nomor:
MA/SEK/07/SK/111/2006 Tentang Organisasi dan Tata

Kerja Sckretariat Mahkamah Agung RI.

MEMUTUSKAN

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN
UMUM MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA TENTANG
TIM REVIU STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR 2024 PADA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM.



PERTAMA

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

Menunjuk nama-nama scbagaimana dalam lampiran | surat
keputusan ini scbagai Tim  Reviu  Standar  Operasional
Prosedur pada Dircktorat Jenderal Badan Peradilan Umum:
Tugas dan tanggung jawab Tim tersebut adalah scbagaimana
pada lampiran I keputusan ini:

Jangka waktu pelaksanaan tugas sampai dengan Desember
2024:

Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Nomor
1768/DJU/SK.OT.01.6/1X/2023 tentang Tim Reviu Standar
Operasional Prosedur Direktorat Jenderal Badan Peradilan
Umum Tahun Anggaran 2023 dicabut dan dinyatakan tidak
berlaku.

Keputusan ini mulai berlaku scjak tanggal ditetapkan, dengan
ketentuan apa bila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam

keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkandi: J a k a r t a
Pada tanggal : April 2024

JENDERAL

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :
1. Sekretaris Mahkamah Agung RI;

2. Arsip.



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

LAMPIRAN [ :

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDIERAL

BADAN PERADILAN UMUM

NOMOIR
TANGGAL - 20

PEMBENTUKAN TIM REVIU

S 056/DIU/SK.OTL.O/1V /2024
April 2024

DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM

NO. NAMA Jabatan POSIST DALAM TIM
Dircktur Jenderal Badan
3 g 2 £ ; Pengarah
1 H. Bambang Myanto, . M.H. Barsaitan it I
K. Arry Soclaksono, S.E., S.H.. . :
2. - Sckretars Penanggungiawab
M.Hum. EEUNE
) Dircktur Pembinaan
3. Zahlisa Vitalita, S.H., M.H. Administrasi Peradilan Penanggungjawab
_ Umum o _ L
Dircktur Pembinaan Tenaga :
a8l in, S.H., M.H. E : o Penanggungjawab
s Hasanuddin, S.H., M.H Teknis Peradilan Umum L_'L' 5 o o -
Koordinator Tim Reviu Standar
. ; Operasional Prosedur  unit
Suks: 3 ‘pala Bagian U g : :
5 Sukatno, S.H. Kepala Bagian Umum Sckretariat Dircktorat Jenderal
- ) ___| Badan Peradilan Umum _
2 3 ; Koordinator Tim Reviu Standar
hepalyfuh Dirckiord Operasional Prosedur unit
' derti Sctiawati, ; ; Pengembangan Tenag: TS : i
6. Herti Setiawati, RR. S.H., M.H F(Eﬁ?n bangan Tenaga Dircktorat Pembinaan Tenaga
¢ % Teknis Peradilan Umum
Koordinator Tim Reviu Standar
» g, s i . Kepala Sub Dircktorat Opcerasional Prosedur unit
2 Lics Khadijah, S.H.. M.H. Bimbingan dan Monitoring Dircktorat Pembinaan
B ) _Administrasi Peradilan Unum
Koordinator Tim Reviu Standar
S . ; Kepala Sub Dircktorat Operasional Prosedur unit
: . acdi Kamaludin, SE., M.Si, . . ’ : ;
8 Junacdi Kamaludin e Mutasi Panitera & Jurusita Dircktorat Pembinaan Tenaga
L | Tcknis Peradilan Umum -
Koordinator Tim Reviu Standar
Kepala Sub Dircktorat Operasional Prosedur unit
9. IR ' Permana, S.H., M.H. : X : 7 .
omy mana, S.H Mutasi Hakim Dircktorat Pembinaan Tenaga
Teknis Peradilan Unum
I\U(Jl(ln‘m[m Tim Reviu ‘sl.mrlar
. : Kepala Sub Direktorat Tat: Opecrasional Prosedur unit
10. Candra, S.H. e ' P on ) e
Kelola Dircktorat Pembinaan
Administrasi Peradilan Umum
Koordinator Tim Reviu Standar
. . Kepala Sub Dircktorat Operasional Prosedur unit
11. Budi Sctioko, S.H., M.H. el . s :
Statistik dan Dokumentasi Direktorat Pembinaan
o 3 Administrasi Peradilan Umnmum
Koordinator Tim Reviu Standar
. . cepala Sub Dircktor: HIE f al Prose
12, Sacnal Akbar. S.H.. M.H. Kep 1[1 Sub I_Jluktm it Data {)Pm 1sional | rosc dur uni
dan Evaluasi Dircktorat Pembinaan Tenaga
o Teknis Peradilan Umum S
Koordinator Tim Reviu Standar
. . ” . ; . ; Operasional Prosedur  unil
13. Edwin Ruliawan, S.H., M.H. Kepala Bagian Kepegawaian . : :
I 2 PCE Sckretariat Dircktorat Jenderal
Badan Peradilan Umum
Koordinator Tim Reviu Standar
” ; i Kepala Bagian Organisasi Operasional Prosedur  unit
14. Puji Mulyani, S.E., M.M. x = : L
J ® dan Tata Laksana Sckretariat Direktorat Jenderal

Badan l’(‘.rmlilnn_ Umum




-

POSISI DALAM TIM

Tim Pelaksana Harian Standar
Dircktorat

| Jenderal Badan Peradilan Umum

Tim Pelaksana Harian Standar
Dircktorat
Jenderal Badan Per: wilan Umum

Tim Pelaksana Harian Standar
Dircktorat

_Jenderal Badan Peradilan Umum )

Tim Pelaksana Harian Standar
Direktorat
Jenderal Badan Peradilan Umum
Tim Pelaksana Harian Standar :
Operasional Prosedur Direktorat
Jenderal Badan Peradilan Umum

Tim Pelaksana Harian Standar
Dircktorat
Jenderal Badan Peradilan Umum

Tim Pelaksana Harian Standar
Direktorat

_ | Jenderal Badan Peradilan Umum

Tim Pelaksana Harian Standar
Dircktorat
Jenderal Badan Peradilan Umum

Tim Pelaksana Harian Standar
Dircktorat

| Jenderal Badan Peradilan Umum

Tim Pelaksana Harian Standar
Dircktorat

| Jenderal Badan Peradilan Umum

' Tim Pelaksana Harian Standar
Operasional Prosedur Direktorat
Jenderal Badan Peradilan Umum

NO. NAMA Jabatan
15. Zubair, S.H Kepala Scksi Mutasi | Operasional Prosedur
- kepala Scksi Pelavanan
16. Achmad Basyari, S.E. PR SHEHS Rela ' Opcerasional Prosedur
> Peradilan
. _I{cpnl;l Sub Bl‘l‘gii_t.l'l
17. Aris Privanto, S.T. Ikelembagaan dan Operasional Prosedur
» - Pelaporan cnde
= P . Kepala Scksi Arsip dan
18, Sigit Tri Nugroho, S.E. e . ' Operasional Prosedur
Dokumentasi
19. Irma Susanti, A.Md, S.AP. Kepala Scksi Mutasi 11
. Kepala Sub Bagia
20. Aril Hidayat, S.Kom., M.TI. I B £1an ) .| Operasional Prosedur
Dokumentasi dan Informasi
.. . kepala Sub Bag:
21. Nenny Ishiany Sitohang, S.H.. LL.M. - pale Bt EIAN Operasional Prosedur
> Ketatalaksanaan
s : o Analis kebijakan Ahl
22 Ivonne Sari Indah, S.5i. P:{_:?:;:L Bijakan Akl Operasional Prosedur
. : . Tranata Kot T i
23 Riswan Harvo Yudianto, S.Kom. i):lllnl:n: Komputer Ahli Operasional Prosecdur
24, Muhammad Ridwan, A.Md. PPNPN Operasional Prosedur
25. FFrisca Viradiba, S.Psi. PPNPN

TUR JENDERAL

ERADILAN UMUM
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LAMPIRAN II : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
BADAN PERADILAN UMUM
NOMOR : 655/DJU/SK.OT1.6/1V/2024
TANGGAL : 26 April 2024

Uraian Tugas Tim Reviu

Standar Operasional Prosedur Tahun Anggaran 2024
Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum

Uraian Tugas Tim Reviu Standar Operasional Prosedur Tahun Anggaran 2024
adalah sebagai berikut:

NO.

JABATAN

URAIAN TUGAS

1.

Pengarah

Menyetujui  kebijakan  hasil  Reviu  Standar
Operasional Prosedur pada Direktorat Jenderal
Badan Peradilan Umum;

Memberikan arahan dan pembinaan terhadap Reviu
Standar Operasional Prosedur pada Direktorat
Jenderal Badan Peradilan Umum;

Menyetujui  hasil Reviu Standar Operasional
Prosedur pada seluruh unit kerja di Direktorat
Jenderal Badan Peradilan Umum.

Penanggung Jawab

Mengkoordinasikan pelaksanaan Reviu Standar
Operasional Prosedur pada masing-masing unit kerja
Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum;
Merumuskan dan melaksanakan kebijakan
pelaksanaan Reviu Standar Operasional Prosedur di
Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum;
Bertanggungjawab terhadap seluruh kebutuhan
sarana dan prasarana serta kualifikasi pendukung
pelaksanaan Reviu Standar Operasional Prosedur di
Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum;
Menetapkan hasil Reviu Standar Operasional
Prosedur pada masing-masing unit kerja di
Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum

Koordinator

Mendukung kelancaran tugas melalui koordinasi,
pengawasan, dalam rangka pelaksanaan Reviu
Standar Operasional Prosedur pada Direktorat
Jenderal Badan Peradilan Umum;

Menyusun bahan dan mengompilasi bahan yang
terkait dengan Reviu Standar Operasional Prosedur
pada Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum;
Menyempurnakan Standar Operasional Prosedur
apabila terdapat rekomendasi perbaikan
berdasarkan hasil Reviu pada Direktorat Jenderal
Badan Peradilan Umum;

Menyiapkan hasil Reviu Standar Operasional
Prosedur pada Direktorat Jenderal Badan Peradilan
Umum.

Pelaksana

Mengidentifikasi Standar Operasional Prosedur
pada Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum;
Melakukan analisis prosedur untuk mengetahui
tingkat efektifitas dan efisiensi pelaksanaan
kegiatan,




NO.

JABATAN

URAIAN TUGAS

3.

Melakukan Reviu pada unit eselon [l Direktorat
Jenderal Badan Peradilan Umum;

Mengkoordinasikan dan memastikan kecakuratan
hasil Reviu pada unit eselon Il pada Direktorat
Jenderal Badan Peradilan Umum;

Mengumpulkan informasi mengenai implementasi
Standar Operasional Prosedur pada unit kerja di
Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum

1
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